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SAMBUTAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa 

menjalankan aktivitas dan pengabdian di berbagai bidang kehidupan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi yang terjadi di negara ini sudah 

memprihatinkan. Bahkan sudah pada taraf menghancurkan sendi-sendi kehidupan 

masyarakat yang seharusnya sejahtera dengan kekayaan alam yang melimpah. 

Pada tingkat internasional, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia 

mempunyai citra buruk terkait korupsi. Berdasarkan indeks persepsi Korupsi yang 

dikeluarkan oleh Transparency Internasional, Indonesia pada tahun 2017 memiliki 

Indeks sebesar 37 dari 100 dan menempati posisi 96 dari 180 negara yang disurvei. 

Sementara itu, World Economic Forum dalam The Global Competitivness Report 2017-

2018 menyampaikan bahwa faktor terbesar yang menghambat dalam melakukan bisnis 

di Indonesia adalah korupsi dengan nilai 15,4. Keadaan tersebut akan mengakibatkan 

investor luar negeri ke negara-negara lain yang dianggap memiliki iklim lebih baik. 

Kondisi seperti ini akhirnya memperburuk perekonomian dengan segala aspeknya di 

negara ini.

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai 

cara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang secara 

khusus menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah 

dan pihak-pihak lain melakukan upaya kuratif tindak korupsi. Upaya penindakan ini 

membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Belum lagi jika dihitung dari dampak yang 

ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya memberantas 

korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (preventif), 

seperti pendidikan anti-korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak 

sejak dini.
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Buku Pendidikan Anti Korupsi Edisi Revisi untuk Perguruan Tinggi, sekaligus kurikulum 

yang mendukung, akan berkontribusi dalam upaya membentengi generasi muda 

khususnya kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan terhadap tindak 

pidana korupsi. Pendidikan Anti Korupsi ini juga mendukung program Gerakan Nasional 

Revolusi Mental (GNRM) yang bertujuan memperbaiki dan membangun karakter bangsa 

Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk 

membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera 

berdasarkan Pancasila.

Dengan terbitnya buku Pendidikan Anti Korupsi edisi revisi ini, saya sampaikan terima 

kasih sebesar-besarnya kepada Pimpinan Institut Teknologi Bandung, Universitas 

Paramadina, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, Universitas 

Indonesia, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Jenderal Soedirman, 

Universitas Negeri Jember dan seluruh pihak yang terlibat lainnya yang telah 

memberikan kontribusi sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga 

Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing bangsa ini untuk menjadi lebih baik. 

Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2018

Prof. Ainun Na'im, Ph.D, M.B.A. 

Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
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KATA PEGANTAR
EDITORIAL 

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak 

buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan 

sistem perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan tatanan sosial 

kemasyarakatan. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan 

selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan 

tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang 

bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan 

berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. 

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang 

oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa (extra ordinary effort) pula untuk 

memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, 

yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan, tidak akan pernah berhasil optimal jika 

hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh 

karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari 

masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam 

upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya 

penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif 

mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut 

membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan 

sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. 

Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup 

tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan 

transparan (reformasi birokrasi) dengan melakukan perbaikan sistem dan penguatan 

integritas sumber daya manusia juga sejalan dengan cita-cita ini.  Pendidikan Antikorupsi 

ini juga mendukung program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang bertujuan 

memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-

nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang 

bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Mahasiswa 

sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia di masa depan harus memiliki karakter ini.
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Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi ini berisikan bahan ajar dasar yang dapat 

dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perguruan Tinggi dan Program 

Studi masing-masing.  Berbeda dengan buku ajar Pendidikan Antikorupsi sebelumnya 

yang memuat bagian bahan ajar dasar yang terdiri atas delapan bab dan satu bagian 

lagi  model pembelajaran. Maka revisi yang dilakukan adalah dengan penambahan 

materi, perbaikan data dan penyesuaian perkembangan yang terjadi dari tahun 2011 

hingga tahun 2018 ini.  Pada buku revisi ini ada penambahan bab sehingga menjadi dua 

belas bab dimana bagian metode pembelajaran menjadi salah satu dari dua belas bab 

tersebut.

Bahan ajar dasar yang dituliskan dalam buku revisi ini terdiri dari dua belas bab, yaitu: 

(1) Korupsi dan Integritas, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, 

(4) Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (6) 

Gerakan, Kerjasama, dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Gerakan 

Kerjasama dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi, (8) Tindak Pidana Korupsi 

dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (9) Perkembangan Tindak Pidana Korupsi, 

(10) Korupsi dan Pelayanan Publik, (11) Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi 

dan (12) Model Pembelajaran Mata Kuliah Antikorupsi.  

Revisi yang dilakukan ini didasarkan atas pengalaman melakukan ToT (Training of the 

Trainer) bagi dosen calon pengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi dari tahun 

2012 hingga tahun 2017, yang melibatkan sekitar 1.900 PTN dan PTS di Indonesia dengan 

sekitar 3.800 dosen. Dalam pelaksanaannya selama itu banyak sekali didapatkan kritik 

dan masukan penting dari berbagai pihak yang terlibat mengenai materi yang ada di 

dalam Buku Ajar ini, termasuk juga bagaimana cara menyampaikan materi ini kepada 

peserta. Sehingga dari tahun 2012 sampai 2017 metode penyampaian materi yang 

dilakukan juga berubah-ubah disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, dari 

metode ToT hingga metode Micro Teaching pada tahun 2016 yang didahului dengan 

menerbitkan Buku Panduan Dosen Pendidikan Antikorupsi. Oleh sebab itu diharapkan 

dengan revisi ini bahan ajar dasar Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi ini 

akan lebih baik dan komprehensif.

Dalam penerapannya pada perkuliahan Pendidikan Antikorupsi dirancang untuk 

dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan tatap muka selama satu semester, materi 
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ini bisa mencakup hampir seluruh pertemuan pada satu semester. Namun perlu juga 

untuk memberikan pengetahuan dan wawasan lain kepada mahasiswa selain bahan 

ajar dasar yang ada di buku revisi ini, seperti; kuliah umum, studi kasus, pemutaran film 

dan analisisnya, dan tugas-tugas yang disesuaikan dengan karakteristik Program Studi 

pada Perguruan Tinggi masing-masing. Oleh sebab itu perlu perencanaan yang baik dan 

kreativitas dosen pengampu dalam aplikasinya.

Revisi buku ajar mata kuliah Pendidikan Antikorupsi ini disusun untuk keperluan 

penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa di Perguruan 

Tinggi. Tentu saja buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kehadiran 

buku ajar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan 

korupsi di Indonesia, khususnya dalam upaya membangun budaya antikorupsi di 

kalangan mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya.

Jakarta, Juli 2018

Tim Editor
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

 ahasis a mampu menjelaskan arti kata dan definisi k rupsi, serta 

perilaku k rupti  se ara tepat dan benar;

 ahasis a mampu menganalisis perbuatan k rupsi dan perilaku 

k rupti  di masyarakat serta mampu menjelaskan bentuk bentuk 

k rupsi dengan benar;

 ahasis a mampu menjelaskan pengertian integritas;

 ahasis a mampu menjelaskan dan memahami sejarah perkembangan 

k rupsi di nd nesia

POKOK BAHASAN

rupsi dan ntegritas

SUB POKOK BAHASAN

 rupsi dan erilaku rupti

 rupsi 

 erilaku rupti

 entuk bentuk rupsi dan erilaku rupti

 ntegritas

 ejarah erkembangan rupsi di nd nesia
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A. KORUPSI DAN PERILAKU KORUPTIF

1.  Korupsi

ata k rupsi  berasal dari bahasa atin “corruptio” kema ndrea   atau 

“corruptus” ebster tudent i ti nary   yakni berubah dari k ndisi yang adil, 

benar dan jujur menjadi k ndisi yang sebaliknya har,  dapun kata  “corruptio” 

berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa atin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak, 

mengg yahkan, memutar balik, meny g k, rang yang dirusak, dipikat, atau disuap asir, 

   ari bahasa atin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” 

nggris , “corruption” eran is  dan “corruptie/korruptie” elanda  engan demikian arti 

kata k rupsi se ara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat 

disuap, tidak berm ral, penyimpangan dari kesu ian

i alaysia terdapat peraturan antik rupsi, dipakai kata resuah  berasal dari bahasa rab 

“risywah”, menurut amus umum rab nd nesia artinya sama dengan k rupsi ndi am ah 

  Risywah suap  se ara termin l gis berarti pemberian yang diberikan sese rang 

kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan ara yang tidak 

dibenarkan atau untuk memper leh kedudukan al isbah al unir  al ayumi, al uhalla 

 bnu a m  emua ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan 

hukum, bahkan perbuatan ini termasuk d sa besar  ebagaimana yang telah diisyaratkan 

beberapa ash ur aniyah dan unnah aba iyah yang antara lain menyatakan  ereka 

itu adalah rang rang yang suka mendengar berita b h ng, banyak memakan yang haram  

 l aidah  

stilah k rupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa nd nesia, adalah 

kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak berm ral, kebejatan dan ketidakjujuran   

j asit  er adarminta   engertian lainnya, perbuatan yang buruk seperti 

penggelapan uang, penerimaan uang s g k, dan sebagainya   er adarminta   

alam Black law dictionary disebutkan Corruption, “is depravity, perversion, or taint, on 

i air en  o  in e ri  ir e  or oral rinci le  es .  he i air en  o  a lic o ficial s 

duties by bribery”  ryan  arner,    elanjutnya dalam he rd nabridged 

i ti nary, k rupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam 

pelaksanaan tugas tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa u hlisin   dapun 

pada ahun  rld ank, mendefinisikan k rupsi sebagai berikut, “Corruption is the  

abuse of public power for private gain”  he rld ank,  efinisi yang dirumuskan 

leh rld ank tersebut se lah menjadi standard internasi nal untuk merumuskan 

k rupsi  ainal bidin,    engertian lainnya menurut sian evel pment ank 

, k rupsi melibatkan perilaku leh sebagian pega ai sekt r publik dan s asta, dimana 

mereka dengan tidak pantas dan mela an hukum memperkaya diri sendiri dan atau rang

rang yang dekat dengan mereka, atau membujuk rang lain untuk melakukan hal hal 

tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan u hlisin  



3Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi

enurut ubekti dan jitr s edibi  dalam kamus hukum, yang dimaksud corruptie adalah 

k rupsi, perbuatan urang, perbuatan urang, tindak pidana yang merugikan keuangan 

negara ubekti dan jitr s edibi   

ari beberapa pengertian di atas, pada dasarnya menjelaskan k rupsi memiliki  lima  

k mp nen, sebagai berikut ainal bidin,     ertama; rupsi adalah suatu 

perilaku  edua; perilaku tersebut terkait dengan enyalahgunaan e enang atau 

kekuasaan  etiga; ilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kel mp k  

eempat; elanggar hukum atau menyimpang dari n rma atau m ral  elima; terjadi atau 

dilakukan dalam lic o fice se in  lembaga lembaga pemerintah  maupun ri a e o fice 

setting k rp rasi k rp rasi s asta

elanjutnya di dalam amus esar ahasa nd nesia  ditemukan beberapa peristilahan 

lain terkait dengan k rupsi, seperti  

a  rup artinya busuk,  buruk; rusak; busuk;  suka memakai barang uang  yang 

diper ayakan kepadanya; dapat dis g k memakai kekuasaannya untuk kepentingan 

pribadi ;

b  rupsi artinya penyele engan atau penyalahgunaan uang negara perusahaan dan 

sebagainya  untuk keuntungan pribadi atau rang lain;

 rupt r artinya rang yang melakukan k rupsi; rang yang menyele engkan 

menggelapkan  uang negara perusahaan  tempat kerjanya

engan demikian arti kata k rupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, 

berdasarkan kenyataan tersebut bah a perbuatan k rupsi menyangkut  sesuatu yang 

bersi at am ral, si at dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur 

pemerintah, penyele engan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut 

akt r ek n mi dan p litik dan penempatan keluarga atau g l ngan ke dalam kedinasan di 

ba ah kekuasaan jabatan

elanjutnya aharudin pa mengutip pendapat avid  halmers, menguraikan 

istilah k rupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, 

yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ek n mi, dan yang menyangkut bidang 

kepentingan umum  al ini diambil dari definisi yang berbunyi financial ani la ions and 

deliction injurious to the economic are often labeled corrupt” vi artanti  

enurut pendapat ainal bidin, et  l, terdapat  dua  jenis k rupsi dilihat dari besaran 

uang yang dik rupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu ainal bidin,   ; 

ertama, bureaucratic corruption, settingnya adalah di lingkungan bir krasi dan pelakunya 

para bir krat  enis k rupsi ini sering disebut petty corruption, yaitu suatu bentuk k rupsi 

yang dilakukan leh para bir krat atau pega ai rendahan, misalnya dengan ara menerima 

atau meminta suap dalam jumlah yang relati  ke il dari angg ta masyarakat  edua, political 

corruption, pada umumnya pelakunya adalah para p litisi di parlemen, para pejabat tinggi 
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di  pemerintahan, serta para penegak hukum di dalam maupun di luar pengadilan  enis 

k rupsi ini dikateg rikan ke dalam grand corruption, yakni k rupsi yang besaran uang 

yang dijadikan transaksinya relati  besar dan atau pelakunya memiliki kedudukan tinggi di 

masyarakat, dunia usaha dan atau pemerintahan  

elanjutnya mengutip pendapat mien ais, yang mengklasifikasikan k rupsi, sebagai 

berikut  n ar,   

a  rupsi kst rti , berupa s g kan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa;

b  rupsi anipulati , seperti permintaan sese rang yang memiliki kepentingan ek n mi 

kepada eksekuti  atau legislati  untuk membuat peraturan atau kebijakan yang 

menguntungkan bagi usaha ek n minya;

 rupsi ep tistik, terjadinya k rupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan 

sebagainya;

d  rupsi ubversi , mereka yang meramp k kekayaan egara se ara se enang enang 

untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi

2.  Perilaku Koruptif

alam pemahaman s si l gi, perilaku sese rang dapat dig l ngkan ke dalam tiga hal 

yang utama, yakni sikap, tindakan dan pengetahuan  ubungan nya dengan makna perilaku 

k rupti  adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan dan pengetahuan 

sese rang atau sekel mp k rang yang menjebakkan dirinya pada perbuatan k rupsi  

alah satu upaya pen egahan terhadap p tensi k rupsi dengan menguatkan peran akti  

keluarga sebagai agen s sial, diharapkan perilaku k rupti  bisa direduksi untuk tidak terus 

berkembang  th n lman uda,  enurut t k h s si l g e rge erbert ead 

, dalam te rinya mengenai tahap pengembangan diri manusia yang menjelaskan, 

bah a manusia dalam ase hidupnya akan mele ati beberapa tahapan s sialisasi, salah 

satunya ialah melalui keluarga  imana lingkungan keluarga se ara undamen menjadi 

tahap persiapan bagi individu untuk dibekali nilai dan n rma yang akan menjadi ped man 

bergaul dalam masyarakat  ila berka a pada te ri ead tersebut, maka keluarga sebagai 

salah satu unit s sial terke il di masyarakat, tidak hanya berperan membentuk kepribadian 

individu anak  agar sesuai dengan nilai dan n rma di masyarakat saja  elainkan perannya 

juga sangat penting dalam mereduksi perilaku menyimpang untuk tidak berkembang 

sehingga berdampak merugikan masyarakat dikemudian hari   

etika sebuah keluarga tidak mampu menjalankan ungsi s sialnya, misal dalam mendidik  

anak agar berperilaku jujur atau dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan tata aturan 

yang berlaku di masyarakat, maka akan berimplikasi pada mun ulnya permasalahan atau 

pat l gi s sial, termasuk perilaku k rupti  erilaku k rupti  bisa saja disebabkan karena 

adanya  kek s ngan peran dari masyarakat seperti peran keluarga  leh karena itu, penting 

untuk ikut melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama sama memerangi 
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k rupsi  elain itu, tanpa kita sadari ternyata lingkungan kita sendiri yang membentuk 

perilaku k rupti , namun karena ini terlalu sering dilakukan dimasyarakat maka seakan

akan keadaan ini menjadi hal biasa  erilaku masyarakat yang seenaknya dan selalu ingin 

mendapat segala sesuatu dengan instan menjadi dasar ter iptanya perilaku k rupti

anyak sekali perilaku k rupti  yang setiap hari dilakukan leh masyarakat nd nesia, 

namun tidak pernah disadari bah a hal ini seperti menjadi kebiasaan yang ajar  da 

beberapa perilaku masyarakat yang banyak men erminkan perilaku k rupti , misalnya 

h ril asyar,   

a  elanggaran alu intas; anyak sekali aturan dalam berkendara, dan setiap aturan 

pasti memiliki dasar dan tujuan yang baik  amun seringkali kita tidak sadar diri, kita 

a uh dan tidak memiliki kejujuran di jalan raya  ihat sekeliling anda, banyak sekali 

dari pengendara ini tidak memiliki , surat kendaraan tidak lengkap, tidak memakai 

helm, melanggar peraturan lalu lintas dan sebagainya  nda pernah bertanya pada 

mereka  ika anda pernah bertanya pasti ja aban mereka udah gak papa, rang 

gak ada p lisi k k  ni kebiasaan yang salah, apa mereka harus di tilang agar jera  

yatanya tidak  alam budaya kita perilaku harus selalu di a asi leh aparat seakan 

akan menjadi kebiasaan buruk yang terlihat biasa  ada saat tidak ada petugas mereka 

melanggar aturan dan berkendara seenaknya namun jika p lisi melakukan tindakan 

penertiban mereka menghindar  ikap seperti ini adalah bibit bibit bah a mereka juga 

al n k rupt r  arena jika tidak dia asi mereka bertindak semaunya dan melanggar 

peraturan yang berlaku

 ari kejadian di atas, biasanya mereka yang ditilang akan minta damai pada petugas  ika 

pelanggar ini meminta damai dan malah tidak menyadari kesalahannya ini termasuk ke 

dalam uap  asalnya jika mengakui kesalahan dan membayar denda maka uang tilang 

akan masuk ke kas negara namun jika kita minta damai t matis akan masuk ke dalam 

kant ng pribadi  ni kebiasaan yang sangat umum terjadi, namun dengan sikap seperti 

ini berarti masyarakat juga mendukung timbulnya perilaku k rupti  da banyak hal 

yang dilakukan masyarakat yang menyalahi aturan, misal dalam pembuatan , agar 

di permudah tesnya maka masyarakat memberikan uang lebih untuk memperlan ar 

pembuatannya  ebiasaan ini juga sudah menjadi ahasia umum di banyak instansi, 

namun seakan akan masyarakat tidak menganggap ini salah namun malah meneruskan 

kebiasaan buruk ini

b  uap enyuap ntuk elan aran in; r ses dan pr sedur peri inan dapat meliputi 

pr sedur pelayanan peri inan, pr ses penyelesaian peri inan yang merupakan pr ses 

internal yang dilakukan leh aparat petugas  e ara umum perm h nan i in itu harus 

menempuh pr sedur tertentu yang ditentukan leh pemerintah, selaku pemberi i in  

i samping itu pem h n juga harus memenuhi persyaratan persyaratan tertentu yang 

ditentukan leh pemerintah penguasa sebagai pemberi i in yang ditentukan se ara 

sepihak  r sedur dan persyaratan peri inan itu berbeda beda tergantung jenis i in, 
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tujuan i in dan instansi pemberi i in, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau 

pusat  alam hal ini untuk mempersingkat pr ses atau memperlan ar pelayanan, rang 

sudah dianggap la im untuk memberikan sesuatu imbalan kepada petugas, karena 

apabila tidak seperti itu seringkali urusan menjadi tersendat sendat  ebiasaan seperti 

itu di kalangan masyarakat sudah dianggap sebagai hal biasa dan dengan se ara sadar 

akan melakukan perbuatan tersebut

 eraturan yang dibuat buat; da hal menarik di nd nesia sering kali ada yang namanya 

uang terima kasih  aat hendak mengurus i in pernikahan dan pr sesi akad nikah, di 

depan kant r  e amatan tertulis eraturan bupati tentang tari  pernikahan  

idalam peraturan tertulis jika melakukan akad di kant r maka biaya ratis, dan apabila 

melakukan akad di luar kant r maka biayanya p  ,  amun pada kenyataannya 

tidak, mereka pega ai  meminta uang lebih dari tari  yang di tetapkan  adi jika 

menikah di ant r dikenakan tari  p  ,  dan jika di luar kant r biayanya p  

,  elisih p  ,  buat apa  ereka sendiri tak bisa menja ab dan hanya 

menja ab untuk lain lain  alu apabila mereka tidak di beri tambahan p  ,  

kita sebagai arga tidak akan dilayani dengan baik

d  emberikan ips kepada parat pelayanan publik; ebiasaan memberikan tips 

kepada pihak pihak tertentu yang selama ini kita anggap ajar dan merupakan bentuk 

kepedulian kita terhadap rang rang yang telah memberikan pelayanan kepada kita, 

misal pega ai kelurahan, ke amatan, di instansi yang memberikan peri inan, dan 

lain lain  ernyata telah menanamkan bibit perilaku k rupti  yang lama kelamaan 

akan semakin parah  ebiasaan memberikan tips kepada pega ai yang tugasnya 

sebagai pelayan publik, menyebabkan kinerjanya semakin buruk dalam memberikan 

pelayanannya, sebab mereka hanya akan melayani rang rang yang biasa memberikan 

tips saja  eng,        

e  ebiasaan elat; angan pernah menyepelekan aktu kedatangan alaupun hanya satu 

menit  ni hal yang tidak sering disadari, sudah telat lalu seakan akan tidak melakukan 

kesalahan  pakah ermin disiplin kita masih saja seperti ini  angat tidak layak disebut 

disiplin jika seperti ini  ayangkan jika anda naik pesa at dan anda telat datang satu 

menit, maka anda tidak akan mendapat apa apa  egitu pula jika naik kereta, mungkin 

belum lama bahkan masih melihat keretanya namun jika sudah jalan itu artinya anda 

juga telat  ika anda menjadi uru sen dan suka telat, ini sama saja anda mengk rupsi 

aktu mengajar, padahal ini ke ajiban yang sudah di bebankan pada se rang uru

sen  ayangkan jika se rang uru sen tiap kali ada kelas beliau telat masuk maka 

jika dikalikan seberapa sering sama saja mereka mengk rupsi banyak aktu  ungkin 

mulai dari sekarang kita harus bisa menghargai ketepatan aktu, karena yang saya lihat 

jam karet atau m l r sudah menjadi budaya juga di nd nesia

3.  Bentuk-Bentuk Korupsi

erikut dipaparkan berbagai bentuk k rupsi yang diambil dari uku aku yang dikeluarkan leh 

 atau misi emberantasan rupsi   
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No Bentuk Korupsi Perbuatan Korupsi

1 erugian euangan egara • e ara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau rang lain atau 

k rp rasi

• engan tujuan menguntungkan diri 

sendiri atau rang lain atau k rp rasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 

atau sarana yang ada

2 uap enyuap • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 

ega ai egeri atau penyelenggara negara  

dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau 

tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;

• Memberi sesuatu kepada ega ai egeri 

atau penyelenggara negara  karena atau 

berhubungan dengan kewajiban, dilakukan 

atau tidak dilakukan dalam jabatannya; 

• Memberi hadiah atau janji kepada ega ai 

egeri dengan mengingat kekuasaan atau 

wewenang yang melekat pada jabatan atau 

kedudukannya atau leh pemberi hadiah

janji dianggap melekat pada jabatan atau 

kedudukan tersebut;

• agi ega ai egeri atau penyelenggara 

negara yang menerima pemberian atau janji;

• agi ega ai egeri atau penyelenggara 

negara yang menerima hadiah atau janji, 

padahal diketahui atau patut diduga bah a 

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 

menggerakan agar melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, 

yang bertentangan dengan ke ajibannya;

• agi ega ai egeri atau penyelenggara 

negara yang menerima hadiah, padahal 

diketahui atau patut diduga bah a hadiah  

tersebut diberikan sebagai akibat atau 

disebabkan karena telah melakukan sesuatu 

atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan 

ke ajibannya;

• agi ega ai egeri atau penyelenggara 

negara yang menerima hadiah atau janji, 

padahal diketahui atau patut diduga 

bah a hadiah atau janji tersebut diberikan 

karena kekuasaan atau kewenangan yang 

berhubungan dengan jabatannya, atau yang 

menurut pikiran orang yang memberikan 

hadiah atau janji tersebut ada hubungan 

dengan jabatannya;
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No Bentuk Korupsi Perbuatan Korupsi

• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 

hakim dengan maksud untuk mempengaruhi 

putusan perkara;

• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 

advocat untuk menghadiri sidang pengadilan 

dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat 

atau pendapat yang akan diberikan, berhubung 

dengan perkara;

• Hakim yang menerima hadiah atau janji, 

padahal diketahui atau patut diduga bah a 

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 

memepengaruhi putusan perkara;

3 enggelapan dalam abatan • Pegawai negeri atau orang selain pegawai 

negeri yang ditugaskan menjalankan suatu 

jabatan umum secara terus menerus atau 

untuk sementara waktu, dengan sengaja 

menggelapkan uang atau surat berharga yang 

disimpan karena jabatannya, atau uang surat 

berharga tersebut diambil atau digelapkan 

leh rang lain atau membantu dalam 

melakukan perbuatan tersebut;

• ega ai negeri atau rang selain pega ai 

negeri yang ditugaskan menjalankan suatu 

jabatan umum se ara terus menerus atau 

untuk sementara aktu, dengan sengaja 

memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang 

khusus untuk pemeriksaan adminstrasi;

• ega ai negeri atau rang selain pega ai 

negeri yang ditugaskan menjalankan suatu 

jabatan umum se ara terus menerus atau 

untuk sementara aktu, dengan sengaja 

menggelapkan, merusakkan atau membuat 

tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau 

da tar yang digunakan untuk meyakinkan 

atau membuktikan di muka pejabat yang 

ber enang, yang dikuasai  karena jabatannya;

• ega ai negeri atau rang selain pega ai 

negeri yang ditugaskan menjalankan suatu 

jabatan umum se ara terus menerus atau 

untuk sementara aktu, dengan sengaja 

membiarkan rang lain menghilangkan, 

menghan urkan, merusakkan, atau membuat 

tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau 

da tar tersebut;
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No Bentuk Korupsi Perbuatan Korupsi

• ega ai negeri atau rang selain pega ai 

negeri yang ditugaskan menjalankan suatu 

jabatan umum se ara terus menerus atau 

untuk sementara aktu, dengan sengaja 

membantu rang lain  menghilangkan, 

menghan urkan, merusakkan, atau membuat 

tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau 

da tar tersebut;

4 emerasan • ega ai negeri atau penyelenggara negara 

yang dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri atau rang lain se ara mela an hukum, 

atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya 

memaksa sese rang memberikan sesuatu, 

membayar, atau menerima pembayaran 

dengan p t ngan atau untuk mengerjakan 

sesuatu bagi dirinya sendiri;

• ega ai negeri atau penyelenggara negara 

yang pada aktu menjalankan tugas, meminta 

atau menerima pekerjaan atau penyerahan 

barang, se lah lah merupakan utang kepada 

dirinya, padahal diketahui bah a hal tersebut 

bukan merupakan utang;

• ega ai negeri atau penyelenggara negara 

yang pada aktu menjalankan tugas, 

meminta atau menerima atau mem t ng 

pembayaran kepada ega ai negeri atau 

penyelenggara negara yang lain atau kepada 

kas umum, se lah lah ega ai negeri atau 

penyelenggara negara yang lain atau kas 

umum tersebut mempunyai utang kepadanya,   

padahal diketahui bah a hal tersebut bukan 

merupakan utang;

erbuatan urang • emb r ng, ahli bangunan yang pada aktu 

membuat bangunan, atau penjual bahan 

bangunan yang pada aktu menyerahkan 

bahan bangunan, melakukan perbuatan 

urang yang dapat membahayakan keamanan 

rang atau barang, atau keselamatan negara 

dalam keadaan perang;

• etiap rang yang bertugas menga asi 

pembangunan atau menyerahkan bahan 

bangunan, sengaja membiarkan perbuatan 

urang;
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No Bentuk Korupsi Perbuatan Korupsi

• etiap rang  yang pada aktu menyerahkan 

barang keperluan  atau ep lisian egara 

 melakukan perbuatan urang yang dapat 

membahayakan keselamatan negara dalam 

keadaan perang;

•    etiap rang yang bertugas menga asi 

penyerahan barang keperluan  atau 

ep lisian egara  melakukan perbuatan 

urang dengan sengaja membiarkan perbuatan 

urang;

enturan epentingan dalam en

gadaan

• ega ai negeri atau penyelenggara negara 

baik langsung maupun tidak langsung dengan 

sengaja turut serta dalam pemb r ngan, 

pengadaan atau perse aan yang pada saat 

dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau 

sebagian ditugaskan untuk mengurus atau 

menga asinya;

ratifikasi • etiap gratifikasi kepada pega ai negeri atau 

penyelenggara dianggap pemberian suap, 

apabila berhubungan dengan jabatannya dan 

yang berla anan dengan ke ajiban tugasnya;

entuk jenis tindak pidana k rupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan k rupsi 

berdasarkan  indak idana rupsi dapat dikel mp kkan  

 ela an hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan egara 

 enyalahgunakan ke enangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan 

keuangan egara 

 enyuap pega ai negeri 

 emberi hadiah kepada pega ai negeri karena jabatannya 

 ega ai negeri menerima suap 

 ega ai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya 

 enyuap hakim 

 enyuap adv kat

 akim dan adv kat menerima suap 

 ega ai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan 

 ega ai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi 

 ega ai negeri merusakkan bukti 

 ega ai negeri membiarkan rang lain merusakkan bukti 

 ega ai negeri membantu rang lain merusakkan bukti 

 ega ai negeri memeras 



11Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi

 ega ai negeri memeras pega ai yang lain 

 emb r ng berbuat urang 

 enga as pr yek membiarkan perbuatan urang 

 ekanan lri berbuat urang 

 enga as rekanan lri membiarkan perbuatan urang 

 enerima barang lri membiarkan perbuatan urang 

 ega ai negeri menyer b t tanah egara sehingga merugikan rang lain 

 ega ai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya 

 ega ai negeri menerima gratifikasi dan tidak lap r  

 erintangi pr ses pemeriksaan 

 ersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya 

 ank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka 

 aksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu 

 rang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi 

keterangan palsu 

 aksi yang membuka identitas pelap r

B. INTEGRITAS

ata integritas berasal dari bahasa atin integer yang berarti keutuhan, kesehatan, tak 

tersentuh, utuh, dan seluruh  enurut eters n  eligman    integritas keaslian, 

kejujuran   erbi ara kebenaran tetapi lebih luas lagi, mendatangkan diri dalam ara yang 

asli dan bertindak dengan ara yang tulus; menjadi tanpa kepura puraan; bertanggungja ab 

untuk perasaan dan tindakan sese rang  alam amus mum ahasa nd nesia disebutkan, 

yang dimaksud dengan integritas adalah kebulatan; keutuhan; kejujuran  er adarminta, 

    

im ns dalam rman  teven,    mendefinisikan perilaku integritas sebagai 

p la yang dirasakan dari keselarasan antara kata kata se rang pemimpin dan perbuatan  

e rge heehan dalam ea,  menjabarkan integritas diri sebagai kesatuan empat 

peran, yaitu menjadi binatang yang baik fisik , ahli pertukangan yang baik mental , teman 

yang baik s sial , dan rang su i spiritual  ea  menyebutkan integritas adalah sebuah 

keunggulan diri pribadi yang menjadikan sese rang hidup lebih sehat dan tanpa beban, karena 

mereka menjalankan hidupnya jauh dari aneka kepura puraan dan kepalsuan  imana pun dia 

berada, dan k ndisi apa pun yang menekannya, ia tetap hidup k nsisten dengan nilai nilai 

yang dianutnya

a k el h    , dalam bukunya yang berjudul “Winning” mengatakan, integritas  adalah 

sepatah kata yang kabur tidak jelas  rang rang yang memiliki integritas mengatakan 

kebenaran, dan rang rang itu memegang kata kata mereka  ereka bertanggungja ab atas 

tindakan tindakan mereka di masa lalu, mengakui  kesalahan mereka dan meng reksinya  
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ereka mengetahui hukum yang berlaku dalam negara mereka, industri mereka dan 

perusahaan mereka, baik yang tersurat maupun yang tersirat, dan mentaatinya  ereka 

bermain untuk menang  se ara benar bersih , seturut peraturan yang berlaku  erbagai survei 

dan studi  kasus telah mengidentifikasikan integritas atau kejujuran sebagai suatu  karakteristik 

pribadi yang paling dihasrati dalam diri se rang pemimpin  

e ara harafiah ntegritas adalah k nsistensi dan keteguhan yang tak terg yahkan dalam 

menjunjung tinggi nilai nilai luhur dan keyakinan  efinisi lain integritas bisa diartikan suatu 

k nsep yang menunjuk k nsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip  alam etika, 

integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan sese rang  a an dari 

integritas adalah hipocrisy hip krit atau munafik

sti k  el rd dalam ea,  karakteristik yang se ara k nsisten diperlihatkan leh 

rang yang berintegritas tinggi, yakni  enyadari bah a hal hal ke il itu penting; enemukan 

yang benar saat rang lain hanya melihat arna abu abu ; ertanggung ja ab; en iptakan 

budaya keper ayaan; enepati janji; eduli terhadap kebaikan yang lebih besar; ujur dan 

rendah hati; ertindak bagaikan tengah dia asi; serta k nsisten  enurut ea  rang 

yang memiliki integritas diri dapat menjadi inspirasi p siti  bagi rang rang di sekitarnya, 

bahkan mampu memberi pengaruh besar dan p siti  dalam kehidupan, alau mereka sudah 

tidak ada lagi  e rang pribadi yang memiliki integritas, dalam dirinya terdapat iri iri berikut

 emiliki fisik yang sehat dan bugar, memiliki kemampuan hidup s sial yang semakin baik, 

memiliki kekayaan r hani yang semakin mendalam, dan memiliki mental yang kuat dan 

sehat. 

 adar k n ik dirinya rendah  a tidak berperang mela an dirinya sendiri pribadinya 

menyatu  engan demikian, dia memiliki lebih banyak energi untuk tujuan pr dukti  

 emiliki kemampuan dalam menata batin sampai men apai tahap kebebasan batin dalam 

arti tidak mudah di mbang ambing leh gej lak em si dan perasaan sendiri  

 emakin memiliki inta yang pers nal kedekatan hidup pada uhan sehingga mampu 

menanggung risik  dan k nsekuensi dari pilihan hidup religiusnya  

 e rang yang tidak mudah binggung tentang mana yang benar atau salah, baik atau buruk, 

demikian pula persepsinya tentang tingkah laku yang benar tidak mengalami banyak 

keraguan. 

 emiliki kemampuan melihat hidup se ara jernih, melihat hidup apa adanya, dan bukan 

menurut keinginannya  ese rang tidak lagi bersikap em si nal, melainkan bersikap lebih 

bjekti  terhadap hasil pengamatannya  

 rang ini juga dapat membaktikan tugas, ke ajiban atau panggilan tertentu yang ia 

pandang penting  arena berminat pada pekerjaannya itu, ia bekerja keras  aginya, bekerja 

memberikan kegembiraan dan kenikmatan  asa bertanggung ja ab atas tugas penting 

merupakan syarat utama bagi pertumbuhan, aktualisasi diri, serta kebahagiaan  

e rang dikatakan mempunyai integritas  apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, 

dan prinsip yang dipegangnya ikipedia  udahnya, iri se rang yang berintegritas 

ditandai leh satunya kata dan perbuatan bukan se rang yang kata katanya tidak dapat 

dipegang  e rang yang mempunyai integritas bukan tipe manusia  dengan banyak ajah dan 
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penampilan yang  disesuaikan dengan m ti  dan kepentingan pribadinya  ntegritas menjadi 

karakter kun i bagi se rang pemimpin  e rang pemimpin yang mempunyai integritas akan 

mendapatkan keper ayaan (trust) dari pega ainya  impinan yang berintegritas  diper ayai 

karena apa yang menjadi u apannya juga menjadi  tindakannya  ntegritas adalah sikap batin 

yang k k h memegang prinsip di tengah situasi sesulit apapun  ntegritas adalah keyakinan tak 

terg yahkan  ntegritas lahir dari perjungan mendalam pada beragam peristi a kehidupan  

ntegritas berkembang di dalam benturan kenyataan  ntegritas adalah s al eksistensi kita 

sebagai manusia dan bangsa  ntegritas adalah lembar tipis yang memisahkan kita dari 

ketiadaan  ntegritas adalah satunya kata dan perbuatan

ntuk me ujudkan itu semua dibutuhkan se rang aparatur yang siap menjadi pemimpin 

perubahan, dan akt r penting yang harus dimiliki aparatur negara yaitu kemampuan 

menunjukkan integritas, etika, ji a dan semangat nasi nalisme dalam mengel la r gram 

egiatan instansi menuju rganisasi yang berkinerja tinggi  rang yang memiliki integritas 

di irikan dengan kualitas diri dan kualitas interaksi dengan rang lain seperti mematuhi 

peraturan dan etika rganisasi, jujur, memegang teguh k mitmen dan prinsip prinsip yang 

diyakini benar, tanggung ja ab, k nsisten antara u apan dan tindakan, kerja keras dan 

antik rupsi

C. SEJARAH PERKEMBANGAN KORUPSI DI INDONESIA

rupsi di nd nesia sudah terjadi sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era 

rde ama, rde aru, berlanjut hingga era e rmasi  erbagai upaya telah dilakukan untuk 

memberantas k rupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api  eri disasi k rupsi 

di nd nesia se ara umum dapat dibagi dua, yaitu peri de pra kemerdekaan dan pas a 

kemerdekaan min ahayu, 

1.  Pra Kemerdekaan

a  asa emerintahan erajaan

• radisi k rupsi  yang tiada henti karena did r ng leh m ti  kekuasaan, kekayaan dan 

wanita.

• perebutan kekusaan di erajaan ing sari sampai tujuh keturunan saling membalas 

dendam berebut kekusaan  nus pati hj y angga uni ahesa ngateleng, 

dan seterusnya , 

• ajapahit pember ntakan uti, arnbi, ur  dan lain lain ,

• emak k  ingkir dengan ary  enangsang , 

• anten ultan aji merebut tahta dari ayahnya, ultan geng irtayasa , 

• erla anan rakyat terhadap elanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali 

peralihan kekuasaan di usantara telah me arnai ejarah rupsi dan ekuasaan di 

nd nesia

• ehan uran kerajaan kerajaan besar ri ijaya, ajapahit dan ataram  adalah 

karena perilaku k rup dari sebagian besar para bangsa annya
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 ri ijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan 

sepeninggal ala putra e a  

 ajapahit diketahui han ur karena adanya perang saudara perang paregreg  

sepeninggal aha atih ajah ada  

 ataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipe ah belah dan dipreteli 

gigi taringnya leh elanda

b  asa l nial elanda

• ada tahun  dengan erjanjian iyanti,  meme ah ataram menjadi dua 

kekuasaan yaitu esultanan gyakarta dan asunanan urakarta  

• ahun   meme ah asunanan urakarta menjadi dua daerah kekuasaan 

yaitu asunanan urakarta dan angkunegaran  

• esultanan gyakarta juga dibagi dua menjadi asultanan gyakarta dan 

akualaman

• alam buku History of Java karya h mas tan rd a es ubernur enderal nggris 

yang memerintah ulau a a tahun , al menarik dalam buku itu adalah 

pembahasan seputar karakter penduduk a a  enduduk a a digambarkan sangat 

nrim  atau pasrah terhadap keadaan  amun, di pihak lain, mempunyai keinginan 

untuk lebih dihargai leh rang lain  idak terus terang, suka menyembunyikan 

pers alan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala 

rang lain tidak mengetahui  al menarik lainnya adalah adanya bangsa an yang 

gemar menumpuk harta, memelihara sanak abdi dalem  yang pada umumnya abdi 

dalem lebih suka mendapat atau men ari perhatian majikannya  kibatnya, abdi dalem 

lebih suka men ari muka atau berperilaku p rtunis  

• alam aspek ek n mi, raja dan lingkaran kaum bangsa an mend minasi sumber

sumber ek n mi di masyarakat  akyat umumnya dibiarkan  miskin, tertindas, tunduk 

dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak penguasa

• udaya yang sangat tertutup dan penuh ke ulasan  itu turut menyuburkan budaya 

k rupsi  di usantara  idak jarang abdi dalem juga melakukan k rup  dalam 

mengambil upeti  pajak  dari rakyat yang akan diserahkan kepada emang urah  

selanjutnya leh emang akan diserahkan kepada umenggung  bdi dalem di 

atemenggungan setingkat kabupaten atau pr pinsi juga mengk rup harta yang akan 

diserahkan kepada aja atau ultan

• ebiasaan mengambil upeti  dari rakyat ke il yang dilakukan leh aja a a ditiru 

leh elanda ketika menguasai usantara  minus aman nggris 

, kibat kebijakan itulah banyak terjadi perla anan perla anan rakyat terhadap 

elanda  ebut saja misalnya perla anan ip neg r  , mam nj l 

, eh  dan lain lain  

• amun, yang lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi 

rakyat nd nesia yang terjajah  juga dilakukan leh bangsa nd nesia sendiri  ebut 

saja misalnya kasus penyele engan pada pelaksanaan istem "Cultuur Stelsel  

yang se ara harfiah berarti istem embudayaan  alaupun tujuan utama sistem itu 
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adalah membudayakan tanaman pr dukti  di masyarakat agar hasilnya mampu untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi k ntribusi ke kas elanda, namun 

kenyataannya justru sangat memprihatinkan

2.  Pasca Kemerdekaan

a  rde ama

• ibentuk adan emberantasan rupsi, anitia Retooling paratur egara  

dibentuk berdasarkan  eadaan ahaya, dipimpin leh enderal  asuti n dan 

dibantu leh dua rang angg ta yakni r   amin dan r  eslan bdulgani  

amun ternyata pemerintah pada aktu itu seperti setengah hati menjalankannya

• ejabat pemerintah diharuskan mengisi rmulir yang disediakan, istilah sekarang 

 da tar kekayaan pejabat negara  alam perkembangannya kemudian ternyata 

ke ajiban pengisian rmulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat  ereka 

berdalih agar rmulir itu tidak diserahkan kepada  tetapi langsung kepada 

residen

• eberapa re erensi menyatakan bah a pemberantasan k rupsi se ara yuridis baru 

dimulai pada tahun , dengan keluarnya eraturan enguasa iliter m r 

 eraturan yang dikenal dengan eraturan tentang emberantasan 

rupsi ini dibuat leh penguasa militer aktu, yaitu enguasa iliter ngkatan arat 

dan ngkatan aut

• ahun  melalui eputusan residen   ahun , upaya pemberantasan 

k rupsi kembali digalakkan  enderal  asuti n yang saat itu menjabat sebagai 

enk hankam asab dibantu leh r  iry n  r dj dikusum  ugasnya yaitu 

meneruskan kasus kasus k rupsi ke meja pengadilan  embaga ini di kemudian hari 

dikenal dengan istilah perasi udhi  asarannya adalah perusahaan perusahaan 

negara serta lembaga lembaga negara lainnya yang dianggap ra an praktik k rupsi 

dan k lusi  perasi udhi ternyata pada akhirnya mengalami hambatan

• alam kurun aktu  bulan sejak perasi udhi dijalankan, keuangan negara dapat 

diselamatkan sebesar kurang lebih  miliar rupiah, jumlah yang ukup signifikan untuk 

kurun aktu itu  arena dianggap mengganggu prestise residen, akhirnya perasi 

Budhi dihentikan.

• ebandri  mengumumkan pembubaran perasi udhi yang kemudian diganti 

namanya menjadi  mand  ertinggi Retooling parat ev lusi  di mana 

residen ekarn  menjadi ketuanya serta dibantu leh ebandri  dan etjen hmad 

ani  ejarah kemudian men atat pemberantasan k rupsi pada masa itu akhirnya 

mengalami stagnasi.

b  rde aru

• i masa a al rde aru, pemerintah menerbitkan eppres  ahun  tentang 

embentukan im emberantasan rupsi  alam pelaksanaannya, tim tidak bisa 

melakukan pemberantasan k rupsi se ara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir 

tidak ber ungsi  eraturan ini malahan memi u berbagai bentuk pr tes dan dem nstrasi 
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mulai tahun  dan pun aknya di tahun  yang kemudian ditandai dengan 

dibentuknya misi  yang bertugas menganalisa permasalahan dalam bir krasi dan 

mengeluarkan rek mendasi untuk mengatasinya  mite mpat berangg takan t k h

t k h tua yang dianggap bersih dan ber iba a seperti r  hannes,  asim , r 

il p  dan  j kr amin t  ugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain 

epartemen gama, ul g,  aringin,  antrust, elk m, dan ertamina  amun 

k mite ini hanya menjadi ma an mp ng , karena hasil temuannya tentang dugaan 

k rupsi di ertamina tak diresp n leh pemerintah

• asih di tahun yang sama, mantan akil presiden pertama  ung atta memun ulkan 

a ana bah a k rupsi telah membudaya di nd nesia  adahal, lanjut atta, k rupsi 

telah menjadi perilaku dari sebuah re im baru yang dipimpin ehart , padahal usia 

re im ini masih begitu muda  atta seperti merasakan ita ita pendiri epublik ini telah 

dikhianati dalam masa yang masih sangat muda  hli sejarah  i al mengungkapkan, 

atta saat itu merasa ita ita negara telah dikhianati dan lebih parah lagi karena 

k rupsi itu justru seperti diberi asilitas  adahal menurut dia, tak ada k mpr mi 

apapun dengan k rupsi  dikutip dari nti rrupti n learing use  

• etika aksamana ud m  diangkat sebagai angk pkamtib, dibentuklah pstib 

perasi ertib  dengan tugas antara lain juga memberantas k rupsi  ebijakan ini 

hanya melahirkan sinisme di masyarakat  ak lama setelah pstib terbentuk, suatu 

ketika timbul perbedaan pendapat yang ukup tajam antara aksamana ud m  

dengan enderal  asuti n  al itu menyangkut pemilihan met de atau ara 

pemberantasan k rupsi, enderal  asuti n berpendapat apabila ingin berhasil 

dalam memberantas k rupsi, harus dimulai dari atas  eliau juga menyarankan kepada 

aksamana ud m  agar memulai dari dirinya  eiring dengan berjalannya aktu, 

pstib pun hilang tanpa bekas sama sekali

• rde aru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa rde 

aru yang ukup panjang  amun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat 

itu berlaku e ekti  dan membuat k rupsi sedikit berkurang dari bumi nd nesia  

enyambung pidat nya di ari emerdekaan   gustus , pemerintahan 

ehart  mengeluarkan   tahun  tentang emberantasan indak idana 

rupsi  turan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda 

maksimum  juta rupiah bagi semua delik yang dikateg rikan k rupsi  elengkapi 

undang undang tersebut, d kumen negara aris garis esar esar aluan egara 

 yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas k rupsi  

amun pelaksanaan  ini b r karena pengel laan negara di arnai banyak 

ke urangan dan keb ran anggaran negara di semua sekt r tanpa ada k ntr l sama 

sekali  dikutip dari nti rrupti n learing use  

• rgan rgan negara seperti parlemen yang memiliki ungsi penga asan dibuat lemah  

nggaran  ditentukan leh pemerintah sehingga ungsi penga asan tak ada lagi  

embaga yudikati  pun dibuat serupa leh re im rde aru, sehingga tak ada kekuatan 

yang tersisa untuk bisa mengadili kasus kasus k rupsi se ara independen  ekuatan 

masyarakat sipil dimandulkan, penguasa rde aru se ara perlahan membatasi ruang 
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gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya

• erikut ini beberapa peraturan yang terbit di masa rde aru berkaitan dengan 

pemberantasan k rupsi dikutip dari nti rrupti n learing use   

  ahun  tentang embinaan paratur yang er iba a dan ersih dalam 

engel laan egara;

  ahun  tentang ebijakan dan angkah angkah dalam rangka 

enertiban paratur egara dari asalah rupsi, enyalahgunaan e enang, 

eb ran dan emb r san ekayaan dan uangan egara, ungutan ungutan 

iar serta erbagai entuk enyele engan ainnya yang enghambat elaksanaan 

embangunan;

 ndang ndang  ahun  tentang indak idana rupsi;

 eppres   ahun  tentang elap ran ajak ara ejabat dan ;

 npres m r  ahun  tentang perasi enertiban;

 ndang ndang m r  ahun  tentang indak idana uap

 e rmasi

• ada masa pemerintahan residen   abibie, mun ul ap  m r  

tentang engel laan egara yang ersih dan ebas  dan  m r  ahun 

 tentang enyelenggaraan egara yang bersih dan bebas dari , kemudian 

membentuk badan badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan k rupsi, 

antara lain  im abungan enanggulangan indak idana rupsi dengan  eraturan 

emerintah m r  ahun , misi mbudsman asi nal, misi emeriksa 

ekayaan ejabat egara dan beberapa lainnya  

• ada masa itu, ada beberapa atatan langkah radikal yang dilakukan leh pemerintahan 

us ur  alah satunya, mengangkat aharudin pa sebagai enteri ehakiman yang 

kemudian menjadi aksa gung  ejaksaan gung  sempat melakukan langkah

langkah k ngkret penegakan hukum k rupsi  anyak k rupt r kelas kakap yang 

diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu.

• i masa pemerintahan residen ega ati, iba a hukum dalam pemberantasan 

k rupsi semakin mer s t  ngl merat bermasalah bisa menge h aparat hukum 

dengan alasan ber bat ke luar negeri  emberian  untuk raj g  angestu, 

arimutu inivasan, jamsul ursalim, he ien ing, l l snya amadikun art n  

dari jeratan eksekusi putusan , pemberian asilitas  kepada k ngl merat 

yang utangnya ma et, menjadi bukti kuat bah a elit pemerintahan tidak serius dalam 

upaya memberantas k rupsi  asyarakat menilai bah a pemerintah masih memberi 

perlindungan kepada para pengusaha besar yang n tabene memberi andil bagi 

kebangkrutan perek n mian nasi nal  emerintah semakin lama semakin kehilangan 

iba a  elakangan kasus kasus k rupsi merebak pula di sejumlah  era 

e rmasi
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• i tengah keper ayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang 

seharusnya mengurusi k rupsi, pemerintahan ega ati kemudian membentuk misi 

emberantasan indak idana rupsi  embentukan lembaga ini merupakan 

ter b san hukum atas mandeknya upaya pemberantasan k rupsi di negara ini  ni yang 

kemudian menjadi ikal bakal misi emberantasan rupsi

• erjalanan panjang memberantas k rupsi seperti mendapatkan angin segar ketika 

mun ul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan ke enangan yang jelas untuk 

memberantas k rupsi  eskipun sebelumnya, ini dibilang terlambat dari agenda yang 

diamanatkan leh ketentuan asal   m r  ahun  sebagaimana telah 

diubah dengan  m r  ahun , pembahasan   dapat dikatakan 

merupakan bentuk keseriusan pemerintahan ega ati ekarn putri dalam 

pemberantasan k rupsi  eterlambatan pembahasan  tersebut dilatarbelakangi 

leh banyak sebab  ertama, perubahan k nstitusi yang berimpilkasi pada perubahan 

peta ketatanegaraan  edua, ke enderungan legislative heavy pada  etiga, 

ke enderungan tirani  eterlambatan pembahasan   salah satunya juga 

disebabkan leh pers lan internal yang melanda sistem p litik di nd nesia pada era 

re rmasi  dikutip dari nti rrupti n learing use  

• i era residen usil  ambang udh y n   , visi pemberantasan k rupsi ter ermin 

dari langkah a al yang dilakukannya dengan menerbitkan nstruksi residen m r 

 ahun  dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan en ana ksi asi nal 

emberantasan rupsi  yang disusun leh appenas   emberantasan 

rupsi itu berlaku pada tahun  engan menggunakan paradigma sistem 

hukum, pemerintah usil  ambang udh y n  diuntungkan sistem hukum yang 

mapan, keberadaan  melalui ndang undang m r  ahun , engadilan 

indak idana rupsi ipik r  yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan 

internasi nal (structure), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum 

nasi nal dan hukum internasi nal  dikutip dari nti rrupti n learing use  
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

 ahasis a mampu menjelaskan akt r penyebab k rupsi se ara 

internal;

 ahasis a mampu menjelaskan akt r penyebab k rupsi se ara 

eksternal.

POKOK BAHASAN

akt r akt r enyebab rupsi

SUB POKOK BAHASAN

 akt r enyebab nternal

 spek i at amak

 aya idup nsumti

 ral

 akt r enyebab ksternal

  spek sial

  spek litik

  spek ukum

  spek k n mi

 spek rganisasi

 akt r enyebab rupsi dalam erspekti  e ri
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enempatkan k rupsi sebagai masalah keserakahan elite  yang telah men reng itra bangsa 

di mata internasi nal, sangatlah ajar apabila kampanye anti kerakusan dijadikan sebagai salah 

satu criminal policy non-punitif untuk memberantas k rupsi  anyak akt r, sebagai penyebab 

terjadinya k rupsi, tapi sebenarnya berpusat pada satu hal, yakni t leransi terhadap k rupsi  

ebih banyak i ara dan upa ara ketimbang aksi dan empati terhadap prilaku antik rupsi  

ntuk itu men ermati akt r penyebab terjadinya k rupsi sangatlah tepat  sebagai  langkah a al 

bergerak  menuju pemberantasan k rupsi yang riil    

adjar  memaparkan bah a p la terjadinya k rupsi dapat dibedakan dalam tiga ilayah 

besar yaitu ; ertama, bentuk penyalahgunaan ke enangan yang berdampak terjadinya k rupsi 

adalah pertama; Mercenery abuse of power, penyalahgunaan e enang yang dilakukan leh 

rang yang mempunyai suatu ke enangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan 

ara s g k meny g k, suap, mengurangi standar spesifikasi atau v lume dan penggelembungan 

dana (mark up)  enyalahgunaan e enang tipe seperti ini adalah biasanya n n p litis dan 

dilakukan leh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya

edua, iscre iner  a se o  ower, pada tipe ini penyalahgunaan e enang yang dilakukan 

leh pejabat yang mempunyai ke enangan istime a dengan mengeluarkan kebijakan tertentu 

misalnya keputusan alik ta upati atau berbentuk peraturan daerah keputusan alik ta

upati yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerjasama dengan ka an kel mp k (despotis) 

maupun dengan keluarganya (nepotis).

etiga, Idiological abuse of power, hal ini dilakukan leh pejabat untuk mengejar tujuan dan 

kepentingan tertentu dari kel mp k atau partainya  isa juga terjadi dukungan kel mp k pada 

pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di bir krasi lembaga ekskuti , dimana kelak 

mereka akan mendapatkan k mpensasi dari tindakannya itu, hal ini yang sering disebut p litik 

balas budi yang li ik  rupsi jenis inilah yang sangat berbahaya, karena dengan praktek ini 

semua elemen yang mendukung telah mendapatkan k mpensasi

raian diatas berkenaan dengan tindak pidana k rupsi, namun sebenarnya k rupsi tidak hanya  

dalam bentuk tindak pidana k rupsi tetapi termasuk didalamnya adalah prilaku k rup atau 

tindakan k rupti

pabila disederhanakan penyebab k rupsi meliputi dua akt r yaitu akt r internal dan akt r 

eksternal  akt r internal merupakan penyebab k rupsi yang datang dari diri pribadi  sedang 

akt r eksternal adalah akt r penyebab terjadinya k rupsi karena sebab sebab dari luar

akt r internal terdiri dari aspek m ral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, 

aspek sikap atau perilaku misalnya p la hidup k nsumti  dan aspek s sial seperti keluarga yang 

mend r ng sese rang untuk berperilaku k rup

akt r eksternal bisa dila ak dari aspek ek n mi misalnya pendapatan atau gaji tidak 

men ukupi kebutuhan, aspek p litis misalnya instabilitas p litik, kepentingan p litis, meraih dan 

mempertahankan kekuasaan, aspek managemen  rganisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan 

transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya ujud perundang undangan dan lemahnya 

penegakkan hukum  serta aspek s sial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung 

perilaku antik rupsi  enyataan ini memperlihatkan bah a k rupsi bukanlah peristi a yang 

berdiri sendiri  akt r akt r penyebabnya bisa dari internal pelaku pelaku k rupsi, tetapi bisa 



23Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi

juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang k ndusi  bagi sese rang untuk melakukan k rupsi

ejalan dengan paparan diatas menurut r  arlit   ar n     akt r penyebab  

sese rang melakukan tindakan k rupsi  yaitu akt r d r ngan  dari dalam diri sendiri keinginan 

hasrat kehendak dan sebaginya  dan akt r rangsangan dari luar misalnya d r ngan dari teman 

teman, adanya kesempatan dan kurang k ntr l  al itu searah dengan pendapat  atjipt  

ahardj      yang menyatakan bah a tindakan k rupsi merupakan  tindak kejahatan yang 

terjadi akibat penyele engan e enang atau tanggung ja ab  erilaku k rupsi menyangkut 

berbagai hal yang bersi at k mpleks, namun akt r akt r penyebabnya bisa dari internal pelaku 

k rupsi dan juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang k ndusi  untuk melakukan k rupsi 

akt r eksternal  

ada titik ini pen arian akar penyebab  k rupsi tidak hanya perlu tetapi adalah suatu keharusan 

agar bat  yang diberikan akan bekerja dengan tepat  ekali lagi se ara garis besar penyebab 

k rupsi dapat dikel mp kkan menjadi dua, yaitu  akt r internal dan akt r eksternal

A.  FAKTOR PENYEBAB INTERNAL

akt r nternal, merupakan akt r pend r ng k rupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu  

akt r internal dapat diperin i menjadi 

 1. Sifat tamak/rakus manusia  

 i at tamak merupakan si at yang berasal dari dalam diri setiap individu  al itu terjadi 

ketika sese rang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah 

merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki  e ara bahasa tamak berarti rakus hatinya  

edang menurut istilah tamak adalah inta kepada dunia harta  terlalu berlebihan tanpa 

memperhatikan hukum  ari makna tersebut bisa di ahami, bah a tamak adalah sikap 

rakus terhadap hal hal yang bersi at kebendaan tanpa memperhitungkan mana yang halal 

dan haram  amak harta adalah keinginan yang besar untuk mendapatkan harta sebanyak

banyaknya yang dipi u leh inta harta se era berlebihan, seringkali juga dipi u leh 

interaksi dalam pergaulan dengan p la hidup hed nisme dan k nsumti  rupsi adalah 

kejahatan rang pr esi nal yang rakus  udah berke ukupan, tapi serakah   

 2. Gaya hidup konsumtif

 ada era m dern ini, terutama kehidupan dik ta  k ta besar merupakan hal yang sering 

mend r ng terjadinya gaya hidup k nsumti  leh karena itu, apabila erilaku k nsumti  

tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka 

peluang sese rang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya  alah 

satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan k rupsi  eni hi hmae dalam karyanya 

The End of the Nation State, selain mengungkapkan kian meredupnya keutamaan aham 

negara bangsa (nation state), juga bertujuan untuk mendidkusikan  mengenai pengel laan 

kepentingan nasi nal dalam semangat dan visi yang baru, yaitu gl bal visi n  isi gl bal, 

leh hmae dilukiskan sebagai suatu peradaban yang bersi at tanpa batas (bordeless 
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B.  FAKTOR PENYEBAB EKSTERNAL

1.  Aspek Sosial

 erilaku k rupsi dapat terjadi karena d r ngan keluarga  aum behavi ris mengatakan bah a 

lingkungan keluargalah yang se ara kuat memberikan d r ngan bagi rang untuk k rupsi dan 

mengalahkan si at baik sese rang yang sudah menjadi traits pribadinya  ingkungan dalam 

hal ini justru memberikan d r ngan dan bukan memberikan hukuman pada rang ketika ia 

menyalahgunakan kekuasaannya

 pa bila akt r internal sangat berhubungan dengan si at dan dari diri manusia tersebut, maka 

akt r ksternal, merupakan akt r pemi u terjadinya tindakan k rupsi yang berasal dari luar 

diri pelaku  akt r eksternal dapat dibagi menjadi empat, yaitu

 alam sebuah rganisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik 

rganisasi, yang berdampak pula pada  k rupsi dalam sebuah rganisasi sering kali ditutup

tutupi  kibat sikap tertutup ini, k rupsi seakan mendapat pembenaran, bahkan berkembang 

dalam berbagai bentuk  en ermati realita yang demikian maka sikap masyarakat yang 

berp tensi memberi peluang perilaku k rupsi antara lain

a  ilai nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya k rupsi  isalnya 

masyarakat menghargai sese rang karena kekayaan yang dimilikinya

b  asyarakat menganggap bah a k rban yang mengalami kerugian akibat k rupsi adalah 

egara  adahal justru pada akhirnya kerugian terbesar dialami leh masyarakat sendiri  

nt hnya akibat k rupsi anggaran pembangunan menjadi berkurang, pembangunan 

transp rtasi umum menjadi terbatas misalnya

 asyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku k rupsi  etiap tindakan 

k rupsi pasti melibatkan masyarakat, namun masyarakat justru terbiasa terlibat dalam 

k rupsi sehari hari dengan ara ara terbuka namun tidak disadari

d  asyarakat kurang menyadari bah a k rupsi dapat di egah dan diberantas bila 

masyarakat ikut akti  dalam agenda pen egahan dan pemberantasan k rupsi

world)  enurutnya empat    (investment, industry, information technology and individual 

consumer), telah menjadi akt r penentu hadirnya  peradaban baru itu  uatu peradaban 

yang leh berts n dianggap mengarah pada k mpresi dunia dan intensifikasi kesadaran 

dunia se ara keseluruhan

 3. Moral

 ese rang yang mempunyai m ral lemah enderung mudah terg da untuk melakukan 

tindakan k rupsi  daan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, ba ahan, atau 

pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan k rupsi  ehingga dapat dikatakan 

bah a dari aspek m ral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap 

atau perilaku misalnya p la hidup k nsumti  dan aspek s sial seperti keluarga yang dapat 

mend r ng sese rang untuk berperilaku k rup  
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2.  Aspek Politik

 arus diakui, bah a semakin maraknya praktik k rupsi di negeri ini tidak hanya karena 

ink nsistensi internal dalam peraturan perundangan yang menyebabkan tumpang tindihnya 

ke enangan lembaga penegak hukum  uga tidak seluruhnya karena ketidakberesan aparat 

pelaksananya, namun  disadari atau tidak  sebenarnya  k rupsi dipahami se lah mendarah 

daging dalam seluruh bangunan dan mata rantai bir krasi serta hubungan hubungan 

p litik dan ek n mi dalam berbagai level  ituasi demikian di tanah air, dengan sangat 

jelas memperlihatkan tragedi keadaban  eadaan sangat bertentangan dengan keadilan, 

keadaban, dan kemanusiaan  etika angka kemiskinan kian membesar,  pelanggaran hukum 

dilakukan tanpa sungkan leh elit p litik, dan realitas k rupsi terjadi di setiap ruang serta  

penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi  ada kenyataan yang demikian maka ruang p litik 

merupakan salah satu sarana melakukan k rupsi  al ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas 

p litik atau ketika p litisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya  

  erujuk pendapat ahardj   bah a k ntr l s sial adalah suatu pr ses yangdilakukan 

untuk mempengaruhi rang rang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat  

ntr l s sial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan 

penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang di rganisasikan se ara 

p litik, melalui lembaga lembaga yang dibentuknya  engan demikian instabilitas p litik,  

kepentingan p litis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat p tensi menyebabkan 

perilaku k rupsi

 ari sisi m ral p litik, k ntr l s sial terhadap pejabat publik bukanlah pers alan b leh atau 

tidak b leh, tetapi suatu keharusan  sumsi dasarnya adalah, bah a sebuah negara dem krasi 

harus menjunjung tinggi m ralitas p litik  pemerintah merupakan pelaksana kehendak 

rakyat  alam segi ini, adalah hal yang sangat ajar kalau rakyat meminta penjelasan 

dan pertanggungja aban se rang pejabat publik, apalagi menyangkut penyalahgunaan 

kekuasaan.

 ak rakyat mengevaluasi pemerintahnya, merupakan pengeja antahan kesadaran tentang 

pentingnya akses bagi sebanyak mungkin rakyat untuk ikut terlibat dalam segala hal yang 

menyangkut kepentingannya sebagai pemilik negeri  i sini, hak rakyat untuk mempr tes  

ketidakberesan penyelenggara negara yang karena satu dan lain hal dianggap merugikan, 

adalah sesuatu yang sah  akyat berhak menggunakan berbagai saluran, baik lembaga 

per akilan rmal  maupun saluran in rmal seperti  engan demikian, aksi 

  memb ngkar dugaan suap dan k rupsi yang dilakukan leh knum knum pemerintah 

merupakan ujud kesadaran yang demikian itu  ehingga aksi  atau lebih tepat, k ntr l publik 

yang dilakukan , mestinya diabadikan sebagai t nggak pembersihan k rupsi, bukan 

harus ditanggapi sebagai penyerangan terhadap iba a pemerintah  ekalian ir ni tersebut 

terjadi, karena selama ini p la hubungan p litik antara pemerintah dan rakyat bersi at semu 

belaka  engan kata lain, dem krasi di mata kaum elit, sering hanya bermakna sebatas upaya 

memper leh kekuasaan yang berasal dari rakyat , dan bukan perkara bagaimana mengel la 

kekuasaan untuk rakyat  eadaan kian diperparah dengan menguatnya keyakinan bah a 

p litik adalah arena taruhan untuk memper leh keuntungan yang lebih besar  i sini, jalan 
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bagi money politics terbuka lebar dengan resik  makin tergerusnya nilai  ke ajiban dalam 

sebuah jabatan p litik   erkait hal itu erren e mes  memberikan gambaran bah a 

p litik uang sebagai se o  one  and a erial enefi s in he rs i  o  oli ical in ence 

menggunakan uang dan keuntungan material untuk memper leh pengaruh p litik  

isamping itu penyimpangan pemberian kredit atau penarikan pajak pada pengusaha, k ngsi 

antara penguasa dan pengusaha, kasus kasus pejabat ank nd nesia dan enteri di bidang 

ek n mi pada re im lalu dan pemberian ek melan ng yang sering dibi arakan merupakan 

sederet kasus yang menggambarkan aspek p litik yang dapat menyebabkan kasus k rupsi 

and y   

 Melalui kalkulasi cos  and enefi  hitungan untung rugi , para pemimpin hasil pr duk money 

politics itu tidak akan terlalu perduli pada nasib rakyat yang menyumbang kemenangan sang 

t k h, karena harga mereka sudah dibayar lunas, alaupun sangat  murah  eduli atau tidak 

peduli pada nasib pemilih, bukan lagi s al ke ajiban tetapi melulu perkara rela atau tidak 

rela  nilah yang menjadi salah satu penjelasan mendasar mengapa para pimpinan seperti itu 

tidak terlalu n ern pada ke ajiban untuk mengurus kepentingan rakyat   

 aya rusak money politics, tidak hanya terlihat dalam kebijakan yang dikeluarkan, tetapi juga 

tampak terang benderang dalam perilaku saat kampanye  ara al n pemimpin berkelana 

sini kemari dengan mengeluarkan banyak sekali dana alau tidak jelas dari mana datangnya  

bagi kemenangan partai dan kemenangan diri mereka sendiri, namun hanya sedikit sekali 

yang se ara sungguh sungguh menyampaikan paket pr gram yang harus mereka ujudkan 

saat memerintah  ereka hanya berusaha memenangkan diri, tapi bukan memenangkan ita

ita p litik untuk kesejahteraan rakyat mereka  

 egitulah, dengan berbagai kemampuan, mereka sangat bersemangat tampil dengan 

meman aatkan iklan dan balih  berukuran raksasa dengan jumlah yang kadang kadang tak 

terhitung, namun tidak pernah kita lihat stiker seke il apapun mengenai tragedi yang dialami  

rakyat akibat ketidakpedulian sang t k h serta kebijakan yang tidak memihak rang ke il  

egiatan kampanye, justru memperlihatkan kesibukan yang luar biasa dari sang t k h dan 

tim suksesnya mengiming imingi dan membujuk al n pemilih dengan berbagai pemberian 

sebagai k mpensasi suara  nilah yang leh ra ken disebut tipe pemimpin agresi

manipulati  ada tipe pemimpin seperti ini, si pemimpin memahami betul kelemahan 

dan keterbatasan rakyat  api sayangnya, tidak seperti yang seharusnya dilakukan leh 

se rang pemimpin, yaitu merubah kelemahan menjadi kekuatan melalui stimuli kebijakan 

pemberdayaan  ebaliknya, kelemahan kelemahan tersebut justru dimanipulasi leh si 

pemimpin untuk melayani kepentingannya sendiri  elebihan si pemimpin diman aatkan 

untuk menge h, mempedaya, dan memb d hi rang rang yang semestinya dilayaninya

 e rang pemimpin yang agresi manipulati , tidak pernah menghargai dan memperlakukan 

rang sebagai subjek  eperti kata artin uber, hubungan antara si pemimpin  dan yang 

dipimpin  tidak terjalin dalam kerangka relasi ”I-You” melainkan ”I-It”  ukan relasi subjek

subjek , melainkan subjek byek  ang pemimpin menjadi subjek , sedangkan rakyat adalah  

byek  

 litgaard  mendefinisikan k rupsi sebagai suatu bentuk pembayaran ilegal kepada 

agen publik untuk memper leh man aat yang mungkin tidak pantas, atau penyalahgunaan 

jabatan publik untuk kepentingan pribadi  rupsi menjadi sebuah en mena gl bal yang 
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memengaruhi semua aspek kehidupan s sial, ek n mi dan p litik  rld ank  

memperkirakan bah a lebih dari   milyar atau sekitar  dari  dunia setiap tahun 

hilang dikarenakan  k rupsi

 eadaan yang demikian itu tentu harus diakhiri  eluruh k mp nen bangsa harus bahu 

membahu membangun k munitas inta kasih, dalam rangka bebas k rupsi  munitas 

masyarakat  yang dihuni anak anak negeri yang memiliki empati, terd r ng memberi yang 

terbaik bagi bangsa, mampu mempratekkan kebajikan, selalu hidup terh rmat, pantang 

melukai rang lain, tidak menahan apa yang menjadi hak rang lain, serta murah hati dan 

inta sesama

3. Aspek Hukum

 ukum bisa menjadi akt r terjadinya k rupsi dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari aspek 

perundang undangan, dan disisi lain dari lemahnya penegak hukum  al lain yang 

menjadikan hukum sebagai sarana k rupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah 

ditemukan aturan aturan yang diskrimati  dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan 

tegas sehingga menumbulkan multi ta sir, serta terjadinya k ntradiksi dan overlapping 

dengan aturan lain  alam k nteks penegakan hukum, ekant     menyebut lima 

unsur yang mempengaruhi pr ses penegakan hukum, yakni   akt r hukum itu sendiri,  

akt r aparat penegak hukum,  akt r sarana atau asilitas yang mendukung penegakan 

hukum tersebut,  akt r masyarakat, dan  akt r budaya  ika dikaitkan dengan skema 

dari a ren e riedman, maka pr ses penegakan hukum yang dikatakan ekant  tersebut 

men akup seluruh sub sistem hukum, yakni legal substance, legal structure, dan legal culture 

riedman     Legal substance dalam skema riedman, adalah sama dengan akt r 

hukum dalam kateg ri ekant , legal structure men akup kelembagaan hukum, struktur

rganisasi hukum, aparat penegakan hukum, serta sarana dan prasarana hukum  edangkan 

legal culture meliputi sistem budaya, sistem nilai, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, 

baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukumnya   

 ubstansi atau aturan hukum, merupakan titik a al pr ses penegakan hukum  turan 

itulah yang menjadi ped man aparat penegak hukum melakukan tugas penerapan hukum  

leh karena itu, sampai derajat tertentu, mutu  suatu peraturan akan menentukan pr ses 

penegakannya  da sejumlah pers alan yang terkait dengan masalah substansi atau aturan 

hukum tersebut, antara lain  apakah tersedia peraturan yang dibutuhkan, apakah rumusan 

peraturan tersebut ukup jelas dan tegas (lex certa), apakah tidak terjadi k ntradiksi dan 

verlapping antara peraturan yang satu dengan yang lain, apakah tersedia sanksi yang 

e uivalen dengan perbuatan yang dilarang, serta apakah peraturan tersebut masih sesuai 

dengan realitas s sial yang ada    

 an rn dalam ahardj   , berpendapat  bah a tujuan tujuan yang dirumuskan 

dalam ketentuan hukum seringkali begitu kabur, sehingga memberi kesempatan kepada 

pelaksananya untuk menambahkan mena sirkan sendiri dalam k nteks situasi yang ia hadapi 

enyangkut akt r aparat, berarti berbi ara tentang akt r manusia yang akan menerapkan 

hukum tersebut  i sini, pers alannya adalah  sejauhmana aparat penegak hukum merasa 

terikat pada peraturan yang ada, sejauhmana sinkr nisasi penugasan penugasan yang 

diberikan kepada aparat sehingga dapat menjalankan e enangnya se ara tepat, sejauhmana 
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tingkat kapabilitas, integritas, dan k mitmen aparat tersebut, sampai batas manakah petugas 

diperkenankan melakukan diskresi demi menerapkan hukum se ara tepat dan k ntekstual, 

dan teladan ma am apakah yang harus ditunjukan aparat kepada masyarakat agar mereka 

dapat diper aya  

 enurut an rn, terdapat beberapa akt r yang turut bekerja dalam diri se rang petugas 

hukum sebagai manusia, yaitu akt r kepribadian, asal usul s sial, kepentingan ek n mi, 

keyakinan p litik, serta pandangan hidupnya ahardj     akt r sarana dan 

prasaran, terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelan aran 

pr ses penegakan hukum  erdapat sejumlah pers alan menyangkut sarana dan prasarana 

dimaksud, antara lain  apakah tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan, apakah sarana 

yang tersedia peralatan, keuangan, dll  masih ukup memadai dan masih dapat dipakai, 

apakah sarana yang ada telah digunakan se ara e ekti , dan sarana sarana apakah yang 

perlu diadakan untuk mendukung pr ses penegakan hukum   akt r rganisasi dan bir krasi, 

terkait dengan tekanan tekanan ke rganisasian dan kelembagaan dalam pr ses penegakan 

hukum  a ren e riedman mengk nstantasi bah a lembaga lembaga hukum mempunyai 

perkiraan perkiraannya sendiri mengenai apa yang n rmal  dalam hubungan dengan beban 

pekerjaannya  riedman  embaga lembaga hukum sebagai lembaga m dern 

yang disusun se ara bir kratis, tentu tidak luput dari pertimbangan yang bersi at rasi nal

ek n mis, yakni berusaha memper leh hal hal yang menguntungkan rganisasinya sendiri, 

serta berusaha menekan semaksimal mungkin beban yang menekan rganisasi ahardj  

   en mena tersebut dapat dilihat sebagai k nsekuensi l gis dari l gika  sebuah 

bir krasi atau rganisasi, yaitu bsesi pada peningkatan efisiensi yang bersi at administrati , 

ke epatan, ketepatan, ketakraguan, pengurangan, pergeseran, biaya materi dan pers nalia  

ekalian efisiensi tersebut bertujuan untuk ptimalisasi administrasi bir krasi se ara ketat  

eter   lau    eyer   ,    akt r masyarakat, terkait dengan pers alan pers alan 

seperti  apakah arga masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum, apakah mereka 

tertarik menggunakan hukum, persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan 

apakah mereka per aya pada hukum  

 nal g dengan skema te retis tersebut, se ara lebih perasi nal dapat dikatakan bah a, 

akt r akt r yang p tensial menghambat pr ses penegakan hukum dapat berasal dari lima 

sumber, yakni   turan hukum itu sendiri,  parat penegak hukum,  arana dan 

prasarana,  rganisasi kelembagaan hukum apakah policy dari rganisasi rganisasi 

penegak hukum mendukung tidak mendukung penegakan supremasi hukum ,  asyarakat 

apakah masyarakat memiliki m tivasi mendukung tegaknya hukum

 engan demikian, dapat dikatakan bah a upaya penegakan hukum, utamanya terhadap 

k rupsi haruslah k mprhensi  mp nen regulasi perundang undangan  akan dipengaruhi 

leh k mp nen struktural aparatur hukum  dan k mp nen kultural budaya hukum 

masyarakatnya   elemahan dalam upaya penegakan hukum yang disebabkan leh lemahnya  

k mp nen k mp nen sistem hukum tersebut di atas, akan berdampak tidak baik atau paling 

tidak justeru akan menjadi akt r krimin gen

 emadukan peraturan dan kenyataan se ara adil, bukanlah pekerjaan mudah  uatu 

kenyataan yang biasanya  bersi at spesifik, tidak selalu bisa dipasang se ara tepat dalam 

bingkai suatu aturan yang biasanya  sangat umum  elain itu  kenyataan yang  yang terjadi, 
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a apkali bukanlah kenyataan hitam putih  idak jarang dalam dunia riil, harus menghadapi 

kenyataan dan keadaan di mana pertimbangan pertimbangan benar salah berdasarkan 

aturan hukum tidak selalu men l ng  enyataan atau keadaan di mana keputusan harus 

diambil dengan amat memperhitungkan k nteks yang ada  egitu k mpleksnya kenyataan 

sehingga hampir mustahil memper leh keputusan yang adil hanya dengan mengandalkan 

pertimbangan legalistik semata  

 alam k nteks nd nesia, kesulitan itu kian terasa karena banyak peraturan yang sudah 

ketinggalan aman  erhampar begitu banyak kenyataan dan pers alan yang se ara 

redaksi nal sulit ditemukan dalam teks teks aturan yang ada  ika pun ada aturannya, banyak 

yang kurang  aspirati  terhadap kepentingan rakyat  elum lagi tumpukan peraturan yang 

saling k ntradikti  dan tumpang tindih di sana sini  

 arena itu, kehadiran pelaku hukum yang ari  dan kreati , mutlak perlu untuk memandu  

pena siran yang kreati  terhadap aturan aturan yang demikian itu  e rang pelaku hukum  ari   

dan ber sandar pada keadilan hakiki , berusaha men ari dan menemukan keadilan dalam batas 

dan di tengah keterbatasan kaidah kaidah hukum yang ada  tu pula sebabnya, ke erdikan 

dan keari an pelaku hukum menyelami r h sebuah peraturan, serta kemampuan menentukan 

se ara tepat keutamaan suatu kepentingan kebutuhan s sial yang harus dilayani leh hukum, 

merupakan kekuatan kun i dari penegakan hukum  

 arena itu, praktik  penegakan hukum  seharusnya  lebih mengandalkan kebijaksanaan para 

pelaku hukum, yaitu hakim, p lisi, jaksa, dan penga ara dalam memaknai hukum kini dan di 

sini  akim, p lisi, jaksa, dan penga ara yang sebenarnya menjadi ujung t mbak perjuangan 

penegakan hukum  ntuk me ujudkan penegakan hukum pr gresi , mereka harus bertindak 

sebagai a creative lawyer. 

 ari merekalah diharapkan lahir keputusan yang berkualitas yurisprudensial  keputusan 

bermutu yang pantas jadi rujukan  untuk memandu perubahan hukum se ara pr gresi  

anpa panduan itu, hukum pr gresi  akan sulit ter ujud  i tengah kebanyakan rang 

termasuk aparat penegak hukum  dikuasai sikap pragmatis nai , bisa saja kebebasan  

yang diberikan hukum pr gresi  itu disalahgunakan untuk menabrak hukum itu sendiri demi 

sebuah kemungkaran  ada titik inilah  gerakan penegakan  hukum sangat dibutuhkan dalam 

perjuangan me ujudkan gerakan penegakan hukum yang antik rupsi

4. Aspek Ekonomi

 akt r ek n mi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya k rupsi  al itu dapat dilihat 

ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak ukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka 

sese rang berp tensi melakukan tindakan k rupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan   

e ara te ri arl ar  menyatakan se ara rin i menjelaskan betapa hebatnya pengaruh 

kuasa ek n mi terhadap kehidupan manusia  ebih jauh ia mengatakan, bah a siapapun 

yang menguasai ek n mi, maka akan menguasai manusia  eluruh tindak tanduk manusia 

dikendalikan leh m ti m ti  ek n mi  alam masyarakat, ek n mi merupakan struktur 

ba ah yang memberi bentuk dan rak pada semua yang ada pada struktur atas  leh karena 

itu, sistem p litik, rak budaya, bahkan struktur masyarakat, sebenarnya tidak lain adalah 

erminan belaka dari sistem ek n mi yang ada di baliknya  idak ada satupun peristi a 
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sejarah di dunia ini, yang tidak dapat dijelaskan dengan kateg ri kateg ri kepentingan 

ek n mi  erang, rev lusi, pember ntakan, bahkan penjajahan selalu mempunyai m ti m ti  

ek n mi  alam kehidupan sehari hari kita sering jumpai, tentang betapa kuatnya pengaruh 

ek n mi itu dalam hidup dan sikap masyarakat  etidakstabilan p litik dan pertumbuhan 

ek n mi yang rendah, dan akibatnya adalah hak hak dem kratis menjadi p rak p randa

 akt r ek n mi sering dianggap sebagai penyebab utama k rupsi  embangunan ek n mi 

melalui pendidikan, adanya kelas pen iptaan kelas menengah ditemukan sebagai penentu 

terkuat untuk mengurangi k rupsi di banyak  studi reisman ; aldam  ebaliknya, 

au mann dan ray  berpendapat bah a tingkat k rupsi yang lebih rendah akan 

berdampak pada pembangunan ek n mi yang tinggi, bukan dari pendapatan yang tinggi 

untuk  mengurangi k rupsi  ada negara negara dengan kekayaan sumber daya alam yang  

besar ditermukan se ara signifikan lebih k rup, karena mena arkan kesempatan yang lebih 

besar untuk k rupsi des dan i ella  ; eite dan eidman ;  yl as n 

 la kburn et al , k rupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan 

memainkan peran  penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan  amun, beberapa rang  

menganggap bah a k rupsi digunakan sebagai oiling the wheel untuk bir kasi, terkadang 

k rupsi juga dapat berman aat bagi perek n mian untingt n ; ui   ebaliknya, 

an i  dan uriev  mengklaim bah a k rupsi  dapat menimbulkan biaya bir krasi 

yang besar

5. Aspek Organisasi

 rganisasi dalam hal ini adalah rganisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem 

peng rganisasian lingkungan masyarakat  rganisasi yang menjadi k rban k rupsi atau di 

mana k rupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya k rupsi  karena membuka peluang 

atau kesempatan terjadinya k rupsi unggal,  spek aspek penyebab k rupsi dalam 

sudut pandang rganisasi meliputi 

a  urang adanya sikap keteladanan emimpin

 emimpin adalah panutan bagi ba ahannya  pa yang dilakukan leh pemimpin 

merupakan nt h bagi ba ahannya

b   idak danya ultur udaya rganisasi yang enar

 rganisasi harus memiliki ujuan rganisasi yang kus dan jelas  ujuan rganisasi ini 

menjadi ped man dan memberikan arah bagi angg ta rganisasi dalam melaksanakan 

kegiatan sesuati tugas dan ungsinya  ata ara pen apaian tujuan dan ped man tindakan 

inilah kemudian menjadi kultur budaya rganisasi  ultur rganisasi harus dikel la dengan 

benar, mengikuti standar standar yang jelas tentang perilaku yang b leh dan yang tidak 

b leh  eluang terjadinya k rupsi apabila dalam budaya rganisasi tidak ditetapkan nilai

nilai kebenaran, atau bahkan nilai dan n rma n rma justru berkebalikan dengan n rma

n rma yang berlaku se ara umum n rma bah a k rupsi adalah tindakan yang salah

 urang emadainya istem kuntabilitas

 alam sebuah rganisasi perlu ditetapkan visi dan misi yang diembannya, yang dijabarkan 

dalam ren ana kerja dan target pen apaiannya  pabila rganisasi tidak merumuskan 
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tujuan, sasaran, dan target kerjanya dengan jelas, maka akan sulit dilakukan penilaian dan 

pengukuran kinerja.

d  elemahan istem engendalian anajemen

 engendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran k rupsi 

dalam sebuah rganisasi  emakin l nggar lemah pengendalian manajemen sebuah 

rganisasi semakin terbuka peluang k rupsi angg ta atau pega ai di dalamnya

 erkait dengan itu yman  rter  menyebut lima ungsi penting dalam ujuan 

rganisasi or ani a ional oals  

 focus attention perhatian yang kus ;  provide a source of legitimacy menyediakan 

sumber legitimasi ; 

 a ec  he s r c re o  he or ani a ion mempengaruhi  struktur rganisasi ; 

 serve as a standard pelayanan standar ;

 ro ide cl es a o  he or ani a ion memberikan petunjuk tentang rganisasi

  Focus attention, dapat dijadikan leh para angg ta sebagai sema am Guideline untuk 

memusatkan usaha usaha dan kegiatan kegiatan angg ta angg ta dan rganisasi sebagai 

kesatuan  elalui tujuan rganisasi, para pangg ta dapat memiliki arah yang jelas tentang 

segala kegiatan dan tetang apa yang tidak, serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka 

rganisasi  indak tanduk atas kegiatan dalam rganisasi, leh karenanya senantiasa 

ber rientasi kepada tujuan rganisasi, baik disadari maupun tidak  alam ungsinya sebagai 

dasar legitimasi atau pembenaran tujuan rganisasi dapat dijadikan leh para angg ta 

sebagai dasar keabsahan dan kebenaran tindak tindakan dan keputusan keputusannya  

 ujuan raganisasi juga ber ungsi menyediakan ped man ped man praktis  bagi para 

angg tanya  alam ungsinya yang demikian tujuan rganisasi menghubungkan para 

angg tanya dengan berbagai tata ara dalam kel mp k  a ber ungsi untuk membantu para 

angg tanya menentukan ara terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu 

tindakan  tandar tindakan itulah yang akan menjadi t l k ukur dalam menilai b b t suatu 

tindakan  al itu dikarenakan sebuah rganisasi dapat ber ungsi dengan baik, hanya bila 

angg tanya bersedia mengintegrasikan diri di ba ah sebuah p la tingkah laku yang n rmati , 

sehingga dapat dikatakan bah a kehidupan bersama hanya mungkin apabila angg ta

angg ta bersedia mematuhi dan mengikuti aturan permainan  yang telah ditentukan  i 

sinilah letaknya bila kurang ada teladan dari pimpinan bisa memi u perilaku k rup

C.  FAKTOR PENYEBAB KORUPSI  DALAM PERSPEKTIF  TEORI

akt r internal dan akt r eksternal penyebab k rupsi apabila dielab rasi dalam k nsep 

atau te ri, biasa kenal dengan te ri , atau  te ri yang dihadirkan leh a k 

l gne l gne  , yaitu Greedy eserakahan , Opportunity kesempatan , Need 

ebutuhan  dan Exposure pengungkapan  eserakahan dan kebutuhan merupakan akt r 

internal, sedangkan kesempatan dan pengungkapan merupakan akt r eksternal   te ri 

memberikan gambaran bah a 
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• ese rang akan melakukan k rupsi karena memang manusia pada dasarnya serakah, tak 

pernah merasa puas  al ini terbukti para k rupt r di negri ini tak pernah b san menimbun 

kekayaan sampai pada akhirnya teruangkap kasusnya tertangkap tangan  idak pernah ada 

kata ukup  dalam diri k rupt r  

• akt r internal kedua adalah kebutuhan, dimana sese rang harus melakukan k rupsi karena 

terdesak kebutuhan hup, misalnya harus membiayai pendidikan anak, biaya kesehatan dan 

sebagainya  

• ila kedua akt r internal tersebut mun ul, kemudian kesempatan (opportunity) 

memungkinkan, maka terjadilah k rupsi, pen urian, penyele engan yang merugikan 

keuangan negara dan akibatnya antara lain adalah kemiskinan dan keterbelakangan 

masyarakat  

• ndisi tersebut mengharuskan  akt r terakhir yaitu Exposure pengungkapan  isini kasus 

tidak hanya diungkap tetapi juga lebih luas yaitu penegakan hukum law enforcement se ara 

k nsinten  e rang k rupt r harus dihukum berat sesuai dengan kesalahnnya sehingga 

memberikan e ek jera bagi yang lain

alam banyak hal k ruppt r adalah rang yang tidak puas akan keadaan dirinya  Opportunity, 

merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan k rupsi, yang bisa diperluas 

keadaan rganisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan 

bagi sese rang untuk melakukan ke urangan  Need, yaitu sikap mental yang tidak pernah 

merasa ukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai  Exposure, merupakan 

hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku k rupsi yang  diharapkan  memberikan e ek 

jera  bagi pelaku maupun rang lain

alam perspekti  te ri lain, Culltural determinisme sering dipakai sebagai a uan ketika 

mempelajari penyebab terjadinya k rupsi  ebagai mana ungkapan i na berts n nape 

 bah a penjelasan kultural praktik k rupsi di nd nesia di hubungkan dengan bukti

bukti kebiasaan kebiasaan kun  rang ja a  adahal bila dirulut perilaku k rup pada dasarnya 

merupakan sebuah en mena s si l gis yang memiliki implikasi ek n mi dan p litik yang 

terkait dengan jabaran beberapa te ri  e ri tersebut antara lain means-end scheme yang di 

perkenalkan leh bert ert n  alam te ri yang di t k hi leh bert ert n ini sebagai 

mana dikutip and y    ini dinyatakan bah a k rupsi merupakan suatu perilaku 

manusia yang diakibatkan leh leh tekanan s sial, sehingga menyebabkan pelanggaran 

n rma n rma

er ri lain yang menjabarkan terjadinya k rupsi adalah te ri lidaritas sial yang 

dikembangkan leh mile urkheim  te ri ini memandang bah a atak manusia 

sebenarnya bersi at pasi  dan dikendalikan leh masyarakat  lidaritas s sial itu sendiri 

memang merupakan unit yang abstrak  mile urkheim berpandangan bah a individu se ara 

m ral, netral dan masyarakatlah yang men iptakan kepribadiannnya

alam psik l gi ada dua te ri yang menyebabkan terjadinya k rupsi, yaitu te ri medan 

dan te ri i  fi e ersonali  enurut e in dalam ar n ,  te ri medan adalah 

perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara akt r kepribadian (personality) 



33Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi

dan lingkungan (environment) atau dengan kata lain lapangan kehidupan sese rang terdiri 

dari rang itu sendiri dan lingkungan, khususnya lingkungan keji aan (psikologis) yang ada 

padanya  elalui te ri ini, jelas bah a perilaku k rupsi diapat dianalisis maupun diprediksi 

memiliki dua psi m ti  yakni dari sisi lingkungan atau kepribadian individu pelaku yang 

saling mengkait.

e ri yang kedua adalah te ri i  fi e ersonali   sta dan rae dalam eist  eist, 

, i  fi e ersonali  merupakan k nsep yang mengemukakan bah a kepribadian 

sese rang terdiri dari lima akt r kepribadian, yaitu extraversion, agreeableness, neuroticism, 

openness, dan conscientiousness.

alam te ri kebutuhan asl , demikian dikatakan ulistyant r   k rupsi seharusnya 

hanya dilakukan leh rang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling ba ah dan l gika 

lurusnya hanya dilakukan leh k munitas masyarakat yang pas pasan yang bertahan hidup, 

bukan justru dilakukan  leh rang kaya, pendidikan tinggi

en ermati te ri asl  bah a k rupsi seharusnya dilakukan leh rang  yang memang 

kekurangan se ara ek n mi  api realitanya rupsi, bukan kejahatan arungan rang lapar  

ukan pula kejahatan serampangan rang rang amatiran  ara pelaku bernaluri “cost and 

enefi  erjadi hitung hitungan resik  di situ  arena itu k rupsi merupakan kejahatan rang 

pr esi nal yang rakus  udah berke ukupan, tapi serakah  iranya perlu diingat bah a 

k rupsi adalah perbuatan rang tamak  engan akta tersebut k rupt r adalah rang ter ela 

dan sangat berbahaya  rupsi yang mereka lakukan mengakibatkan ben ana kemanusiaan, 

kemiskinan, kematian, ben ana, ke elakaan laut udara darat, krisis listrik, gisi buruk, buta 

huru , dan pengangguran  ahkan dapat berakibat pada terkuburnya negara dan bangsa ini 

untuk selamanya  idak ada salahnya jika perbuatan mereka kita  ketamakan  ita bisa la an 

k rupsi di ba ah bendera anti rang tamak dan anti ketamakan  di m ini harus ditularkan 

ke seluruh lapisan masyarakat untuk memberi e ek ela dan rasa malu pada pelaku dan 

sekaligus memberi penyadaran  pada publik

nited ati ns nventi n gainst rrupti n, tahun  memuat sejumlah rek mendasi 

untuk mela an k rupsi  eberapa di antaranya penting diperhatikan dalam upaya kita 

memberantas k rupsi di tanah air, karena kita belum maksimal melakukan semua itu   

ertama, memberantas k rupsi tidak hanya terbatas pada pelarangan k rupsi, tapi juga 

pelarangan penyuapan transnasi nal, penyuapan pengurangan pajak, transparansi dalam 

pengadaan barang jasa pemerintah, bantuan hukum yang saling menguntungkan, anti money 

laundering  dan pemulihan aset. 

edua, terkait dengan money laundering, perlu melembagakan regulasi d mestik yang 

k mprehensi  dan re im penga asan terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan 

n n bank, termasuk rang dan badan hukum yang menyediakan jasa rmal atau in rmal 

untuk transmisi uang atau barang hasil kejahatan  

etiga, semua administrasi, regulasi, penegakan hukum, dan badan lainnya yang diperuntukan 

bagi upaya pemberantasan k rupsi, harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan 

pertukaran in rmasi pada tingkat internasi nal dan nasi nal  
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

 ahasis a mengetahui akibat perbuatan k rupsi;

 ahasis a memiliki empati pada k rban dari perbuatan k rupsi;

 ahasis a bersedia untuk tidak melakukan perbuatan k rupsi

POKOK BAHASAN

ampak masi  k rupsi

SUB POKOK BAHASAN

A. Dampak Korupsi

 ampak k n mi

 ampak sial dan emiskinan asyarakat

 ampak ir krasi emerintahan

 ampak erhadap litik dan em krasi

 ampak terhadap enegakan ukum

 ampak erhadap ertahanan dan eamanan

 ampak kibat erusakan ingkungan

 ampak erhadap etahanan udaya dan eligiusitas

B. Era Digital dan Dampak Pada Penanggulangan Korupsi

 eningkatnya ualitas ejahatan rupsi

 ermisi me kibat aparan n rmasi

3. Hoax antangan emberantasan rupsi

 ra igital dan esempatan pada paya emberantasan rupsi
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rupsi merupakan bentuk kejahatan yang terbilang sulit untuk diberantas, hal ini disebabkan 

salah satunya adalah bah a k rban k rupsi seringkali tidak merasa bah a dia merupakan 

k rban dari kejahatan ini  rban kejahatan k rupsi merupakan k rban yang enderung k rban 

tidak langsung merasakan, namun akan terjadi kepada siapa saja se ara a ak dikemudian hari  

ebagai nt h, ketika alat kesehatan dik rupsi, kita tidak bisa menunjuk nama nama siapa saja 

yang akan jadi k rban, namun bisa dipastikan suatu saat aka nada yang menjadi k rban akibat 

ketidakadaan alat kesehatan yang seharusnya ada  ndisi ni juga akan terjadi pada bentuk 

k rupsi k rupsi lainnya

erbagai studi k mprehensi  mengenai berbagai dampak k rupsi terhadap ek n mi serta 

variabel variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat ini  ari hasil studi tersebut sangat 

jelas terlihat berbagai dampak negati  akibat k rupsi  rupsi memperlemah investasi dan 

pertumbuhan ek n mi aur   elanjutnya dalam penelitian yang lebih elab rati  

dilap rkan bah a k rupsi mengakibatkan penurunan tingkat pr duktivitas yang dapat diukur 

melalui berbagai indikat r fisik, seperti kualitas jalan raya an i dan av di  

rupsi tidak hanya berdampak dalam satu aspek kehidupan saja  rupsi telah menimbulkan 

e ek d min  yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara  eluasnya praktik k rupsi di 

suatu negara akan memperburuk k ndisi ek n mi bangsa, harga barang barang menjadi mahal 

dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, 

keamanan suatu negara teran am, lingkungan hidup yang rusak, itra pemerintahan yang buruk 

di mata internasi nal akan mengg yahkan sendi sendi keper ayaan pemilik m dal asing, krisis 

ek n mi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terper s k dalam kemiskinan

erdasarkan ap ran ank unia, nd nesia dikateg rikan sebagai negara yang utangnya parah, 

berpenghasilan rendah (severely indebted low income country) dan termasuk dalam kateg ri 

negara negara termiskin di dunia seperti ali dan thi pia   erbagai dampak masi  k rupsi yang  

mer ngr ng berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan di ba ah ini

The price of corruption is poverty  a id ec

A. DAMPAK KORUPSI

1. Dampak Ekonomi

rupsi memiliki berbagai e ek penghan uran yang hebat (an enermous destruction effects) 

terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan egara, khususnya dalam sisi ek n mi sebagai 

pend r ng utama kesejahteraan masyarakat   

aur  menerangkan hubungan antara k rupsi dan ek n mi enurutnya k rupsi memiliki 

k relasi negati  dengan tingkat investasi, pertumbuhan ek n mi, dan dengan pengeluaran 

pemerintah untuk pr gram s sial dan kesejahteraan aur   al hal ini merupakan 

bagian dari inti ek n mi makr  enyataan bah a k rupsi memiliki hubungan langsung 

dengan hal hal ini mend r ng pemerintah berupaya menanggulangi k rupsi, baik se ara 

preventi  maupun kurati  
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i sisi lain meningkatnya k rupsi juga meningkatkan biaya barang dan jasa, yang kemudian 

bisa mel njakkan utang negara  ada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah 

mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek k rupsi, 

bukannya memberikan nilai p siti  misalnya perbaikan k ndisi yang semakin tertata, namun 

justru memberikan negative value added bagi perek n mian se ara umum  isalnya, 

anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ek n mi, justru dial kasikan 

untuk bir krasi yang ujung ujungnya terbuang masuk ke kant ng pribadi pejabat

erbagai ma am permasalahan ek n mi lain akan mun ul se ara alamiah apabila k rupsi 

sudah merajalela dan berikut ini adalah hasil dari dampak ek n mi yang akan terjadi, yaitu

a. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

 rupsi bertanggung ja ab terhadap lesunya pertumbuhan ek n mi dan investasi dalam 

negeri   rupsi juga mempersulit pembangunan ek n mi dengan membuat dist rsi dan 

ketidak efisienan yang tinggi  alam sekt r privat, k rupsi meningkatkan ngk s niaga 

karena kerugian dari pembayaran ilegal, ngk s manajemen dalam neg siasi dengan 

pejabat k rup, dan resik  pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan  

 enanaman m dal yang dilakukan leh pihak dalam negeri  dan asing  yang 

semestinya bisa digunakan untuk  pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana, 

karena permasalahan keper ayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, 

selain masalah stabilitas

 alaupun menurut data dari ransparen y nternasi nal  bah a peringkat nd nesia 

semakin baik dalam indeks persepsi k rupsi terhitung pada tahun  nd nesia memiliki 

sk r  skala  berada pada urutan  dari  negara yang disurvei  amun begitu, 

disisi lain lap ran yang diberikan leh  (Political and Economic Risk Consultancy) pada 
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tahun  yang menyatakan bah a nd nesia masih sangat ra an k rupsi dengan p in ,  

skala  pada akhirnya akan menyulitkan pertumbuhan investasi di nd nesia, khususnya 

investasi asing karena iklim yang ada tidak k ndusi  al ini jelas karena terjadinya k rupsi 

yang sampai tingkat mengkha atirkan yang se ara langsung  maupun tidak mengakibatkan 

ketidakper ayaan dan ketakutan pihak invest r asing untuk menanamkan investasinya ke 

nd nesia

 erlu disadari bah a pada sebenarnya beberapa perusahaan multinasi nal yang sudah 

terikat pada k de etik internasi nal dari International Chamber of Commerce   

bersepakat untuk tidak melakukan praktik praktik k rupsi dalam bisnis internasi nal   

elanjutnya  bersama dengan  Or ani a ion or Econo ic oo era ion and 

e elo en  menga asi dan menyerahkan kasus kasus k rupsi yang terjadi untuk diadili 

di egara perusahaan tersebut berasal

 ndisi egara yang k rup akan membuat pengusaha multinasi nal meninggalkannya, 

karena investasi di egara yang k rup akan merugikan dirinya karena memiliki biaya 

siluman  yang tinggi  alam studinya, aul  aur  menyatakan dampak k rupsi pada 

pertumbuhan investasi dan belanja pemerintah bah a k rupsi se ara langsung dan tidak 

langsung adalah penghambat pertumbuhan investasi aur    

 erbagai rganisasi ek n mi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bah a 

suburnya k rupsi di suatu egara adalah an aman serius bagi investasi yang ditanam

b. Penurunan Produktivitas

 engan semakin lesunya pertumbuhan ek n mi dan investasi, maka tidak dapat 

disanggah lagi, bah a pr duktifitas akan semakin menurun  al ini terjadi seiring dengan 

terhambatnya sekt r industri dan pr duksi untuk bisa berkembang lebih baik atau 

melakukan pengembangan kapasitas

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Australia

amb dia

China

ng ng

ndia

nd nesia

apan

a au 4.23

alaysia

hilippines

ingap re 1.13 1.33

uth rea

ai an

hailand

ietnam

hanges  er epti ns ver the ast e ade egarding rrupti n
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 r gram peningkatan pr duksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik pabrik dan 

usaha pr dukti  baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas pr duksi untuk usaha yang 

sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi

 enurunan pr duktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti 

tingginya angka  dan meningkatnya angka pengangguran  jung dari penurunan 

pr duktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat

c. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik

 DISKUSI

 ada suatu ketika se rang ibu muda menangis meraung raung melihat suami dan 

buah hati ter intanya terbujur kaku di kamar jena ah sebuah rumah sakit  edua 

rang yang di intainya tersebut meninggal karena terjatuh dari m t r tua yang 

dipergunakan sebagai alat trasp rtasi sehari hari, mengantarkan anak sek lah dan 

bekerja karena bisa menghemat biaya trasp rtasi   enurut saksi mata, m t r tersebut 

terjatuh karena r da depan terper s k sebuah lubang yang ukup besar di jalan raya 

utama k ta tersebut, dan selanjutnya keduanya terlindas r da m bil yang melintas di 

sampingnya

 ni adalah sepenggal kisah sedih yang dialami masyarakat kita yang sebut tidak perlu 

terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara 

yang melintasinya  al ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan 

umum yang baik, manusia i dan terjangkau  r ninya pemerintah dan departemen yang 

bersangkutan tidak merasa bersalah dengan k ndisi yang ada, selalu berkelit bah a 

mereka telah bekerja sesuai dengan pr sedur yang ditetapkan  

 usaknya jalan jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang 

tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan 

masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan 

sek lah,  merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai 

akibat k rupsi  

 rupsi menimbulkan berbagai keka auan di dalam sekt r publik dengan mengalihkan 

investasi publik ke pr yek pr yek lain yang mana s g kan dan upah tersedia lebih 

banyak  ejabat bir krasi yang k rup akan menambah k mpleksitas pr yek tersebut untuk 

menyembunyikan berbagai praktek k rupsi yang terjadi

 ada akhirnya k rupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan 

ara mengurangi pemenuhan syarat syarat keamanan bangunan, syarat syarat material 

dan pr duksi, syarat syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan aturan lain  rupsi 

juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan in rastruktur; dan menambahkan 

tekanan tekanan terhadap anggaran pemerintah
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d. Menurunnya Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak

 ebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak dan yang menjadi perangkat 

penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa 

publik, sehingga b leh dikatakan bah a pajak adalah sesuatu yang penting bagi egara

 i nd nesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti ajak penghasilan h , ajak 

ertambahan ilai n , ajak umi dan angunan , ea eterai , dan ea 

er lehan ak atas anah dan atau angunan  i tingkat pemerintah daerah, di 

kenal juga beberapa ma am pajak seperti ajak endaraan erm t r , ajak est ran, 

dan lain lain   enduduk nd nesia berjumlah lebih dari  juta ji a  anya, ,  juta 

ji a  yang terda tar memiliki  erdasarkan jumlah tersebut, ajib ajak yang 

melap rkan  ahunan hanya ,  juta ji a 

 ni berarti tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan melap rkan 

 ahunan masih rendah  adahal pajak merupakan tulang punggung negara yang 

berk ntribusi menyumbang lebih dari  pendapatan egara   https kemenkeu

g id sadarapbn

 ajak ber ungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan 

in asi, di sisi lain pajak juga mempunyai ungsi redistribusi pendapatan, dimana pajak yang 

dipungut leh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan 

kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat  ajak sangat 

penting bagi kelangsungan pembangunan egara dan kesejahteraan masyarakat juga 

pada akhirnya

 ndisi penurunan pendapatan dari sekt r pajak diperparah dengan kenyataan bah a 

banyak sekali pega ai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan 

pribadi dan memperkaya diri sendiri

  DISKUSI

 asyarakat nd nesia dibuat ter engang dengan kasus ayus, se rang pega ai pajak 

dengan pangkat yang belum tinggi, namun mempunyai kekayaan yang antastis dan 

itu sangat tidak mungkin didapat dengan gajinya sebagai pega ai itjen ajak  alau 

ayus dengan pangkat seperti itu melakukan k rupsi yang antastis, bagaimana 

dengan mereka yang ada di itjen ajak dengan pangkat yang lebih tinggi   ndisi 

k rupsi ini semakin membuat masyarakat tidak per aya atau kehilangan keper ayaan 

kepada pemerintah untuk membayarkan pajaknya, atau akan berusahan seminimal 

mungkin membayarkan pajaknya  anyak anggapan masyarakat sekarang untuk 

tidak membayarkan pajaknya, h kalau saya membayar pajak, hasilnya juga akan 

dik rupsi pega ai pajak itu sendiri bukan untuk biaya pembangunan, jadi mengapa 

saya harus membayar pajak  er uma  ba anda diskusikan hal ini dengan rekan

rekan atau d sen anda
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 ita tidak bisa membayangkan apabila ketidak per ayaan masyarakat terhadap pajak ini 

berlangsung lama, tentunya akan berakibat juga pada per epatan pembangunan, yang rugi 

juga masyarakat sendiri, inilah letak ketidak adilan tersebut

e. Meningkatnya Hutang Negara

 ndisi perek n mian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua egara 

termasuk merika serikat dan egara negara r pa, memaksa egara negara tersebut 

untuk melakukan hutang untuk mend r ng perek n miannya yang sedang melambat, 

resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun in rastruktur 

penting   agaimana dengan hutang nd nesia

 rupsi yang terjadi di nd nesia diduga mengakibatkan k ndisi di atas pada akhirnya 

akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar  ari data yang diambil dari 

ementerian euangan s al utang emerintah nd nesia terakhir menyebutkan, akhir 

ei , t tal utang pemerintah pusat ter atat men apai ,  triliun rupiah  alam 

sebulan, utang ini naik ,  triliun rupiah, dibandingkan jumlah di pril  yang sebesar 

,  triliun rupiah  alam den minasi d lar , jumlah utang pemerintah pusat di ei 

 adalah  ,  miliar, naik  dari p sisi akhir pril  yang sebesar  ,  

miliar.

 ebagian besar utang pemerintah dalam bentuk surat utang atau urat erharga egara 

 ampai ei , nilai penerbitan  men apai ,  triliun rupiah, naik dari 

akhir pril  yang sebesar ,  triliun rupiah  ementara itu, pinjaman baik bilateral 

maupun multilateral  ter atat ,  triliun rupiah, atau turun sebesar ,  triliun rupiah  

http bisnis liputan m read ini rasi utang pemerintah ri dari era s ehart

hingga j k i

 alau kita melihat hutang yang dimiliki nd nesia pada saat ini sebenarnya merupakan 

akumulasi dari hutang hutang yang dahulu yang belum terbayarkan  amun dengan indikasi 

semakin membesarnya hutang egara ini, maka kita juga perlu menyikapi dengan ermat, 

hati hati dan bijaksana  dakah indikasi yang menguat tentang praktik k rupsi yang terjadi 

saat ini di nd nesia  agaimana dengan indeks persepsi k rupsi kita yang terus membaik 

akhir akhir ini  

 ementerian euangan juga memberikan gambaran bah a rasi  hutang nd nesia saat ini 

dibandingkan r duk mestik rut   pada tahun  ini masih bisa dikatakan baik, 

dari standar yang ditetapkan harus diba ah  enteri euangan ri ulyani ndra ati 

menyebut rasi  utang pemerintah nd nesia ,  triliun rupiah atau setara dengan  

,  miliar  terhadap r duk mestik rut   yang sebesar ,  masih relati  baik 

dibanding negara lain

 ebagai perbandingan rasi  utang pemerintah nd nesia terhadap  yang masih terjaga 

baik, maka kalau kita lihat pada tahun yang sama rasi  utang negara terhadap  epang 

sudah menembus sekitar  dan merika erikat   https liputan m

bisnis read sri mulyani rasi utang ri terhadap pdb relati baik

 ebenarnya kalau melihat k ndisi se ara umum, hutang adalah hal yang biasa, asal 

digunakan untuk kegiatan yang pr dukti  sehingga mampu untuk mengembalikan 

hutangnya  amun apabila hutang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi, hal ini 
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akan semakin memperburuk keadaan   ita tidak bisa membayangkan ke depan apa yang 

terjadi apabila hutang egara yang kian membengkak ini digunakan untuk sesuatu yang 

sama sekali tidak pr dukti  dan dik rupsi se ara besar besaran   

 n n sekarang ini setiap bayi yang lahir dan berke arganegaraan nd nesia langsung 

menanggung hutang sebesar tiga belas juta lima ratus ribu rupiah

2.  Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

agi masyarakat miskin, k rupsi mengakibatkan  dampak yang luar biasa dan saling bertaut 

satu sama lain  ertama, dampak langsung yang dirasakan leh rang miskin yakni semakin 

mahalnya harga jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan juga sering 

terjadinya pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan 

pendidikan  edua, dampak tidak langsung terhadap rang miskin yakni pengalihan sumber 

daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kel mp k, yang seharusnya diperuntukkan 

guna kemajuan sekt r s sial dan rang miskin, melalui pembatasan pembangunan, yang 

se ara tidak langsung ini dampak ini memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan

a. Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik

 raktek k rupsi yang terjadi membuat terjadinya ek n mi biaya tinggi  eban yang 

ditanggung pelaku pelaku ek n mi akibat k rupsi disebut high cost economy  ari istilah 

pertama di atas, terlihat bah a p tensi k rupsi akan sangat besar terjadi di negara negara 

yang menerapkan k ntr l pemerintah se ara ketat dalam praktek perek n mian, alias 

memiliki kekuatan m n p li yang besar, karena rentan sekali terhadap penyalahgunaan  

ang disalahgunakan di sini adalah perangkat perangkat publik atau pemerintahan dan 

yang diuntungkan adalah kepentingan kepentingan yang bersi at pribadi  

 ndisi ek n mi biaya tinggi ini tentunya akan berimbas kepada mahalnya harga jasa dan 

pelayanan publik, karena harga harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian 

pelaku ek n mi akibat besarnya m dal yang dilakukan karena penyele engan e enang 

yang mengarah ke k rupsi

b. Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat

 adan usat tatistik  men atat, pada eptember  jumlah penduduk miskin 

nd nesia men apai ,  juta penduduk  umlah tersebut menurun ,  dibandingkan 

pada aret  sebesar ,  juta ji a  engan demikian, dalam aktu enam 

bulan penduduk miskin nd nesia berkurang ,  juta penduduk dan ini merupakan 

pen apaian paling bagus dalam kurun tujuh tahun terakhir  http ek n mi k mpas m

read bps penduduk miskin turun juta rang di  

 ijelaskan pula dalam atatan  bah a jumlah penduduk miskin di daerah perk taan 

turun sebanyak  rang, yaitu dari ,  juta rang pada aret  menjadi ,  

juta rang pada eptember 

 edangkan di pedesaan, jumlah penduduk miskin turun sebanyak  ribu rang dari ,  

juta rang pada aret  menjadi ,  juta rang pada eptember   ehingga pada 

saat ini  pers alan kemiskinan di desa menjadi lebih critical dibandingkan k ta
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 alaupun ter atat mengesankan dalam tujuh tahun terakhir, namun upaya pengentasan 

kemiskinan dirasakan lambat  al ini terjadi karena berbagai sebab seperti lemahnya 

k rdinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga  isamping itu juga kesulitan yang 

terjadi karena permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya masyarakat 

miskin sangat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar 

belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala leh 

kemampuan, teknis dan pendanaan

c. Terbatasnya Akses Bagi Masyarakat Miskin

 rupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan 

high-cost economy, dimana semua harga harga melambung tinggi dan semakin tidak 

terjangkau leh rakyat miskin  ndisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa 

mendapatkan berbagai ma am akses dalam kehidupannya

 arga bahan p k k seperti beras, gula, minyak, susu dan sebagainya saat ini sudah sangat 

tinggi  ndisi ini mengakibatkan penderitaan dan khusunya bagi bayi dan anak anak 

keter ukupan gi inya sangat kurang dan untuk mendapatkan bahan p k k ini rakyat miskin 

harus mengal kasikan sejumlah besar pendapatan yang dimilikinya

 al ini mengakibatkan rakyat miskin tidak bisa mengakses hal hal lain dengan mudah 

seperti; pendidikan anak, kesehatan, rumah layak huni, in rmasi, hukum dan sebagainya   

akyat miskin akan lebih mendahulukan mendapatkan bahan p k k untuk hidup daripada 

untuk sek lah, yang mana k ndisi ini akan semakin menyudutkan rakyat miskin karena 

mengalami keb d han  engan k ndisi tidak sek lah, maka akses untuk mendapatkan 

pekerjaan yang layak akhirnya menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin 

tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam k ndisi yang miskin seumur hidup seperti 

sebuah lingkaran setan

d. Meningkatnya Angka Kriminalitas

 ampak k rupsi, tidak diragukan lagi  dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam 

masyarakat  elalui praktik k rupsi, sindikat kejahatan atau penjahat perse rangan 

dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai raganisasi negara dan men apai 

keh rmatan  i ndia, para penyelundup yang p puler sukses menyusup ke dalam tubuh 

partai dan memangku jabatan penting  ahkan, di merika erikat, melalui suap, p lisi k rup 

menyediakan pr teksi kepada rganisasi rganisasi kejahatan dengan pemerintahan yang 

k rup  emakin tinggi tingkat k rupsi, semakin besar pula kejahatan  agaimana dengan 

nd nesia  dakah kemiripan p la dengan negara negara tersebut

 enurut ransparen y nternati nal, terdapat pertalian erat antara jumlah k rupsi dan 

jumlah kejahatan  asi nalnya, ketika angka k rupsi meningkat, maka angka kejahatan 

yang terjadi juga meningkat  ebaliknya, ketika angka k rupsi berhasil dikurangi, maka 

keper ayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement) juga meningkat.  

adi bisa dikatakan, mengurangi k rupsi dapat juga se ara tidak langsung  mengurangi 

kejahatan lain dalam masyarakat
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 erj n  ekant  menyatakan bah a penegakan hukum di suatu negara selain tergantung 

dari hukum itu sendiri, pr esi nalisme aparat, sarana dan prasarana, juga tergantung pada 

kesadaran hukum masyarakat  emang se ara ideal, angka kejahatan akan berkurang jika 

timbul kesadaran masyarakat (marginal detterence)  ndisi ini hanya ter ujud jika tingkat 

kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai

e. Solidaritas Sosial Semakin Langka dan Demoralisasi

 rupsi yang begitu massi  yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai 

pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari hari  epastian masa depan 

yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat si at kebersamaan dan 

keg t ng r y ngan yang selama ini dilakukan hanya menjadi ret rika saja

 asyarakat semakin lama menjadi semakin indival inidualis yang hanya mementingkan 

dirinya sendiri dan keluarganya saja  al ini bisa dimengerti mengapa masyarakat 

melakukan hal ini, karena memang sudah tidak ada lagi keper ayaan kepada pemerintah, 

sistem, hukum bahkan masyarakatnya sendiri

 rang juga semakin tidak mau atau malas membantu sesamanya yang terkena musibah 

atau ben ana, karena sangat yakin bantuan yang diberikan akan dik rupsi dan tidak akan 

sampai kepada yang membutuhkan dengan ptimal  khirnya yang terkena musibah akan 

semakin menderita  i lain sisi partai partai p litik berl mba l mba mendirikan p sk  

bantuan yang tujuan utamanya adalah sekedar men ari dukungan suara dari masyarakat 

yang terkena musibah atau ben ana, bukan se ara tulus meringankan penderitaan dan 

membantu agar lebih baik

 emua yang ditunjukkan adalah s lidaritas palsu dan inilah yang selalu dikedepankan 

sehingga s lidaritas yang ada menjadi terpinggirkan  udah tidak ada lagi keikhlasan, 

Jumlah dan Resiko Tindak Kejahatan di Indonesia 2011 - 2016
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bantuan yang tulus, s lidaritas yang jujur apa adanya  ndisi ini akan men iptakan 

dem ralisasi, kemer s tan m ral dan akhlak khususnya bagi generasi muda yang terus 

menerus terpapar leh kepalsuan yang ditunjukkan leh para elit p litik, pejabat penguasa, 

penegak hukum, artis dan selebritis yang setiap hari bisa dilihat dari berbaga ma am media

3.  Runtuhnya Otoritas Pemerintah 

a.  Matinya Etika Sosial Politik

 rupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi sendi kehidupan 

yang paling dasar yaitu etika s sial bahkan kemanusiaan  ejujuran sudah tidak ditegakkan 

lagi dan yang parad ksal adalah siapapun yang meneriakkan kejujuran justru akan 

diberikan sanksi s sial dan p litik leh t ritas menteri, aparat penguasa bahkan leh 

masyakat sendiri

 ejujuran yang dihadapi dengan kekuatan p litik adalah sesuatu yang tidak mendidik 

dan justru bertentangan dengan etika dan m ralitas  ada saat ini kekuatan p litik sangat 

d minan, sehingga suatu kel mp k p litik akan rela melindungi angg tanya dengan segala 

ara, meskipun angg tanya tersebut jelas jelas bersalah atau melakukan k rupsi  elas ini 

sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka adakah akil rakyat yang seharusnya 

melindungi kepentingan rakyat  elindungi se rang k rupt r dengan kekuatan p litik 

adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika s sial dan p litik

 ejala ini semakin lama semakin menguat, masyarakat dengan jelas dapat menilai dari 

berbagai pemberitaan media masa siapa yang bersalah siapa yang benar, namun semua 

itu dikaburkan dengan p litik yang sangat li ik, dengan berbagai alasan seperti demi 

keamanan egara atau keselamatan petinggi egara  etika nilai nilai kejujuran dan nurani 

di ampakkan, maka tak pelak lagi kebangkrutan etika akan berimbas kepada seluruh sendi 

kehidupan masyarakat se ara umum

 anyak pejabat negara, akil rakyat atau petinggi partai p litik yang tertangkap karena 

k rupsi dan justru mereka tidak ada yang menunjukkan perasaan bersalah, malu ataupun 

jera didepan umum  ereka bertindak se lah lah selebritis dengan tetap melambaikan 

tangan atau tersenyum lebar se lah lah tidak pernah melakukan tindakan k rupsi  al 

ini terjadi juga karena mereka menyangka bah a mereka akan bebas dari tuduhan atau 

akan dengan mudah bebas dengan memberikan upeti kepada penegak hukum yang 

mengadilinya  ungguh tidak mempunyai nurani

b.  Tidak Efektifnya Peraturan dan Perundang-undangan

 e ara umum peraturan dan perundang undangan ber ungsi untuk mengatur sesuatu yang 

substansial dan merupakan instrumen kebijakan (beleids instrument) yang berguna untuk 

meme ahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat  iharapkan dengan adanya 

peraturan dan perundang undangan ini berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat 
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dapat dipe ahkan dengan baik, jelas dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan 

semua pihak.

 i lain sisi yang ada di dalam masyarakat yang begitu k mpleks memun ulkan berbagai 

kemungkinan di dalam sebuah permasalahan  e ara alamiah sese rang selalu ingin 

dimenangkan dalam suatu perkara atau masalah atau dip sisikan dalam keadaan benar   

leh sebab itu banyak upaya yang dilakukan leh sese rang dalam memenangkan perkara 

dan masalahnya di depan hukum, dari upaya yang p siti  dengan mengumpulkan berbagai 

barang bukti dan saksi yang menguatkan sampai kepada hal hal lain yang negati  dan 

berla anan dengan hukum, seperti menyuap, memberikan iming iming, gratifikasi bahkan 

sampai kepada an aman nya a   

 i sisi sebaliknya, aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan air 

dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan 

menerima suap, iming iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan   

ndisi ini pada saat ini sudah semakin buruk, dan merata di aparat hukum yang ada di 

negeri ini, sehingga memun ulkan anekd t di masyarakat bah a hukum itu hanya berlaku 

bagi yang memiliki uang untuk menyuap, sedangkan sebaliknya bagi yang tidak memiliki 

dan khususnya masyarakat miskin akan sangat jauh dari payung hukum yang melindunginya

 ndisi ini mengakibatkan peraturan dan perundang undangan yang berlaku menjadi 

mandul dan tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, karena setiap perkara selalu 

diselesaikan dengan k rupsi

c.  Birokrasi Tidak Efisien

 urvei terbaru  tahun  yang dilakukan leh Political and Economic Risk Consultancy 

 menunjukkan, bah a tiga negara nd nesia, ietnam, dan amb dia adalah egara 

dengan per rma bir krasi yang paling buruk di sia  edang ingapura dan ustralia 

adalah yang paling efisien  

  menilai buruknya kinerja bir krasi di ketiga negara ini tidak hanya perlakuan terhadap 

arga negaranya sendiri, tetapi juga asing  idak efisiennya bir krasi dan persepsi k rupsi 

ini dianggap sebagai akt r yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara 

tersebut  

 alam peringkat  tahun , nd nesia menempati p sisi n m r tiga terburuk di 

sia setelah ietnam dan amb dia dari  negara yang disurvei  alam standar angka  

terbaik sampai  terburuk, amb dia terba ah dengan sk r , , diikuti leh ietnam 

, , nd nesia , , ndia , , dan hailand , , hina ,   ingapura menduduki 

peringkat telah memiliki bir krasi yang paling efisien, dengan sk r , , diikuti leh ustralia 

dengan ,  https pib g v sg resear h r m p liti al e n mi risk nsultan y
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 ndisi ini sebenarnya sangat berla anan dengan tujuan dan ungsi bir krasi tersebut 

diadakan, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada publik  alam k nteks ini bir krasi 

memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemerintahan dalam 

menjalankan pr gram dan kebijakannya untuk dirasakan publik

 emerintahan yang dalam k nteks bir krasi diharapkan mempunyai rganisasi bir krasi 

yang memiliki  keunggulan teknis bentuk rganisasi, ketepatan, ke epatan dan kejelasan, 

pengurangan riksi dan biaya material maupun pers nal dalam titik ptimal

 amun kenyataan yang terjadi dalam bir krasi ini adalah ketidak efisienan bir krasi   

ada saat ini banyak sebenarnya invest r yang tertarik untuk menanamkan m dalnya 

ke nd nesia, namun untuk mendapatkan peri inan usaha dan investasi harus melalui 

bir krasi yang panjang dan berbelit  da  pr sedur meja  yang harus dile ati dan 

ketidak jelasan aktu penyelesaian pengurusan menjadi sangat rentan terhadap tindakan 

k rupsi   ada akhirnya suap adalah jalan yang banyak ditempuh untuk itu

 tu hanya sekedar nt h bir krasi dalam pengurusan i in usaha dan investasi, bagaimana 

dengan yang lain, seperti bir krasi p litik dan sebagainya  ir krasi seharusnya ber rientasi 

kepada rakyat dengan mengutamakan kepentingan rakyat  pabila bir krasi masih 

mengedepankan kepentingan sendiri atau kel mp k, maka tidak pernah ada jaminan 

bah a bir krasi akan menjadi efisien

umber  liti al  n mi  isk nsultan y  imited 



50 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

4.   Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi 

a.  Munculnya Kepemimpinan Korup

 ndisi p litik yang arut marut dan enderung sangat k rupti  menghasilkan masyarakat 

dem krasi yang rentan pula  erilaku k rupti  dan k rupsi sudah dilakukan dari tingkat 

yang paling ba ah  nstituen di dapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan 

leh al n al n pemimpin partai, bukan karena simpati atau per aya karena kemampuan 

dan kepemimpinannya

 ubungan transaksi nal sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memun ulkan 

pemimpin yang k rup juga karena pr ses yang dilakukan juga transaksi nal  asyarakat 

juga se lah lah digiring untuk memilih pemimpin yang k rup dan diberikan mimpi mimpi 

dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari 

al n pemimpin tersebut

b.  Hilangnya Kepercayaan Publik pada Pemerintah

 rupsi besar besaran yang dilakukan leh petinggi pemerintah, legislati  atau petinggi 

partai p litik mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya keper ayaan publik terhadap 

pemerintahan yang sedang berjalan

 asyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan leh 

pemerintah  patisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan 

pemerintah yang akan terkesan berjalan sendiri sendiri  al ini benar benar harus diatasi 

dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih dan adil   

 istem dem krasi yang dijalankan nd nesia masih sangat muda, alaupun kelihatannya 

stabil namun menyimpan berbagai kerentanan  ersebarnya kekuasaan ditangan banyak 

rang ternyata telah dijadikan peluang bagi merajalelanya penyuapan  e rmasi yang 

dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat justru melibatkan pembukaan sejumlah 

l kus ek n mi bagi penyuapan, yang dalam praktiknya melibatkan para br ker bahkan 

menumbuhkan mafia

c.  Menguatnya Plutokrasi

 rupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan 

k nsekuensi menguatnya plut krasi karena sebagian rang atau perusahaan besar tadi 

telah melakukan transaksi  dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang 

mengendalikan dan menjadi berkuasa atas pemerintahan egara ini

  DISKUSI

 ari apa yang diuraikan di atas, pada akhirnya k ndisi ini akan berpulang lagi kepada 

kepemimpinan, emimpin yang tidak mampu mela an k rupsi akan mengakibatkan 

masyarakat tidak memper ayai pemerintah yang pada akhirnya mengakibatkan 

hilangnya keper ayaan masyarakat terhadap dem krasi
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 erlebih lagi perusahaan perusahaan besar yang ada ternyata juga ada hubungannya 

dengan partai partai yang ada di kan ah perp litikan negeri ini, bahkan menjadi ketua 

partainya  ak urung antara kepentingan partai dengan kepentingan perusahaan menjadi 

sangat ambigu

 erusahaan perusahaan tersebut menguasai berbagai hajat hidup rang banyak, seperti; 

bahan bakar dan energi, bahan makanan dasar dan lahan, transp rtasi, perumahan, 

keuangan dan perbankan, bahkan media masa dimana pada saat ini setiap stasiun televisi 

dikuasai leh ligarki tersebut, k ndisi ini membuat in rmasi yang disebar luaskan selalu 

mempunyai tendensi p litik tertentu dan ini bisa meme ah belah rakyat karena begitu 

biasnya in rmasi

 

d. Hancurnya Kedaulatan Rakyat

 engan semakin jelasnya plut krasi yang terjadi, kekayaan egara ini hanya dinikmati leh 

sekel mp k tertentu bukan leh rakyat yang seharusnya  erusahaan besar mengendalikan 

p litik dan sebaliknya juga p litik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar

 edangkan kalau kita melihat sisi lain p litik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat, 

yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai p litik  al ini terjadi 

karena banyak anggapan bah a partailah bentuk representasi rakyat, karena partai adalah 

dari rakyat dan me akili rakyat, sehingga banyak rang yang menganggap bah a ajar 

apabila sesuatu yang didapat dari egara dinikmati leh partai rakyat

 

 ita melihat pertarungan keras partai partai p litik untuk memenangkan pemilu, karena 

yang menanglah yang akan menguasai semuanya (the winner takes all)  api bukannya 

 DISKUSI

 ba diskusikan  bagaimana dengan nasib partai p litik yang tidak menang dalam 

pemilu  tau masyarakat yang n n partisan n n partai  pakah mereka tidak berhak 

menikmati kekayaan egara  

 DISKUSI

 alau hal ini dilakukan terus menerus, maka mun ul pertanyaan yang besar di benak 

kita, siapakah sebenarnya penyelenggara egara ini  emerintah  tau sekel mp k 

rang menikmati keuntungan material yang diku urkan leh egara ini  imana 

letak kedaulatan rakyat
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sudah jelas tadi bah a partai p litik dengan kendaraan perusahaan besar sajalah yang 

diatas kertas akan memenangkan pertarungan tersebut  rtinya sekali lagi, hanya aka 

nada sekel mp k rang saja yang menang dan akan menikmati kekayaan yang ada, dan 

itu terus berulang dari massa ke masa, sedangkan rakyat terus ter mbang ambing dalam 

kemiskinan dan ketidak jelasan masa depan  imana kedaulatan rakyat yang sebenarnya

5.  Dampak Terhadap Penegakan Hukum 

a.  Fungsi Pemerintahan Mandul

 rupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan ungsi yang 

seharusnya  entuk hubungan yang bersi at transaksi nal yang la im dilakukan leh 

berbagai lembaga pemerintahan begitu juga e an er akilan akyat yang tergambar 

dengan hubungan partai p litik dengan voter nya, menghasilkan k ndisi yang sangat rentan 

terhadap terjadinya praktek k rupsi   

 rupsi, tidak diragukan, men iptakan dampak negati  terhadap kinerja suatu sistem p litik 

atau pemerintahan   ada dasarnya, isu k rupsi lebih sering bersi at pers nal  amun, dalam 

mani estasinya yang lebih luas, dampak k rupsi tidak saja bersi at pers nal, melainkan 

juga dapat men reng kredibilitas rganisasi tempat si k rupt r bekerja  ada tataran 

tertentu, imbasnya dapat bersi at s sial  rupsi yang berdampak s sial sering bersi at 

samar, dibandingkan dengan dampak k rupsi terhadap rganisasi yang lebih nyata

 elanjutnya masyarakat enderung meragukan itra dan kredibilitas suatu lembaga yang 

diduga terkait dengan k rupsi  amun disisi lain lembaga p litik diperalat untuk men pang 

ter ujudnya berbagai kepentingan pribadi dan kel mp k  ni mengandung arti bah a 

lembaga p litik telah dik rupsi untuk kepentingan yang sempit (vested interest).  Sementara 

itu, dampak k rupsi yang menghambat berjalannya ungsi pemerintah, sebagai pengampu 

kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut  

 rupsi menghambat peran negara dalam pengaturan al kasi,

 rupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset,

 rupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ek n mi dan 

p litik

 engan demikian, suatu pemerintahan yang terlanda abah k rupsi akan mengabaikan 

tuntutan pemerintahan yang layak  emimpin pejabat yang k rup sering mengabaikan 

ke ajibannya leh karena perhatiannya tergerus untuk kegiatan k rupsi semata mata   

al ini dapat men apai titik yang membuat rang tersebut kehilangan sensitivitasnya dan 

akhirnya menimbulkan ben ana bagi rakyat

b.  Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara

 rupsi yang terjadi pada lembaga lembaga egara seperti yang terjadi di nd nesia 

dan marak diberikatan di berbagai media saat ini semakin mengakibatkan keper ayaan 

masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang  urvei leh Global Corruption Barometer 

 yang disusun Transparency International tahun  memperlihatkan  masyarakat 

nd nesia menganggap level k rupsi meningkat, dan dari hasil survei mendapatkan 

peringkat lembaga egara yang paling k rup 
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 e an er akilan akyat 

 ir krasi emerintah

 e an er akilan akyat aerah 

 artai litik

 ep lisian

 khir akhir ini masyarakat kita banyak diin rmasikan melalui berbagai media tentang 

b br knya angg ta  yang terjerat kasus k rupsi, mulai dari kasus suap pr yek anggaran, 

suap eran angan  hingga kasus mega k rupsi  yang melibatkan etua   

etya vant

 elanjutnya adalah pemerintahan baik pusat maupun daerah, dari a al pendirian  

hingga tahun  sudah ada  rang epala aerah, dari ubernur, akil ubernur, 

alik ta, upati yang ditangkap leh  karena kasus k rupsi   dapun m dus k rupsi yang 

dilakukan adalah jual beli jabatan, jual beli peri inan pengel laan , penyele engan 

dana , suap pr yek k nstruksi jalan, suap peri inan bangunan, penyuapan aksa 

dan sebagainya  asuk tahun , sebanyak tujuh pemimpin daerah yang terdiri enam 

upati dan satu ubernur tertangkap dan dijadikan tersangka k rupsi leh  sehingga 

menambah lagi jumlah pemimpin daerah yang ditahan  https pressreader m

ind nesia k mpas

 elanjutnya kasus yang menjerat pejabat partai p litik juga sangat perlu dijadikan 

pelajaran, peran dan ungsi partai p litik parp l  yang seharusnya sebagai pilar dem krasi 

saat ini menjadi kurang ber ungsi  anyak parp l terlibat berbagai kasus k rupsi dilakukan 

kadernya  ahkan saat ini sepertinya k rupsi sudah menyatu dan menjadi endemik bagi 

parp l  litik menjadikan uang sebagai sumber daya utama, sehingga parp l berbiaya 

sangat tinggi, kader menjadi sapi perah dan ujung t mbak untuk men ari pendanaan 

parp l  khirnya satu satunya ara yang dilakukan kader parp l adalah menggaet dana 

dengan melalui kebijakan untuk memper leh ruang untuk k rupsi  

 asus k rupsi besar besaran pembangunan isma atlet di alembang dan kasus ambalang 

yang melibatkan pejabat pemerintahan dan para petinggi artai, kasus pengadaan l ur an 

leh petinggi parp l besar sekaligus menyeret anaknya dalam kasus ynag sama, kasus 

suap r yek er epatan n rastruktur aerah , kasus imp r daging sapi yang sangat 

terkenal sehingga menyeret presidennya ke penjara, dan sebagainya  al ini tentunya 

memerlukan upaya yang serius dalam membenahi partai p litik yang ada di nd nesia  

 ndisi yang memprihatinkan ini ditengarai juga melibatkan sejumlah knum bahkan 

mafia, seperti mafia hukum dan mafia anggaran  ungguh situasi yang paradox, padahal, 

seharusnya suatu sistem hukum di iptakan leh t ritas pemerintah atas dasar keper ayaan 

masyarakat, dengan harapan bah a melalui kedaulatan pemerintah (government 

sovereignty), hak hak mereka dapat dilindung, dengan demikian, pemerintah men iptakan 

keteraturan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara  udah menjadi tugas dari 

lembaga lembaga tersebut untuk melaksanakannya, bukan sebaliknya   
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6. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan

a. Kerawanan Hankamnas Karena Lemahnya Alutsista dan SDM

 nd nesia adalah egara n m r  terluas di dunia, dengan luas daratan keseluruhan 

 km dan luas lautan  juta km2  nd nesia adalah negara kepulauan terbesar di 

dunia yang mempunyai  pulau  nd nesia terbentang antara  garis lintang utara 

sampai 11  garis lintang selatan, dan dari  sampai 141  garis bujur timur serta terletak 

antara dua benua yaitu benua sia dan ustralia eania  sisi strategis ini mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, s sial, p litik, dan ek n mi

 ilayah nd nesia terbentang sepanjang  mil antara amudra india dan amudra 

asifik  pabila perairan antara pulau pulau itu digabungkan, maka luas nd nesia akan 

sepanjang nd n sampai ran, sebuah ilayah yang sangat besar  

 ima pulau besar di nd nesia adalah  umatera dengan luas  km2, a a dengan 

luas  km2, alimantan pulau terbesar ketiga di dunia  dengan luas  km2, 

ula esi dengan luas  km2, dan apua dengan luas  km2.

 engan penduduk yang  juta ji a, tentara yang melindungi egara ini berjumlah  

tentara akti  dan  adangan, atau hanya sekitar ,  dibandingkan dengan jumlah 

penduduk  engan bentuk egara kepulauan seperti ini tentunya masalah kera anan 

hankam menjadi sesuatu yang sangat penting   lat pertahanan dan  yang handal akan 

sangat membantu men iptakan situasi dan k ndisi hankam yang k ndusi   ndisi hankam 

yang k ndusi  ini merupakan dasar dan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan 

ek n mi di ka asan tersebut

 aat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana 

egara lain begitu mudah mener b s batas ilayah egara nd nesia, baik dari darat, laut 

maupun udara  al ini mengindikasikan bah a sistem pertahanan dan keamanan nd nesia 

masih sangat lemah, tentunya hal ini sangat berhubungan dengan alat dan  yang ada

 udah seharusnya egara nd nesia mempunyai armada laut yang kuat dan m dern 

untuk melindungi perairan yang begitu luasnya, serta didukung leh angkatan udara 

dengan pesa at pesa at anggih yang ukup besar yang mampu menghalau pengganggu 

kedaulatan dengan epat, tentunya juga harus dibarengi dengan kualitas dan integritas 

yang tinggi dari  yang kita banggakan  entunya ini semua membutuhkan anggaran 

yang tidak sedikit, namun apabila anggaran dan kekayaan egara ini tidak diramp k leh 

k rupt r k rupt r maka semua itu akan bias di ujudkan  aka egara nd nesia akan 

mempunyai pertahanan dan keamanan yang baik yang pada akhirnya akan menghasilkan 

stabilitas egara yang tinggi

b. Lemahnya Garis Batas Negara

 nd nesia dalam p sisinya berbatasan dengan banyak egara, sepeti; alaysia, ingapura, 

ina, hilipina, apua ugini, im r este dan ustralia  erbatasan ini ada yang berbentuk 

perairan maupun daratan  aerah daerah perbatasan ini rata rata teris lir dan mempunyai 

asilitas yang sangat terbatas, seperti; jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi, 
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gedung sek lah dan pemerintahan dan sebagainya  ndisi ini mengakibatkan masyarakat 

yang hidup di ilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ek n mi dan ini 

mengakibatkan kemiskinan

 emiskinan yang terjadi di daerah daerah tapal batas dengan egara lain, seperti yang terjadi 

di ilayah alimantan arat yang berbatasan langsung dengan alaysia, mengakibatkan 

masyarakat lebih enderung dekat dengan egara tetangga alaysia karena egara 

tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka  ahkan 

masyarakat tersebut rela untuk berpindah ke arganegaraan menjadi arga egara 

alaysia apabila k ndisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi leh pemerintah nd nesia

 al ini akan semakin menimbulkan kera anan pada perbatasan dan berakibat melemahnya 

garis batas egara  ndisi ini ternyata hampir merata terjadi di ilayah perbatasan 

nd nesia   erek n mian yang enderung tidak merata dan hanya berpusat pada perk taan 

semakin mengakibatkan k ndisi ilayah perbatasan semakin buruk   

 i sisi lain permasalahan perbatasan, nd nesia men atat kerugian yang sangat besar dari 

sekt r kelautan, residen k  id d  menyebutkan praktik pen urian ikan menyebabkan 

kerugian ek n mi nd nesia men apai sedikitnya  miliar atau sekitar  triliun 

rupiah, alaupun sudah dilakukan penangkapan dan penenggelaman kapal asing yang 

men uri ikan di perairan nd nesia  nd nesia mempunyai laut n m r  terpanjang di 

dunia, atau sepanjang garis pantai  km, namun eksp r nd nesia dari hasil perikanan 

dan laut hanya n m r  di sia enggara  https finan e detik m berita ek n mi

bisnis d susi beberkan besarnya kerugian akibat maling ikan di laut ri

 ilansir dari situs ekretariat abinet, dia menuturkan praktik pen urian ikan merupakan 

kejahatan transnasi nal yang tak hanya berdampak pada industri perikanan saja, namun 

juga masalah lingkungan  elayan asing dari alaysia, ietnam, hilipina, hailand sering 

sekali melanggar na k n mi ksklusi   nd nesia dan meneruk kekayaan laut 

yang ada di dalamnya  al ini terjadi berulang kali dan sepertinya egara nd nesia belum 

mampu mengatasi masalah ini.

 ndisi ini semakin jelas, bah a egara seluas ,  juta km persegi ini ternyata hanya dijaga 

leh sedikit kapal kapal patr li  dengan ukuran kapal besar level Landing Platform 

oc   yang bisa bergerak epat, mendaratkan elemen kekuatan darat bahkan 

melakukan pertempuran laut  ndisi ini membuat pelaku ille al fishin  masih bebas 

men uri ikan di laut nd nesia meski ada an aman penenggelaman kapal

 aat ini  memiliki  kapal  yaitu  akassar,  urabaya,  anjarmasin, 

dan  anda eh   enteri elautan usi udjiastuti menyampaikan bah a sebaiknya 

kekuatan kapal  ditingkatkan menjadi paling tidak  unit untuk bisa menjaga kedaulatan 

laut nd nesia lebih baik  https finan e detik m berita ek n mi bisnis d susi

bingung tni uma punya kapal besar untuk patr li pen urian ikan

 elain itu ilayah tapal batas ini sangat ra an terhadap berbagai penyelundupan barang

barang illegal dari dalam maupun luar negeri, seperti; bahan bakar, bahan makanan, 

elektr nik, sampai penyelundupan barang barang terlarang seperti; nark tika dan senjata 
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dan amunisi gelap  elain itu juga sangat ra an terjadinya h an ra fic in , masuk dan 

keluarnya rang rang yang tidak mempunyai i in masuk ke ilayah nd nesia atau 

sebaliknya dengan berbagai alasan

 ita bisa bayangkan, andaikan kekayaan egara tidak dik rupsi dan dipergunakan untuk 

membangun daerah daerah perbatasan, maka egara ini akan semakin kuat dan makmur

c. Menguatnya Sisi Kekerasan Dalam Masyarakat

 ndisi kemiskinan yang pada akhirnya memi u berbagai kera anan s sial lainnya semakin 

membuat masyarakat rustasi menghadapi kerasnya kehidupan  ndisi ini membuat 

masyarakat se ara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang sering kali 

berakibat negati  terhadap rang lain dan lingkungan sekitarnya

 asyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai pr gram dan keputusan yang dibuat leh 

pemerintah, karena mereka menganggap hal tersebut tidak akan mengubah k ndisi hidup 

mereka   al ini mengakibatkan masyarakat enderung akan berusaha menyelamatkan diri 

dan keluarga sendiri dibanding dengan keselamatan bersama, alau harus menggunakan 

ara ara yang negati

 kumulasi dari rasa tidak per aya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, 

jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri 

sendiri menimbulkan e ek yang sangat merusak, yaitu kekerasan  etiap rang enderung 

keras yang pada akhirnya perkelahian masal pemuda, mahasis a dan anak sek lah setiap 

hari kita dapatkan beritanya di k ran dan televisi  enyelesaian berbagai masalahpun 

pada akhirnya lebih memilih kekerasan dari pada jalur hukum, karena sudah tidak ada lagi 

keper ayaan kepada sistem dan hukum   elum lagi permasalahan lain yang lebih dahsyat 

yang dihubungkan dengan agama dan keper ayaan   ekerasan seperti ini mengakibatkan 

perang saudara yang sangat merugikan baik material maupun bahkan berimbas kepada 

budaya dan tatanan masyarakat, seperti yang pernah terjadi di mb n, s  dan beberapa 

ilayah di nd nesia

7. Dampak Kerusakan Lingkungan 

a. Menurunnya Kualitas Lingkungan

 alam setiap tahunnya sampai tahun , nd nesia kehilangan hutan seluas  

hektar akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan dan alih ungsi hutan  

enurut data yang dirilis adan angan dan ertanian unia  yang diambil dari 

data Global Forest Resources Assessment , menyatakan bah a nd nesia menempati 

peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah rasil  enurut data terbaru 

dari ementerian ingkungan idup dan ehutanan di nd nesia, t tal luas hutan saat 

ini men apai  juta hektar, dan hutan nd nesia disebut sebagai megadiverse country 

karena memiliki hutan terluas dengan keanekaragaman hayatinya terkaya di dunia  

https regi nal k mpas m read setiap tahun hutan ind nesia

hilang hektar

 erusakan lingkungan hidup ini dipi u leh berbagai sebab, seperti; kepentingan ek n mi, 

di mana kayu kayu yang ada di ekspl tasi besar besaran untuk mendapatkan keuntungan   
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kspl itasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, namun 

di lain sisi ekspl itasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali 

reb isasi  yang baik dan teren ana, sehingga hasil ekspl itasi hutan ini meninggalkan 

kerusakan yang parah bagi lingkungan

 erusakan ini juga diakibatkan leh lemahnya penegakan hukum   enegakan hukum hanya 

menjangkau pelaku yang terlibat di lapangan saja, tapi belum bisa menjangkau akt r di 

balik perusakan tersebut yang disinyalir melibatkan pejabat tinggi, penegak hukum dan 

pengusaha besar nasi nal  embalakan pembalakan liar (illegal loging) disinyalir adalah 

akt r utama kerusakan hutan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah tidak 

pernah terungkap kasusnya se ara tuntas, semua berjalan seperti tidak ada hukum yang 

berlaku

 kibat yang dihasilkan leh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas 

lingkungan itu sendiri  ek umah a a (green house effect) misalnya  utan merupakan 

paru paru bumi yang mempunyai ungsi menyerap gas 2  erkurangnya hutan dan 

meningkatnya pemakaian energi sil minyak, batubara dll  menyebabkan kenaikan gas 

2 di atm s er yang menyelimuti bumi  as yang menumpuk ini akhirnya membentuk 

satu lapisan yang mempunyai si at seperti ka a yang mampu meneruskan pan aran sinar 

matahari yang berupa energi ahaya ke permukaan bumi, namun tidak berlaku sebaliknya, 

sinar yang memantul dari bumi tidak dapat diteruskan dan berbalik lagi ke bumi  kibatnya 

energi panas akan dipantulkan akan membuat pemanasan di permukaan bumi  nilah yang 

disebut e ek rumah ka a  eadaan ini menimbulkan kenaikan suhu atau perubahan iklim 

bumi pada umumnya (global warming)  pabila k ndisi ini berlangsung terus maka suhu 

bumi akan semakin meningkat, sehingga es di kutub utara dan selatan akan men air yang 

berakibat naiknya permukaan air laut, sehingga mengakibatkan ilayah di pinggir pantai 

akan terbenam air, sementara di lain sisi daerah yang kering karena kenaikan suhu akan 

menjadi semakin kering.

 enggunaan bahan kimia seperti re n untuk pendingin ruangan dan hasil pembakaran 

yang dilakukan leh berbagai industri se ara massi  akan merusak lapisan n 3   

n ber ungsi menahan radiasi sinar ultravi let yang berbahaya bagi kehidupan di bumi  

erusakan yang terjadi adalah terjadinya lubang lubang pada lapisan n yang makin 

lama dapat semakin bertambah besar  elalui lubang lubang itu sinar ultravi let akan 

menembus sampai ke bumi se ara langsung tanpa halangan   ndisi ini dapat menyebabkan 

berbagai penyakit seperti kanker kulit dan kerusakan pada tanaman tanaman di bumi   

pabila k ndisi ini terjadi se ara terus menerus akan mengakibatkan punahnya berbagai 

spesies ra dan auna yang ada, keaneka ragaman hayati tidak bias dipertahankan

 i sisi lain kerusakan lingkungan ini akan men iptakan ben ana yang sebenarnya dibuat 

leh manusia, seperti banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air 

dan menurunnya kualitas air, tingginya pen emaran di perairan sungai dan laut sehingga 

sangat bera un, dan sebagainya

 udah pasti k ndisi ini akan merugikan keuangan egara  ari kasus illegal logging 

irekt rat enderal erlindungan utan dan nservasi lam, ementerial ingkungan 

idup dan ehutanan  men atat bah a peri de  terdapat  kasus 

illegal logging yang berp tensi merugikan egara sebesar ,  triliun rupiah  edangkan 
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adan emeriksa euangan  menyebutkan bah a kerugian egara akibat illegal 

logging ini bisa sebesar  miliar rupiah per hari  elum lagi kerugian akibat kebakaran 

hutan, kerusakan sungai, danau dan laut, kerusakan tanah dan sebagainya  http m

mediaind nesia m read detail pengel laan hutan buruk negara merugi

 alam hal ini mentalitas bangsa nd nesia ini juga dipertanyakan  entalitas yang k rup 

ini ternyata berdampak sangat merusak lingkungan hidup yang pada akhirnya nanti juga 

akan merusak semua yang ada di egara ini   entalitas k rup ini harus segera diakhiri dan 

dirubah menjadi mentalitas yang lebih baik, lebih peduli dan lebih pr dukti   agaimanapun 

juga anak u u kita juga berhak menikmati kekayaan negeri ini

b. Menurunnya Kualitas Hidup Manusia

 ingkungan hidup yang telah rusak akan bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan 

itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia 

yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup gl bal

 erusakan hutan hujan tr pis yang akut akan mengurangi persediaan ksigen bukan hanya 

untuk ilayah tersebut namun juga ksigen untuk bumi keseluruhan  rtinya dengan 

kerusakan hutan hujan tr pis kita akan membuat kualitas udara yang kita hirup menjadi 

berkurang  ementara itu asap hasil pembakaran kendaraan berm t r dan industri terus 

diper duksi dalam jumlah masal, dimana ksigen yang dihasilkan leh hutam tidak ukup 

untuk menggantikan kerusakan yang terjadi  erkurangnya kualitas udara tentunya juga 

akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya

 elum lagi masalah ben ana yang dihasilkan leh kerusakan hutan, seperti banjir bandang, 

er si, tanah l ngs r dan kekeringan  i sisi lain, kerusakan hutan akan mengurangi kuantitas 

dan kualitas air tanah dan sungai yang bias digunakan untuk memenuhi kebutuhan air 

minum  ir minum ini sangat vital bagi kehidupan manusia, dengan semakin menurunnya 

kualitas air minum maka semakin menurun juga kualitas kehidupannya  kibat negati  

untuk masyarakat adalah  mengeluarkan uang ekstra besar untuk mendapatkan air layak 

minum, yang seharusnya bisa dial kasikan untuk kebutuhan yang lain  ekali lagi kualitas 

hidup dipertaruhkan.

 erusakan yang terjadi di perairan seperti pen emaran sungai, danau dan laut, juga 

mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia  eperti kasus pen emaran limbah 

pabrik dan sampah yang terjadi pada  itarum a a arat yang akhir akhir ini menyed t 

perhatian masyarakat luas   itarum yang berhulu dari itu isanti unung ayang 

e amatan ertasari abupaten andung arat yang membelah beberapa kabupaten 

k ta sepanjang  km dan terdiri atas tujuh anak sungai dan tiga aduk ternyata tidak 

seindah hulunya yang asri, hijau dan jernih sekali airnya  ungai itarum saat ini merupakan 

sungai terk t r dan paling ter emar di nd nesia  udah menjadi rahasia umum bah a 

masih banyak sekali pabrik tekstil yang berada di seputar aliran sungai itarum membuang 

limbahnya langsung ke sungai   ari sekitar  pabrik hanya  yang mempunyai instalasi 

pengel laan limbah  elas ini adalah sebuah kelalaian dari berbagai pihak, yang sebenarnya 

aturan tentang pengel laan limbah sudah ada dan jelas dan setiap pabrik harus mematuhi 

aturan tersebut  amun yang terjadi aturan tersebut tetap dilanggar  pakah emerintah 
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aerah tidak tahu  angat tidak mungkin, kegiatan pabrik pabrik tersebut sudah dilakukan 

sejak tahun  an silam, pasti ada main  antara knum emerintah aerah dengan 

pengusaha pabrik   agaimana dengan  lingkungan   elama keuntungan bisa dinikmati 

bersama untuk apa  pr tes tentang lingkungan   ebuah perpaduan yang mematikan

http greenpea e rg seasia id ampaigns t i s ir itarum

 eperti diketahui bersama  itarum mengaliri  ilayah administrasi kabupaten k ta  

itarum menyuplai air untuk kebutuhan hidup sekitar  uta masyarakat akarta, ekasi, 

ara ang, ur akarta, dan andung  ungai ini juga mengaliri areal irigasi untuk pertanian 

seluas  hektar  itarum merupakan sumber dari denyut nadi perek n mian 

nd nesia sebesar   ross o es ic rod c  dengan hamparan industri yang 

berada di sepanjang sungai itarum  kibat kelalaian integitas kehidupan sekitar  juta 

manusia seputar itarum teran am  http itarum rg in itarum berita artikel

tambahan beban akibat pen emaran sungai itarum html

 eperti yang terjadi di eluk akarta, eluk ampung, esisir itub nd  a a imur, esisir 

erau alimantan imur, elabuhan rar abupaten r ng, erairan erang dan eluk 

anten, esisir ta imika dan alabuhan atu ukabumi menunjukkan pen emaran 

l gam berat yang serius  elain l gam berat yang mera uni laut, permasalahan sampah 

juga sangat serius, khususnya sampah plasti   ampah plastik yan dihasilkan leh nd nesia 

pertahunnya sekitar ,  juta t n dan ,  juta t n sampah plastik dibuang ke laut

 ndisi ini mengakibatkan perairan nd nesia menjadi ter emar, serta terjadi kerusakan 

terumbu karang yang massi  sehingga mempengaruhi pr duksi budi daya perikanan laut, 

selain itu l gam berat dan senya a micro plastic menjadikan ikan yang dihasilkan bera un 

dan tidak bisa laku dipasar, khususnya pasar eksp r  https pressreader m

ind nesia k mpas  

 ragedi inamata bukan tidak mungkin, bisa terjadi di peairan nd nesia karena ikan dan 

hasil laut yang didapatkan leh nelayan mengandung ra un mer uri dalam jumlah tinggi, 

yang apabila dik nsumsi leh manusia akan mengakibatkan berbagai penyakit dan a at 

janin.

 elum lagi kerusakan tanah yang mengakibatkan kesuburan tanah berkurang bahkan tidak 

bias ditanami lagi karena sudah menjadi gurun pasir  al ini mengakibatkan mer s tnya hasil 

pertanian yang berimbas kepada menyusutnya bahan makanan yang tersedia yang memi u 

tingginya harga bahan pangan  al ini tentunya akan berakibat yang sangat signifikan bagi 

kesehatan manusia khususnya bayi dan balita yang akhirnya tidak mendapatkan ke ukupan 

pangan dan gi i  ndisi ini akan berdampak negati  di kemudian hari, seperti kemer s tan 

daya pikir, lemahnya fisik, rentan terhadap penyakit dan sebagainya yang juga berarti 

kemunduran sebuah generasi

 uar biasa sekali akibat yang dihasilkan leh kerusakan lingkungan, dan sebagian besar 

lingkungan hidup kita rusak diakibatkan leh tindakan k rupsi  ungguh suatu tindakan 

yang sangat biadab, karena k rupsi yang dilakukan benar benar menghan urkan kehidupan   

pakah k rupt r mau bertanggung ja ab atas itu semua
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8.  Dampak Terhadap Ketahanan Budaya dan Religiusitas 

 ari perjalanan panjang pelatihan bagi d sen al n pemangku mata kuliah pendidikan 

antik rupsi sejak tahun  silam, selalu saja mun ul pertanyaan dan pernyataan bah a 

k rupsi juga mempunyai pengaruh atau dampak terhadap ketahanan budaya dan bahkan 

religiusitas bangsa   

 angsa nd nesia dikenal sebagai bangsa yang berbudaya tinggi, nd nesia merupakan 

salah satu egara yang ada di dunia yang mempunyai banyak kebudayaan  al ini 

disebabkan karena nd nesia merupakan egara yang mempunyai ratusan suku dimana 

setiap suku mempunyai budaya serta adat istiadat yang berbeda   

 isisi lain dilihat dari s sial dan sejarah bah a adanya k l nialisasi leh bangsa lain seperti 

pany l, rtugis, nggris dan yang paling lama dijajah leh elanda selama hampir ,  

abad  elain itu juga mengalami masa penjajahan epang pada era erang unia  leh 

sebab itu bentuk akulturasi budaya pun terjadi, alau tidak semua daerah terjadi akulturasi   

 elain itu dari perpeksti  ge grafis juga menghasilkan beragam budaya yang ada, seperti 

adanya perbeaan budaya pada daerah pesisir dan pegunungan, daerah daratan dan 

kepulauan, daerah yang relai  subur dan daerah yang keras tandus dan sebagainya   

 leh sebab itu nd nesia merupakan suatu egara yang sangat kaya akan hasil budaya, 

sehingga banyak yang menyebut bah a nd nesia adalah surga kebudayaan, betapa 

banyak budaya yang di iptakan dari keari an l kal, yang menegaskan daya pikir, dan kreasi 

masyarakat nd nesia yang beragam

 pakah k rupsi tidak berdampak pada kebudayaan bangsa nd nesia yang adiluhung, 

sangat kaya akan ragamnya dan semuanya menyiratkan pada kehidupan yang baik dan 

bermartabat, mari kita simak yang berikut ini;

a. Rusaknya Cara Berpikir Logis

 udaya yang sudah lama mengakar di nd nesia yang mun ul dari ara berpikir nenek 

m yang yang merupakan ujud keari an l kal bisa dalam sekejap rusak dan hilang dari 

bumi yang dipijaknya  al ini bukan disebabkan karena tergerus leh abad m dern yang 

mena arkan hal hal baru dalam berkehidupan, seperti; tekn l gi, material, ara, peralatan 

dan pemikiran baru  ustru dengan mun ulnya abad m dern banyak hal yang bisa kita petik 

man aatnya dalam mempertahankan kebudayaan   

 tau dengan datangnya budaya asing yang masuk ke nd nesia  ebudayaan asing yang 

masuk ke nd nesia, misalnya budaya barat, memang bisa menjadikan budaya asli yang 

ada tergerus dan hilang atau berubah menjadi budaya ampuran atau budaya baru  amun 

apakah kita akan semerta merta menyerah terhadap gempuran budaya asing  entunya 

tidak, justru pada saat ini dengan maraknya gl balisasi justru nilai nilai l kal menguat 

(global paradox), karena riginalitasnya sebuah budaya dan tidak bisa disama ratakan 

ataupun digantikan dengan nilai nilai yang ada di tempat lain

 elanjutnya bagaimana budaya kita yang adiluhung ini bisa rusak atau kalah bahkan 

musnah  a abnya adalah bagaimana dengan p la pikir masyarakat yang ada sekarang   

pakah masih bisa berpikir l gis, sehat, ari  bijaksana  tau berubah dengan merusak ara 

berpikir l gis, tidak sehat dan jauh dari ari  bijaksana
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 rupt r selalu berpikir bagaimana ara mendapatkan keuntungan dengan ara ara epat 

dan keji, dengan jalan manipulasi berbagai data, in rmasi bahkan merubah ara berpikir 

rang, sehingga se lah lah k rupsi yang dilakukan kelihatan ajar dan tidak mela an 

hukum  esuatu yang benar, dengan semerta merta dibuat menjadi salah, dan sebaliknya 

yang salah dibuat se lah lah menjadi benar

 ulai dari hal hal yang ke il yang sering terjadi di seputar kita, bah a kebiasaan memberi 

sesuatu yang lebih diluar ngk s yang seharusnya kepada sese rang yang dianggap telah 

melakukan pekerjaan untuk kita, meskipun tugas itu sudah merupakan ke ajiban sese rang 

tersebut karena sese rang tersebut sudah menerima upah atas pekerjaannya, bisa 

mengubah ara berpikir l gis kita  eperti kebiasaan memberikan sejumlah uang kepada 

petugas dalam urusan pembuatan d kumen di kelurahan, kep lisian atau tempat tempat 

lain   ebiasaan memberikan sesuatu kepada d sen atau alikelas pada akhir semester atau 

se aktu sidang skripsi dan sebagainya  ama kelamaan ada sema am perasaan bersalah 

atau segan bahkan malu apabila kita tidak memberikan uang atau hadiah lainnya  ang 

benar adalah tidak memberikan apapun, karena sese rang tersebut sudah mendapatkan 

upah atas pekerjaaannya, namun ini menjadi se lah lah salah  ara berpikir l gis kita 

sudah terbalik, alaupun masih banyak yang bertahan dengan menganggap kebiasaan ini 

adalah budaya timur , bagaimana pendapat anda

 asus yang juga sering terjadi di tengah masyarakat kita adalah bah a se rang k rupt r  

banyak memberikan sedekah kepada masyarakat sekitar, tempat ibadah ataupun 

rganisasi rganisasi s sial  al ini dilakukan bukan untuk mendapatkan ridh  sedekah, 

namun untuk membangun itra (image) bah a se rang k rupt r  tersebut adalah s s k 

derma an  etika suatu saat k rupt r  ini tertangkap, maka yang bi ara di media adalah 

tetangga, pengurus tempat ibadah atau pengel la rganisasi s sial, seperti, bapak ibu 

itu adalah rang yang sangat baik, derma an, sering memberi saya bantuan , saya tidak 

menyangka bapak ibu itu ditangkap, karena bapak ibu itu adalah rang yang sangat bail 

lagi derma an , dulu enak kalau masih ada bapak ibu itu suka memberikan bantuan ke 

tempat ibadah kita  dan masih banyak k mentar lain yang mun ul namun dengan nada 

yang sama   

 erikut ini adalah yang juga sering kita lihat di tengah masyarakat, se rang bapak 

mengadakan a ara kenduri selamatan dan mengundang tetangga serta handai taulan untuk 

datang  kh al kenduri selamatan tersebut adalah untuk bersyukur atas naiknya jabatan sang 

anak ter inta yang sekarang menempati p sisi yang basah  di kant rnya  adahal p sisi 

basah  tersebut mengandung maksud bah a si anak akan banyak menerima pendapatan 

yang bukan hak nya  ndisi ini juga menyiratkan bah a masih banyak masyarakat yang 

permisi  terhadap k rupsi dan masih beranggapan bah a hasil dari k rupsi adalah re eki, 

sehingga harus disyukuri  ukannya seharusnya si bapak tadi mengundang tetangga handai 

taulan untuk datang dan mend akan anaknya agar dijauhkan dari g daan mendapatkan 

harta benda dari upaya yang tidak halal, karena p sisi anaknya sekarang ra an k rupsi

 rilaku k rupti  dan rupsi yang dilakukan se ara terus menerus dan massi  bagaimanapun 

juga akhirnya akan mempengaruhi dan mengubah ara berpikir l gis bangsa ini  esuatu 

yang salah menjadi benar dan dibenarkan, sedangkan sesuatu yang benar menjadi salah 

dan aneh untuk dilakukan.
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b. Memudarnya Nilai Budaya

 ara berpikir l gis yang rusak pada akhirnya akan menggerus nilai nilai budaya yang ada 

pada negeri ini  aka tidak heran sekarang ini sudah mulai terlihat tanda tanda kerusakan 

yang diakibatkan  ada saat ini kita sering melihat bagaimana rang yang benar dan baik 

menjadi sangat sulit untuk menduduki p sisi yang seharusnya dipegang, digantikan leh 

rang rang yang buruk dan busuk dalam berpikir dan bertindak  enjadi rang baik dan 

benar menjadi salah dan aneh ditengah tengah rang yang k rup

 itengah masyarakat yang semakin materialistis, dimana ukuran keberhasilan sese rang 

akhirnya diukur dari sedikit banyaknya harta yang dimiliki, menjadikan k rupsi adalah ara 

singkat  atau p t ng jalan  untuk mendapatkan material dan kekuasaan yang diinginkan  

rupt r tidak malu malu lagi dalam melakukan aksinya bahkan ketika terangkap leh 

aparatpun, k rupt r tidak menunjukkan rasa malu apalagi menyesal, bahkan dengan raut 

ajah berseri dan bangga ditunjukkan di depan kamera a ak media yang ditayangkan 

untuk masyarakat luas  rupt r sering menyebut dirinya sedang apes  saja dalam aksinya 

sehingga bisa tertangkap leh aparat, jadi kita bisa membayangkan kalau tidak tertangkap 

aparat, maka k rupsi pasti akan masih berjalan seperti biasa dan ini tentunya masih 

dilakukan leh k rupt r yang belum apes  hingga saat ini   

 rama yang sering ditunjukkan leh k rupt r ketika dirinya tertangkap dan mulai 

disangkakan leh aparat adalah menunjukkan dirinya se lah lah benar dan bersih dari 

segala tuduhan  uktikan se ara hukum kalau saya telah melakukan k rupsi , pasti 

ada yang salah dengan penangkapan saya , ini fitnah yang keji terhadap saya, saya akan 

tuntut balik , kata kata itu sering keluar di media ketika sese rang mulai disangkakan 

telah melakukan k rupsi  kting selanjutnya dalam drama ini adalah k rupt r mulai 

melakukan kegiatan kegiatan peribadatan, seperti melakukan umr h, untuk menunjukkan 

ke masyarakat bah a dirinya adalah makhluk su i  yang taat beribadah, atau menunjukkan 

betapa ideal dan harm nis hubungan keluarganya, berp se mesra dengan anak istri, semua 

itu untuk mendapatkan p in plus dimata masyarakat   elanjutnya bisa ditebak, penggunaan 

gimmick keagamaan mulai dikenakan ketika menghadapi sidang, seperti mengenakan baju 

muslim, k piah, hijab bahkan tasbih di tangan terlihat kamera media dengan jelas  khirnya 

agama diba a ba a, diseret seret dipert nt nkan di depan umum yang sebelumnya ketika 

melakukan k rupsi sangat jauh ditinggalkan  adahal agama dan ketuhanan merupakan 

hal yang paling utama dalam nilai budaya nd nesia  ni merupakan de sakralisasi nilai 

agama dan ketuhanan.

 ita semua sebenarnya sudah mengetahui dan memahami bah a egara ini tidak akan 

berdiri tegak dan bermartabat apabila nilai nilai budaya ditinggalkan  ilai nilai budaya 

(values of culture) merupakan p ndasi bangsa dimana ada nilai  nilai yang disepakati dan 

tertanam dalam suatu masyarakat, rganisasi, ilayah lingkungan masyarakat, dimana 

nilai nilai ini akhirnya mengakar menjadi suatu  kebiasaan, keper ayaan (believe), simb l

simb l, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan antara satu budaya dengan 

lainnya serta menjadi a uan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang 

terjadi.

 ilai budaya yang ada pada bangsa nd nesia ter ermin pada lima sila yang termaktub 

dalam an asila  nd nesia merupakan egara yang memiliki bidaya yang sangat kaya dan 
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beragam  alam ensus enduduk yang dilakukan   di nd nesia terdapat  

kateg ri suku   elanjutnya data   ini dikerjasamakan dengan dengan Institute of 

Southeast Asian Studies  pada tahun  menghasilkan klasifikasi baru  ihasilkan 

 kel mp k suku besar dari k de suku yang tersedia dalam   

 uku yang ada di nd nesia ternyata memiliki nilai budaya atau sistem nilai budaya yang 

menjadi ped man tingkah laku dalam kehidupan masyarakat yang hampir mirip, seperti; 

nilai nilai t l ng men l ng atau g t ng r y ng, musya arah, setia ka an, h rmat

mengh rmati, harga diri, tertib dan sebagainya  ilai nilai ini ter ermin dalam kehidupan 

sehari hari, pelaksanaan budaya serta sistem s sial lainnya  uga terlihat dalam pranata 

religi, rganisasi s sial, kekerabatan, mata pen aharian, tekn l gi, kesenian, material dan 

sebagainya   

 leh sebab itu nilai nilai budaya bangsa nd nesia adalah masyarakat yang berbudaya 

tinggi, dan ini harus dijaga sampai kapanpun tentunya dengan nalar yang sehat

c. Bergesernya Religiusitas Masyarakat

 angsa nd nesia merupakan bangsa yang sangat religius  ampir semua agama yang ada 

didunia serta keper ayaan terhadap uhan ang aha sa ada dan tumbuh di nd nesia   

engakuan religiusitas bangsa nd nesia ter ermin dalam ila ertama an asila sebagai 

dasar negara , yaitu etuhanan ang aha sa, hal ini se ara jelas menyatakan bah a 

bangsa nd nesia menempatkan uhan sebagai yang utama dari segalanya   elain itu juga 

kita bisa melihat pada embukaan ndang ndang asar  alinea  yaitu kata kata 

tas berkat rahmat llah ang aha uasa  ertulis se ara jelas yang menyadarkan 

bangsa nd nesia bah a semua keberhasilan perjuangan adalah anugerah uhan ang 

aha uasa   ang selanjutnya terdapat pada asal    yaitu tentang kebebasan 

bagi setiap arga untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing masing

 ada saat ini k rupsi sudah merambah kemana mana  ukan hanya di bidang ek n mi dan 

p litik, tetapi juga sudah masuk di bidang agama, dimana ranah paling sakral ini ternyata 

tidak terbebas dari tindak pidana k rupsi  gama adalah sesuau yang su i bagi bangsa 

nd nesia dan masih diper aya sebagian besar masyarakat sebagai ujung t mbak yang 

mampu menyelesaikan permasalahan k rupsi di negeri ini  

 erbagai kasus k rupsi terjadi di sekt r agama, mulai dari k rupsi pengadaan itab 

u i l ur an yang melibatkan  bapak dan anak yang merupakan petinggi partai p litik 

besar di nd nesia  asus ini begitu melukai masyarakat, bagaimana bisa l ur an yang 

begitu su i bisa dik rupsi  elanjutnya k rupsi dana haji yang melibatkan petinggi dan 

pejabat tertinggi di ementerian gama juga meninggalkan situasi miris memilukan  aji 

merupakan impian seluruh umat muslim nd nesia selain sebagai bentuk pelaksanaan 

ukun slam yang kelima  mat muslim di nd nesia seumur hidup berusaha menabung 

dari sisa jerih payahnya untuk bisa berhaji yang dilakukan dengan keikhlasan tiada batas 

hanya untuk bisa datang memenuhi undangan ll h  ke k ta su i ekah  leh sebab 

itu kasus penipuan ibadah umrah yang marak akhir akhir ini mungkin juga bentuk erminan 

dari apa yang dilakukan leh para petinggi ementerian gama tersebut, kalau bapak bisa 

maka anak juga bisa bahkan lebih dahsyat
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 alam bentuk yang lain, k rupsi imp r pengadaan daging sapi untuk masyarakat nd nesia 

juga menjadi sasaran empuk untuk dik rupsi  ali ini bukan pejabat kementerian, namun 

dilakukan leh pemimpin tertinggi, presiden, bahkan juga memegang sebutan imam sebuah 

partai p litik yang jelas jelas mengusung agama slam sebagai nilai dari partai tersebut   al 

ini membuat umat patah hati bahkan patah arang, banyak yang masih men ba membela, 

namun kenyataan tidak bisa dipungkiri, umat ke e a

 eke e aan, rasa sakit, perasaan miris dan pilu yang bertubi tubi terjadi akibat k rupsi di 

sekt r agama ini, pada akhirnya banyak masyarakat yang memandang skeptis bahkan mulai 

mempertanyakan masih bisakah agama dijadikan ujung t mbak pemberantasan k rupsi   

pakah masih ada pemimpin agama yang bisa diper aya dan tidak k rupsi atau bersih dari 

tindakan am ral yang lain  ndisi ini menempatkan agama benar benar sebagai baju 

saja, apabila ingin berbuat baik dan beramal ibadah maka baju agama dipakai, selanjutnya 

jika ingin mendapatkan harta yang tidak halal dengan jalan k rupsi atau melakukan hal 

maksiat yang lain maka baju agama tinggal ditanggalkan   

 rupsi benar benar menjadikan masyarakat yang seharusnya religius menjadi masyarakat 

yang munafik, religiusitas berubah semu

B. ERA DIGITAL DAN DAMPAKNYA PADA PENANGGULANGAN KORUPSI

ra digital yang terjadi karena kemajuan tekn l gi berbasis eletr nika digital pada saat ini 

ditandai dengan jelas leh keberadaan internet yang menjadi bagian kehidupan manusia pada 

abad ini   ada saat ini bumi dihuni leh sekitar ,  milyar manusia dimana hampir setengahnya 

atau ,  milyar manusia terhubung dengan internet, sebuah angka yang sangat antastis

ari lap ran hasil survei yang dilakukan leh s siasi enyelenggara asa nternet nd nesia 

 tentang enetrasi  erilaku engguna nternet nd nesia tahun , menyebutkan 

bah a penetrasi pengguna internet di nd nesia meningkat menjadi ,  juta ji a atau 

,  dari  juta ji a penduduk negeri ini dibanding tahun sebelumnya dimana pengguna 

internet nd nesia ter atat ,  juta ji a  engguna pada ilayah perk taan rban  lebih 

tinggi ,  dibanding ilayah peralihan ural rban  dan pedesaan ural  ari ,  

juta pengguna internet di nd nesia tahun , hampir setengahnya  atau setara dengan 

,  juta adalah pengguna media s sial yang sangat akti

da perbedaan situasi yang sangat meny l k pada era digital ini dibandingkan dengan era

era sebelumnya yang masih mengandalkan tekn l gi k nvensi nal atau manual, seperti; 

ke epatan penyebaran berita atau in rmasi yang luar biasa epat kepada masyarakat, 

kemudian keanekaragaman in rmasi yang ada juga sangat melimpah, terhubungnya hampir 

semua kegiatan manusia dengan internet, seperti perbankan dengan e-bank, perdagangan 

dengan e-commerce, pendidikan dengan e-book dan e-learning, juga bentuk bentuk 

pelayanan masyarakat leh pemerintah menggunakan tekn l gi internet  al ini ditunjang 

leh penggunaan alat (gadget) yang terhubung dengan internet yang dimiliki leh masyarakat 

semakin meluas dari level atas hingga level yang paling ba ah

ekn l gi digital ini memaksa setiap rang untuk beradaptasi, karena mau tidak mau, suka 

tidak suka, siap tidak siap, jaman digital sudah datang  asyarakat nd nesia dengan segala 
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keragamannya, tingkat pendidikan serta pengetahuannya mengakibatkan situasi sekarang ini 

menjadi sangat unik   ilain sisi k ndisi ini menjadi peluang di sisi yang lain k ndisi ini menjadi 

an aman  entunya juga berpengaruh kepada upaya penanggulangan k rupsi yang tengah 

dilakukan.

a. Meningkatnya Kualitas Kejahatan Korupsi

 ekn l gi digital pada saat ini sudah sangat maju dan terus maju dengan pesat sehingga 

tekn l gi digital ini hadir pada setiap sendi kehidupan manusia  ekn l gi digital yang 

marak saat ini sangat memudahkan bagi pergerakan masyarakat dan bisa dikatakan 

terjangkau bagi semua kalangan

 ada saat ini hampir semua bisa dilakukan se ara digital, sehingga memaksa semua rang 

untuk beralih ke dunia digital  rang tidak perlu rep t antri di bank karena rang rang yang 

terhubung dengan internet bisa melakukan transaksi perbankan dimanapun, se lah lah 

setiap rang mempunyai asisten perbankan yang bisa membantu kapanpun dimanapun  

uga untuk keperluan belanja, dari sayur mayur dan kebutuhan hidup sehari hari, pesan 

tiket perjalanan, membayar tagihan ini itu, perm dalan kerja, keperluan transp rtasi dari 

satu tempat ke tempat lain, hingga membeli kendaraan berm t r, rang hanya tinggal klik 

di gadgetnya, semua akan terjadi  al inilah yang menjadikan tekn l gi digital ini menjadi 

tekn l gi disrupti  (disruptive technology) yang mengeser bahkan mematikan tekn l gi 

lama beserta kebiasannya

 isisi keterbukaan in rmasi, tekn l gi digital ini menjadikan semuanya bisa dilakukan 

dengan transparan,  dalam satu sistem kerja dan keamanan, sehingga e ekti  dan efisien 

menghilangkan p tensi transaksi nal yang mengarah ke bentuk suap yang biasa terjadi 

pada sistem anal g, semua transaksi ter atat se ara t matis  engan asumsi ini maka 

tekn l gi ini akan memba a angin segar bagi penegakan integritas

 amun apakah dengan datangnya tekn l gi digital ini k rupsi akan bisa se ara t matis 

diberantas  eperti kita ketahui bersama bah a tekn l gi itu bisa dianal gikan sebagai 

sebuah pisau yang kedua sisinya tajam, artinya tekn l gi bisa dijadikan alat untuk 

membangun kebaikan, namun bisa juga diman aatkan untuk tujuan tujuan yang jahat, 

termasuk k rupsi

 ekn l gi digital sangat bisa untuk dijadikan alat untuk men iptakan kejahatan k rupsi 

dengan pendekatan baru   rupsi dengan tekn l gi digital dan in rmasi akan memba a 

kejahatan k rupsi pada tingkat yang jauh lebih tinggi dan anggih  rupsi dengan 

tekn l gi digital hanya akan bisa dilakukan leh rang rang atau bersek ngk l dengan 

rang rang yang paham dengan tekn l gi ini, yang tentunya akan lebih sulit lagi dideteksi 

dan dipe ahkan

 engan semakin terhubungnya dunia dengan internet, maka kerusakan yang terjadi akibat 

k rupsi juga bisa semakin massi   ejahatan k rupsi juga pada akhirnya tidak mengenal 

batas territ rial karena semua ilayah di dunia ini terhubung satu sama lainnya

b. Permisifme Akibat Paparan Informasi

 anusia yang ada pada era digital sekarang ini menerima paparan in rmasi berkali

kali lipat dibandingkan manusia yang ada pada  tahun yang lalu  emajuan yang 



66 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

pesat di bidang tekn l gi in rmasi dan k munikasi mend r ng tiap tiap individu untuk 

berhubungan dengan epat  elain itu, kemajuan di bidang tekn l gi juga membuat individu 

dapat mengakses in rmasi dengan epat, baik dari dalam maupun luar negeri

 eadaan ini mend r ng tinginya tingkat interaksi antar individu dan seluruh dunia  ehingga 

mengakibatkan saling mempengaruhi antar masyarakat atau antar negara di seluruh 

penjuru dunia  eadaan ini juga menjadi pend r ng meningkatnya gl balisasi

 aparan in rmasi yang sangat tinggi di masyarakat akan mengakibatkan permisi me 

masyarakat atas kejadian yang ada  elain diakibatkan leh berita b h ng (hoax) yang 

meramaikan berita benar atas suuatu kejadian, masyarakat juga dengan mudah mengalihkan 

t pik pembi araan yang lain yang mungkin pada saat itu menjadi viral  ehingga kasus yang 

seharusnya masyarakat ikut peduli pada akhirnya akan ditinggalkan begitu saja dan lupa 

atas apa yang terjadi

c. Hoax Tantangan Pemberantasan Korupsi

 itengah membanjirnya in rmasi yang beredar setiap harinya dipelbagai media khususnya 

pada media internet dan media s sial pada saat ini, masyarakat nd nesia dihadapkan pada 

permasalahan kebenaran isi berita atau in rmasi yang diterimanya  alau kita kembali ke 

era  tahun silam, masyarakat mendapatkan in rmasi bisa sangat terukur baik dari 

jumlah in rmasi ataupun kualitas in rmasinya  edia yang mengeluarkan in rmasi juga 

masih terbatas baik media etak maupun elektr nika  ehingga pada era tersebut hampir 

bisa dipastikan tidak terjadi permasalahan yang terkait dengan keabsahan in rmasi yang 

diterima leh masyarakat

 aat ini dengan semakin maraknya dunia digital, dan hampir setiap rang yang terhubung 

dengan jejaring internet dan media s sial akan menerima in rmasi yang jauh lebih besar 

daripada era  tahun yang lalu  al ini diperkuat dengan bah a pada era digital ini 

setiap rang yang terhubung dengan jejaring internet dan atau media s sial bisa untuk 

mempr duksi in rmasinya sendiri dan dibagikan (share) kepada rang lain yang terhubung 

pada jejaring yang sama  isisi lain jumlah pengguna internet dan media s sial yang sudah 

kuat literasi digitalnya masih sedikit, sehingga mengakibatkan sebagian besar masyarakat 

saat ini enderung memer ayai segala in rmasi yang beredar di internet tanpa melakukan 

klarifikasi  

 enurut hasil survei ps s , sebanyak  dari  juta pengguna internet di 

nd nesia per aya dengan kebenaran in rmasi di dunia maya tanpa ek dan ri ek, dan 

tidak menutup kemungkinan k nten yang tersebar mengandung k n ik kepentingan, ini 

merupakan en mena kekinian akibat maraknya penggunaan internet dan media s sial   

en mena tersebut terjadi karena mun ulnya peningkatan pengguna internet yang belum 

diimbangi dengan peningkatan literasi digital  ndisi inilah menyebabkan terjadinya 

penyebaran k nten negati  seperti ujaran keben ian, berita b h ng (hoax), perundungan, 

radikalisme, pembelaan diri atau kel mp k tanpa alasan yang jelas dan p rn grafi berjalan 

dengan epat, massi , dan pada saat yang bersamaan bisa menjadi an aman besar bagi 

bangsa dan negara  

 ada saat ini kalau kita membuka media s sial pasti akan berhadapan dengan berita 

b h ng (hoax) yang sangat sulit untuk dibedakan dengan berita yang benar, apalagi bagi 
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masyarakat a am yang masih minim literasi   ndisi kebingungan masyarakat akan berita 

yang benar ini dengan mudah diman aatkan leh beragam knum termasuk k rupt r untuk 

membangun pini masyarakat

 kesempatan yang sama, irektur ksekuti  aari  nstitute uhammad bdullah arra  

mengatakan perlu adanya upaya untuk membangun kesadaran kritis di kalangan generasi 

muda pengguna internet terhadap k nten k nten negati  yang menyebar di media s sial

d. Era Digital dan Peluang pada Upaya Pemberantasan Korupsi

 ra digital yang banyak mempengaruhi rang dalam berbagai hal termasuk meningkatnya 

kualitas kejatahatan k rupsi, namun juga mempunyai peluang yang besar dalam upaya 

pemberantasan k rupsi

 alau kita melihat dari te ri peluang yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan 

suatu kejadian akan terjadi  ilai peluang yang rendah menunjukkan bah a kemungkinan 

suatu peristi a akan terjadi sangat ke il  ebaliknya jika nilai peluang tinggi maka 

kemungkinan besar suatu peristi a akan terjadi  eluang dapat kita maksudkan sebagai 

situasi atau k ndisi yang ada di lingkungan atau masyarakat yang memberikan kemungkinan 

upaya pemberantasan k rupsi bisa berhasil di era digital ini  ituasi dan k ndisi yang 

dimaksud men akup lingkup yang  luas, seperti budaya, tingkat pendidikan, k ndisi s sial 

p litik, perundang undangan dan peraturan pemerintah, tekn l gi dan sebagainya

 ari kita lihat peluang kita yang ada, dari sisi budaya, budaya yangada di nd nesia 

merupakan budaya adiluhung, budaya yang sangat tinggi yang menjunjung tinggi 

nilai kejujuran, kebaikan, keselarasan alam semesta serta menempatkan agama dan 

ketuhanan pada tataran yang sangat tinggi   rtinya bah a dari sisi budaya peluang untuk 

pemberantasan k rupsi adalah tinggi

 ingkat pendidikan di nd nesia bisa dikatakan membaik dari aktu ke aktu alaupun 

belum bisa dikatakan memuaskan, namun semuanya adalah pr ses untuk menuju 

kesempurnaan   ingkat buta huru  di nd nesia juga mengalami penurunan yang signifikan  

ari data kemendikbud yang disampaikan endikbud uhadjir endy tahun  ter atat 

penurunan angka buta huru  men apai , , yang artinya hanya tinggal ,  atau 

setara ,  juta ji a yang masih harus menjadi target penuntasan buta huru  selanjutnya  

endidikan ajib dari  sampai  b leh dikatakan ukup berhasil, sedangkan untuk 

tingkat  juga meningkat  ndikasi yang ada saat ini setiap tahun terdapat ,  juta sis a 

 kelas tiga yang mengikuti  rtinya peluang dati sisi pendidikan juga tinggi

 ituasi p litik yang semakin dem kratis saat ini dengan tingkat kede asaan berp litik yang 

baik juga menjadi a t r yang bisa dijadikan peluang untuk pemberantasan p litik, alau 

masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan seperti pembenahan partai p litik dan 

sebagainya

 ari sisi perundangan dan peraturan pemerintah, k mitmen k ngkret pemberantasan 

k rupsi itu ter ermin dalam    tentang emberantasan indak idana 

rupsi, atas amanah k nstitusi dan ketetapan ajelis ermusya aratan akyat   

m r  tentang enyelenggara egara yang ersih dan ebas rupsi, lusi 

dan ep tisme  ndang undang ini kemudian diubah menjadi    tentang 

erubahan atas    tentang emberantasan indak idana rupsi,    
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ahun  tentang embentukan misi emberantasan rupsi ,   ahun 

 entang indak idana en u ian ang  menunjukkan bah a pemerintah 

sangat serius dalam upaya pemberantasan k rupsi  al ini bisa diartikan bah a dari sisi 

pemerintahan peluang untuk melakukan upaya pemberantasan k rupsi tinggi

 ari sisi tekn l gi, pada era digital ini hampir setiap rang terhubung dengan internet dan 

hampir setiap rang mempunyai alat (gadget) yang bisa terhubung dengan internet  aat 

ini sekitar  juta penduduk nd nesia mempunyai telep n genggam (handphone) yang 

mana sebagian besar dari telep n genggam tersebut bisa digunakan untuk mengakses 

internet  ari angka  juta tersebut, ada sekitar  juta rang atau n m r pengguna 

adalah pengguna media s sial akti  rtinya kalau kita balikkan tantangan era digital ini 

menjadi sebuah peluang (opportunity), maka akan ada  juta pengguna internet dan  

juta pengguna media s sial yang bisa dipapar dengan in rmasi tentang pemberantasan 

k rupsi dan sikap antik rupsi

 adi bisa disimpulkan bah a peluang (opportunity) dalam upaya pemberantasan k rupsi 

di era digital ini sangat tinggi dan menjanjikan  ekarang peluang itu hanya menunggu niat 

yang tulus dari semua pihak (stake holder) dan upaya yang k nkret untuk me ujudkannya  

nda siap berpartisipasi dalam upaya pemberantasan k rupsi di era digital ini
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

  ahasis a mampu menjelaskan nilai nilai antik rupsi untuk mengatasi 

akt r internal penyebab terjadinya k rupsi;

 ahasis a mampu menjelaskan prinsip prinsip antik rupsi yang 

berped man pada nilai nilai antik rupsi untuk mengatasi akt r 

eksternal penyebab terjadinya k rupsi agar k rupsi tidak terjadi;

  ahasis a mampu memberikan nt h penerapan prinsip prinsip dan 

nilai nilai antik rupsi dalam suatu rganisasi institusi  masyarakat 

untuk men egah terjadinya k rupsi dalam setiap kegiatannya

POKOK BAHASAN

ilai nilai antik rupsi dan prinsip prinsip antik rupsi

SUB POKOK BAHASAN

  ilai ilai ntik rupsi

  rinsip rinsip ntik rupsi



72 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

enga u pada berbagai aspek yang dapat menjadi penyebab terjadinya k rupsi sebagaimana 

telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat dikatakan bah a penyebab k rupsi terdiri 

atas akt r internal dan akt r eksternal  akt r internal merupakan penyebab k rupsi yang 

datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan akt r eksternal berasal dari lingkungan 

atau sistem  paya pen egahan k rupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, 

atau setidaknya mengurangi, kedua akt r penyebab k rupsi tersebut

akt r internal sangat ditentukan leh kuat tidaknya nilai nilai antik rupsi tertanam dalam 

diri setiap individu  ilai nilai antik rupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, 

kedisiplinan, tanggung ja ab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan  ilai nilai 

antik rupsi itu perlu diterapkan leh setiap individu untuk dapat mengatasi akt r eksternal 

agar k rupsi tidak terjadi  ntuk men egah terjadinya akt r eksternal, selain memiliki nilai nilai 

antik rupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip prinsip antik rupsi yaitu 

akuntabilitas, transparansi, ke ajaran, kebijakan, dan k ntr l kebijakan dalam suatu rganisasi

institusi masyarakat  leh karena itu hubungan antara prinsip prinsip dan nilai nilai antik rupsi 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan  

A. NILAI-NILAI ANTIKORUPSI

ilai nilai antik rupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, 

kedisiplinan, pertanggungja aban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan  

ilai nilai inilah yang akan mendukung prinsip prinsip antik rupsi untuk dapat dijalankan 

dengan baik

1. Kejujuran

enurut ug n  kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berb h ng, dan tidak 

urang  ujur adalah salah satu si at yang sangat penting bagi kehidupan mahasis a, tanpa 

si at jujur mahasis a tidak akan diper aya dalam kehidupan s sialnya ug n  

ilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang di arnai dengan budaya akademik sangatlah 

diperlukan  ilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku dimana mana 

termasuk dalam kehidupan di kampus  ika mahasis a terbukti melakukan tindakan yang 

tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun s sial, maka selamanya rang lain akan 

selalu merasa ragu untuk memper ayai mahasis a tersebut  ebagai akibatnya mahasis a 

akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan rang lain  al ini 

juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi rang lain karena selalu merasa uriga 

terhadap mahasis a tersebut yang terlihat selalu berbuat urang atau tidak jujur  elain 

itu jika se rang mahasis a pernah melakukan ke urangan ataupun keb h ngan, akan 

sulit untuk dapat memper leh kembali keper ayaan dari mahasis a lainnya  ebaliknya 

jika terbukti bah a mahasis a tersebut tidak pernah melakukan tindakan ke urangan 

maupun keb h ngan maka mahasis a tersebut tidak akan mengalami kesulitan yang 

disebabkan tindakan ter ela tersebut  rinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh leh 

setiap mahasis a sejak masa masa ini untuk memupuk dan membentuk karakter mulia di 

dalam setiap pribadi mahasis a
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2. Kepedulian

enurut ug n  definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan 

menghiraukan ug n    ilai kepedulian sangat penting bagi se rang mahasis a 

dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat  ebagai al n pemimpin masa depan, 

se rang mahasis a perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik 

lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus.

asa kepedulian se rang mahasis a harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus  

leh karena itu upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasis a sebagai 

subjek didik sangat penting  e rang mahasis a dituntut untuk peduli terhadap pr ses 

belajar mengajar di kampus, terhadap pengel laan sumber daya di kampus se ara e ekti  

dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam kampus  ahasis a 

juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni dan 

kualitas pr duk ilmiah yang dihasilkan leh perguruan tingginya

eberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai ujud kepedulian di antaranya adalah dengan 

men iptakan suasana kampus sebagai rumah kedua  al ini dimaksudkan agar kampus 

menjadi tempat untuk mahasis a berkarya, baik kurikuler maupun ekstra kurikuler, 

tanpa adanya batasan ruang gerak  elain itu dengan memberikan kesempatan kepada 

mahasis a untuk mengembangkan p tensi yang dimilikinya sebagai manusia yang utuh 

dengan berbagai kegiatan di kampus, egiatan kegiatan tersebut dapat meningkatkan 

interaksi antara mahasis a satu dengan mahasis a yang lainnya sehingga hubungan saling 

ambar  ika mahasis a terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun 
s sial, maka selamanya rang lain akan selalu merasa ragu untuk memper ayai mahasis a tersebut  ebagai 

akibatnya mahasis a akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan rang lain

t  umas niversitas adjah ada
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mengenal dan saling belajar dapat di apai lebih dalam  al ini akan sangat berguna bagi 

para mahasis a untuk mengembangkan karir dan reputasi mereka pada masa yang akan 

datang.

paya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi mahasis a untuk 

menggalang dana guna memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasis a yang 

membutuhkan  engan adanya aksi tersebut, maka interaksi mahasis a satu dengan lainnya 

akan semakin erat  indakan lainnya adalah dengan memperluas akses mahasis a kepada 

d sen di luar jam kuliah melalui peman aatan internet dan juga meningkatkan peran d sen 

sebagai asilitat r, dinamisat r dan m tivat r  ni penting dilakukan karena hubungan 

baik mahasis a dengan d sen akan memberikan dampak p siti  bagi tertanamnya nilai 

kepedulian  engembangan dari tindakan ini juga dapat diterapkan dengan mengadakan 

kelas kelas ke il yang memungkinkan untuk memberikan perhatian dan asistensi lebih 

intensi  engan adanya kelas kelas ini, maka bukan hanya hubungan antara mahasis a 

dengan d sen tetapi hubungan antara mahasis a dengan banyak mahasis a yang 

saling interakti  dan p siti  juga dapat terjalin dengan baik dan di situ mahasis a dapat 

memberikan pelajaran, perhatian, dan perbaikan terus menerus  engan demikian perhatian 

dan perbaikan kepada setiap mahasis a tersebut dapat memberikan kesempatan belajar 

yang baik

3. Kemandirian

ndisi mandiri bagi mahasis a dapat diartikan sebagai pr ses mende asakan diri 

yaitu dengan tidak bergantung pada rang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung 

ja abnya  al ini penting untuk masa depannya dimana mahasis a tersebut harus 

mengatur kehidupannya dan rang rang yang berada di ba ah tanggung ja abnya sebab 

tidak mungkin rang yang tidak dapat mandiri mengatur dirinya sendiri  akan mampu 

mengatur hidup rang lain  engan karakter kemandirian tersebut mahasis a dituntut 

untuk mengerjakan semua tanggung ja ab dengan usahanya sendiri dan bukan rang lain 

upardi  

4. Kedisiplinan

enurut ug n  definisi kata disiplin adalah ketaatan kepatuhan  kepada peraturan 

ug n   alam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun s sial 

mahasis a perlu hidup disiplin  idup disiplin tidak berarti harus hidup seperti p la militer di 

barak militer namun hidup disiplin bagi mahasis a adalah dapat mengatur dan mengel la 

aktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik baiknya untuk menyelesaikan tugas 

baik dalam lingkup akademik maupun s sial kampus

an aat dari hidup yang disiplin adalah mahasis a dapat men apai tujuan hidupnya dengan 

aktu yang lebih efisien  isiplin juga membuat rang lain per aya dalam mengel la suatu 

keper ayaan  isalnya rang tua akan lebih per aya pada anaknya yang hidup disiplin 

untuk belajar di k ta lain dibanding dengan anak yang tidak disiplin  elain itu disiplin dalam 

belajar perlu dimiliki leh mahasis a agar diper leh hasil pembelajaran yang maksimal

idak jarang dijumpai perilaku dan kebiasaan peserta didik menghambat dan tidak 
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menunjang pr ses pembelajaran  isalnya, sering kita jumpai mahasis a yang malas, 

sering absen, m tivasi yang kurang dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata 

tertib kampus, dan lain lain  al tersebut menunjukkan masih banyak mahasis a yang tidak 

memiliki kedisiplinan.

engan k ndisi demikian, d sen dituntut untuk dapat mengembangkan sikap disiplin 

mahasis a dalam belajar dan berperilaku di kampus  endisiplinkan mahasis a harus 

dilakukan dengan ara ara yang dapat diterima leh ji a dan perasaan mahasis a, 

yaitu dengan bentuk penerapan kasih sayang  isiplin dengan ara kasih sayang ini dapat 

membantu mahasis a agar mereka dapat berdiri sendiri atau mandiri

aat ini perilaku dan kebiasan yang buruk negati  dari mahasis a enderung mengarah 

kepada suatu tindakan kriminalitas suatu tindakan yang mela an hukum  enakalan 

mahasis a dapat dikatakan dalam batas ke ajaran apabila dilakukan dalam kerangan 

men ari identitas diri jati diri dan tidak merugikan rang lain  eranan d sen dalam 

menanamkan nilai disiplin, yaitu mengarahkan dan berbuat baik, menjadi teladan nt h, 

sabar dan penuh pengertian  sen diharuskan mampu mendisiplinkan mahasis a dengan 

kasih sayang, khususnya disiplin diri (self discipline)  alam usaha tersebut, d sen perlu 

memperhatikan dan melakukan 

a  embantu mahasis a mengembangkan p la perilaku untuk dirinya, misalnya aktu 

belajar di rumah, lama mahasis a harus memba a atau mengerjakan tugas

b  enggunakan pelaksanaan aturan akademik sebagai alat dan ara untuk menegakan 

disiplin, misalnya menerapkan reward and punishment se ara adil, sesegera mungkin 

dan transparan is andi  

5. Tanggung Jawab

enurut ug n  definisi kata tanggung ja ab adalah keadaan ajib menanggung segala 

sesuatunya kalau terjadi apa apa b leh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan  ug n  

 

ahasis a adalah sebuah status yang ada pada diri sese rang yang telah lulus dari 

pendidikan terakhirnya yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan dalam sebuah lembaga 

yang bernama universitas armin   ahasis a yang memiliki rasa tanggung ja ab 

akan memiliki ke enderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasis a yang 

tidak memiliki rasa tanggung ja ab  ahasis a yang memiliki rasa tanggung ja ab akan 

mengerjakan tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bah a jika suatu tugas tidak dapat 

diselesaikan dengan baik dapat merusak itra namanya di depan rang lain  ahasis a 

yang dapat diberikan tanggung ja ab yang ke il dan berhasil melaksanakannya dengan 

baik berhak untuk mendapatkan tanggung ja ab yang lebih besar lagi sebagai hasil dari 

keper ayaan rang lain terhadap mahasis a tersebut  ahasis a yang memiliki rasa 

tanggung ja ab yang tinggi mudah untuk diper aya rang lain dalam masyarakat misalkan 

dalam memimpin suatu kepanitiaan yang diadakan di kampus

anggung ja ab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, 

baik itu disengaja maupun tidak disengaja  anggung ja ab tersebut berupa per ujudan 

kesadaran akan ke ajiban menerina dan menyelesaikan semua masalah yang telah di 
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lakukan  anggung ja ab juga merupakan suatu pengabdian dan peng rbanan  aksudnya 

pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai 

per ujudan kesetiaan, inta kasih sayang, n rma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan 

dengan ikhlas.

ahasis a mempunyai banyak ke ajiban yang harus dipertanggungja abkan  isalnya 

tugas tugas yang diberikan leh d sen, tanggung ja ab untuk belajar, tanggung ja ab 

untuk menyelesaikan perkuliahan sampai lulus, tanggung ja ab menjaga diri sendiri  

ebagai se rang mahasis a kita sudah dilatih leh rang tua untuk lebih mandiri dalam 

menjaga diri kita sendiri, karena dalam perkulihan kita diajarkan untuk melakukan apa apa 

sendiri  leh sebab itu rangtua sudah tidak bisa meng ntr l aktivitas keseharian anak

anaknya  adi sebagai mahasis a harus bisa bertanggung ja ab dalam menjaga dirinya 

sendiri.

6. Kerja Keras

ekerja keras didasari dengan adanya kemauan  ata kemauan  menimbulkan as siasi 

dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian 

diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki lakian dan pantang 

mundur  dalah penting sekali bah a kemauan mahasis a harus berkembang ke tara  yang 

lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai rang 

lain  etiap kali sese rang penuh dengan harapan dan per aya, maka akan menjadi lebih 

kuat dalam melaksanakan pekerjaannya  ika interaksi antara individu mahasis a dapat 

di apai bersama dengan usaha kerja keras maka hasil yang akan di apai akan semakin 

ptimum

ekerja keras merupakan hal yang penting guna ter apainya hasil yang sesuai dengan target  

kan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan  

i dalam kampus, para mahasis a diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan  i 

situlah para pengajar memiliki peran yang penting agar setiap usaha kerja keras mahasis a 

dan juga arahan arahan kepada mahasis a tidak menjadi sia sia

7. Sederhana

aya hidup mahasis a merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat 

di sekitarnya  aya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasis a me

ngenyam masa pendidikannya  engan gaya hidup sederhana, setiap mahasis a dibiasakan 

untuk tidak hidup b r s, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua 

kebutuhannya  erap kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan semata, padahal tidak 

selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya

engan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasis a dibina untuk mempri ritaskan 

kebutuhan di atas keinginannya  rinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting 

dalam menjalin hubungan antara sesama mahasis a karena prinsip ini akan mengatasi 

permasalahan kesenjangan s sial, iri, dengki, tamak, eg is, dan yang sikap sikap negati  

lainnya lainnya  rinsip hidup sederhana juga menghindari sese rang dari keinginan yang 

berlebihan
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8. Keberanian

ika kita temui di dalam kampus, ada banyak mahasis a yang sedang mengalami kesulitan 

dan keke e aan  eskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasis a 

dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan  erkadang mahasis a tetap diberikan 

pekerjaan pekerjaan yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya  ebanyakan 

kesukaran dan kesulitan yang paling hebat lenyap karena keper ayan kepada diri sendiri  

ahasis a memerlukan keberanian untuk men apai kesuksesan  entu saja keberanian 

mahasis a akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya

ntuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan 

mahasis a, terutama sekali mahasis a harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan 

sebaik baiknya  engetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan per aya kepada diri 

sendiri  ika mahasis a menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri 

sendiri  i mana pun dan dalam k ndisi apa pun sering kali harus diambil keputusan yang 

epat dan harus dilaksanakan dengan epat pula  alah satu kesempatan terbaik untuk 

membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik baiknya adalah dalam kesunyian di 

mana dia bisa berpikir tanpa diganggu

asa per aya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasis a harus memelihara 

rasa per aya kepada diri sendiri se ara terus menerus, supaya bisa memperkuat si at si at 

lainnya  ika mahasis a per aya kepada diri sendiri, maka hal ini akan ter ujud dalam 

segala tingkah laku mahasis a  e rang mahasis a perlu mengenali perilakunya, sikap, 

dan sistem nilai yang membentuk kepribadiannya  engetahuan mengenai kepribadian 

dan kemampuan sendiri perlu dikaitkan dengan pengetahuan mengenai lingkungan 

ambar  rinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara 
sesama mahasis a karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan s sial, iri, dengki, tamak, eg is, 

dan yang sikap sikap negati  lainnya lainnya

t  umas niversitas endidikan nd nesia
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karena mahasis a senantiasa berada dalam lingkungan kampus yang merupakan tempat 

berinteraksi dengan mahasis a lainnya  i lingkungan tersebut mahasis a akan mendapat 

sentuhan kreativitas dan in vasi yang akan menghasilkan nilai tambah dalam masa 

perkuliahannya jai udin   

9. Keadilan

erdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak  agi 

mahasis a karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasis a 

dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan se ara adil dan benar

i dalam kehidupan sehari hari, pemikiran pemikiran sebagai dasar pertimbangan 

untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan 

pengetahuan yang dimiliki sese rang  alam masa perkuliahan setiap mahasis a perlu 

sekali did r ng untuk men ari pengalaman dan pengetahuan melalui interaksinya dengan 

sesama mahasis a lainnya  engan demikian mahasis a diharapkan dapat semakin 

bijaksana dalam mengambil keputusan di mana permasalahannya semakin lama semakin 

k mpleks atau rumit untuk diselesaikan

B. PRINSIP-PRINSIP ANTIKORUPSI

etelah memahami nilai nilai antik rupsi yang penting untuk men egah akt r internal 

terjadinya k rupsi, berikut akan dibahas prinsip prinsip antik rupsi yang meliputi akuntabilitas, 

transparansi, ke ajaran, kebijakan, dan k ntr l kebijakan, untuk men egah akt r eksternal 

penyebab k rupsi

1. Akuntabilitas

kuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja  emua lembaga 

mempertanggung ja abkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk k nvensi 

(de facto) maupun k nstitusi (de jure), baik pada level budaya individu dengan individu  

maupun pada level lembaga appenas   embaga lembaga tersebut berperan dalam 

sekt r bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sekt r

kuntabilitas publik se ara tradisi nal dipahami sebagai alat yang digunakan untuk 

menga asi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan ara memberikan ke ajiban 

untuk dapat memberikan ja aban (answerability) kepada sejumlah t ritas eksternal 

ubnik   elain itu akuntabilitas publik dalam arti yang paling undamental merujuk 

kepada kemampuan menja ab kepada sese rang terkait dengan kinerja yang diharapkan 

ierre   ese rang yang diberikan ja aban ini haruslah sese rang yang memiliki 

legitimasi untuk melakukan penga asan dan mengharapkan kinerja ras j   

kuntabilitas publik memiliki p la p la tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah 

akuntabilitas pr gram, akuntabilitas pr ses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas outcome, 

akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas p litik uslitbang,  alam pelaksanaannya, 

akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungja abkan melalui mekanisme 

pelap ran dan pertanggungja aban atas semua kegiatan yang dilakukan  valuasi atas 

kinerja administrasi, pr ses pelaksanaan, dampak dan man aat yang diper leh masyarakat 
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baik se ara langsung maupun man aat jangka panjang dari sebuah kegiatan

erkait dengan penjelasan tersebut maka mata kuliah ini memiliki peran penting dalam 

penegakan akuntabilitas, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia  

leh karena itu mahasis a sebagai bagian dari ivitas akademika pemilik masa depan 

merupakan target pelaku penegakan akuntabilitas masa kini dan masa depan  engan 

harapan bah a integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada 

diri mahasiswa dapat semakin ditingkatkan.

2. Transparansi

alah satu prinsip penting antik rupsi lainnya adalah transparansi  rinsip transparansi ini 

penting karena pemberantasan k rupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua 

pr ses kebijakan dilakukan se ara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat 

diketahui leh publik ras j    elain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus 

k ntr l bagi seluruh pr ses dinamika struktural kelembagaan  alam bentuk yang paling 

sederhana, transparansi menga u pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung 

tinggi keper ayaan (trust) karena keper ayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan 

m dal a al yang sangat berharga bagi para mahasis a untuk dapat melanjutkan tugas dan 

tanggungja abnya pada masa kini dan masa mendatang urnia an  

alam pr sesnya, transparansi dibagi menjadi lima yaitu pr ses penganggaran, pr ses 

penyusunan kegiatan, pr ses pembahasan, pr ses penga asan, dan pr ses evaluasi  

r ses penganggaran bersi at bottom up, mulai dari peren anaan, implementasi, lap ran 

pertanggungja aban dan penilaian evaluasi  terhadap kinerja anggaran  i dalam pr ses 

penyusunan kegiatan atau pr yek pembangunan terkait dengan pr ses pembahasan 

tentang sumber sumber pendanaan anggaran pendapatan  dan al kasi anggaran 

anggaran belanja

r ses pembahasan membahas tentang pembuatan ran angan peraturan yang berkaitan 

dengan strategi penggalangan pemungutan  dana, mekanisme pengel laan pr yek mulai 

dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelap ran finansial dan pertanggungja aban 

se ara teknis  r ses penga asan dalam pelaksanaan pr gram dan pr yek pembangunan 

berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah pr yek pr yek 

yang diusulkan leh masyarakat sendiri  r ses lainnya yang penting adalah pr ses evaluasi  

r ses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan pr yek dijalankan se ara terbuka 

dan bukan hanya pertanggungja aban se ara administrati , tapi juga se ara teknis dan fisik 

dari setiap ut put kerja kerja pembangunan

al hal tersebut merupakan panduan bagi mahasis a untuk dapat melaksanakan 

kegiatannya agar lebih baik  etelah pembahasan prinsip ini, mahasis a sebagai individu dan 

juga bagian dari masyarakat rganisasi  institusi diharapkan dapat mengimplementasikan 

prinsip transparansi di dalam kehidupan keseharian mahasiswa.

3. Kewajaran

rinsip antik rupsi lainnya adalah prinsip ke ajaran  rinsip airness atau ke ajaran ini 

ditujukan untuk men egah terjadinya manipulasi ketidak ajaran  dalam penganggaran, 
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baik dalam bentuk mark up maupun ketidak ajaran lainnya  i at si at prinsip ke ajaran 

ini terdiri dari lima hal penting yaitu k mprehensi  dan disiplin, eksibilitas, terprediksi, 

kejujuran, dan in rmati

mprehensi  dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinam

bungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off 

budget), sedangkan eksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk men apai 

efisiensi dan e ektivitas  erprediksi berarti adanya ketetapan dalam peren anaan atas 

dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan  

nggaran yang terprediksi merupakan erminan dari adanya prinsip fairness di dalam 

pr ses peren anaan pembangunan  elain itu, si at penting lainnya adalah kejujuran  

ejujuran tersebut mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun 

pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun p litis  

ejujuran merupakan bagian p k k dari prinsip fairness  i at yang terakhir dalam prinsip 

ke ajaran adalah in rmati  ujuan dari si at ini adalah dapat ter apainya sistem in rmasi 

pelap ran yang teratur dan in rmati  i at in rmati  ini dijadikan sebagai dasar penilaian 

kinerja, kejujuran dan pr ses pengambilan keputusan selain itu si at ini merupakan iri khas 

dari kejujuran.

alam penerapannya pada mahasis a, prinsip ini dapat dijadikan rambu rambu agar dapat 

bersikap lebih aspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupan mahasis a seperti 

penganggaran, perkuliahan, sistem belajar maupun dalam rganisasi  elain itu, setelah 

pembahasan ini, mahasis a juga diharapkan memiliki kualitas m ral yang lebih baik 

dimana kejujuran merupakan bagian p k k dalam prinsip ini

4. Kebijakan

rinsip antik rupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan  embahasan mengenai prinsip 

ini ditujukan agar mahasis a dapat mengetahui dan memahami kebijakan antik rupsi  

ebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan 

yang dapat merugikan negara dan masyarakat  ebijakan antik rupsi ini tidak selalu 

identik dengan undang undang antik rupsi, namun bisa berupa undang undang kebebasan 

mengakses in rmasi, undang undang desentralisasi, undang undang anti m n p li, 

maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus meng ntr l 

terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara leh para pejabat negara

spek aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, 

kultur kebijakan  ebijakan antik rupsi akan e ekti  apabila di dalamnya terkandung unsur

unsur yang terkait dengan pers alan k rupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada 

kualitas dan integritas pembuatnya  ebijakan yang telah dibuat dapat ber ungsi apabila 

didukung leh akt r akt r penegak kebijakan yaitu kep lisian, kejaksaan, pengadilan, 

penga ara, dan lembaga pemasyarakatan  ksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait 

dengan nilai nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum 

atau undang undang antik rupsi  ebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan 

tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan k rupsi
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5. Kontrol Kebijakan

rinsip terakhir antik rupsi adalah k ntr l kebijakan  ntr l kebijakan merupakan upaya 

agar kebijakan yang dibuat betul betul e ekti  dan mengeliminasi semua bentuk k rupsi  

ada prinsip ini, akan dibahas mengenai lembaga lembaga penga asan di nd nesia, 

sel e al a in  or ani a ion, re rmasi sistem penga asan di nd nesia, pr blematika 

penga asan di nd nesia  entuk k ntr l kebijakan berupa partisipasi, ev lusi dan re rmasi

ntr l kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan k ntr l terhadap kebijakan dengan 

ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan k ntr l kebijakan berupa p sisi 

yaitu meng ntr l dengan mena arkan alternati  kebijakan baru yang dianggap lebih 

layak  edangkan k ntr l kebijakan berupa rev lusi yaitu meng ntr l dengan mengganti 

kebijakan yang dianggap tidak sesuai  etelah memahami prinsip yang terakhir ini, 

mahasis a kemudian diarahkan agar dapat berperan akti  dalam melakukan tindakan 

k ntr l kebijakan baik berupa partisipasi, ev lusi maupun re rmasi pada kebijakan

kebijakan kehidupan mahasis a dimana peran mahasis a adalah sebagai individu dan 

juga sebagai bagian dari masyarakat, rganisasi, maupun institusi
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

 ahasis a mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan 

k rupsi;

 ahasis a mampu membandingkan berbagai kelebihan dan 

kelemahan upaya pemberantasan k rupsi dari berbagai sudut pandang;

 ahasis a mampu menjelaskan berbagai upaya yang dapat 

dilakukannya dalam rangka men egah dan memberantas k rupsi baik 

di lingkungannya maupun dalam masyarakat

POKOK BAHASAN

paya emberantasan rupsi

SUB POKOK BAHASAN

 nsep emberantasan rupsi

 paya enanggulangan ejahatan rupsi  dengan enggunakan 

ukum idana

 erbagai trategi dan atau paya emberantasan rupsi
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i muka telah dijelaskan pengertian k rupsi, akt r akt r penyebab k rupsi, dampak k rupsi 

serta prinsip prinsip atau nilai nilai yang perlu dikembangkan untuk men egah sese rang 

melakukan k rupsi atau perbuatan perbuatan k rupti  i muka juga telah dipaparkan 

pengertian integritas dan bagaimana seharusnya sese rang berprilaku sehingga integritas 

menjadi bagian dari perilakunya sehari hari  gar lebih memahami berbagai isu tentang k rupsi, 

diperlukan pengetahuan tentang upaya upaya yang dilakukan untuk menanggulangi k rupsi  

leh karenanya, dalam bab ini, akan diuraikan berbagai upaya pemberantasan k rupsi

e ara umum banyak rang berpendapat bah a upaya yang paling tepat untuk memberantas 

k rupsi adalah menghukum seberat beratnya pelaku k rupsi  engan demikian bidang hukum, 

khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai ja aban yang paling tepat untuk memberantas 

k rupsi  erupakan sebuah realita bah a kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum 

pidana  untuk memberantas k rupsi dalam bentuk peraturan perundang undangan  ita juga 

memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan tersebut 

baik kep lisian, kejaksaan, dan pengadilan  ita bahkan memiliki sebuah lembaga independen 

yang bernama misi emberantasan rupsi  yang kesemuanya dibentuk salah satunya 

untuk memberantas k rupsi  amun dalam realita k rupsi tetap tumbuh subur dan berkembang 

dengan pesat  r nisnya lagi, ditemukan pula akta bah a aparat yang telah ditunjuk untuk 

memberantas k rupsi dalam beberapa kasus justru ikut menumbuhsuburkan k rupsi yang terjadi 

di negara ini. 

elain le at jalur hukum, ada pula beberapa ahli yang berpendapat bah a bekal pendidikan 

termasuk endidikan gama  memegang peranan yang sangat penting untuk men egah k rupsi  

enarkah demikian  dalah sebuah situasi yang ukup mengejutkan, bah a negara negara yang 

tingkat k rupsinya enderung tinggi, justru adalah negara negara yang masyarakatnya dapat 

dikatakan ukup taat beragama  

da pula ahli yang mengatakan bah a untuk memberantas k rupsi, sistem dan lembaga 

pemerintahan serta lembaga lembaga negara harus dire rmasi  e rmasi ini meliputi re rmasi 

terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya  uang untuk k rupi harus diperke il  

ransparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan 

pejabat publik harus ditingkatkan  etiap lembaga pemerintahan dan atau negara harus 

mempertanggungja abkan apa yang dilakukannya kepada rakyat  uang gerak serta kebebasan 

menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil (civil society) harus pula ditingkatkan, termasuk 

di dalamnya mengembangkan pers yang bebas dan independen  ntuk itu lembaga independen 

yang bertugas menjadi wa ch do  sangat penting untuk men egah dan memberantas k rupsi

engan perkembangan tekn l gi terutama tekn l gi in rmasi, m dus perandi k rupsi juga 

semakin rumit  ntuk memberantas k rupsi dibutuhkan pengetahuan atau ketrampilan tekn l gi 

dan atau sistem in rmasi atau ara ara pemberantasan k rupsi yang anggih (sophisticated). 

elain pengetahuan dan atau ketrampilan, pengalaman juga dibutuhkan untuk memberantas 

k rupsi sehingga perlu disiapkan aparat penegak hukum yang paham seluk beluk dan 

strategi pemberantasan k rupsi  rupsi bahkan menjadi permasalahan serius sehingga telah 

memun ulkan stigma negati  bagi negara dan bangsa nd nesia di dalam pergaulan masyarakat 
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internasi nal  i nd nesia, karena k rupsi dikualifikasikan sebagai e raordinar cri e , 

diperlukan pula upaya upaya yang ekstra untuk menangani dan memberantasnya upandji  

 

ada bab ini, akan dipaparkan beberapa pemikiran serta upaya pemberantasan k rupsi sehingga 

ruang k rupsi di suatu negara atau masyarakat dapat dikurangi atau diperke il  da beberapa 

bahan menarik yang dapat didiskusikan dan digali bersama untuk melihat upaya yang dapat kita 

lakukan untuk memberantas k rupsi

A. KONSEP PEMBERANTASAN KORUPSI  

idak ada ja aban yang tunggal dan sederhana untuk menja ab mengapa k rupsi timbul 

dan berkembang demikian masi  di suatu negara  da yang menyatakan bah a k rupsi ibarat 

penyakit kanker ganas  yang si atnya tidak hanya kr nis tapi juga akut  a mengger g ti 

perek n mian sebuah negara se ara perlahan, namun pasti  enyakit ini menempel pada 

semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas  erlu 

dipahami bah a dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, k rupsi memang akan selalu 

ada dalam suatu negara atau masyarakat  

ebelum melangkah lebih jauh membahas upaya pemberantasan k rupsi, berikut pernyataan 

yang dapat didiskusikan mengenai strategi atau upaya pemberantasan k rupsi ijnaut dan 

uberts    

It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors 

involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of 

ood o ernance or all co n ries and or ani a ions  here is no one ri h  wa . here are 

an  ini ia i es and os  are ailored o s ecifics con e s. Socie ies and or ani a ions 

will have to seek their own solutions.

ari pernyataan ini dapat dipahami bah a sangat penting untuk menghubungkan strategi 

atau upaya pemberantasan k rupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang 

terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau ber perasi  idak ada ja aban, k nsep 

atau pr gram tunggal untuk melakukan pemberantasan k rupsi  da begitu banyak strategi, 

ara atau upaya pemberantasan k rupsi yang dapat dipilih atau dilakukan suatu negara 

atau rganisasi yang kesemuanya harus disesuaikan dengan k nteks  negara atau rganisasi 

tersebut baik itu k nteks s si p litis, s si ek n mis, s si kultural serta k nteks lainnya  

trategi pemberantasan k rupsi juga harus disesuaikan dengan si at si at masyarakat maupun 

rganisasi yang dituju  etiap negara, masyarakat maupun rganisasi harus men ari ara 

mereka sendiri untuk menemukan s lusi pemberantasan k rupsi

i muka telah dipaparkan bah a upaya yang paling tepat untuk memberantas k rupsi adalah 

dengan memberikan pidana atau menghukum seberat beratnya pelaku k rupsi  engan 

demikian bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai ja aban yang 

paling tepat untuk memberantas k rupsi  enarkah demikian
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B. UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN (KORUPSI) DENGAN HUKUM PIDANA

ebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah p litik kriminal 

atau criminal policy leh  eter e nagels dibedakan sebagai berikut a a i rie    

 ebijakan penerapan hukum pidana (criminal law application);

 ebijakan pen egahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment);

 ebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat mass media in encin  iews o  socie  on cri e and nish en  

through mass media) atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan dll  tambahan 

dari penulis

elihat pembedaan tersebut, se ara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat 

dibagi menjadi  dua  yakni melalui jalur penal dengan menggunakan hukum pidana  

dan jalur n n penal diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana sarana n n penal  

e ara kasar menurut arda a a i rie , upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur 

penal lebih menitikberatkan pada si at represi  penumpasan penindasan pemberantasan  

sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur n n penal lebih menitikberatkan pada si at preventi  

pen egahan  ikatakan se ara kasar, leh arda a a i rie  karena tindakan represi  juga 

dapat dilihat sebagai tindakan preventi  dalam arti luas a a i rie   

i at preventi  memang bukan menjadi kus kerja aparat penegak hukum  amun untuk 

pen egahan k rupsi, si at ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari misi emberantasan 

rupsi yang memiliki eputi idang en egahan yang di dalamnya terdapat irekt rat endidikan 

dan elayanan asyarakat

ambar  ukum pidana hanya merupakan bagian ke il sub sistem  dari sarana k ntr l s sial lainnya yang tidak 
mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat k mpleks

asaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur n n penal adalah menangani 

akt r akt r k ndusi  penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini k rupsi, yakni berpusat 

pada masalah masalah atau k ndisi k ndisi baik p litik, ek n mi maupun s sial yang se ara 

langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan 



87Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi

k rupsi; tambahan dari penulis  engan ini, upaya n n penal seharusnya menjadi kun i atau 

memiliki p sisi penting atau dalam istilah yang digunakan leh arda a a i rie  memiliki 

p sisi strategis dari keseluruhan upaya p litik kriminal

paya yang kedua adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana 

atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa 

bagi pelaku k rupsi  

da hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal  al ini didasarkan 

pada pertimbangan bah a sarana penal memiliki keterbatasan  dan mengandung beberapa 

kelemahan  sisi negati  sehingga ungsinya seharusnya hanya digunakan se ara subsidair  

ertimbangan tersebut a a i rie    adalah

 ilihat se ara d gmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam 

bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium bat yang terakhir 

apabila ara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi ;

 ilihat se ara ungsi nal pragmatis, perasi nalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang 

tinggi;

 anksi pidana mengandung si at k ntradikti parad ksal yang mengadung e ek sampingan 

yang negati  al ini dapat dilihat dari k ndisi overload embaga emasyarakatan;

 enggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan ‘kurieren 

a  s o  menyembuhkan gejala , ia hanya merupakan peng batan simpt matik 

bukan peng batan kausati  karena sebab sebab kejahatan demikian k mpleks dan berada 

di luar jangkauan hukum pidana;

 ukum pidana hanya merupakan bagian ke il sub sistem  dari sarana k ntr l s sial 

lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan 

kemasyarakatan yang sangat k mpleks;

 istem pemidanaan bersi at ragmentair dan individual pers nal; tidak bersi at struktural 

atau ungsi nal;

 ektivitas pidana hukuman  bergantung pada banyak akt r dan masih sering diperdebatkan 

leh para ahli

 DISKUSI

 ejatinya embaga emasyarakatan adalah embaga yang bertujuan untuk merehabilitasi 

dan meres sialisasi pelaku kejahatan  amun dalam realita, tujuan ini sangat sulit untuk 

di ujudkan  erbagai kasus narapidana yang dengan memberi suap dapat menikmati 

perlakuan istime a saat berada di embaga emasyarakatan dapat memperlihatkan 
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erikut ini dipaparkan beberapa pendapat mengenai pidana dan pemidanaan sehubungan 

dengan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan pemberantasan k rupsi pada 

khususnya  endapat pendapat tersebut dapat memperlihatkan bah a pidana dan 

pemidanaan bukanlah bat yang manjur  atau anacea  atau bukan segala galanya  untuk 

menanggulangi kejahatan  idana dan pemidanaan hanya dapat dipandang sebagai salah 

satu ara saja untuk memberantas kejahatan pada umumnya dan k rupsi pada khususnya  

engan kata lain, selain pengenaan pidana, harus di ari ara lain untuk memberantas k rupsi

ubin misalnya mengatakan bah a pemidanaan apakah dimaksudkan untuk menghukum 

atau memperbaiki  sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan  

hult  menyatakan bah a naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan 

di dalam hukum atau ke enderungan dalam putusan pengadilan, tetapi justru berhubungan 

dengan bekerjanya atau ber ungsinya perubahan perubahan kultural yang besar dalam 

kehidupan masyarakat  enurut l  iddend r  sulit melakukan evaluasi terhadap 

e ektivitas dari general deterrence pen egahan umum dengan menggunakan hukum 

pidana , karena mekanisme pen egahan (deterrence) yang manjur tidak dapat diketahui  ulit 

untuk mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat sese rang melakukan 

kejahatan, termasuk k rupsi  rang melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi 

tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang undang atau pidana yang dijatuhkan  arana 

k ntr l s sial lainnya, seperti kekuasaan rang tua, kebiasaan kebiasaan atau agama mungkin 

dapat men egah perbuatan, yang sama e ekti nya dengan ketakutan rang pada pidana atau 

hukuman  elanjutnya l  iddend r  juga menyatakan bah a tidak ada hubungan l gis 

antara kejahatan dengan lamanya pidana  arl   hristiansen menyatakan bah a pengaruh 

pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur dan  r dy menyatakan bah a  lima  dari  

sembilan  penelitian yang diamatinya menyatakan bah a lamanya aktu yang dijalani leh 

sese rang di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya reconviction atau 

penghukuman kembali a a i rie   

bah a hukum telah bersikap diskriminati  engan ini justru da tar lembaga dan 

aparat yang terlibat dan turut menumbuhsuburkan k rupsi bertambah panjang  

 ebagai bahan diskusi, anda dapat melihat kembali kasus perlakuan istime a yang 

diberikan kepada rtalita yang sempat mejadi bahan pembi araan di berbagai 

media  a bisa menyulap ruang tempat ia mendekam di  ipinang menjadi ruang 

yang sangat nyaman bagaikan ruang h tel berbintang  agaimana pula dengan 

ayus ambunan yang bebas berkeliaran dan berpelesiran ke luar negeri selama 

menjadi tahanan kasus penggelapan pajak  itemukan pula kasus ki api  di 

sebuah embaga emasyarakatan di urabaya  ungguh menyedihkan bukan  

emua kasus ini sempat mengheb hkan dunia peradilan dan hukum di nd nesia
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ambar  eberapa kalangan mengatakan bah a ara untuk memberantas k rupsi yang paling ampuh adalah 
dengan memberikan hukuman yang seberat beratnya kepada pelaku k rupsi  epada pelaku yang terbukti telah 
melakukan k rupsi memang tetap harus dihukum diberi pidana , namun berbagai upaya lain harus tetap terus 

dikembangkan baik untuk men egah k rupsi maupun untuk menghukum pelakunya  

t  uhammad ainuri

erbagai pendapat di atas dapat memberi pelajaran bah a kita tidak dapat hanya 

mengandalkan hukum pidana  dan pemidanaan saja dalam memberantas k rupsi  adahal 

sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa kalangan per aya bah a ara yang paling 

ampuh untuk memberantas k rupsi adalah dengan memberikan hukuman yang seberat

beratnya kepada pelaku k rupsi  

enurut hemat enulis, kepada pelaku yang terbukti telah melakukan k rupsi tetap harus 

dihukum diberi pidana , namun perlu dipahami bah a berbagai upaya lain harus tetap terus 

dikembangkan baik untuk men egah k rupsi dan memberantas k rupsi  

ungkin pendapat pendapat dan nt h nt h di atas menge ilkan hati kita  ita bertanya

tanya adakah gunanya berbagai ma am peraturan perundang undangan, lembaga serta 

sistem yang dibangun untuk menghukum pelaku k rupsi bila hasilnya tidak ada  

a abannya adalah  jangan hanya mengandalkan satu ara, satu sarana atau satu strategi 

saja yakni dengan menggunakan sarana penal, karena ia tidak akan mempan dan tidak dapat 

bekerja se ara e ekti  eragam ara, beragam strategi harus terus dikembangkan  iperlukan 

evaluasi terus menerus terhadap upaya upaya yang telah dilakukan  engapa  al ini 

dikarenakan hukum pidana tidak akan e ekti   bila  justru lembaga serta aparat yang seharusnya 

memberantas k rupsi justru ikut bermain dan menjadi akt r yang ikut menumbuhsuburkan 

praktek k rupsi  
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C. BERBAGAI STRATEGI DAN/ATAU UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

ar lien lein aarhuis menyebutkan  empat  jenis atau tipe kebijakan pemberantasan 

k rupsi yang dilakukan di berbagai negara  Tipe pertama adalah dengan mengurangi 

ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara terutama dari pejabat publik dalam 

berbagai bidang kehidupan misalnya dengan melaksanakan deregulasi ek n mi, mengurangi 

m n p li negara untuk memberikan pelayanan, melaksanakan re rmasi pajak dan lain

lain. Tipe kedua adalah dengan men iptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel 

dengan mengurangi berbagai bentuk diskresi yang sering dilakukan leh pejabat publik  

Tipe ketiga adalah dengan men iptakan situasi dimana masyarakat bisa memilih kemana 

meminta berbagai jenis pelayanan publik  ntuk itu diperlukan suatu situasi yang memberikan 

kesempatan bagi bir krasi untuk dapat bersaing dalam memberikan pelayanan  engan 

memberikan kesempatan masyarakat untuk memilih, maka berbagai m dus suap menyuap 

dapat dikurangi  ra k ndisi untuk hal ini adalah pemberian gaji atau upah yang tinggi pada 

pejabat atau pelayan publik agar tidak menerima suap  Tipe keempat adalah dengan melakukan 

re rmasi hukum dan peradilan  e rmasi ini dilaksanakan dengan meran ang peraturan 

perundang undangan yang dapat memberikan kepastian bah a mereka yang melakukan 

k rupsi akan dihukum, meningkatkan pr esi nalisme aparat penegak hukum, memastikan 

bah a peradilan harus bebas dari ampur tangan pihak eksekuti  dan pembentukan lembaga 

independen untuk memberantas k rupsi aarhuis   

erikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas 

k rupsi yang dikembangkan leh nited ati ns yang dinamakan the l bal r gram gainst 

rrupti n dan dibuat dalam bentuk nited ati ns nti rrupti n lkit   

alam Toolkit ini dijelaskan bah a untuk memahami dan memberantas k rupsi yang pertama

tama perlu dipahami adalah seluk beluk tentang k rupsi dan tingkatan atau jangkauan dari 

k rupsi, pengukuran tentang k rupsi baik se ara kuantitati  dan kualitati , di sekt r mana 

k rupsi tersebut mun ul, jenis jenis atau tipe k rupsi, dampak dari k rupsi, akt r akt r 

penyebab k rupsi dan pemahaman tentang k rupsi dari perspekti  pelaku dan mereka yang 

terkena dampak k rupsi

etelah memahami hal tersebut, maka diperlukan beberapa strategi  trategi tersebut 

diantaranya adalah 

1.  Pembentukan Lembaga Antikorupsi 

 embaga apa sajakah yang harus menjadi sasaran dalam menyusun strategi pemberantas 

k rupsi  embaga tersebut adalah  a  lembaga p litik seperti partai p litik baik yang 

berkuasa maupun tidak; b  lembaga legislati  yang bertugas membuat undang undang 

dan lembaga pemerintahan yang bertugas melaksanakan undang undang serta membuat, 

mengeluarkan dan melaksanakan seluruh kebijakan yang bersumber dari undang undang; 

 lembaga peradilan termasuk di dalamnya kep lisian, kejaksaan dan pengadilan serta 

lembaga pemasyarakatan; d  institusi lain yang memiliki tanggungja ab melakukan audit 

di lembaga pemerintahan seperti inspekt rat jenderal; e  lembaga independen yang 

terlibat yang mungkin dan dapat terlibat dalam pemberantasan k rupsi seperti lembaga 

pendidikan, lembaga s adaya masyarakat dan media; dan  lembaga atau sekt r s asta 
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yang dapat terlibat dalam k rupsi atau upaya pemberantasan k rupsi seperti k ntrakt r 

dan audit r  s asta   i ba ah ini dipaparkan beberapa hal penting se ara 

lebih terperin i  

a  i atas telah dijelaskan bah a alah satu ara untuk memberantas k rupsi adalah 

dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani k rupsi  ebagai 

nt h di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan mbudsman  embaga 

ini pertama kali didirikan leh arlemen edia dengan nama ustitie mbudsmannen 

pada tahun  eran lembaga mbudsman di edia yang kemudian berkembang 

pula di negara lain antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak 

mempertanyakan kebijakan yang dilakukan leh embaga emerintah dan para 

pega ainya  embaga ini juga ber ungsi untuk memberikan edukasi pada pemerintah 

dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta code of conduct bagi 

lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan  alah satu peran 

dari mbudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat 

mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari 

pega ai pemerintah   ika di edia lembaga ini dinamakan mbudsman, 

di ngk ng dibentuk lembaga antik rupsi yang bernama ndependent mmissi n 

against rrupti n ; di alaysia dibentuk the nti rrupti n gen y  

nd nesia juga memiliki lembaga yang se ara khusus dibentuk untuk memberantas 

k rupsi  embaga tersebut adalah misi emberantasan rupsi   dibentuk 

berdasarkan ndang ndang   ahun  tentang misi emberantasan indak 

idana rupsi   adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan 

e enangnya  bersi at independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun   

sendiri dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya 

pemberantasan tindak pidana k rupsi

b  embaga lain yang ber enang memberantas k rupsi adalah lembaga peradilan yang 

bekerja dalam k nteks menjalankan sistem peradilan pidana (criminal justice system). 

embaga tersebut adalah lembaga kep lisian, kejaksaan dan pengadilan  engadilan 

sendiri adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial tidak 

memihak , jujur dan adil  anyak kasus k rupsi yang tidak terjerat leh hukum karena 

kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk  ila kinerjanya buruk karena tidak mampu 

(unable), mungkin masih dapat dimaklumi  ni berarti pengetahuan serta ketrampilan 

aparat penegak hukum harus ditingkatkan  ermasalahan yang utama adalah bila 

mereka tidak mau (unwilling) atau tidak memiliki keinginan yang kuat (strong political 

will) untuk memberantas k rupsi,  atau bahkan justru terlibat dalam berbagai perkara 

k rupsi  entunya akan menjadi malapetaka bagi bangsa ini bukan  i mana lagi 

kemudian kita akan men ari keadilan

 i tingkat eksekuti  atau pemerintahan seperti tingkat kementerian atau departemen, 

ada pula unit yang bertugas men egah dan memberantas k rupsi dengan tugas 

melakukan audit keuangan  nit ini dinamakan nspekt rat enderal  inerja lembaga

lembaga audit seperti nspekt rat enderal di tingkat harus ditingkatkan, karena selama 

ini diper leh kesan bah a lembaga ini sama sekali tidak punya gigi  ketika berhadapan 

dengan k rupsi yang melibatkan pejabat tinggi
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d  e rmasi bir krasi dan re rmasi pelayanan publik adalah salah satu ara untuk 

men egah k rupsi  emakin banyak meja yang harus dile ati untuk mengurus suatu 

hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya k rupsi  alah satu ara untuk 

menghindari praktek suap menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan 

mengumumkan se ara resmi biaya yang harus dikeluarkan leh sese rang untuk 

mengurus suatu hal seperti mengurus pasp r, mengurus , mengurus ijin usaha 

atau jin endirikan angunan  dsb  enggunaan tekn l gi in rmasi juga dapat 

mengurangi resik  k rupsi

e  alah satu hal yang juga ukup krusial untuk mengurangi resik  k rupsi adalah dengan 

memperbaiki dan memantau kinerja emerintah aerah  ebelum t n mi aerah 

diberlakukan, umumnya semua kebijakan diambil leh emerintah usat  engan 

demikian k rupsi besar besaran umumnya terjadi di ibuk ta negara atau di akarta  

engan t n mi yang diberikan kepada emerintah aerah, kant ng k rupsi tidak 

terpusat hanya di ibuk ta negara saja tetapi berkembang di berbagai daerah  ntuk 

itu kinerja dari aparat pemerintahan di daerah juga perlu diperbaiki dan dipantau atau 

diawasi.

 alam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata k rupsi juga banyak dilakukan 

leh angg ta parlemen baik di pusat  maupun di daerah  lih alih menjadi 

akil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, angg ta parlemen justru melakukan 

berbagai ma am k rupsi yang dibungkus  dengan rapi  a tar angg ta  dan  

yang terbukti melakukan k rupsi menambah panjang da tar k rupsi di nd nesia  ntuk 

itu kita perlu berhati hati ketika men bl s  atau men ntreng  pada saat emilihan 

mum  angan asal memilih, pilihlah akil rakyat yang punya integritas  erhati

hati pula ketika  atau  akan mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan 

perundang undangan  alah salah kebijakan tersebut justru digunakan bagi kepentingan 

beberapa pihak bukan bagi kepentingan rakyat  ntuk itulah ketika arlemen hendak 

mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi hajat hidup rang banyak, 

masyarakat sipil (civil society) termasuk mahasiswa dan media harus ikut mengawal 

pembuatan kebijakan tersebut

 

 DISKUSI

 ba anda bandingkan apa saja tugas dan ke enangan yang dimiliki leh  di 

ngk ng,  di alaysia dan  di nd nesia  pa saja yang sudah dilakukan 

leh ketiga lembaga tersebut untuk men egah dan memberantas k rupsi  dakah 

yang masih harus diperbaiki dari kinerja  yang merupakan lembaga independen 

antik rupsi yang ada di nd nesia  da beberapa negara yang tidak memiliki lembaga 

khusus yang memiliki ke enangan seperti ketiga lembaga tersebut  amun tingkat 

k rupsi di negara negara tersebut sangat rendah  engapa  alah satu ja abannya 

adalah lembaga peradilannya telah ber ungsi dengan baik dan aparat penegak 

hukumnya bekerja dengan penuh integritas  agaimana dengan nd nesia
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2.  Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

a  alah satu ara untuk men egah k rupsi adalah dengan me ajibkan pejabat publik 

untuk melap rkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum, 

saat maupun sesudah menjabat  engan demikian masyarakat dapat memantau 

tingkat ke ajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila 

ada peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki leh se rang pejabat setelah selesai 

menjabat  esulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan k rupsi 

dialihkan kepemilikannya kepada rang lain misalnya angg ta keluarga atau pihak lain  

i nd nesia dasar hukum yang me ajibkan pejabat publik untuk melap rkan harta 

kekayaannya adalah ndang ndang   tahun  tentang enyelenggaraan 

egara yang ersih dan ebas dari rupsi, lusi, dan ep tisme  ntuk melaksanakan 

undang undang ini  telah mengeluarkan urat eputusan   

 tentang ata ara enda taran, engumuman dan emeriksaan ap ran 

arta ekayaan enyelenggara egara yang kemudian diganti dengan  eraturan  

 ahun  tentang ata ara enda taran engumuman dan emeriksaan arta 

ekayaan enyelenggaraan egara  iapa saja penyelenggara negara yang 

berke ajiban melap rkan kekayaannya  enyelenggara egara yang dimaksud adalah 

ejabat egara yang menjalankan ungsi eksekuti , legislati , atau yudikati , dan pejabat 

lain yang ungsi dan tugas p k knya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau 

pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang 

berlaku  ntuk lebih mempermudah lap ran, terhitung sejak tanggal  anuari , 

penyampaian  mulai berlaku se ara elektr nik melalui aplikasi e

b  ntuk k ntrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah 

maupun militer, salah satu ara untuk memperke il p tensi k rupsi adalah dengan 

melakukan lelang atau pena aran se ara terbuka  asyarakat harus diberi t ritas atau 

akses untuk dapat memantau dan mem nit r hasil dari pelelangan atau pena aran 

tersebut  ntuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi 

 nda dapat melakukan survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

kinerja lembaga peradilan baik ep lisian, ejaksaan, engadilan maupun embaga 

emasyarakatan  pakah masyarakat menilai lembaga lembaga ini telah berperan dengan 

baik dengan bersikap imparsial, jujur dan adil atau justru kinerja lembaga ini dinilai 

buruk leh masyarakat  erikan analisis anda mengapa demikian  etelah itu anda dapat 

melakukan sharing mengenai hasil survei ini dengan d sen dan rekan rekan anda

 ebuah ran men etak sebagai headline sebuah berita yang berjudul  

     erita ini kemudian menimbulkan masalah 

dan etua  kemudian melayangkan pr tes terhadap k ran tersebut  a meminta berita 

tersebut diluruskan  ees kan harinya ran tersebut meralat berita dengan mengeluarkan 

berita baru yang berjudul        

ungguh suatu seni jurnalistik yang erdik bukan
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masyarakat untuk ikut memantau ataupun mem nit r hal ini  engan berkembangnya 

tekn l gi, saat ini telah dibangun sebuah sistem pelayanan pengadaan se ara elektr nik 

atau yang sering disebut e-procurement yang merupakan sistem pengadaan barang jasa 

pemerintah yang dilaksanakan se ara elektr nik atau on-line dengan menggunakan 

asilitas aplikasi e-procurement  istem ini meman aatkan dukungan tekn l gi in rmasi 

yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mutu, efisiensi dan e ektivitas 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah

 rupsi juga banyak terjadi dalam perekruitan pega ai negeri sipil dan angg ta militer  

rupsi, k lusi dan nep tisme sering terjadi dalam k ndisi ini  ebuah sistem yang 

transparan dan akuntabel dalam hal perekruitan pega ai negeri dan angg ta militer juga 

perlu dikembangkan  aat ini perekruitan pega ai negeri sipil juga telah dikembangkan 

dengan meman aatkan tekn l gi in rmasi  elain sistem perekruitan, sistem penilaian 

kinerja pega ai negeri yang menitikberatkan pada pada pr ses (proccess oriented) dan 

hasil kerja akhir (result oriented) perlu dikembangkan  ntuk meningkatkan budaya 

kerja dan m tivasi kerja pega ai negeri, bagi pega ai negeri yang berprestasi perlu 

diberi insenti  yang si atnya p siti  ujian dari atasan, penghargaan, b nus atau jenis 

insenti  lainnya dapat mema u kinerja pega ai negeri  entu saja pemberian ini harus 

disertai dengan berbagai pra k ndisi yang ketat karena hal ini juga berp tensi k rupsi, 

karena salah salah hal ini justru dipergunakan sebagai ajang bagi bagi b nus diantara 

para pegawai negeri.

 DISKUSI

 iskusikanlah paparan berikut ini yang dikutip dari  ie i una una   

dengan d sen dan rekan rekan anda

 anyak tentara yang gaji resmi menurut pangkatnya tidak sesuai dengan gaya 

hidupnya sehari hari  e asa ini tentara terlibat di banyak bidang bisnis  etiap 

ngkatan memiliki kerajaan bisnisnya masing masing  

 e ara keseluruhan, kekayaan perusahaan militer  di nd nesia diperkirakan 

melebihi   milyar  ni belum termasuk ribuan k perasi penyalur di seluruh 

negeri dan jasa keamanan serta penagihan hutang yang merentang dari arung 

ke il hingga perusahaan perusahaan besar  asih ada pula penugasan tidak resmi, 

misalnya tentara yang bertindak sebagai pelindung pribadi dan bertindak sebagai 

beking  perusahaan  ejeki yang eksesi  masuk ke saku beberapa per ira tinggi, bila 

didistribusikan se ara adil pada prajurit yang miskin akan men egah serdadu turun 

derajat menjadi satpam, penga al k ngl merat, enteng atau penagih hutang  

idakkah hal ini melanggar janji atau sumpah prajurit  

 anyak keluhan gaji pega ai negeri dan militer sangat tidak memadai  amun 

mengapa masih banyak rang yang mau bekerja di sekt r ini  a abannya adalah 

bah a betapapun rendahnya gaji mereka, selalu ada peluang untuk mendapatkan 

tambahan dari sumber sumber lain  
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 etika ada pengumpulan pendapat mengenai anggapan masyarakat terhadap k rupsi, 

disampaikan bah a yang terjadi bukanlah k rupsi  melainkan penyimpangan pr sedur  

ap ran ini sangat merusak itra angkatan bersenjata dan memperkuat anggapan bah a 

upaya untuk memerangi k rupsi di tubuh militer menghadapi banyak hambatan  

3.  Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

a  alah satu upaya memberantas k rupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk 

mendapatkan akses terhadap in rmasi (access to information)  ebuah sistem harus 

dibangun di mana kepada masyarakat termasuk media  diberikan hak meminta 

segala in rmasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi 

hajat hidup rang banyak  ak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk 

membuat kebijakan dan menjalankannya se ara transparan  emerintah memiliki 

ke ajiban melakukan s sialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan 

akan dijalankannya  engan perkembangan tekn l gi, saat ini setiap departemen dan 

pemerintah daerah umumnya juga telah memiliki situs atau website resmi yang salah 

satunya digunakan untuk memberikan in rmasi kepada masyarakat tentang kebijakan 

serta kegiatan yang dilakukannya

b  su mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya 

k rupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting 

dari upaya memberantas k rupsi  alah satu ara untuk meningkatkan public awareness 

adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya k rupsi  sialisasi serta diseminasi 

di ruang publik mengenai apa itu k rupsi, dampak k rupsi dan bagaimana memerangi 

k rupsi harus diintensi kan  ampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 

media massa baik etak maupun tertulis , melakukan seminar dan diskusi  panduk dan 

p ster yang berisi ajakan untuk men lak segala bentuk k rupsi harus  dipasang di kant r

kant r pemerintahan sebagai media kampanye tentang bahaya k rupsi  i beberapa 

negara termasuk nd nesia, isu k rupsi dimasukkan sebagai salah satu bagian dari 

mata pelajaran atau mata kuliah baik di tingkat sek lah dasar maupun menengah dan 

perguruan tinggi  ayangnya subjek ini belum diberikan se ara nasi nal  ransparen y 

nternati nal juga mengeluarkan toolkit mengenai pendidikan antik rupsi untuk anak 

di tingkat pendidikan dasar  ata kuliah yang mahasis a pelajari saat ini adalah salah 

satu ara supaya mahasis a dapat mengetahui seluk beluk k rupsi dan meningkatkan 

kepedulian serta kesadaran akan bahaya k rupsi  i beberapa sek lah didirikan antin 

ejujuran  yang bertujuan untuk melatih kejujuran sis a

 alah satu ara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam men egah dan 

memberantas k rupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk 

melap rkan kasus k rupsi  ebuah mekanisme harus dikembangkan di mana 

masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggungja ab melap rkan kasus k rupsi 

yang diketahuinya  ekanisme tersebut harus dipermudah atau disederhanakan 

misalnya via telep n, surat atau tele  engan berkembangnya tekn l gi in rmasi, 
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media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melap rkan 

kasus kasus k rupsi   misalnya menyediakan k ntak layanan pengaduan masyarakat 

yang dapat dilakukan melalui surat, datang langsung, telep n, aksimile, , atau  

whistleblower's system  indak lanjut penanganan lap ran yang diberikan kepada 

 sangat bergantung pada kualitas lap ran yang disampaikan  alam situs website

nya, dijelaskan leh  bah a melalui asilitas ini, kerahasiaan pelap r dijamin dari 

kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik  elain itu, melalui asilitas ini 

pelap r juga dapat se ara akti  berperan serta memantau perkembangan lap ran yang 

disampaikan dengan membuka k tak k munikasi rahasia tanpa perlu merasa kha atir 

identitasnya akan diketahui rang lain

d  i beberapa egara, pasal mengenai fitnah  dan pen emaran nama baik  tidak dapat 

diberlakukan untuk mereka yang melap rkan kasus k rupsi dengan pemikiran bah a 

bahaya k rupsi dianggap lebih besar dari pada kepentingan individu  dapun undang

undang yang memberikan perlindungan terhadap pelap r tindak pidana k rupsi di 

nd nesia adalah ndang ndang   ahun  tentang erlindungan aksi 

dan rban j  ndang ndang epublik nd nesia m r  ahun  tentang 

erubahan atas ndang ndang m r  ahun  tentang erlindungan aksi 

dan rban  alam asal     ahun  dinyatakan bah a aksi, rban, 

aksi elaku, dan atau elap r tidak dapat dituntut se ara hukum, baik pidana maupun 

perdata atas kesaksian dan atau lap ran yang akan, sedang, atau telah diberikannya 

ke uali kesaksian atau lap ran tersebut diberikan tidak dengan itikad baik  alam hal 

terdapat tuntutan hukum terhadap aksi, rban, aksi elaku, dan atau elap r atas 

kesaksian dan atau lap ran yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum 

tersebut ajib ditunda hingga kasus yang ia lap rkan atau ia berikan kesaksian telah 

diputus leh pengadilan dan memper leh kekuatan hukum tetap  alaupun sudah 

memiliki aturan mengenai perlindungan saksi dan k rban, masyarakat nd nesia masih 

dihantui ketakutan akan tuntutan balik melakukan fitnah dan atau pen emaran nama 

baik apabila melap rkan kasus k rupsi  elain itu kebanyakan elap r juga kha atir 

akan berbagai ma am an aman atau intimidasi yang akan dilakukan elaku bilamana 

identitas mereka diketahui leh elaku  leh sebab itu perlu dibangun sebuah sistem 

dimana an nimitas atau kerahasiaan identitas pihak elap r tidak dapat diketahui leh 

elaku  

e  ntuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan k rupsi, emerintah 

nd nesia telah mengeluarkan eraturan emerintah epublik nd nesia   

ahun  tentang ata ara elaksanaan eran erta asyarakat dan emberian 

enghargaan dalam en egahan dan emberantasan indak idana rupsi  alam 

eraturan emerintah ini dinyatakan bah a setiap rang, rganisasi asyarakat, 

embaga adaya asyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya 

pen egahan atau pemberantasan tindak pidana k rupsi berhak mendapat penghargaan 

yang berbentuk piagam atau premi  dapun besarnya premi sebagaimana diatur dalam 

eraturan emerintah ini ditetapkan paling banyak sebesar  dua permil  dari nilai 

kerugian keuangan negara yang dikembalikan  
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 ers yang bebas adalah salah satu pilar dari dem krasi  emakin banyak in rmasi 

yang diterima leh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya k rupsi  enurut 

pe, media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen  elain 

ber ungsi sebagai alat kampanye mengenai bahaya k rupsi, media memiliki ungsi yang 

e ekti  untuk melakukan penga asan atas perilaku pejabat publik  enry run ald, 

pemimpin redaksi ime menyatakan bah a pemerintahan yang terpilih se ara 

dem kratis dan patuh sekalipun dapat dengan mudah menjadi pemerintah yang k rup 

apabila kekuasaannya tidak dia asi leh pers yang bebas  edia mempunyai peranan 

khusus dalam perang mela an k rupsi  ejabat publik mungkin lebih mudah terg da 

untuk menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi bila mereka yakin 

tidak ada resik  bah a perbuatan mereka akan terb ngkar dan diungkapkan leh pers 

pe   amun media juga memiliki titik lemah  al ini terjadi apabila media 

tersebut dimiliki leh pemerintah  mumnya pemerintah adalah pemilik stasiun televisi 

dan radi  terbesar dalam suatu negara  ita ambil nt h saja  dan  arena 

milik pemerintah, tentu saja independensinya tidak dapat terlalu diandalkan  alah satu 

titik lemah lagi dari media adalah pekerjaan jurnalisme yang berbahaya  en ulikan, 

penganiayaan dan intimidasi terhadap jurnalis atau arta an menjadi hal yang biasa 

pe   egala ma am ara akan digunakan leh mereka terutama yang memiliki 

uang dan kekuasaan  yang tidak ingin namanya ter reng karena pemberitaan di media  

elain itu banyak pula negara yang berupaya untuk melakukan penyens ran terhadap 

in rmasi yang akan diberitakan leh media atau bahkan pen abutan ijin usaha sebuah 

media.

g  embaga adaya asyarakat  atau s baik tingat l kal atau internasi nal juga 

memiliki peranan penting untuk men egah dan memberantas k rupsi  ereka adalah 

bagian dari masyarakat sipil (civil society) yang keberadaannya tidak dapat diremehkan 

begitu saja  ejak era re rmasi,  baru yang bergerak di bidang ntik rupsi banyak 

bermun ulan  ama seperti pers yang bebas,  memiliki ungsi untuk melakukan 

penga asan atas perilaku pejabat publik  imak saja apa yang telah dilakukan leh 

 (Indonesia Corruption Watch), salah satu  l kal yang berkedudukan di akarta  

 ini menjadi salah satu garda terdepan yang menga asi segala ma am perbuatan 

pemerintah dan perilaku angg ta parlemen dan lembaga peradilan  ama seperti 

pekerjaan jurnalisme yang berbahaya, pen ulikan, penganiayaan dan intimidasi 

terhadap aktivis  sangat sering terjadi

h  alah satu ara lain untuk men egah dan memberantas k rupsi adalah dengan 

menggunakan atau meng perasikan perangkat electronic surveillance. Electronic 

surveillance adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan 

data dengan menggunakan peralatan elektr nik yang dipasang pada tempat tempat 

tertentu  lat tersebut misalnya audio-microphones atau kamera vide  sema am 

kamera  atau Closed Circuit Television  atau data inter epti n dalam kasus atau 

di tempat tempat di mana banyak digunakan telep n genggam dan electronic mail 

(e-mail) atau surat elektr nik  amun di beberapa negara, penggunaan electronic 

surveillance harus disetujui terlebih dahulu leh masyarakat, karena masyarakat tidak 
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ingin pemerintah memata matai  segenap aktivitas dan gerak langkah yang mereka 

lakukan  indakan memata matai atau s in  ini, dalam masyarakat yang dem kratis 

dianggap melanggar hak asasi terutama hak akan privasi  alam beberapa kasus, ada 

anggapan bah a negara yang t riter justru akan menggunakan data yang terekam 

dalam electronic surveillance untuk melakukan intimidasi terhadap rakyatnya

 DISKUSI

 ejak beberapa tahun silam  bekerjasama dengan perguruan tinggi dan guru 

membuat m dul pendidikan antik rupsi bagi sis a ek lah enengah dan sis a 

ek lah asar  endidikan antik rupsi ini bertujuan untuk sejak dini memperkenalkan 

kepada sis a sek lah tentang bahaya k rupsi  uku jar endidikan ntik rupsi yang 

anda pegang ini juga merupakan salah satu ara untuk meningkatkan kepedulian 

serta kesadaran mahasis a akan bahaya k rupsi  uku saku yang dikeluarkan leh 

 adalah salah satu nt h saja ara melakukan kampanye untuk men egah dan 

memberantas k rupsi

 i ba ah disajikan beberapa nt h m dul yang telah dikembangkan  

bekerjasama dengan perguruan tinggi dan beberapa rang guru baik tingkat dasar 

maupun tingkat menengah.

ambar  dul endidikan ntik rupsi untuk sis a  dan  dul dikembangkan leh nika 
egijapranata emarang, uru  dan  serta 

DISKUSI

balah men ari in rmasi berapa banyak media massa baik etak maupun audi

visual yang terpaksa gulung tikar karena ijin usaha media ini di abut leh emerintah 

di masa lalu  i re im pemerintahan ehart  ada banyak sekali media massa etak 

yang di abut ijin usahanya karena mereka ukup v kal menyuarakan dem krasi, 
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4. Pembuatan berbagai Instrumen Hukum yang mendukung Pencegahan

 dan Pemberantasan Korupsi. 

 ntuk mendukung pen egahan dan pemberantasan k rupsi tidak ukup hanya 

mengandalkan satu instrumen hukum yakni ndang ndang emberantasan indak 

idana rupsi  erbagai peraturan perundang undangan atau instrumen hukum lain 

perlu dikembangkan  alah satu peraturan perundang undangan yang harus ada untuk 

mendukung pemberantasan k rupsi adalah ndang ndang indak idana Money 

Laundering atau en u ian ang  

 ntuk melindungi saksi dan k rban tindak pidana k rupsi, perlu instrumen hukum berupa 

 erlindungan aksi dan rban  ntuk memberdayakan ers, perlu  yang mengatur 

mengenai ers yang bebas  agaimana mekanisme masyarakat yang akan melap rkan 

tindak pidana k rupsi dan penggunaan electronic surveillance juga perlu diatur supaya tidak 

melanggar privacy sese rang  elain itu hak arga negara untuk se ara bebas menyatakan 

pendapatnya harus pula diatur  asal pasal yang mengkriminalisasi perbuatan sese rang 

yang akan melap rkan tindak pidana k rupsi serta menghalang halangi penyelidikan, 

penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana k rupsi seperti pasal mengenai fitnah atau 

pen emaran nama baik perlu dikaji ulang dan bilamana perlu diamandemen dan diab lisi 

atau dihapuskan  al ini bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat  asyarakat 

tidak b leh takut melap rkan kasus k rupsi yang diketahuinya  elain itu, untuk mendukung 

pemerintahan yang bersih, perlu instrumen de tik atau code of conduct yang ditujukan 

untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekuti , legislati  maupun code of conduct bagi 

aparat lembaga peradilan kep lisian, kejaksaan dan pengadilan

perlindungan ak sasi anusia dan pemberitaan mengenai k rupsi  ari pula 

in rmasi mengenai arta an yang diintimidasi, dianiaya bahkan sampai dibunuh 

karena berusaha menyuarakan kebenaran  iskusikan dengan d sen dan rekan rekan 

anda.

arilah in rmasi tentang nasib unir  a adalah salah se rang aktivis  ntra  

misi untuk rang ilang dan rban ekerasan  unir adalah salah satu dari aktivis 

 yang berjuang demi membela hak kaum buruh dan membela ak sasi anusia  

agaimana perjalanan hidupnya  pa saja yang telah ia perjuangkan demi membela 

hak kaum buruh dan mereka yang teraniaya dan dirampas ak sasinya leh egara

ari pula in rmasi tentang  ntik rupsi l kal yang ada di daerah tempat anda 

tinggal  ihatlah bagaimana kinerja mereka  pakah  tersebut adalah  lat 

erah ,  lat uning  atau  lat itam  da banyak  yang tidak memiliki 

k mitmen yang kuat untuk memberantas k rupsi, alaupun mereka menyebut diri 

mereka  ntik rupsi  iskusikan hal ini dengan d sen dan rekan rekan anda
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DISKUSI

arilah berbagai peraturan perundang undangan yang mendukung upaya 

pemberantasan k rupsi  ari pula pasal pasal dalam peraturan perundang undangan 

yang dapat menghalangi pemberantasan k rupsi  nda dapat mendiskusikan hal ini 

dengan d sen dan rekan rekan anda 

5. Kerjasama Internasional

 al lain yang perlu dilakukan dalam memberantas k rupsi adalah melakukan kerjasama 

internasi nal atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan nternati nal 

s  ebagai nt h saja, di tingkat internasi nal, ransparen y nternasi nal  

misalnya membuat pr gram National Integrity Systems   membuat pr gram the 

Ethics Infrastructure dan rld ank membuat pr gram  rame rk r ntegrity yang 

di dalamnya membahas mengenai isu kerjasama internasi nal  dapun bentuk kerjasama 

internasi nal antar negara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan 

pertukaran in rmasi, peningkatan pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum 

atau agen pemberantasan k rupsi  ntuk bidang hukum dapat dibuat perjanjian bilateral 

atau multilateral tentang ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik (mutual legal 

assistance)  embahasan mengenai gerakan dan kerjasama internasi nal pemberantasan 

k rupsi akan diuraikan dalam bab berikutnya

6. Monitoring dan Evaluasi

 da satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan 

k rupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi tanpa melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan k rupsi, sulit mengetahui 

apaian yang telah dilakukan  engan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat 

strategi atau pr gram yang sukses dan yang gagal  ntuk strategi atau pr gram yang sukses, 

sebaiknya dilanjutkan  ntuk yang gagal, harus di ari penyebabnya  

 engalaman negara negara lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan 

pertimbangan ketika memilih ara, strategi, upaya maupun pr gram pemberantasan 

k rupsi di negara kita  amun mengingat ada begitu banyak strategi, ara atau upaya 

yang dapat digunakan, kita tetap harus men ari ara kita sendiri untuk menemukan s lusi 

memberantas k rupsi
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eran erta asyarakat dan emberian enghargaan dalam en egahan dan emberantasan 

indak idana rupsi 

eraturan   ahun  tentang ata ara enda taran engumuman dan emeriksaan 

arta ekayaan enyelenggaraan egara 
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PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

UNTUK PERGURUAN TINGGI
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

 ahasis a mampu menjelaskan gerakan internasi nal pen egahan 

k rupsi; 

 ahasis a mampu menjelaskan berbagai kerjasama internasi nal 

pen egahan k rupsi; 

 ahasis a mampu menjelaskan beberapa instrumen internasi nal 

pen egahan k rupsi; 

 ahasis a mampu membandingkan kelemahan dan kelebihan 

pemberantasan k rupsi di negara lain; 

 ahasis a mampu menjelaskan arti penting ratifikasi nvensi 

ntik rupsi bagi nd nesia  

POKOK BAHASAN

erakan gerakan, kerjasama dan instrumen internasi nal pen egahan 

k rupsi

SUB POKOK BAHASAN

 erakan dan erjasama nternasi nal en egahan rupsi

  erakan embaga adaya nternasi nal nternati nal s

 nstrumen nternasi nal en egahan rupsi 

 en egahan rupsi  elajar dari egara ain
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rupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi leh masyarakat 

internasi nal dan masyarakat nd nesia pada saat ini  rupsi tidak hanya mengan am pemenuhan 

hak hak dasar manusia dan menyebabkan ma etnya dem krasi dan pr ses dem kratisasi, namun 

juga mengan am pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat 

pembangunan dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan rang di seluruh dunia

engenai hal tersebut, dalam ata engantar the Global Program Against Corruption, United 

Nations Anti-Corruption Toolkit, leh nt ni  aria sta, irektur ksekuti    disebutkan 

bah a 

Since  n receden ed e or s ha e een ade o raise awareness a o  corr ion  i s 

insidious nature and the damaging effects it has on the welfare of entire nations and their 

peoples. Corruption not only distorts economic decision-making, it also deters investment, 

undermines competitiveness and, ultimately, weakens economic growth. Indeed, there 

is evidence that the social, legal, political and economic aspects of development are all 

lin ed  and ha  corr ion in an  one sec or i edes de elo en  in he  all O : 

. 

einginan masyarakat internasi nal dan masyarakat nd nesia untuk memberantas k rupsi 

dalam rangka me ujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih bertanggung

ja ab sangat besar  einginan ini hendak di ujudkan tidak hanya di sekt r publik namun juga di 

sekt r s asta  erakan ini dilakukan baik leh pemerintah, rganisasi internasi nal dan nasi nal, 

embaga adaya nternasi nal nternati nal s , juga embaga adaya asi nal dan 

kal  

erbagai gerakan dan kesepakatan kesepakatan internasi nal dapat menunjukkan keinginan 

masyarakat untuk memberantas k rupsi  erakan masyarakat sipil (civil society) dan sekt r 

s asta di tingkat internasi nal patut diperhitungkan, karena mereka telah dengan gigih berjuang 

mela an k rupsi yang memba a dampak negati  rusaknya perikehidupan umat manusia  

da pendapat yang menyatakan bah a salah satu kesulitan untuk memberantas k rupsi adalah 

perbedaan persepsi tentang definisi atau pengertian k rupsi  leh sebab itu, dengan berbagai 

pertimbangan, membuat da tar perbuatan perbuatan yang dikateg rikan sebagai k rupsi atau 

dengan kata lain bentuk bentuk k rupsi adalah lebih mudah  alam the Global Program Against 

Corruption, United Nations Anti-Corruption Toolkit dinyatakan bah a

here is no sin le  co rehensi e  ni ersall  acce ed defini ion o  corr ion. A e s 

o de elo  s ch a defini ion in aria l  enco n er le al  cri inolo ical and  in an  

countries, political problems. When the negotiations of the United Nations Convention 

a ains  orr ion e an in earl   one o ion nder considera ion was no  o define 

corr ion a  all  o lis  s ecific es or ac s o  corr ion O : .

entuk bentuk k rupsi yang dinyatakan dalam d kumen tersebut adalah mega k rupsi dan 

k rupsi ke il ke ilan (grand and petty corruption), k rupsi akti  dan pasi  (active and passive 

corruption), berbagai bentuk suap menyuap (bribery), berbagai bentuk penggelapan dan 

penipuan e e le en  he  and ra d , pemerasan (extortion), penyalahgunaan ke enangan 

atau diskresi (abuse of discretion), av ritisme, nep tisme dan pemberian perlindungan atau 

pelayanan khusus karena hubungan tertentu (favouritism, nepotism and clientelism), berbagai 

perilaku yang melahirkan k n ik kepentingan cond c  crea in  or e loi in  con ic in  in eres s , 
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dan k ntribusi untuk kepentingan p litik yang tidak tepat (improper political contribution). 

ntuk bentuk yang terakhir, biasanya dilakukan untuk kepentingan p litik saat kampanye atau 

pemilihan umum baik pemilihan presiden, kepala daerah ataupun angg ta parlemen  

DISKUSI

ba arilah berbagai nt h bentuk k rupsi yang disebut dalam d kumen the Global 

Program Against Corruption, United Nations Anti-Corruption Toolkit yang dibuat leh 

 tersebut, buatlah da tarnya, lalu diskusikanlah dengan d sen dan rekan rekan 

anda  nda dapat men arinya dari berbagai pengalaman yang pernah dirasakan leh 

anda sendiri, rekan rekan atau keluarga anda   

elain dilakukan leh emerintah, menurut eremy pe, agar strategi pemberantasan k rupsi 

berhasil, penting sekali melibatkan masyarakat sipil  paya apapun yang dilakukan untuk 

mengembangkan strategi antik rupsi tanpa melibatkan masyarakat sipil akan sia sia karena 

umumnya negara yang peran masyarakat sipilnya rendah, tingkat k rupsinya akan tinggi pe  

 

da berbagai ma am gerakan atau kerjasama internasi nal untuk men egah dan memberantas 

k rupsi  erakan dan kerjasama ini dilakukan baik se ara internasi nal melalui erserikatan 

angsa angsa, kerjasama antar negara, juga kerjasama leh masyarakat sipil atau embaga 

adaya nternasi nal nternati nal s  

A. GERAKAN ORGANISASI INTERNASIONAL

1.  Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) 

 etiap  lima  tahun, se ara regular erserikatan angsa angsa (United Nations) 

menyelenggarakan ngres tentang en egahan ejahatan dan erlakuan terhadap 

enjahat atau sering disebut United Nation Congress on Prevention on Crime and Treatment 

of Offenders  ada kesempatan pertama, ngres ini diadakan di eneva pada tahun  

ampai saat ini k ngres  ini telah terselenggara  kali  ngres yang ke  diadakan di 

alvad r pada bulan pril  dan k ngres yang ke  diadakan di ha, atar  

 alam ngres  ke  yang diadakan di ienna ustria  pada tahun , isu 

mengenai rupsi menjadi t pik pembahasan yang utama  alam intr duksi di ba ah 

tema International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in 

he wen firs  en r  dinyatakan bah a tema k rupsi telah lama menjadi pri ritas 

pembahasan  ntuk itu the United Nations Interregional Crime and Justice Research 

Institute  telah diper aya untuk menyelenggarakan berbagai ma am workshop 

dalam rangka mempersiapkan bahan bahan dalam rangka penyelenggaraan ngres  

ke  yang diadakan di ienna tersebut
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 inyatakan dalam ngres  ke  bah a perhatian perlu ditekankan pada apa yang 

dinamakan Top-Level Corruption  erikut dapat dilihat pernyataan tersebut  

 Top-level corruption is often controlled by hidden networks and represents the sum 

o  ario s le els and es o  irre lar eha ior  incl din  a se o  ower  con ic  o  

interest, extortion, nepotism, tribalism, fraud and corruption. It is the most dangerous 

type of corruption and the one that causes the most serious damage to the country or 

countries involved. In developing countries, such corruption may undermine economic 

development through a number of related factors: the misuse or waste of international 

aid  nfinished de elo en  ro ec s  disco er  and re lace en  o  corr  oli icians  

leadin  o oli ical ins a ili  and li in  s andards re ainin  elow he co n r s 

potential (10th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment 

of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000).

 elihat pernyataan di atas, masyarakat internasi nal menganggap bah a top-level 

corruption adalah jenis atau tipe k rupsi yang paling berbahaya  erusakan yang sangat 

besar dalam suatu negara dapat terjadi karena jenis k rupsi ini  a tersembunyi dalam suatu 

net rk atau jejaring yang tidak terlihat se ara kasat mata yang meliputi penyalahgunaan 

kekuasaan, k n ik kepentingan, pemerasan, nep tisme, tribalisme, penipuan dan k rupsi  

ipe k rupsi yang demikian sangat mempengaruhi perkembangan ek n mi suatu negara, 

terutama negara berkembang  alam realita, di beberapa negara berkembang, bantuan

bantuan yang diper leh dari d n r internasi nal berp tensi untuk dik rupsi misalnya 

tidak selesainya atau tidak sesuainya pr yek yang dilakukan dengan dana dari d n r 

internasi nal  kibat k rupsi, standar hidup masyarakat di negara negara berkembang juga 

sangat rendah.

 alam res lusi    e ember , di ba ah judul “Action against Corruption”, 

ajelis mum  menegaskan perlunya pengembangan strategi gl bal mela an k rupsi 

dan mengundang negara negara angg ta  untuk melakukan revie  terhadap seluruh 

kebijakan serta peraturan perundang undangan d mestik masing masing negara untuk 

men egah dan melakukan k ntr l terhadap k rupsi  

 emberantasan k rupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi disiplin (multi-

disciplinary approach) dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk 

dari k rupsi dalam berbagai level atau tingkat  emberantasan juga dilakukan dengan 

mengeluarkan kebijakan pen egahan k rupsi baik tingkat nasi nal maupun internasi nal, 

mengembangkan ara atau praktek pen egahan serta memberikan nt h pen egahan 

k rupsi yang e ekti  di berbagai negara  eragam rek mendasi baik untuk pemerintah, 

aparat penegak hukum, parlemen , sekt r privat dan masyarakat sipil (civil-society) 

juga dikembangkan

 elibatan lembaga lembaga d n r yang p tensial dapat membantu pemberantasan 

k rupsi harus pula terus ditingkatkan  erhatian perlu diberikan pada ara ara yang e ekti  

untuk meningkatkan resik  k rupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap sese rang 

yang melakukan k rupsi  esemuanya harus disertai dengan a  kemauan p litik yang kuat 
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dari pemerintah (strong political will); b  adanya keseimbangan kekuasaan antara badan 

legislati , eksekuti  dan peradilan;  pemberdayaaan masyarakat sipil; serta d  adanya 

media yang bebas dan independen yang dapat memberikan akses in rmasi pada publik  

 alam Global Program against Corruption dijelaskan bah a k rupsi dapat diklasifikasi 

dalam berbagai tingkatan  ebagai nt h k rupsi dapat dibedakan menjadi petty 

corruption, survival corruption, dan grand corruption  engan ungkapan lain penyebab 

k rupsi dibedakan menjadi corruption by need, by greed dan by chance  rupsi dapat pula 

dibedakan menjadi e isodic  dan s s e ic  corr ion  asyarakat r pa menggunakan 

istilah si le  and co le  corr ion  enurut tingkatan atau level nya k rupsi juga 

dibedakan menjadi street, business dan o  oli ical and financial corr ion  alam 

membahas isu k rupsi, perhatian juga perlu ditekankan pada pr ses supply dan demand, 

karena k rupsi melibatkan setidaknya  dua  pihak  ebagai nt h, ada pihak yang 

mena arkan pembayaran atau menyuap untuk misalnya mendapatkan pelayanan yang 

lebih baik atau untuk mendapatkan k ntrak dan pihak yang disuap  

DISKUSI

balah melakukan investigasi dengan mendata berapa banyak aparat pemerintahan 

tingkat tinggi  yang tertangkap melakukan k rupsi  nda juga dapat mendata berapa 

banyak isu k rupsi yang diungkap leh media massa baik etak ataupun televisi 

yang hilang  dan tidak pernah terdengar lagi  engapa demikian  nda dapat 

mendiskusikannya dengan d sen dan teman teman anda  

uliskan dan pertanyakan hal ini dalam sebuah artikel  nda dapat mengirimkan artikel 

ini di mass media etak atau k ran baik lingkup l kal maupun nasi nal  nda juga dapat 

mengikuti pr ses pemilihan kepala daerah ilkada  di tempat anda tinggal  nda dapat 

mem tret berbagai spanduk yang berisi janji janji para al n kepala daerah  enarkah 

janji janji tersebut direalisasikan setelah mereka terpilih  tau setelah terpilih, para 

kepala daerah ini melupakan janji janji mereka  iskusikan hal ini dengan d sen atau 

rekan rekan anda, dan tuliskan pini anda mengenai hal ini dalam ajalah inding 

ading  di tempat anda kuliah atau memasukkannya menjadi sebuah artikel di 

k ran  engan demikian anda dapat menyumbangkan pengetahuan anda serta ikut 

men erdaskan masyarakat akan bahaya k rupsi

2.  Bank Dunia (World Bank)

 etelah tahun , tingkat k rupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prak ndisi dari 

bank dunia baik rld ank maupun  memberikan pinjaman untuk negara negara 

berkembang  ntuk keperluan ini, World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption 
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DISKUSI

da  dua  ma am pendekatan untuk melaksanakan pr gram antik rupsi  iskusikanlah 

dengan rekan rekan anda, pendekatan mana yang anda rasa lebih baik  pa kelemahan 

dan kelebihan pendekatan dari ba ah (bottom-up) dan pendekatan dari atas (top-

down)  ana yang kira kira lebih e ekti  untuk pemberantasan k rupsi  nda dapat 

menambahkan pini anda dan rekan rekan anda, sehingga diskusi akan bertambah 

menarik.

 leh ank unia, pendekatan untuk melaksanakan pr gram antik rupsi dibedakan menjadi 

 dua  yakni aarhuis  , pendekatan dari ba ah (bottom-up) dan pendekatan dari 

atas (top-down). 

 endekatan dari ba ah berangkat dari  lima  asumsi yakni a  semakin luas pemahaman 

atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkan 

a areness untuk memberantas k rupis; b  network atau jejaring yang baik yang dibuat leh 

World Bank akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil (civil society)  ntuk itu 

perlu dikembangkan rasa saling per aya serta memberdayakan m dal s sial (social capital) 

dari masyarakat;  perlu penyediaan data mengenai e esiensi dan e ektivitas pelayanan 

pemerintah melalui corruption diagnostics  engan penyediaan data dan pengetahuan 

yang luas mengenai pr blem k rupsi, re rmasi administrati p litis dapat disusun se ara 

lebih baik  enyediaan data ini juga dapat membantu masyarakat mengerti bahaya 

serta akibat buruk dari k rupsi; d  pelatihan pelatihan yang diberikan, yang diambil dari 

toolbox yang disediakan leh World Bank dapat membantu memper epat pemberantasan 

k rupsi  ahan bahan yang ada dalam toolbox harus dipilih sendiri leh negara di mana 

diadakan pelatihan, karena harus menyesuaikan dengan k ndisi masing masing negara; 

dan e  ren ana aksi pendahuluan yang dipilih atau dik nstruksi sendiri leh negara 

peserta, diharapkan akan memiliki trickle-down effect dalam arti masyarakat mengetahui 

pentingnya pemberantasan k rupsi  

Core Program yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran mengenai k rupsi dan 

pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan k rupsi, termasuk menyediakan sarana 

bagi negara negara berkembang untuk mengembangkan ren ana aksi nasi nal untuk 

memberantas k rupsi  r gram yang dikembangkan leh ank unia didasarkan pada 

premis bah a untuk memberantas k rupsi se ara e ekti , perlu dibangun tanggung ja ab 

bersama berbagai lembaga dalam masyarakat  embaga lembaga yang harus dilibatkan 

diantaranya pemerintah, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, watchdog 

institution seperti public-auditor dan lembaga atau k misi pemberantasan k rupsi, 

masyarakat sipil, media dan lembaga internasi nal aarhuis  
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ambar  erhatian perlu diberikan pada ara ara yang e ekti  untuk meningkatkan resik  k rupsi atau 
meningkatkan kemudahan menangkap sese rang yang melakukan k rupsi

 ntuk pendekatan dari atas atau top-down dilakukan dengan melaksanakan re rmasi di 

segala bidang baik hukum, p litik, ek n mi maupun administrasi pemeritahan  Corruption 

is a symptom of a weak state and weak institution aarhuis  , sehingga harus ditangani 

dengan ara melakukan re rmasi di segala bidang  endidikan ntik rupsi adalah salah 

satu strategi atau pendekatan bottom-up yang dikembangkan leh World Bank untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya k rupsi

3. OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development)

 etelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada k nvensi erserikatan angsa

angsa  pada sekitar tahun an, , didukung leh  mengambil langkah 

baru untuk memerangi k rupsi di tingkat internasi nal  ebuah badan pekerja atau working 

group on Bribery in International Business Transaction didirikan pada tahun  

 ada a alnya kegiatan kegiatan yang dilakukan  hanya melakukan perbandingan 

atau me review k nsep, hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang 

tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan dan perdagangan serta 

hukum administrasi. 

 ada tahun , on en ion on ri er  o  orei n lic O ficial in In erna ional siness 

Transaction disetujui  ujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk men egah 

dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasi nal  nvensi ini 

menghimbau negara negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukuman 

pidana  bagi para pelaku serta kerjasama internasi nal untuk men egah tindak pidana 

suap dalam bidang ini  alah satu kelemahan dari k nvensi ini adalah hanya mengatur 
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apa yang disebut dengan ac i e ri er , ia tidak mengatur pihak yang pasi  atau pihak 

penerima  dalam tindak pidana suap  adahal dalam banyak kesempatan, justru mereka 

inilah yang akti  berperan dan memaksa para penyuap untuk memberikan sesuatu

4.   Masyarakat Uni Eropa

 i negara negara ni r pa, gerakan pemberantasan k rupsi se ara internasi nal dimulai 

pada sekitar tahun  ahun , the Council of Europe Program against Corruption 

menerima kesepakatan p litik untuk memberantas k rupsi dengan menjadikan isu ini 

sebagai agenda pri ritas  emberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian 

bah a  karena k rupsi mempunyai banyak ajah dan merupakan masalah yang k mpleks 

dan rumit, maka pemberantasan k rupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi disiplin; 

monitoring yang e ekti , dilakukan dengan kesungguhan dan k mprehensi  serta diperlukan 

adanya eksibilitas dalam penerapan hukum de el and s nka   

 ada tahun , k misi menteri menteri negara negara r pa mengad psi  Guiding 

Principles untuk memberantas k rupsi, dengan mengidentifikasi area area yang ra an 

k rupsi dan meningkatkan ara ara e ekti  dan strategi pemberantasannya  ada tahun 

 dibentuk  atau the Group of States against Corruption yang bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas negara angg ta memberantas k rupsi  elanjutnya negara negara 

ni r pa mengad psi the Criminal Law Convention on Corruption, the Civil Law Convention 

on Corruption, dan Model ode o  ond c  or lic O ficials.

B. GERAKAN LEMBAGA SWADAYA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL NGOS)

1.   Transparency International

 ransparen y nternati nal  adalah sebuah rganisasi internasi nal n n pemerintah 

yang memantau dan mempublikasikan hasil hasil penelitian mengenai k rupsi yang 

dilakukan leh k rp rasi dan k rupsi p litik di tingkat internasi nal  etiap tahunnya  

menerbitkan ndeks ersepsi rupsi serta da tar perbandingan k rupsi di negara negara 

di seluruh dunia   berkant r pusat di erlin, erman, didirikan pada sekitar bulan ei  

melalui inisiati  eter igen, se rang mantan direktur regi nal ank unia (World Bank). 

ada tahun ,  mengembangkan ndeks ersepsi rupsi (Corruption Perception 

Index)   membuat peringkat tentang prevalensi k rupsi di berbagai negara, berdasarkan 

survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan pini masyarakat yang diterbitkan setiap 

tahun dan dilakukan hampir di  negara di dunia   disusun dengan memberi nilai 

atau s re pada negara negara mengenai tingkat k rupsi dengan range nilai antara  

ilai  adalah nilai yang tertinggi dan terbaik sedangkan semakin rendah nilainya, negara 

dianggap atau ditempatkan sebagai negara negara yang tinggi angka k rupsinya

 erikut ndeks ersepsi rupsi (Corruption Perception Index) di nd nesia yang dikeluarkan 

leh ransparen y nternati nal
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TAHUN SCORE CPI NOMOR/ PERINGKAT
JUMLAH NEGARA 

YANG DISurvei

122 133

133

2.2

2.4

2.3 143

111

3.2

3.2 114

3.4

abel   sisi nd nesia dalam ndeks ersepsi rupsi 

umber  ebsite ransparen y nternasi nal

 alam survei ini, setiap tahun umumnya nd nesia menempati peringkat sangat buruk dan 

buruk  amun setelah tahun , nilai rap r ini membaik sedikit demi sedikit  idak jelas 

akt r apa yang memperbaiki nilai ini, namun dalam realita situasi dan k ndisi k rupsi se ara 

kualitati  masih terlihat ukup parah   yang dikeluarkan leh  memang ukup banyak 

menuai kritik terutama karena dinilai lemah dalam met d l gi, dianggap memperlakukan 

negara negara berkembang dengan tidak adil, serta mempermalukan pemerintah negara

negara yang di survei  amun di lain pihak,  juga banyak dipuji karena telah berupaya 

untuk melakukan survei dalam meny r ti k rupsi yang terjadi di banyak negara

 ada tahun ,  mulai menerbitkan Bribe Payer Index  yang memberi peringkat 

negara negara sesuai dengan prevalensi perusahaan perusahaan multinasi nal yang 

mena arkan suap  isi utama  adalah men iptakan perubahan menuju dunia yang 

bebas k rupsi   tidak se ara akti  menginvestigasi kasus kasus k rupsi individual, 

namun hanya menjadi asilitat r dalam memperjuangkan tata pemerintahan yang baik di 

tingkat internasi nal  asil survei yang dilakukan leh ransparen y nternati nal, karena 

diumumkan pada publik, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesadaran 

masyarakat terhadap bahaya k rupsi

 ransparen y nternati nal memiliki kant r per akilan di nd nesia yang berl kasi di 

akarta    melakukan berbagai riset tentang k rupsi yang terjadi di nd nesia  elain 
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itu,  juga menjalankan berbagai pr gram dan atau kegiatan serta melakukan kampanye 

antik rupsi   memberikan kus pada isu economic governance, democratic governance, 

land base industries dan youth.

2.  Integrity Action

 Integrity Action atau pada aktu yang lalu dikenal dengan  (Making Integrity Work) 

adalah sebuah rganisasi independen internasi nal n n pemerintah yang memiliki head-

o fice di nd n,  dan memiliki kant r per akilan di beberapa negara  ulu per akilan 

 ini juga ada di akarta  embaga ini didirikan dengan keyakinan bah a dengan 

pengembangan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan 

berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat ter apai  isi dari lembaga ini 

adalah memberikan k ntribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan 

mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia  embaga ini berperan sebagai 

katalis dan inkubat r untuk in vasi baru dan pengembangan jaringan  rganisasi ini bekerja 

dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi dan masyarakat sipil, melakukan sharing 

keahlian dan a asan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis 

yang diperlukan untuk mengatasi k rupsi dan mempr m sikan integritas  embaga ini 

se ara khusus mem kuskan perhatiannya pada pen arian hubungan sebab akibat antara 

kemiskinan dan tata pemerintahan yang buruk  Integrity Action memiliki kant r per akilan 

di erusalem, dan amallah, juga memiliki pekerja tetap yang berkedudukan di mman, 

ishkek, air bi and erevan

 alah satu pr gram yang dilakukan lembaga ini di nd nesia pada aktu lalu  adalah 

dengan membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum endidikan 

ntegritas dan atau endidikan ntik rupsi di perguruan tinggi  aringan ini di nd nesia 

disingkat dengan nama  yang kepanjangannya adalah Indonesian-Integrity Education 

Network  embaga ini berkeyakinan bah a dengan mengembangkan kurikulum endidikan 

ntegritas dan atau endidikan ntik rupsi, mahasis a dapat mengetahui bahaya laten 

k rupsi dan bersama sama memberantas k rupsi bagi masa depan bangsa

DISKUSI

nda dapat menanyakan pada d sen atau pimpinan universitas, akultas atau pr gram 

studi yang anda ikuti, apakah institusi tempat anda kuliah telah menjadi angg ta jejaring 

 ila institusi tempat anda kuliah belum menjadi angg ta , anda dapat 

mengusulkannya, sehingga anda dan institusi tempat anda kuliah juga dapat ikut serta 

se ara akti  memberantas k rupsi dengan bergabung dengan jejaring ini  etidaknya 

sudah ada  perguruan tinggi yang bergabung dalam jejaring 
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C. INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

1.   United Nations Convention against Corruption (UNCAC)

 alah satu instrumen internasi nal yang sangat penting dalam rangka pen egahan dan 

pemberantasan k rupsi adalah United Nations Convention against Corruption  yang 

telah ditandatangani leh  negara dan diratifikasi leh  negara  enandatanganan 

pertama kali dilakukan di k nvensi internasi nal yang diselenggarakan di rida, u at n, 

e i , pada tanggal  kt ber  nvensi internasi nal ini adalah satu satunya 

instumen hukum tingkat internasi nal dengan akupan universal untuk memerangi k rupsi  

nvensi ini menetapkan kerangka hukum gl bal untuk memerangi k rupsi melalui 

langkah langkah pen egahan, tindakan penegakan hukum dan pemulihan asset (a global 

le al ra ewor  o fi h  a ains  corr ion hro h re en ion eas res  en orce en  

actions of the law and the recovery of assets). 

 eberapa k n erensi internasi nal dalam k nteks implementasi United Nations Convention 

against Corruption  telah diselenggarakan dan dihadiri leh berbagai negara 

peserta k nvensi di dunia diantaranya yakni  the Conference of the States Parties to the 

United Nations Convention against Corruption sesi pertama diselenggarakan di Amman 

pada  e ember , sesi kedua diselenggarakan di usa ua, nd nesia pada  

anuari  ebruari , sesi ketiga diadakan di ha pada  pember , sesi 

keempat diselenggarakan di arrake h, pada  kt ber  dsb  esi terakhir atau 

sesi ketujuh diadakan di ienna, ustria pada  pember 

DISKUSI

ntuk mengetahui apa saja yang dibi arakan dalam k n erensi internasi nal tersebut, 

anda dapat se ara akti  menggunakan tekn l gi internet dengan melakukan download 

materi atau substansi pembi araan dan materi k n erensi

 erikut beberapa hal atau materi penting yang diatur dalam k nvensi 

a  asalah en egahan 

 indak pidana k rupsi dapat diberantas melalui adan eradilan  amun menurut 

k nvensi ini, salah satu hal yang terpenting dan utama dalam pemberantasan k rupsi 

adalah masalah pen egahan k rupsi  ab yang terpenting dalam k nvensi didedikasikan 

untuk pen egahan k rupsi dengan mempertimbangkan sekt r publik maupun sekt r 

privat s asta  alah satunya dengan mengembangkan m del kebijakan preventi  

seperti 
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 pembentukan badan antik rupsi;

 peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai 

p litik;

 pr m si terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik;

 rekrutmen atau penerimaan pelayan publik pega ai negeri  dilakukan berdasarkan 

prestasi;

 adanya k de etik yang ditujukan bagi pelayan publik pega ai negeri  dan mereka 

harus tunduk pada k de etik tsb ;

 transparansi dan akuntabilitas keuangan publik;

 penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pega ai negeri yang k rup;

 dibuatnya persyaratan persyaratan khusus terutama pada sekt r publik yang sangat 

ra an seperti badan peradilan dan sekt r pengadaan publik;

 pr m si dan pemberlakuan standar pelayanan publik;

 untuk pen egahan k rupsi yang e ekti , perlu upaya dan keikutsertaan dari selu ruh 

k mp nen masyarakat; 

 seruan kepada negara negara untuk se ara akti  mempr m sikan keterlibatan 

rganisasi n n pemerintah s  yang berbasis masyarakat, serta unsur unsur 

lain dari civil society;

 peningkatkan kesadaran masyarakat (public awareness) terhadap k rupsi termasuk 

dampak buruk k rupsi serta hal hal yang dapat dilakukan leh masyarakat yang 

mengetahui telah terjadi  k rupsi

DISKUSI

ari beberapa k mp nen yang diatur dalam United Nations Convention against 

Corruption , anda dapat mendata, k mp nen manakah yang sudah dan belum 

dilakukan leh nd nesia  pakah yang dilakukan leh nd nesia telah berjalan dengan 

e ekti  ika belum diskusikanlah dengan rekan rekan anda, apa yang dapat dilakukan 

untuk menge ekti kan k mp nen k mp nen tersebut  eberapa pertanyaan ini dapat 

digunakan sebagai bahan diskusi  

udah e ekti kah kinerja lembaga pemberantasan k rupsi di nd nesia  udah 

transparankah pembiayaan kampanye dan pr ses pemilu  agaimana efisiensi serta 

transparansi pelayanan publik  pakah masih banyak biaya biaya siluman  untuk 

mengurus surat surat di embaga emerintahan misal pembuatan , , kta 

kelahiran, jin mendirikan angunan , emasangan istrik atau  dsb  pakah 

rekruitmen penerimaan pega ai negeri sudah transparan atau masih banyak k lusi 

dan nep tisme  pakah setiap lembaga pemerintahan dan peradilan telah mempunyai 
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standar k de etik perilaku  pakah sekt r pelayanan publik telah memiliki standar 

pelayanan yang baku yang diumumkan kepada segenap angg ta masyarakat yang 

membutuhkan   agaimana dengan standar pelayanan rumah sakit, erusahaan istrik 

egara , erusahaan aerah ir inum  enarkah asuransi kesehatan 

bagi rakyat miskin memang disalurkan sebagimana mestinya  erapa banyak jumlah 

yang dianggarkan leh  dan  ila habis atau justru masih kurang, benarkan 

biaya tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya  

anyak bukan isu yang dapat anda diskusikan dengan rekan rekan anda  nda misalnya 

dapat membuat kuesi ner sederhana dan membagikannya kepada masyarakat, yang 

berisikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap standar pelayanan publik di daerah 

tempat anda tinggal.

b  riminalisasi 

 al penting lain yang diatur dalam k nvensi adalah mengenai ke ajiban negara 

untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikateg rikan sebagai tindak 

pidana k rupsi termasuk mengembangkan peraturan perundang undangan yang dapat 

memberikan hukuman pidana  untuk berbagai tindak pidana k rupsi  

 al ini ditujukan untuk negara negara yang belum mengembangkan aturan ini dalam 

hukum d mestik di negaranya  erbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas hanya 

pada tindak pidana penyuapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang 

perdagangan, termasuk penyembunyian dan pen u ian uang (money laundring) hasil 

k rupsi  nvensi juga menitikberatkan pada kriminalisasi k rupsi yang terjadi di sekt r 

swasta.

DISKUSI

arilah data mengenai kasus kasus k rupsi yang diba a ke engadilan  erapa banyak 

dari kasus tersebut yang diputus bebas dan berapa banyak yang diputus untuk dipidana  

pa alasan alasan untuk kasus kasus yang diputus bebas dan apa pula alasan diputus 

dipidana  anakah yang lebih banyak, yang diputus bebaskah atau yang diputus 

dipidana  iskusikan dengan d sen dan teman teman anda mengapa demikian

 erjasama nternasi nal

 erjasama internasi nal dalam rangka pemberantasan k rupsi adalah salah satu hal yang 

diatur dalam k nvensi  egara negara yang menandatangani k nvensi ini bersepakat 
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untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan k rupsi, 

termasuk melakukan pen egahan, investigasi dan melakukan penuntutan terhadap 

pelaku k rupsi  egara negara yang menandatangani nvensi juga bersepakat untuk 

memberikan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) dalam mengumpulkan 

bukti untuk digunakan di pengadilan serta untuk mengekstradisi pelanggar  egara

negara juga diharuskan untuk melakukan langkah langkah yang akan mendukung 

penelusuran, penyitaan, dan pembekuan harta kekayaan hasil tindak pidana k rupsi

 ebagai negara, nd nesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur 

bantuan hukum timbal balik  nd nesia misalnya telah mengesahkan ndang ndang 

  ahun  tentang antuan imbal alik dalam asalah idana Mutual Legal 

Assistance  yang menjadi ped man  atau ketentuan payung  untuk melaksanakan 

perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan negara asing  antuan hukum timbal 

balik merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan egara iminta  dapun bentuknya adalah  a  mengidentifikasi dan men ari 

rang; b  mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;  menunjukkan d kumen 

atau bentuk lainnya; d  mengupayakan kehadiran rang untuk memberikan keterangan 

atau membantu penyidikan; e  menyampaikan surat;  melaksanakan permintaan 

penggeledahan dan penyitaan; g  perampasan hasil tindak pidana; h  memper leh 

kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana; i  melarang 

transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang 

mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan 

tindak pidana; j  men ari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan 

untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan

atau k  bentuk bantuan lainnya sesuai dengan undang undang

 elain instrumen hukum tersebut, nd nesia juga telah memiliki perjanjian bantuan 

hukum timbal balik dengan beberapa negara baik yang bersi at bilateral maupun 

multilateral   erjanjian yang bersi at multilateral misalnya dengan negara negara  

dengan dilahirkannya ndang ndang m r  ahun  tentang engesaan Treaty 

on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters erjanjian entang antuan imbal alik 

dalam asalah idana  yang diharapkan dapat mempermudah emerintah nd nesia 

dalam melakukan bantuan hukum timbal balik dengan negara negara dika asan 

 elain itu emerintah nd nesia juga telah memiliki perjanjian bilateral dengan 

beberapa negara misalnya dengan ustralia, , rea dll  nd nesia juga telah memiliki 

beberapa perjanjian bilateral dengan beberapa negara tentang ekstradisi

d  engembalian set asil rupsi  

 alah satu prinsip dasar dalam k nvensi adalah kerjasama dalam pengembalian aset

aset hasil k rupsi terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain  al ini merupakan 

isu penting bagi negara negara berkembang yang tingkat k rupsinya sangat tinggi  

ekayaan nasi nal yang telah dijarah leh para k rupt r harus dapat dikembalikan 

karena untuk melakukan rek nstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara negara 

berkembang, diperlukan sumber daya serta m dal yang sangat besar  dal ini dapat 
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diper leh dengan pengembalian kekayaan negara yang diper leh dari hasil k rupsi  

ntuk itu negara negara yang menandatangani k nvensi harus menyediakan aturan

aturan serta pr sedur guna mengembalikan kekayaan tersebut, termasuk aturan dan 

pr sedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan

DISKUSI

arilah data berapa jumlah aset aset negara yang telah dik rupsi  erapa banyak 

pula aset yang dapat dikembalikan pada negara  ila aset aset negara ini tidak dapat 

dikembalikan, apakah yang harus dilakukan  iskusikanlah hal ini dengan d sen dan 

rekan rekan anda

ARTI PENTING RATIFIKASI KONVENSI ANTIKORUPSI BAGI INDONESIA

angsa nd nesia telah berupaya ikut akti  mengambil bagian dalam masyarakat 

internasi nal untuk men egah dan memberantas k rupsi dengan menandatangani 

nvensi ntik rupsi pada tanggal  esember  ada tanggal  pril , 

emerintah nd nesia dengan persetujuan  telah meratifikasi k nvensi ini dengan 

mengesahkannya di dalam ndang ndang   ahun ,   ahun  tentang 

engesahan nited ati ns nventi n against rrupti n,  nvensi erserikatan 

angsa angsa ntik rupsi, 

ada tanggal  pember , dengan diikuti leh  peserta dari  negara, di ali 

telah diselenggarakan k n erensi tahunan kedua s siasi nternasi nal embaga embaga 

ntik rupsi the nd nual n eren e and eneral eeting  the nternati nal ss iati n 

 nti rrupti n uth rities  alam k n erensi internasi nal ini, sebagai presiden 

k n erensi, aksa gung  diangkat menjadi executive member dari  alam 

k n erensi ini, l bi  digunakan untuk mempengaruhi res lusi negara pihak peserta 

k n erensi supaya memihak kepada upaya praktis dan k nkrit dalam asset re very melalui 

t  (Stolen Asset Recovery) initiative  ada tanggal  anuari   ebruari , bertempat 

di usa ua, ali, nd nesia kembali menjadi tuan rumah k n erensi negara negara peserta 

yang terikat  alam k n erensi ini, nd nesia berupaya mend r ng pelaksanaan 

 terkait dengan masalah mekanisme revie , asset recovery dan technical assistance 

guna mendukung pemberantasan k rupsi di nd nesia  elaku tuan rumah, nd nesia 

berupaya memberikan k ntribusi se ara langsung yang dapat diarahkan untuk mendukung 

kepentingan nd nesia mengenai pengembalian aset, guna meningkatkan kerjasama 

internasi nal dalam pemberantasan k rupsi termasuk mengembalikan hasil kejahatan 

upandji  

atifikasi nvensi ntik rupsi merupakan petunjuk yang merupakan k mitmen nasi nal 

untuk meningkatkan itra bangsa nd nesia dalam per aturan p litik internasi nal  alam 
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enjelasan    ahun  ditunjukkan arti penting dari ratifikasi nvensi tersebut, 

yaitu 

 untuk meningkatkan kerja sama internasi nal khususnya dalam mela ak, membekukan, 

menyita, dan mengembalikan aset aset hasil tindak pidana k rupsi yang ditempatkan di 

luar negeri;

 meningkatkan kerja sama internasi nal dalam me ujudkan tata pemerintahan yang 

baik;

 meningkatkan kerja sama internasi nal dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, 

bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan pr ses pidana, dan 

kerja sama penegakan hukum;

 mend r ng terjalinnya kerja sama teknis dan pertukaran in rmasi dalam pen egahan 

dan pemberantasan tindak pidana k rupsi di ba ah payung kerja sama pembangunan 

ek n mi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regi nal, dan multilateral; serta

 perlunya harm nisasi peraturan perundang undangan nasi nal dalam pen egahan dan 

pemberantasan k rupsi

engan telah diratifikasinya k nvensi internasi nal ini, maka pemerintah nd nesia 

memiliki ke ajiban untuk melaksanakan isi k nvensi internasi nal ini dan melap rkan 

perkembangan pen egahan dan pemberantasan k rupsi di nd nesia

da beberapa isu penting yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan k rupsi 

di tingkat internasi nal  su tersebut misalnya mengenai pengembalian aset hasil tindak 

pidana k rupsi, pertukaran tersangka, terdak a maupun narapidana tindak pidana k rupsi 

dengan negara negara lain, juga kerjasama interp l untuk mela ak pelaku dan mutual 

legal assistance di antara negara negara  eberapa negara masih menjadi surga untuk 

menyimpan aset hasil tindak pidana k rupsi karena sulit dan kakunya pengaturan mengenai 

kerahasiaan bank

2.  Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction 

nventi n n ribery  reign ubli  fi ial in nternati nal usiness ransa ti n adalah 

sebuah k nvensi internasi nal yang dipel p ri leh  nvensi nti uap ini menetapkan 

standar standar hukum yang mengikat (legally binding) negara negara peserta untuk 

mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap (bribe) dalam transaksi bisnis 

internasi nal  nvensi ini juga memberikan standar standar atau langkah langkah yang 

terkait yang harus dijalankan leh negara perserta sehingga isi k nvensi akan dijalankan 

leh negara negara peserta se ara e ekti  

 on en ion on ri er  o  orei n lic O ficial in In erna ional siness ransac ion 

adalah k nvensi internasi nal pertama dan satu satunya instrumen antik rupsi yang 

mem kuskan diri pada sisi s l  dari tindak pidana suap  da  negara angg ta  

dan empat negara n n angg ta yakni rgentina, rasil, ulgaria dan rika elatan yang 

telah meratifikasi dan mengad psi k nvensi internasi nal ini
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D. PENCEGAHAN KORUPSI: BELAJAR DARI NEGARA LAIN

ndia adalah salah satu negara dem kratis yang dapat dianggap ukup sukses memerangi 

k rupsi  eskipun k rupsi masih ukup banyak ditemui, dari da tar peringkat negara

negara yang disurvei leh ransparen y nternasi nal , ndia menempati ranking lebih 

baik daripada nd nesia  ada tahun , dari survei yang dilakukan leh ,  rakyat 

ndia per aya bah a k rupsi benar benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri leh 

masyarakat yang di survei  i ndia, lisi menduduki ranking pertama untuk lembaga yang 

terk rup diikuti leh engadilan dan embaga ertanahan  ari survei , pada tahun , 

ndia menempati peringkat  sama kedudukannya dengan hina dan ra il  ada tahun yang 

sama, negara tetangga ndia seperti rilangka menempati peringkat , akistan peringkat  

dan angladesh peringkat  ada tahun  tersebut, nd nesia menempati n m r  

bersama sama dengan ambia, usia dan g  dari  negara yang di survei  eringkat yang 

ukup buruk jika dibandingkan dengan ndia yang sama sama negara berkembang

leh rishna  ummala dinyatakan bah a se ara te retis k rupsi yang bersi at endemik 

banyak terjadi di negara yang masih berkembang atau ess e elo ed o n ries s  

ummala   yang disebabkan karena beberapa hal yakni 

I  is heori ed ha  corr ion is ende ic in or ario s reasons: ne al access o  and 

disproportionate distribution of wealth among the rich and the poor; public employment 

as the only, or primary, source of income; fast changing norms and the inability to 

correspond personal life patterns with public obligations and expectations; access to 

power points accorded by state controls on many aspects of private lives; poor, or absent, 

mechanisms to enforce anti-corruption laws; general degradation of morality, or amoral 

life styles; lack of community sense, and so on.

engan mendasarkan pada pernyataan tersebut, ummala dalam k nteks ndia, memaparkan 

beberapa hal yang menurutnya penting untuk dianalisis yang menyebabkan k rupsi sulit untuk 

diberantas ummala   yaitu

 da  dua  alasan mengapa sese rang melakukan k rupsi, alasan tersebut adalah 

kebutuhan (need) dan keserakahan (greed)  ntuk menja ab alasan kebutuhan, maka salah 

satu ara adalah dengan menaikkan gaji atau pendapatan pega ai pemerintah  amun 

ara demikian juga tidak terlalu e ekti , karena menurutnya keserakahan sudah diterima 

sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat  enurutnya greed is a part of prevailing cultural 

norms, and it becomes a habit when no stigma is attached. Mengutip dari the Santhanam 

mmittee ia menyatakan bah a  in he lon  r n  he fi h  a ains  corr ion will s cceed 

only to the extent to which a favourable social climate is created  engan demikian iklim 

s sial untuk memberantas k rupsi harus terus dikembangkan dengan memberi stigma yang 

buruk pada k rupsi atau perilaku k rupti

 ateri hukum, peraturan perundang undangan, regulasi atau kebijakan negara enderung 

berp tensi k rupti , sering tidak dijalankan atau dijalankan dengan tebang pilih, dan 

dalam beberapa kasus hanya digunakan untuk tujuan balas dendam  eraturan perundang

undangan hanya sekedar menjadi huru  mati yang tidak memiliki r h sama sekali
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 inimnya role-models atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya 

political will dari pemerintah untuk memerangi k rupsi

 urangnya langkah langkah k nkret pemberantasan k rupsi

 ambatnya mekanisme investigasi dan pemeriksaan pengadilan sehingga diperlukan 

lembaga netral yang independen untuk memberantas k rupsi

 alah satu unsur yang krusial dalam pemberantasan k rupsi adalah perilaku s sial yang 

t leran terhadap k rupsi  ulit memang untuk mem rmulasi perilaku seperti kejujuran 

dalam peraturan perundang undangan  esulitan ini bertambah karena sebanyak apapun 

berbagai perilaku diatur dalam undang undang, tidak akan banyak men l ng selama 

masyarakat masih bersikap lunak dan t leran terhadap k rupsi

DISKUSI

balah membandingkan situasi yang terjadi di ndia sebagaimana digambarkan leh 

ummala dengan situasi riil yang terjadi di nd nesia  enarkah hal hal sebagaimana 

digambarkan leh ummala juga terjadi di nd nesia  ila hal tersebut terjadi, 

pikirkanlah apa yang dapat anda lakukan untuk memperbaiki keadaan di nd nesia  

ebagai mahasis a dan bagian dari elemen masyarakat, anda dapat melakukan 

investigasi sederhana dengan melakukan studi mengenai perilaku k rupsi di sekitar 

anda  ikirkanlah ketika anda harus membayar biaya ekstra  untuk pembuatan  

atau  atau anda terpaksa memberi ampl p karena akan ditilang leh lisi, anda 

ikut menumbuhsuburkan praktik k rupsi di egara ini  nda dapat mengambil sikap 

dengan mengatakan NO TO CORRUPTION 

iranya kita dapat belajar dari pemaparan tersebut, karena k ndisi nd nesia dan ndia 

yang sama sama negara berkembang  ndia telah berhasil menaikkan peringkat negaranya 

sampai pada p sisi yang ukup baik, demikian pula nd nesia  ntuk selanjutnya ummala 

menyatakan bah a dengan melakukan pemberdayaan segenap k mp nen masyarakat, ndia 

terus ptimis untuk memberantas k rupsi  

In odern India  o er  ins ficienc  and class con ic s are slowl  i in  wa  o a 

confiden  incl si e  e owered India. On he rans arenc  In erna ional s orr ion 

Inde  India s osi ion has i ro ed si nifican l  and ho e ll  will con in e o do so. 

The vigilance of our enlightened people will ensure this (Tummala : 2009).

elain ndia, salah satu lembaga pemberantasan k rupsi yang ukup sukses memberantas 

k rupsi adalah ndependent Commission Against Corruption  di ngk ng  ny k, 

mantan k misaris  sema am  di ngk ng , menyatakan bah a salah satu kun i sukses 

pemberantasan k rupsi adalah adanya lembaga antik rupsi yang berdedikasi, independen, 

dan bebas dari p litisasi  ebagaimana , lembaga  juga mendapat ke aman luas 

dari masyarakat di ng ng  amun dengan dedikasi luar biasa dan dengan melakukan 
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kemitraan bersama masyarakat akhirnya  mampu mela an kejahatan k rupsi se ara 

signifikan  akt r akt r keberhasilan yang di apai leh  dalam melaksanakan misinya 

adalah sebagai lembaga yang independen dia bertanggung ja ab langsung pada kepala 

pemerintahan  al ini menyebabkan  bebas dari segala ampur tangan pihak manapun 

pada saat melakukan penyelidikan suatu kasus  rinsipnya pada saat lembaga ini men urigai 

adanya dugaan k rupsi maka langsung melaksanakan tugasnya tanpa keraguan ugr h   

  juga melakukan kampanye antik rupsi se ara besar besaran dengan melibatkan 

edia  klan layanan masyarakat dengan materi antik rupsi ditayangkan dalam televisi 

k mersial untuk men egah dan mendidik masyarakat  r sentase kesediaan masyarakat 

untuk melap rkan k rupsi di ngk ng juga sangat tinggi dengan ketiadaan keraguan dari 

masyarakat untuk memberikan identitas dan k ntak yang dapat dihubungi sehingga k rupsi 

dapat ditangani dengan baik  

ambar  ina dapat dikatakan sukses memberantas k rupsi  egara lain di sia yang bisa dikatakan sukses 
memerangi k rupsi adalah ingapura dan ngk ng  edua pemerintah negara ini selama kurun aktu kurang lebih 

 tahun telah dapat membuktikan pemberantasan k rupsi dengan ara menghukum pelaku k rupsi dengan e ekti  
tanpa memperhatikan status atau p sisi sese rang

 memiliki ke enangan investigasi luas, meliputi investigasi di sekt r pemerintahan dan 

s asta, memeriksa rekening bank, menyita dan menahan pr perti yang diduga hasil dari k rupsi, 

memeriksa saksi, menahan d kumen perjalanan tersangka melakukan egah tangkal agar 

tersangka tidak melarikan diri keluar negeri   merupakan lembaga pertama di dunia yang 

merekam menggunakan vide  terhadap investigasi semua tersangka k rupsi  trategi yang 

ditempuh  ngk ng dalam memberantas k rupsi dijalankan melalui tiga abang kegiatan, 

yaitu penyelidikan, pen egahan, dan pendidikan  elalui pendidikan diharapkan masyarakat 

semakin paham peran mereka bah a keikutsertaan mereka dalam memerangi k rupsi merupakan 

kun i utama keberhasilan pemberantasan k rupsi ugr h  

ebenarnya ada banyak kesamaan antara  dan  di ngk ng  erbedaannya adalah pada 

sistem perekrutan pimpinan dan k misi nernya  engan sistem perekrutan yang ada saat ini, 

 menurut ibnu ugr h  tidak mampu membebaskan diri dari p litisasi  engan perbedaan 

yang tipis ini, ditambah k mitmen pemerintah yang tidak k mpak dalam memandang pentingnya 

pemberantasan k rupsi, ternyata output nya sangat jauh berbeda  ermasalahan perekrutan 

k misi ner  melalui fi  and ro er es  di  membuka kemungkinan masuknya kepentingan 

dan p litisasi  enjaringan melalui uji kelayakan di  pada satu sisi diharapkan mampu 

menemukan s s k pejabat  yang tidak mudah gr gi berhadapan dengan angg ta , namun 

di sisi lain mun ulnya l bi l bi p litik menjadi terbuka ugr h    
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alah satu negara yang juga ukup menarik untuk dipelajari adalah ina  alaupun diperintah 

dengan tangan besi leh partai k munis, ina dapat dikatakan sukses memberantas k rupsi  

egara lain di sia yang bisa dikatakan sukses memerangi k rupsi adalah ingapura dan 

ngk ng  edua pemerintah negara ini selama kurun aktu kurang lebih  tahun telah dapat 

membuktikan pemberantasan k rupsi dengan ara menghukum pelaku k rupsi dengan e ekti  

tanpa memperhatikan status atau p sisi sese rang

ampai saat ini keberhasilan  di tingkat penuntutan men apai , dimana seluruh perkara 

yang ditangani berhasil dibuktikan di pengadilan  ila dibandingkan, dalam kurun aktu lebih dari 

 tahun, ilipina dengan lembaga mbudsman hanya berhasil menghukum segelintir pejabat saja 

hattarai   ukup membanggakan bukan  amun, kinerja  tetap harus ditingkatkan, 

mengingat kuantitas serta m dus k rupsi semakin meningkat dan beragam

DISKUSI

i beberapa negara, salah satu ara untuk menghukum k rupt r adalah dengan 

memberlakukan pidana mati  ibuan peti mati disiapkan leh pemerintah ina dalam 

rangka mempersiapkan pelaku k rupt r yang dihukum mati leh pengadilan  etujukah 

anda terhadap met de ini  iskusikanlah dengan d sen dan teman teman anda
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

 ahasis a mampu menjelaskan gerakan nasi nal pen egahan k rupsi; 

 ahasis a mampu menjelaskan kerjasama pen egahan k rupsi di 

tingkat nasi nal; 

 ahasis a mampu menjelaskan beberapa instrumen nasi nal 

pen egahan k rupsi

POKOK BAHASAN

erakan, kerjasama, dan beberapa instrumen nasi nal pen egahan k rupsi

SUB POKOK BAHASAN

 erakan dan erjasama asi nal en egahan rupsi 

 nstrumen asi nal en egahan rupsi 

  embaga en egahan rupsi
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A. GERAKAN DAN KERJASAMA NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

alam beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan bagaimana masyarakat nd nesia semakin 

kritis terhadap permasalahan k rupsi  erungkapnya k rupsi leh penyelenggara negara 

menjadi kabar buruk hampir setiap aktu, berdampak pada menurunnya tingkat keper ayaan 

masyarakat terhadap lembaga negara, hingga memun ulkan kekha atiran akan masa depan 

bangsa apabila situasi tidak bertambah baik  ritisisme, keprihatinan dan kekha atiran 

tersebut kemudian menyadarkan berbagai pihak termasuk lembaga negara itu sendiri untuk 

tidak berpangkutangan dan ikut berpartisipasi mendukung aksi pemberantasan k rupsi  al ini 

ditandai dengan tumbuhnya berbagai ma am gerakan antik rupsi baik dalam ruang lingkup 

nasi nal maupun l kal  emang belum ada data akurat mengenai jumlah gerakan antik rupsi 

tersebut, namun kehadirannya bisa disaksikan dan gel mbang gerakannya bisa dirasakan dari 

berbagai aktifitas yang dilakukan di seluruh negeri  

erakan antik rupsi leh lembaga lembaga negara merupakan erminan tanggungja ab 

untuk memberantas k rupsi dalam bir krasi pemerintahan  edangkan gerakan antik rupsi 

leh masyarakat menunjukkan kesadaran untuk memilih peran sesuai dengan bidang dan 

k mpetensinya masing masing, yang ditujukan untuk mempengaruhi penguatan perilaku 

antik rupsi atau integritas dalam sebuah lingkungan tertentu  ada umumnya gerakan 

antik rupsi dilakukan berbasis kemitraan kerjasama baik sesama pihak maupun lintas 

sekt ral, karena dengan kerjasama akan lebih e ekti  dan lebih luas man aatnya  

1.  Sektor Publik/Pemerintah 

 embaga publik memiliki sasaran dan tujuan yang berbeda dengan lembaga

perusahaan s asta dan atau k mersial  ujuan utama dari lembaga publik adalah 

untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat  embaga publik bertujuan 

menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan atau jasa, 

dan dalam bekerja lembaga ini tidak ber rientasi pada men ari keuntungan non rofi . 

 alam beberapa tahun terakhir menguatnya semangat re rmasi bir krasi guna me ujudkan 

tatakel la pemerintahan yang transparan dan bersih (clear and clean governance) ditandai 

dengan semakin intensnya upaya lembaga lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah untuk melakukan perbaikan sistem dan penguatan integritas sumber daya 

manusianya  embaga lembaga tersebut menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam 

melaksanakan berbagai pr gram antik rupsi  

 alah satu pen anangan gerakan antik rupsi yaitu erakan asi nal ev lusi ental  

nstruksi residen   tahun  tentang erakan asi nal ev lusi ental  

dikeluarkan dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa nd nesia, 

dengan menga u pada nilai nilai integritas, et s kerja, dan g t ng r y ng untuk 

membangun budaya bangsa yang bermartabat, m dern, maju, makmur, dan sejahtera 

berdasarkan an asila  ntuk itu dalam nstruksi ini diperintahkan kepada segenap enteri 

dan ekretaris abinet, aksa gung, anglima , epala ep lisian, epala embaga 

emerintah n ementerian, egenap epala ekretariat embaga egara, ubernur, dan 

upati alik ta untuk mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai tugas, ungsi, 

dan ke enangan masing masing untuk melaksanakan 
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 erakan nd nesia elayani  nstruksi residen   tahun   menyatakan bah a 

 di kuskan kepada  a  peningkatan kapasitas sumber daya manusia paratur ipil 

egara; b  peningkatan penegakan disiplin paratur emerintah dan enegak ukum;  

penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang in vati  (e-government); 

d  penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system) 

paratur ipil egara; e  peningkatan perilaku pelayanan publik yang epat, transparan, 

akuntabel, dan resp nsi ;  penyempurnaan peraturan perundang undangan deregulasi ; g  

penyederhanaan pelayanan bir krasi debir kratisasi ; h  peningkatan penyediaan sarana 

dan prasarana yang menunjang pelayanan publik; i  peningkatan penegakan hukum dan 

aturan di bidang pelayanan publik; dan j  penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta 

keteladanan pimpinan  erakan nd nesia elayani ini dik rdinasikan leh enteri 

endayagunaan paratur egara dan e rmasi ir krasi yang bertanggungja ab atas 

ter ujudnya perilaku sumber daya manusia paratur ipil egara yang bersi at melayani 

bukan dilayani  

 erakan lain yang menjadi kus instruksi residen ini adalah erakan nd nesia ertib 

nstruksi residen   tahun   yang ke enangannya diberikan kepada 

enteri rdinat r idang litik, ukum, dan eamanan yang bertanggung ja ab 

atas ter ujudnya perilaku masyarakat nd nesia yang tertib  r gram erakan nd nesia 

ertib, di kuskan kepada  a  peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik; 

b  peningkatan perilaku tertib pengel laan pengaduan;  peningkatan perilaku tertib 

administrasi kependudukan; d  peningkatan perilaku tertib berlalu lintas; e  peningkatan 

perilaku antri;  peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku 

tertib; g  peningkatan penegakan hukum perilaku tertib; dan h  menumbuhkan lingkungan 

keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan k munitas yang ramah dan bebas kekerasan

 e ara khusus, enteri rdinat r idang embangunan anusia dan ebudayaan diberi 

e enang untuk melakukan k rdinasi, sinkr nisasi, dan pengendalian pelaksanaan  

embaga ini juga diberi e enang untuk menyusun dan menetapkan Peta Jalan (Road-Map) 

dan ped man erakan serta membentuk dan menetapkan ugus ugas asi nal  

yang angg tanya berasal dari unsur kementerian lembaga, tenaga ahli, t k h masyarakat, 

dunia usaha, rganisasi pr esi, dan akademisi  eta jalan sebagaimana diatur dalam 

eraturan enteri rdinat r idang embangunan anusia dan ebudayaan    

ahun  tentang eta alan erakan asi nal ev lusi ental  dimaksudkan 

sebagai a uan dalam pelaksanaan  bagi penyelenggara negara, dunia usaha, dunia 

pendidikan dan masyarakat dan dibuat dengan tujuan agar gerakan ini dapat dilakukan 

se ara masi  dan k nsisten sehingga sasaran  dapat ter apai se ara terpadu, e ekti , 

efisien, dan akuntabel

 alam eraturan enteri rdinat r idang embangunan anusia dan ebudayaan 

   ahun  disebutkan  tiga  nilai strategis instrumental ev lusi ental yang 

meliputi  a) Integritas  ntegritas adalah k nsistensi dan keteguhan yang tak terg yahkan 

dalam menjunjung tinggi nilai nilai luhur dan keyakinan yang menyelaraskan hubungan 

diantara tindakan dengan nilai dan prinsip kehidupan  ntegritas merupakan kesatuan kata 

dan perbuatan yang mengarahkan karakter dan perilaku sese rang se ara bertanggung 
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ja ab  entuk penjabaran nilai integritas antara lain dapat diper aya, sadar hak dan 

ke ajiban, serta bertanggungja ab; b) Etos Kerja  t s kerja adalah semangat kerja 

yang menjadi iri khas dan keyakinan sese rang atau masyarakat  t s kerja sese rang 

berkaitan erat dengan kepribadian, perilaku, dan karakter individu yang bersangkutan  t s 

kerja antara lain terdiri dari nilai daya saing, kreati , mandiri, in vati  dan pr dukti ; dan c)  

Gotong Royong  t ng r y ng merupakan nilai yang telah ada sejak aman nenek m yang 

kita  asyarakat nd nesia dikenal sejak lama telah menggunakan ara kerjasama di dalam 

menyelesaikan setiap masalah  entuk nilai g t ng r y ng antara lain saling menghargai, 

kerjasama, s lidaritas, perilaku t l ng men l ng, ber rientasi pada kebaikan bersama, dan 

ber rientasi kepada rakyat banyak

 eta alan dalam eraturan enteri rdinat r idang embangunan anusia dan 

ebudayaan    ahun  ini diharapkan dapat membentuk sinergi diantara semua 

elemen bangsa dengan memperkuat peran nyata penyelenggara negara dan seluruh elemen 

masyarakat  nsur pelaksana gerakan ini terdiri atas  empat  pelaku agen perubahan 

yaitu penyelenggara negara eksekuti , legislati , yudikati  baik di pusat maupun di daerah, 

dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat   memerlukan inisiati  semua pelaku

agen perubahan untuk bersama sama se ara berg t ng r y ng mengubah keadaan bangsa 

menjadi lebih baik dan lebih maju sesuai harapan rakyat  entuk nyata dari gerakan ini 

selain berupa inisiati  semua pelaku agen perubahan, juga didukung leh berbagai simpul 

perubahan yang telah dan sedang berlangsung dalam masyarakat, mulai dari bir krasi yang 

melayani, peningkatan penegakan hukum dan aturan tanpa pandang bulu, hingga berbagai 

inisiati  yang melibatkan para pemangku kepentingan se ara berg t ng r y ng untuk 

me ujudkan perilaku k lekti  yang berintegritas dan beret s kerja

ambar  elaku 

umber  eraturan enteri rdinat r idang embangunan anusia dan ebudayaan    ahun 
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misi emberantasan rupsi juga berupaya melaksanakan berbagai gerakan dan 

kerjasama dalam rangka pen egahan k rupsi di sekt r publik  erakan dan kerjasama 

antik rupsi dilakukan di berbagai jenis pelayanan publik terutama yang ra an dengan 

k rupsi yaitu sekt r perijinan, sekt r pendidikan, sekt r kesehatan, sekt r sumber daya 

alam dan ketahanan energi, sekt r pangan, sekt r penerimaan pendapatan negara, sekt r 

in rastruktur, hibah dan bantuan s sial ans s , sekt r kepega aian, pengel laan dana 

desa, sekt r pengadaan barang dan jasa serta sekt r penegakan hukum  

 melakukan k rdinasi dan supervisi pen egahan k rupsi yang terintegrasi dengan 

bidang penindakan  edangkan dalam pen egahan k rupsi sekt r publik itu sendiri,  

melibatkan baik sekt r pemerintah maupun s asta  ebagai nt h pada sekt r kesehatan 

telah dan terus dilaksanakan perbaikan sistem tatakel la se ara k mprehensi  dan 

terpadu leh pihak pihak berkepentingan antara lain  dan ementerian esehatan 

berupa menerbitkan aturan aturan baru, perbaikan dan sinkr nisasi aturan yang saling 

bertentangan, penyusunan en ana trategis enstra  serta en ana erja perasi nal 

en p , melaksanakan pengadaan barang melalui e-catalogue, sistem monitoring dan 

evaluasi dan sebagainya  erjasama ini diharapkan  e ekti  dalam men egah tindak pidana 

k rupsi dan memperbaiki pelayanan publik di bidang kesehatan yang selama ini sering 

dikeluhkan leh masyarakat

erakan lain yang sekarang sering kita dengar di lingkup departemen atau lembaga 

emerintah adalah penandatanganan akta ntegritas (Integrity Pact)  alam ebsite 

ikiapbn yang dikel la leh ementerian euangan disebutkan bah a pakta integritas 

adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang k mitmen melaksanakan seluruh 

tugas, ungsi, tanggung ja ab, e enang dan peran sesuai dengan peraturan perundang

undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan k rupsi, k lusi, dan nep tisme  lingkup 

departemen atau lembaga emerintah, akta ntegritas biasanya dituangkan ke dalam 

sebuah kumen akta ntegritas  engan demikian, pejabat publik yang akan mengel la 

atau melaksanakan tugas, tanggung ja ab dan perannya di sebuah lembaga pemerintah 

memberikan pernyataan atau janjinya untuk tidak melakukan k rupsi, k lusi dan nep tisme 

selama mereka memangku jabatan di lembaga tersebut

2.  Sektor Swasta dan BUMN 

ekt r s asta dan  rentan terlibat dalam tindak pidana kasus k rupsi  alam semua 

kasus k rupsi yang ditangani , sekitar  melibatkan s asta antara lain suap menyuap 

dan gratifikasi untuk mempengaruhi keputusan penyelenggara negara atau pega ai 

negeri  ap ran ahunan    rupsi tidak hanya melibatkan knum pejabat, tetapi 

melibatkan  kali lebih banyak pelaku usaha r fit,   leh karena itu pen egahan 

k rupsi di sekt r s asta sangat mendesak dilakukan, selain untuk menghilangkan k mpetisi 

yang tidak sehat juga untuk meminimalisir keterlibatan pengusaha dalam praktik k rupsi  

en egahan k rupsi di sekt r s asta tersebut utamanya melalui perbaikan sistem dan 

tatakel la  
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alah satu aksi k lab rati  diinisiasi leh  sejak tahun  yaitu erakan embangunan 

ntegritas isnis  erakan ini merupakan k lab rasi multisekt ral yang melibatkan itjen ea 

ukai, mbudsman epublik nd nesia, ementerian esehatan, ementerian ehutanan 

dan ingkungan idup,  igas, ementerian ertanian, ementerian , ementerian 

, ransparansi nternasi nal nd nesia, nd nesia rrupti n at h, serta as siasi 

pengusaha  r gram yang diusung adalah r esi nal erintegritas , yang bertujuan 

mengajak para pemangku kepentingan yaitu pelaku bisnis, instansi pemerintah, aparat 

penegak hukum dan per akilan masyarakat untuk bersinergi meningkatkan integritas 

di kalangan pengusaha    memberikan ped man pr gram pembangunan bisnis 

berintegritas dengan ara ;  membangun agen antik rupsi,  membangun kebijakan 

antik rupsi, dan  k mit membangun aksi k lab rasi memberantas k rupsi bagi pelaku 

bisnis, regulat r dan penegak hukum  elain itu  mend r ng  nisiati  ntik rupsi 

yaitu identifikasi resik  terjadinya k rupsi, k de etik, internalisasi nilai antik rupsi, 

kepemimpinan, pelap ran yang akuntabel transparan, sistem kepatuhan, Corporate Social 

Responsibility, mekanisme whistle-blowing serta kebijakan k n ik kepentingan  

asih banyak bentuk kerjasama lain dalam rangka men egah k rupsi di sekt r s asta atau 

k rupsi yang melibatkan sekt r s asta

3. Gerakan dan Kerjasama Masyarakat 

aat ini semakin banyak gerakan antik rupsi yang lahir dari  masyarakat sipil (civil society), 

yang mana dalam aksi aksinya juga melibatkan kerjasama dengan pihak lain  mumnya 

bidang bidang pen egahan menjadi kus gerakan dan kerjasama antik rupsi tersebut 

diantaranya pembangunan karakter integritas, perbaikan sistem, pendidikan pelatihan 

antik rupsi, partisipasi publik dan penguatan tatakel la  

erdasarkan pelaku gerakan, dapat diidentifikasi beberapa m del gerakan antik rupsi di 

nd nesia sebagai berikut  

a  embaga endidikan dan usat tudi ntik rupsi

emakin banyak sek lah dan perguruan tinggi yang memandang pentingnya 

pendidikan karakter yang mengutamakan nilai integritas dan antik rupsi  ek lah

sek lah mengadakan matapelajaran karakter dan erguruan inggi melaksanakan 

mata kuliah endidikan ntik rupsi bagi anak anak didiknya  ementerian endidikan 

dan ebudayaan, ementerian iset, ekn l gi, dan endidikan inggi serta  

sangat mendukung dan mengandalkan peran lembaga pendidikan dalam membangun 

integritas di dunia pendidikan melalui kebijakan, pelatihan guru dan d sen maupun 

penyediaan sumber sumber bahan ajar seperti seperti m dul, media belajar berbentuk 

film dan sebagainya yang terkait antik rupsi  nstitut ekn l gi andung, niversitas 

aramadina, niversitas egeri emarang, dan nika egijapranata adalah nt h dari 

perguruan tinggi yang telah memasukkan nilai nilai antik rupsi dalam pr ses belajar 

mengajarnya  da yang juga sudah menyelenggarakan uliah erja yata  tematik 
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ntegritas khusus untuk membantu aparat pemerintahan desa mengembangkan nilai

nilai integritas dalam melayani masyarakat di desanya  eran lembaga pendidikan 

dalam pen egahan k rupsi adalah membangun tatakel la sek lah kampus yang bersih, 

transparan dan akuntabel, dan pada saat yang sama membangun karakter anak didik 

yangberintegritas

usat tudi ntik rupsi di perguruan tinggi juga berkembang  ada Anticorruption Summit 

 diidentifikasi sudah ada  usat tudi ntik rupsi yang dimiliki perguruan tinggi 

di nd nesia meskipun k ndisinya beragam dari yang berkembang hingga masih kurang 

diberikan tempat  https ne s detik m berita d ketua kpk berharap pusat

studi antik rupsi di kampus bisa berkembang  erja pusat pusat studi antik rupsi  

melakukan kajian, menyediakan data, melakukan riset dan memberikan rek mendasi 

kepada pihak pihak yang berkepentingan dalam penindakan maupun pen egahan 

k rupsi; dan bahkan menjadi think tank bagi para pemangku kepentingan  nt h pusat 

studi antik rupsi adalah  ,  ,   

b  embaga adaya asyarakat ntik rupsi

 pada umumnya lahir sebagai resp n terhadap kurang baiknya kinerja pemerintah  

ebelum era re rmasi, banyak  harus berhadapan dengan emerintah karena tidak 

berjalannya pr ses dem kratisasi  alam perkembangannya, saat ini  bahkan justru 

dipandang sebagai mitra pemerintah dalam upaya menangani suatu isu tertentu  i 

nd nesia   ntik rupsi tumbuh ukup pesat, beberapa diantaranya memiliki reputasi 

nasi nal seperti Indonesia Corruption Watch , Transperancy International nd nesia 

 eduanya telah menjadi pembentuk pini publik dan mitra pemerintah dalam upaya 

pen egahan k rupsi  ejumlah  antik rupsi lahir di daerah namun berperan dalam 

mendukung pen egahan k rupsi di daerahnya   enggiat ntik rupsi  anad  

misalnya, merupakan mitra  dalam dua tahun terakhir   bergerak melalui bidang 

pendidikan untuk menanamkan nilai nilai antik rupsi sejak dini kepada anak anak  

eskipun tidak berskala besar,  didukung leh  ubernur ula esi tara dan terus 

berlanjut aktivitasnya

ambar  t  egiatan  saat enyelenggarakan ek lah ntik rupsi tahun 

https antik rupsi rg  
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 munitas k munitas ntik rupsi

 alam beberapa tahun semakin banyak gerakan antik rupsi lahir dari basis k munitas 

yang beragam seperti anak muda, guru, d sen, seniman, perempuan dan sebagainya; dan 

pendekatan yang beragam dalam menyampaikan pesan antik rupsi  r ses tumbuhnya 

k munitas antik rupsi dia ali dengan menguatnya kesadaran diri yang kemudian 

dilanjutkan dengan memilih peran berk ntribusi dalam pen egahan k rupsi dengan 

ara mendirikan k munitas ataupun bergabung dengan k munitas yang sudah ada  

etiap k munitas mengembangkan substansi gerakan dan pendekatannya sendiri sesuai 

tujuannya untuk mempengaruhi kel mp k sasarannya  ebagian k munitas lahir atas 

inisiati  sendiri, sebagian yang lain did r ng pertumbuhannya leh  alam rangka 

menumbuhkan k munitas antik rupsi,  biasanya berperan sebagai trigger-mechanism, 

yaitu mempersiapkan rang rang al n pendiri sebuah k munitas dengan memberikan 

pelatihan, memberikan alternati  m del gerakan, dan kemudian memberikan k nsultasi 

atau pendampingan dalam aktifitas pergerakan mereka selanjutnya  al ini memperlihatkan 

pentingnya peran k munitas dalam pen egahan k rupsi  

 erakan antik rupsi tidak harus besar namun bisa sederhana tapi bermakna  elain itu, ranah 

gerakan antik rupsi dapat ranah hulum maupun n n hukum  endekatan yang digunakan 

setiap k munitaspun bervariasi seperti aksi dem nstrasi, berbasis keluarga, berbasis m ral 

intelektual, dengan media pr duk seni, d ngeng, game, dan sebagainya  

 eberapa nt h k munitas antik rupsi 

 aya erempuan nti rusi 

  merupakan gerakan antik rupsi berbasis pendekatan keluarga yang lahir dari 

pr gram  pada tahun   menggunakan b ardgame ain d   

untuk menanamkan antik rupsi kepada perempuan dan anak  ingga tahun   

telah melatih lebih dari  agen pembaru di  pr vinsi di nd nesia  https

kpk g id id berita siaran pers gerakan saya perempuan antik rupsi meraih

penghargaan ia ea  ara agen  tersebut bergerak se ara k lekti  meningkatkan 

kesadaran masyarakat  erakan  yang dim t ri perempuan ini juga mend r ng 

peran sentral perempuan dalam keluarga untuk menanamkan nilai nilai dasar 

integritas di dalam keluarga   telah membuat sejumlah perubahan p siti  antara 

lain mend r ng banyak perempuan mulai kritis misalnya menanyakan asal uang yang 

diberikan suami; membuka kesadaran banyak istri sehingga tidak lagi menggunakan 
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asilitas kant r misalnya kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi; juga banyaknya ibu 

yang mulai serius memperkenalkan dan mengajarkan tentang kejujuran pada keluarga 

dan memberikan k nteks kejujuran tersebut dalam kehidupan sehari hari  ada tahun 

  bahkan meraih penghargaan internasi nal Anti-Corruption Excellence (ACE) 

Award.

  

 Future Leader for Anti Corruption  adalah k munitas yang berangg takan 

mahasis a  ahir pada tahun ,  saat ini sudah ada di sembilan regi nal 

antara lain akarta, g r, engkulu, andung, gyakarta, urabaya, alang  ujuan 

 adalah memperluas jaringan antik rupsi di kalangan mahasis a dan pelajar 

dan membentuk kader kader antik rupsi melalui berbagaima am pelatihan  elalui 

pr gram askar ntik rupsi,  mengkampanyekan nilai nilai antik rupsi kepada 

anak anak melalui melalui d ngeng, bermain dan bernyanyi  ingga kini pengenalan 

antik rupsi leh  tidak hanya ke pel s k atau perbatasan nd nesia tapi merambah 

hingga berbagai negara seperti ra il, epang, merika erikat dan elanda
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 katan uru nd nesia  agupegtas

 atu uru enggerak ntegritas agupegtas  merupakan suatu kanal yang si atnya 

gerakan untuk mempersiapkan para guru yang tergabung dalam katan uru nd nesia 

agar mampu mengimplementasikan  dan menanamkan  sembilan  nilai integritas dalam 

disiplin ilmunya masing masing  munitas ini didukung leh emendikbud dan , 

dan telah mengadakan sejumlah pelatihan untuk menghasilkan k mpetensi tersebut  

arapannya, guru akan mampu mengajarkan nilai nilai integritas tersebut kepada para 

sis anya dengan met de yang tepat

 rum aman a aan asyarakat  aman iterasi ntegritas

  melalui usat dukasi ntik rupsi bersama rum aman a aan asyarakat 

 menggagas erakan aman iterasi ntegritas ali ntegritas , sebuah gerakan 

untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan nilai nilai integritas dalam kehidupan 

masyarakat melalui  yang berada di lingkungan masyarakat  ali ntegritas 

ini adalah ara para pegiat literasi untuk ikut terlibat dalam pemberantasan k rupsi 

melalui pendidikan antik rupsi  egiatan literasi antik rupsi yang dilakukan di  

meman aatkan pr duk pr duk antik rupsi yang diterbitkan  antara lain buku, film, 

dan b ardgame

 erakan uisi en lak rupsi

  adalah gerakan m ral yang dilakukan leh para penyair nd nesia dalam rangka 

mengkampanyekan sikap antik rupsi kepada masyarakat melalui penerbitan buku 
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ant l gi puisi, l mba ba a puisi, l mba musikalisasi puisi, pemutaran film film, diskusi, 

seminar, rasi budaya, dan pertunjukan seni ba a puisi yang semuanya bertemakan 

antik rupsi  asaran gerakan ini adalah generasi muda pelajar, mahasis a , para pekerja 

seni, dan masyarakat umum  ntuk memperkuat gerakan, di setiap daerah dibentuk 

k rdinat r yang bertugas menyelenggarakan rangkaian a ara r adsh    

telah berjalan sebagai gerakan yang bersi at nirlaba, independen dan mandiri  tersebut  

r gram kegiatan  antara lain Road Show uisi en lak rupsi yang dilakukan di 

berbagai k ta, dik rdinir leh para penyair  yang mukim di k ta tersebut  uku

buku yang sudah diterbitkan antara lain sejumlah buku nt l gi uisi en lak rupsi 

leh puluhan penyair rum astra urakarta

 usat elajar ntik rupsi  mpet hua a

 mpet hua a merupakan satu satunya lembaga filantr pi di nd nesia yang memiliki 

gerakan antik rupsi, bernama  ersinergi dengan ,  giat menyemaikan 

isu antik rupsi terhadap kalangan masyarakat menengah ke ba ah hingga ke pel s k 

nd nesia  mpat ungsi  adalah ;  sebagai anticorruption training center kepada 

guru, pelajar, mahasis a, kmunitas grassr ts, anak muda;  branding dengan menjadi 

narasumber diskusi publik dan media massa seperti di adi   dan  uhammadiyah; 

 menjadi pusat pustaka literasi antik rupsi dengan mengumpulkan literasi antik rupsi; 

 menjadi lab rat rium lembaga antik rupsi dengan menyusun kurikulum m del 

pembelajaran antik rupsi  r gram pr gram  antara lain mba ipta erpen 

dan uisi ntik rupsi ntuk is a , rksh p enulis iksi ntik rupsi, mba 

ipta edia embelajaran ntik rupsi, Training Anti Corruption Champion untuk guru, 

roadshow pendidikan Integrity Fest ke beberapa daerah  

 https d mpetdhua a rg p st detail pusat belajar antik rupsi sarana

selamatkan generasi penerus bangsa

 munitas bat anjur rang ebat ain ujur  

 munitas bat anjur  merupakan k munitas anak muda yang peduli dengan gerakan 

antik rupsi  ekumpulan anak muda kreati  ini turut serta berantas k rupsi melalui 

kegiatan edukasi menggunakan b ardgame yang dik mbinasikan dengan kegiatan 

senam, bernyanyi, dan d ngeng selaras dengan sl gan bat anjur, yaitu elajar, 

ermain, dan erbagi  munitas yang berl kasi di akassar ini melakukan kegiatan 

s sialisasi dan pendidikan antik rupsi ke sek lah sek lah di ilayah akassar dan 

sekitarnya  su yang diangkat k munitas ini adalah menumbuhkan nilai nilai antik rupsi 

yang disingkat dengan jarg n  ani, jur, andiri, eduli, dil, 

siplin, jakeras, nggungja ab, ederhana
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B.  INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI 

pakah yang dimaksud dengan instrumen nasi nal pen egahan k rupsi  alam Collins on-

line En lish ic ionar  https llinsdi ti nary m di ti nary english  instrument 

diartikan sebagai a tool or device that is used to do a particular task  ampir mirip dengan 

yang lalu, dalam erriam ebster n line i ti nary https merriam ebster m

di ti nary , instrument diartikan sebagai a tool or device designed to do careful and exact 

work  ari kedua pengertian tersebut, yang dimaksud dengan instrumen pen egahan k rupsi 

adalah alat yang digunakan untuk men egah dan atau memberantas k rupsi

pa saja bentuk instrumen nasi nal pen egahan k rupsi  nstrumen ini dapat berbentuk 

kebijakan antik rupsi yang dikeluarkan leh pemerintah baik dalam bentuk peraturan 

perundang undangan dan lembaga lembaga yang bertugas men egah dan atau memberantas 

k rupsi  

da banyak sekali kebijakan serta peraturan perundang undangan yang dibuat leh  

dan atau emerintah dalam rangka men egah dan memberantas k rupsi  erikut adalah 

 erakan ntik rupsi intas lumni 

 ada tahun , alumni dan mahasis a dari beberapa perguruan tinggi mendeklarasikan 

terbentuknya  intas lumni  ertujuan menjadi rganisasi berbasis m ral 

intelektual yang bisa menga al agar pelaksanaan hukum terhadap tersangka k rupsi 

bisa benar benar memberikan e ek jera dan tanpa remisi,  mendukung dan menga al 

risula penanggulangan k rupsi leh lri, ejaksaan dan  eberapa aksi  

diantaranya unjuk rasa mendesak  bersama ep lisian dan ejaksaan untuk segera 

mengusut kasus k rupsi etral dan praktik mafia di reep rt, eminar  lumni intas 

  mengenai emberantasan rupsi yang emberikan ek era
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beberapa nt h saja perundang undangan di tingkat nasi nal yang dibuat leh  

dan atau emerintah dalam rangka men egah dan memberantas k rupsi  da peraturan 

perundang undangan yang memang se ara langsung berhubungan dengan pen egahan 

dan pemberantasan k rupsi  da pula beberapa perturan perundang undangan yang tidak 

se ara langsung berhubungan dengan pen egahan dan pemberantasan k rupsi, namun 

dibuatnya peraturan perundang undangan ini diharapkan dapat menunjang pen egahan dan 

pemberantasan k rupsi di nd nesia

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

 ndang undang ini lahir segera setelah jatuhnya re im rde baru dan dikeluarkan dengan 

pertimbangan bah a praktek k rupsi, k lusi, dan nep tisme dapat merusak sendi sendi 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi 

negara  alam undang undang ini, yang dimaksud dengan enyelenggara egara adalah 

ejabat egara yang menjalankan ungsi eksekuti , legislati , atau yudikati , dan pejabat 

lain yang ungsi dan tugas p k knya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

 aksud dari enyelenggara egara adalah  a  ejabat egara pada embaga ertinggi 

egara; b  ejabat egara pada embaga inggi egara;  enteri; d  ubernur; e  akim; 

 ejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 

yang berlaku; dan g  ejabat lain yang memiliki ungsi strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang 

berlaku

 dapun yang dimaksud dengan ejabat lain yang memiliki ungsi strategis dalam kaitannya 

dengan penyelenggaraan negara adalah  a  ireksi, misaris, dan pejabat struktural 

lainnya pada adan saha ilik egara dan adan saha ilik aerah; b  impinan ank 

nd nesia dan impinan adan enyehatan erbankan asi nal;  impinan erguruan 

inggi egeri; d  ejabat sel n  dan ejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, 

militer, dan ep lisian egara epublik nd nesia; e  aksa;  enyidik; g  anitera 

engadilan; dan h  emimpin dan bendahara an pr yek

 alam undang undang ini diamanatkan untuk dibentuk misi emeriksa ekayaan 

enyelenggara egara  yang selanjutnya disebut misi emeriksa yakni lembaga 

independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan enyelenggara egara dan mantan 

enyelenggara egara untuk men egah praktek k rupsi, k lusi dan nep tisme  engan 

aturan ini, maka setiap penyelenggara negara di ajibkan untuk melap rkan seluruh 

harta kekayaannya sebelum, saat dan sesudah menduduki jabatannya   etelah keluarnya 

ndang ndang   tahun  tentang ,  kemudian dibubarkan dan ungsi 

pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara ini dilakukan leh idang en egahan  

 ntuk mengatur bagaimana bentuk lap ran harta kekayaan penyelenggara negara 

,  mengeluarkan eraturan misi emberantasan rupsi   ahun 

 tentang ata ara enda taran, engumuman dan emeriksaan arta ekayaan 

enyelenggara egara
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 ndang ndang   ahun  tentang emberantasan indak idana rupsi 

j  ndang ndang   ahun  tentang erubahan atas  m r  tahun 

 tentang emberantasan indak idana rupsi  alam kedua undang undang ini 

diatur beberapa jenis tindak pidana delik  k rupsi beserta sanksi yang dapat diberikan 

kepada pelakunya  

 ndang ndang   ahun  tentang misi emberantasan indak idana 

rupsi

 ndang ndang tentang misi emberantasan indak idana rupsi dikeluarkan 

dengan pertimbangan bah a pemberantasan tindak pidana k rupsi belum dapat 

dilaksanakan se ara ptimal dan lembaga yang ada pada saat itu yang ber enang 

menangani tindak pidana k rupsi belum ber ungsi se ara e ekti  dan efisien, leh 

karena itu dibutuhkan lembaga independen, yang saat bekerja tidak dapat dipengaruhi 

leh kekuasaan manapun  

 dapun upaya pemberantasan k rupsi yang dapat dilakukan leh  sebagaimana 

diatur leh ndang ndang   adalah melalui upaya k rdinasi, supervisi, monitoring, 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan 

melibatkan peran serta masyarakat  pa arti dan apa saja ke enangan  dalam 

melaksanakan k rdinasi, supervisi, monitoring dll  tersebut dapat diba a se ara 

lengkap dalam undang undang

 ndang ndang   ahun  tentang engadilan indak idana rupsi

 inyatakan dalam ndang ndang   ahun  bah a engadilan indak idana 

rupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan eradilan mum  

engadilan indak idana rupsi berkedudukan di setiap ibuk ta kabupaten k ta 

yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan  

engadilan ini merupakan satu satunya pengadilan yang ber enang memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara tindak pidana k rupsi  engadilan ini juga ber enang 

memeriksa dan memutus tindak pidana pen u ian uang yang tindak pidana asalnya 

adalah tindak pidana k rupsi; dan atau tindak pidana yang se ara tegas dalam undang

undang lain ditentukan sebagai tindak pidana k rupsi

DISKUSI

iskusikanlah dengan sen dan rekan rekan anda, jenis kekayaan apa saja yang harus 

dilap rkan leh se rang penyelenggara negara dan apa yang seharusnya dilakukan 

jika se rang penyelenggara negara lalai dalam ke ajibannya melap rkan harta 

kekayaannya sesudah ia selesai menjabat



139Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi

 ndang ndang   ahun  tentang en egahan dan emberantasan indak 

idana en u ian ang

 alah satu ara k rupt r menyembunyikan uang hasil k rupsinya adalah dengan ara 

melakukan pen u ian uang (money-laudering)  ntuk itu emerintah telah mengeluar

kan undang undang untuk memberantas tindak pidana ini

 eberapa ara melakukan tindak pidana pen u ian uang adalah dengan ara  

menempatkan, mentrans er, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibah

kan, menitipkan, memba a ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 

mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas arta ekayaan yang diketahui 

atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, termasuk tindak pidana k rupsi

 alam undang undang ini dibentuk usat elap ran dan nalisis ransaksi euangan 

yang selanjutnya disingkat  yang adalah lembaga independen yang dibentuk 

dalam rangka men egah dan memberantas tindak pidana en u ian ang

 alah satu ke enangan dari  adalah untuk memeriksa transaksi keuangan yang 

menyimpang dari pr fil, karakteristik, atau kebiasaan p la transaksi dari asabah atau 

engguna asa yang bersangkutan  iapapun yang melakukan transaksi keuangan 

yang menyimpang dari transaksi yang pada umumnya ia lakukan, dapat diperiksa leh 

 ndang ndang   ahun  tentang engesahan United Nations Convention 

Against Corruption,  nvensi erserikatan angsa angsa ntik rupsi, 

 ebagian isi undang undang ini telah dibahas dalam bab lain  ilahkan dibuka dalam bab 

yang mebahas tentang gerakan, kerjasama dan instrumen internasi nal pen egahan 

k rupsi  

 ndang ndang   tahun  tentang elayanan ublik

 ndang ndang ini dikeluarkan dengan pertimbangan bah a negara berke ajiban 

melayani setiap arga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan 

dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat ndang

ndang asar egara epublik nd nesia ahun  elain itu  undang undang 

ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mempertegas hak dan ke ajiban setiap arga 

negara dan penduduk serta ter ujudnya tanggung ja ab negara dan k rp rasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas asas umum 

pemerintahan dan k rp rasi (good governance and good corporate governance) yang 

baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap arga negara dan penduduk dari 

penyalahgunaan e enang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik

 enyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang undang 

ini dilandasi dengan asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, 

keseimbangan hak dan ke ajiban, kepr esi nalan, partisipati , persamaan perlakuan

tidak diskriminati , keterbukaan, akuntabilitas, asilitas dan perlakuan khusus bagi 
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kel mp k rentan, ketepatan aktu dan ke epatan, kemudahan, dan keterjangkauan

 engan dikeluarkannya undang undang ini, maka pelayan publik tidak dapat lagi 

seenaknya sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena setiap 

lembaga publik harus memberikan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan yang 

ditentukan.  

 ndang ndang   tahun  tentang paratur ipil egara

 paratur ipil egara   sebagai pr esi, saat melaksanakan tugasnya harus didasari 

pada prinsip prinsip tertentu diantaranya nilai nilai dasar tertentu, k de etik dan k de 

perilaku, k mitmen, serta integritas m ral yang tinggi  elain itu, se rang , perlu 

memiliki k mpetensi sesuai dengan bidang tugas serta  kualifikasi akademiknya saat 

bertugas sehingga ia dapat dengan baik melaksanakan tugas sesuai dengan pr esi dan 

jabatannya

 alah satu hal penting yang diatur dalam ndang ndang   tahun  tentang 

paratur ipil egara adalah ketentuan atau pasal tentang k de etik dan k de perilaku   

asal ini berisi pengaturan perilaku agar ega ai  a  melaksanakan tugasnya 

dengan jujur, bertanggung ja ab, dan berintegritas tinggi; b  melaksanakan tugasnya 

dengan ermat dan disiplin;  melayani dengan sikap h rmat, s pan, dan tanpa 

tekanan; d  melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan; e  melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau ejabat 

yang er enang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang

undangan dan etika pemerintahan;  menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan 

negara; g  menggunakan kekayaan dan barang milik negara se ara bertanggung 

ja ab, e ekti , dan efisien; h  menjaga agar tidak terjadi k n ik kepentingan dalam 

melaksanakan tugasnya; i  memberikan in rmasi se ara benar dan tidak menyesatkan 

kepada pihak lain yang memerlukan in rmasi terkait kepentingan kedinasan; j  tidak 

menyalahgunakan in rmasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya 

untuk mendapat atau men ari keuntungan atau man aat bagi diri sendiri atau untuk 

rang lain; k  memegang teguh nilai dasar paratur ipil egara dan selalu menjaga 

reputasi dan integritasnya; dan l  melaksanakan ketentuan peraturan perundang

undangan mengenai disiplin ega ai paratur ipil negara

 ndang ndang   tahun , tentang eterbukaan n rmasi ublik

 ndang undang ini pada intinya memberikan ke ajiban kepada setiap adan ublik 

untuk membuka akses bagi setiap pem h n in rmasi publik untuk mendapatkan 

in rmasi publik, ke uali beberapa in rmasi tertentu yang memang dike ualikan 

dalam undang undang ini misalnya in rmasi yang berkaitan dengan d kumen atau 

rahasia negara.

 ertimbangan mengeluarkan undang undang ini ditulis dalam k nsideran yang 

menyatakan  a  bah a in rmasi merupakan kebutuhan p k k setiap rang bagi 

pengembangan pribadi dan lingkungan s sialnya serta merupakan bagian penting bagi 

ketahanan nasi nal; b  bah a hak memper leh in rmasi merupakan hak asasi  manusia 
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dan keterbukaan in rmasi publik merupakan salah satu iri penting negara dem kratis 

yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk me ujudkan penyelenggaraan 

negara yang baik;  bah a keterbukaan in rmasi publik merupakan sarana dalam 

meng ptimalkan penga asan publik terhadap penyelenggaraan negara dan adan 

ublik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; d  bah a 

pengel laan in rmasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan 

masyarakat in rmasi

 alaupun masih terkendala leh berbagai hal, dengan perkembangan tekn l gi 

in rmasi, setiap badan publik yang berke ajiban membuka akses in rmasi kepada 

masyarakat kemudian berupaya membuat website nya masing masing sebagai sarana 

untuk memberikan in rmasi bagi masyarakat

  ndang ndang   tahun  tentang ers

 ers yang bebas adalah salah satu pilar dem krasi  ers yang bebas juga dapat 

menyuarakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu serta kel mp k 

tertentu  engan adanya ers yang bebas, maka masyarakat dapat menerima in rmasi 

yang akurat dan dapat diper aya

 alam k nsiderans  ers dinyatakan bah a kemerdekaan pers merupakan salah satu 

ujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk men iptakan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dem kratis  elanjutnya 

dinyatakan pula dalam k nsiderans  ers bah a  kemerdekaan menyatakan pikiran 

dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memper leh in rmasi, merupakan 

hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan 

dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan men erdaskan kehidupan bangsa  

leh sebab itu pers nasi nal sebagai ahana k munikasi massa, penyebar in rmasi, 

dan pembentuk pini harus dapat melaksanakan asas, ungsi, hak, ke ajiban, dan 

peranannya dengan sebaik baiknya  erdasarkan kemerdekaan pers yang pr esi nal, 

ers harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari ampur tangan 

dan paksaan dari manapun.

 ejak era re rmasi dan tumbuhnya kesadaran dem krasi di negara ini, emerintah 

tidak dapat lagi se ara serta merta dan se enang enang menyens r in rmasi 

serta melakukan pemberedelan ers sepanjang data yang diin rmasikan leh insan 

pers dapat dipertanggungja abkan  enyens ran dan pembredelan juga tidak dapat 

dilakukan apabila ers memberikan in rmasi tentang kasus tindak pidana k rupsi  

leh sebab itu, setiap pejabat publik harus berhati hati dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung ja abnya dan tidak melakukan k rupsi  alah salah nanti bisa dimasukkan 

sebagai salah satu head line  berita baik dalam media massa etak seperti k ran, 

maupun dalam berita radi  atau televisi

  ndang ndang   ahun  tentang itab ndang ndang ukum ara idana

 ndang ndang   tahun  adalah undang undang yang mengatur bekerjanya 

sistem peradilan pidana (criminal justice system) di nd nesia  elama tidak diatur 
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se ara khusus dan berbeda dalam undang undang lain, maka undang undang ini berlaku 

sebagai undang undang payung  alam memeriksa kasus k rupsi, aparat hukum baik di 

lembaga kep lisian, kejaksaan maupun pengadilan tunduk pada aturan dalam undang

undang ini.

  itab ndang ndang ukum idana 

 itab ndang ndang ukum idana adalah induk dari segala peraturan hukum pidana 

yang ada di nd nesia   berisikan asas asas umum dalam hukum pidana  dan asas

asas pemidanaan (general principles of  criminal law)  rupsi adalah salah satu bentuk 

tindak pidana, leh sebab itu sepanjang tidak diatur se ara khusus dan berbeda dalam 

undang undang pemberantasan tindak pidana k rupsi, maka asas asas dalam  ini 

dapat diberlakukan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana k rupsi

  eraturan emerintah   ahun  tentang ata ara elaksanaan eran erta 

asyarakat dan emberian enghargaan dalam en egahan dan emberantasan 

indak idana rupsi

 ntuk mengikutsertakan dan meningkatkan peran masyarakat dalam pen egahan dan 

pemberantasan k rupsi, emerintah telah mengeluarkan eraturan emerintah   

ahun  etiap rang, rganisasi asyarakat, atau embaga adaya asyarakat 

berhak men ari, memper leh dan memberikan in rmasi tentang adanya dugaan 

atau telah terjadi tindak pidana k rupsi serta menyampaikan saran dan pendapat 

kepada penegak hukum dan atau  mengenai perkara k rupsi  enyampaian 

in rmasi, saran, dan pendapat yang diberikan leh masyarakat harus dilakukan se ara  

bertanggungja ab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang 

berlaku, n rma agama, kesusilaan, dan kes panan  

  erma n m r  tahun  tentang tata ara penanganan perkara tindak pidana leh 

 rp rasi

 engan adanya erma n m r  tahun  aparat penegak hukum dapat menjerat 

rp rasi, dikarenakan selama ini k rp rasi adakalanya melakukan tindakan tindakan 

pidana yang dapat mend r ng adanya kerugian terhadap egara maupun bangsa serta 

adakalanya juga k rp rasi menjadi tempat sebagai pen u ian uang dari adanya tindak 

pidana dan tidak ada dalih lagi untuk tidak dapat menjerat k rp rasi dikarenakan 

hukum a ara yang belum jelas diatur ataupun hukum materilnya dan ini merupakan 

hal baik dalam upaya pemberantasan k rupsi di nd nesia

  ermenpan   ,  tahun  terkait na ntegritas enuju ilayah ersih dari 

rupsi dan ilayah ersih dan elayani

 engan turunan di jenjang erguruan inggi melalui ermeristekdikti   tahun 

 ahasis a dan ivitas akademika perlu a are bah a ada pr gram pen egahan 

yang harusnya dilaksanakan perguruan tinggi, khususnya 

 ntuk meningkatkan peran masyarakat dalam pen egahan dan pemberantasan 
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DISKUSI

elain peraturan perundang undangan di atas, masih banyak lagi peraturan lain yang 

terkait dengan pen egahan dan pemberantasan k rupsi  nda dapat men ari sendiri 

semua peraturan tersebut dan menganalisisnya sendiri dengan ara berdiskusi dengan 

sen dan rekan rekan anda  adi nanti ketika anda sudah lulus dari erguruan inggi 

dimana anda kuliah, dan menjadi pejabat publik, anda sudah tahu lebih dahulu 

in rmasinya dan terhindar dari perilaku k rupti

C.  LEMBAGA PENCEGAHAN KORUPSI

elain peraturan perundang undangan yang telah dipaparkan di atas, berikut beberapa 

lembaga atau instansi yang merupakan instrumen yang dibuat dalam upaya men egah dan 

memberantas k rupsi dan perilaku k rupti

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

 i muka telah dijelaskan bah a  adalah lembaga negara yang independen, yang 

dalam melaksanakan tugas dan e enangnya bebas dari kekuasaan manapun  asar 

hukum tentang  diatur dalam ndang ndang   ahun  tentang misi 

emberantasan indak idana k rupsi

 alam ebsite  kpk g id  dijelaskan bah a  dibentuk bukan untuk mengambil 

alih tugas pemberantasan k rupsi dari lembaga lembaga yang ada sebelumnya  enjelasan 

undang undang menyebutkan peran  dalam memberantas k rupsi adalah sebagai 

trigger me hanism  ni berarti  berperan sebagai pend r ng atau sebagai stimulus agar 

upaya pemberantasan k rupsi leh lembaga lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi 

lebih e ekti  dan efisien  dapun tugas  adalah  melakukan k rdinasi dengan instansi 

yang ber enang melakukan pemberantasan tindak pidana k rupsi;  melakukan supervisi 

terhadap instansi yang ber enang melakukan pemberantasan tindak pidana k rupsi; 

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana k rupsi; 

melakukan tindakan tindakan pen egahan tindak pidana k rupsi; dan melakukan m nit r 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

 engan demikian tugas  ukup banyak  elain melakukan penindakan kasus k rupsi, 

 juga bertugas melaksanakan pen egahan k rupsi  en egahan k rupsi leh  

dilaksanakan dengan berbagai ma am ara diantaranya melakukan kampanye antik rupsi, 

bekerjasama dengan dunia pendidikan, dunia usaha, pers, masyarakat sipil dan berbagai 

elemen masyarakat lainnya   juga melakukan kegiatan pendidikan antik rupsi dan 

k rupsi,  eraturan emerintah ini bahkan juga mengatur pemberian penghargaan dan 

premi bagi masyarakat yang memberikan in rmasi tentang adanya dugaan atau telah 

terjadi tindak pidana k rupsi
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memberikan pelatihan pelatihan bagi mahasis a, sen, aparat pemerintah dan pelaku 

usaha  etiap tahun, pada hari antik rupsi,  juga menyelengarakan berbagai kegiatan 

untuk sis a sis i sek lah dari berbagai tingkatan dan juga mahasis a misalnya l mba 

pembuatan film pendek atau iklan layanan masyarakat, menerbitkan berbagai buku hasil 

penelitian tentang k rupsi, menerbitkan m dul pembelajaran antik rupsi dll  

 alam pelaksanaan tugasnya,  berped man kepada  lima  asas, yaitu kepastian hukum, 

keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan pr p rsi nalitas   bertanggung 

ja ab kepada publik dan menyampaikan lap rannya se ara terbuka dan berkala kepada 

residen, , dan 

  dipimpin leh impinan  yang terdiri atas lima rang, se rang ketua merangkap 

angg ta dan empat rang akil ketua merangkap angg ta  elima pimpinan  tersebut 

merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat  

impinan  memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya 

untuk sekali masa jabatan  alam pengambilan keputusan, pimpinan  bersi at k lekti  

k legial  impinan  memba ahi empat bidang, yang terdiri atas bidang en egahan, 

enindakan, n rmasi dan ata, serta enga asan nternal dan engaduan asyarakat  

asing masing bidang tersebut dipimpin leh se rang deputi   juga dibantu ekretariat 

enderal yang dipimpin se rang ekretaris enderal  yang diangkat dan diberhentikan leh 

residen epublik nd nesia, namun bertanggung ja ab kepada pimpinan  kpk

g id

 etentuan mengenai struktur rganisasi  diatur sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah

langkah yang dilakukan  alam pelaksanaan perasi nal,  mengangkat pega ai 

yang direkrut sesuai dengan k mpetensi yang diperlukan

 isi  pada peri de  adalah  ersama lemen angsa, e ujudkan 

nd nesia yang  ersih dari rupsi  edangkan isi  adalah  meningkatkan efisiensi 

dan e ektivitas penegakan hukum dan  menurunkan tingkat k rupsi di nd nesia melalui 

k rdinasi,  supervisi, m nit r, pen egahan, dan penindakan dengan peran  serta seluruh 

elemen bangsa kpk g id

2. Komisi Yudisial

 misi udisial dibentuk berdasarkan amendemen ketiga ndang ndang asar egara 

epublik nd nesia ahun  dimana pada tahun  disepakati tentang pembentukan 

misi udisial yang diatur dalam asal  ndang ndang asar egara epublik 

nd nesia ahun  alam website misi udisial http k misiyudisial g id  

dikatakan bah a maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan misi udisial 

disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai k ndisi ajah peradilan yang muram 

dan keadilan di nd nesia yang tak kunjung tegak  

 misi udisial pada a alnya dibentuk untuk melaksanakan  dua  ke enangan yaitu 

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan keh rmatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim  dapun dasar hukum pembentukan misi 

udisial adalah ndang ndang   ahun  tentang misi udisial yang disahkan 
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di akarta pada tanggal  gustus  alam perkembangannya undang undang ini 

direvisi dengan  ndang ndang   ahun  tentang erubahan atas ndang

ndang m r  ahun  tentang misi udisial

 alam ndang ndang m r  ahun  tentang erubahan tas ndang undang 

m r  ahun  tentang misi udisial, lembaga ini diberi berbagai tugas dan 

e enang baru antara lain  melakukan seleksi pengangkatan hakim ad-hoc di Mahkamah 

gung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan 

langkah langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga keh rmatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak 

hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi  

 elanjutnya dijelaskan dalam ebsite misi udisial bah a disahkannya undang undang 

tersebut merupakan k nkritisasi dari upaya memperkuat e enang dan tugas misi 

udisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan ungsi checks and balances 

di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka me ujudkan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat nd nesia http

k misiyudisial g id  

3. Ombusdman Republik Indonesia

 mbudsman epublik nd nesia adalah lembaga negara di nd nesia yang mempunyai 

ke enangan menga asi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan 

leh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan leh 

adan saha ilik egara, adan saha ilik aerah, dan adan ukum ilik egara 

serta badan s asta atau perse rangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan 

publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari  atau 

 ebelum bernama mbudsman epublik nd nesia, embaga ini bernama misi 

mbudsman asi nal  mbudsman dibentuk berdasarkan ndang ndang   ahun 

 tentang mbudsman epublik nd nesia

 utir pertimbangan dalam k nsideran tentang pembentukan mbudsman  menyatakan  

bah a penga asan pelayanan yang diselenggarakan leh penyelenggara negara dan 

pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya men iptakan pemerintahan yang 

baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip dem krasi yang 

perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna men egah dan menghapuskan 

penyalahgunaan e enang leh aparatur penyeleggara negara dan pemerintahan  

ntuk itulah mbudsman  ini kemudian dibentuk  mbudsman juga dibentuk dengan 

pertimbangan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar ter ujud aparatur 

penyelenggara negara dan pemerintahan yang e ekti  dan efisien, jujur, bersih, terbuka 

serta bebas dari k rupsi, k lusi, dan nep tisme

 alam undang undang yang mengatur mbudsman disebutkan sebuah istilah penting 

yakni maladministrasi   aladministrasi artinya perilaku atau perbuatan mela an hukum, 

melampaui e enang, menggunakan e enang untuk tujuan lain dari yang menjadi 

tujuan e enang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian ke ajiban hukum dalam  

penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan leh enyelenggara egara dan 
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pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi masyarakat 

dan rang perse rangan  ereka yang menjadi k rban maladministrasi dapat melap rkan 

dengan mengadukan atau menyampaikan akta akta tentang maladministrasi yang 

kemudian akan ditindaklanjuti leh mbudsman 

4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

  atau usat elap ran dan nalisis ransaksi euangan adalah lembaga independen 

yang dibentuk dalam rangka men egah dan memberantas tindak pidana en u ian ang  

 bertanggung ja ab langsung kepada residen dan dalam melaksanakan tugas 

dan ke enangannya bersi at independen dan bebas dari ampur tangan dan pengaruh 

kekuasaan mana pun.

 alaupun tidak terbatas pada delik k rupsi, embaga  ini diharapkan ber ungsi 

sebagai salah satu lembaga yang dapat membantu pen egahan dan pemberantasan 

k rupsi yang dilakukan leh parat enegak ukum dan 

 alam melaksanakan tugasnya  mempunyai ungsi  a  untuk men egah dan 

memberantas tindak pidana pen u ian uang; b  mengel la data dan in rmasi yang 

diper lehnya;  menga asi kepatuhan ihak elap r; dan d  menganalisis atau memeriksa 

lap ran dan in rmasi ransaksi euangan yang berindikasi sebagai hasil dari tindak 

pidana   ber enang untuk menganalisis dan memeriksa transaksi keuangan yang 

men urigakan

 dapun yang dimaksud dengan ransaksi euangan yang en urigakan sebagaimana 

diatur dalam ndang ndang   ahun  tentang en egahan dan emberantasan 

indak idana en u ian ang adalah  a  transaksi euangan yang menyimpang dari pr fil, 

karakteristik, atau kebiasaan p la ransaksi dari engguna asa yang bersangkutan; b  

ransaksi euangan leh engguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk 

menghindari pelap ran ransaksi yang bersangkutan yang ajib dilakukan leh ihak 

elap r sesuai dengan ketentuan ndang ndang;  ransaksi euangan yang dilakukan 

atau batal dilakukan dengan menggunakan arta ekayaan yang diduga berasal dari hasil 

tindak pidana; atau d  ransaksi euangan yang diminta leh  untuk dilap rkan leh 

ihak elap r karena melibatkan arta ekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 

pidana.

5. Lembaga Pengawas Perbankan

 ika anda menyimpan uang anda di bank, tentunya anda ingin agar uang anda tersimpan 

se ara aman dan tidak disalahgunakan atau dik rupsi leh pemilik bank   atau 

t ritas asa euangan adalah lembaga yang diberi tugas untuk mengatur dan menga asi 

perbankan nasi nal  engapa lembaga seperti  ini dibutuhkan  alam website  

https jk g id  disebutkan bah a salah satu tugas  adalah mend r ng 

ter ujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna men iptakan kestabilan 

sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan perek n mian nasi nal   embaga 
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 salah satunya bertugas untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan 

yang berlaku serta untuk mendeteksi sejak dini  praktik praktik yang tidak sehat yang 

membahayakan kelangsungan usaha bank

 engaturan dan penga asan bank leh  meliputi e enang sebagai berikut https

jk g id  

a  e enangan memberikan i in (right to license), yaitu ke enangan untuk menetapkan 

tata ara peri inan dan pendirian suatu bank  akupan pemberian i in leh  

meliputi pemberian i in dan pen abutan i in usaha bank, pemberian i in pembukaan, 

penutupan dan pemindahan kant r bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan 

kepengurusan bank, pemberian i in kepada bank untuk menjalankan kegiatan kegiatan 

usaha tertentu.

b  e enangan untuk mengatur (right to regulate), yaitu ke enangan untuk menetapkan 

ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka 

men iptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan 

masyarakat

 e enangan untuk menga asi (right to control), yaitu ke enangan melakukan 

penga asan bank melalui penga asan langsung (on-site supervision) dan pengawasan 

tidak langsung (off-site supervision)  enga asan langsung dapat berupa pemeriksaan 

umum dan pemeriksaan khusus,yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang 

keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap 

peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik praktik yang 

tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank  enga asan tidak langsung 

yaitu penga asan melalui alat pemantauan seperti lap ran berkala yang disampaikan 

bank,lap ran hasil pemeriksaan dan in rmasi lainnya  alam pelaksanaannya, apabila 

diperlukan  dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang 

meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur 

bank   dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama  melaksanakan tugas 

pemeriksaan.

d. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction), yaitu ke enangan 

untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan terhadap bank 

apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan  indakan ini mengandung 

unsur pembinaan agar bank ber perasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat

6. Komisi Penyiaran Indonesia

 ejak disahkannya ndang undang   ahun  tentang enyiaran terjadi perubahan 

undamental dalam pengel laan sistem penyiaran di nd nesia  erubahan paling mendasar 

dalam semangat undang undang tersebut adalah adanya limited transfer of authority 

dari pengel laan penyiaran yang selama ini merupakan hak ekslusi  pemerintah kepada 

sebuah badan pengatur independen (independent regulatory body) bernama misi 

enyiaran nd nesia  http kpi g id  alam ebsitenya,  menyatakan 
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bah a pengel laan sistem penyiaran merupakan ranah publik sehingga harus dikel la 

leh sebuah badan yang bebas dari intervensi m dal maupun kepentingan kekuasaan 

http kpi g id  ntuk itulah dibentuk  yang salah satu tugasnya adalah  untuk 

menjamin agar masyarakat memper leh in rmasi yang layak dan benar  

 alam salah satu k nsideran ndang undang enyiaran dinyatakan bah a siaran yang 

dipan arkan dan diterima se ara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang 

besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara 

penyiaran ajib bertanggung ja ab dalam menjaga nilai m ral, tata susila, budaya, 

kepribadian dan kesatuan bangsa  

 ada masa rde aru, pengel laan sistem penyiaran berada ditangan pemerintah sehingga 

sistem penyiaran tidak luput dari d minasi ampur tangan negara yang digunakan untuk 

menjaga status u  atau melanggengkan kekuasaan pemerintahan yang ada  enyiarkan 

kasus k rupsi yang melibatkan penyelenggara negara pada saat itu dapat dikatakan 

hampir mustahil untuk dilakukan.

7. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

 emilihan umum sering disebut sebagai pesta dem krasi  emilihan mum adalah 

salah satu sarana per ujudan kedaulatan rakyat dalam membentuk pemerintahan yang 

dem kratis  ibutuhkan aturan main serta lembaga penyelenggara pemilihan umum dan 

penga as pemilihan umum yang kredibel untuk me ujudkan pemilihan umum yang jujur 

dan adil   embaga penyelenggara pemilihan umum dan penga as pemilihan umum harus 

diduduki leh pers nel atau rang rang yang berintegritas yang tidak berpihak kepada 

peserta pemilu baik per rangan maupun partai p litik  

 upaya berjalan dengan lan ar dan baik, jujur dan adil, pemilihan umum perlu dipersiapkan 

dengan sungguh sungguh  alah salah ajang dem krasi ini justru menimbulkan k n ik 

p litik yang berujung pada kekerasan dan tindakan main hakim sendiri  

 aat pemilihan umum sering ter ium adanya penyalahgunaan jabatan  asa kampanye saja 

belum dimulai, namun al n peserta pemilu, terutama mereka yang kembali men al nkan 

diri sudah bergerilya berupaya membujuk dan mengiming imingi massa dengan berbagai 

hal dengan menggunakan sarana atau asilitas negara  asyarakat memang masih sering 

tidak dapat menghindari apa yang dinamakan dengan p litik uang one oli ics  saat 

pemilihan umum.  

 ita juga bisa mendengar adanya intimidasi yang dilakukan kel mp k kel mp k tertentu 

dengan menggunakan isu suku, agama, ras dan antar g l ngan  agar sese rang 

atau suatu kel mp k memilih atau tidak memilih sese rang ataupun partai p litik 
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 Last but not least, salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi adalah kemerdekaan 

untuk berpendapat dan berekspresi  endapat atau ekspresi sese rang dapat disalurkan 

melalui media ers   pe pe   mengatakan bah a salah satu pilar antik rupsi 

adalah ers  atau  media yang bebas dan atau independen  leh sebab itu dalam sebuah 

negara diperlukan aturan main yang memberikan kemerdekaan bagi insan ers untuk 

berperan, termasuk berperan dalam upaya pen egahan dan pemberantasan k rupsi  alam 

me ujudkan kemerdekaan pers, se rang jurnalis atau arta an memiliki tanggung ja ab 

s sial  a harus mengerti serta memahami bah a kepentingan bangsa harus didahulukan 

dan ditempatkan di atas kepentingan individu atau kel mp k tertentu  

 alam menjalankan perannya, insan ers dituntut bersikap pr esi nal, berintegritas, 

bjekti , adil (sense of fairness), dan terbuka untuk dik ntr l leh masyarakat luas karena 

masyarakat berhak memper leh in rmasi yang benar dan akurat  n rmasi ini termasuk 

in rmasi tentang perkara perkara k rupsi yang melibatkan pejabat pejabat tinggi   

 ntuk menga asi kinerja ers, di tingkat nasi nal dibentuk e an ers  e an ers 

mendapat mandat dan amanat dari ndang ndang   ahun  tentang ers untuk 

mengembangkan serta menjaga kemerdekaan atau kebebasan pers dan meningkatkan 

kehidupan pers nasi nal serta melaksanakan ungsi ungsi  a  melindungi kemerdekaan pers 

dari ampur tangan pihak lain; b  melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan 

pers;  menetapkan dan menga asi pelaksanaan de tik urnalistik; d  memberikan 

pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus kasus 

yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e  mengembangkan k munikasi antara pers, 

masyarakat, dan pemerintah;  mem asilitasi rganisasi rganisasi pers dalam menyusun 

peraturan peraturan di bidang pers serta meningkatkan kualitas pr esi ke arta anan; 

dan g  mendata perusahaan pers https de anpers r id kebijakan peraturan

peserta pemilu  papun dihalalkan saat pemilihan umum, termasuk lac ca ai n  

atau kampanye hitam yang berisi fitnahan yang sama sekali belum dapat dipastikan 

kebenarannya  edia s sial sebagai perkembangan tekn l gi in rmasi sering digunakan 

untuk melaksanakan black-campaign ini  akyat dan kaum muda harus mulai belajar 

berdem krasi dan belajar memilih mana berita atau in rmasi yang benar dan mana yang 

salah  angan salah memilih karena masa depan bangsa kita tergantung dari apa yang kita 

pilih dan tentukan dalam pemilihan umum  

 ntuk itulah, maka leh undang undang dibentuk lembaga yang bertugas melaksanakan 

pemilihan umum  dan lembaga yang bertugas menga asi pemilihan umum a aslu  

agar pemilihan umum dapat berlangsung dengan jujur dan adil sebagai per ujudan sistem 

ketatanegaraan yang dem kratis dan berintegritas



150 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

DAFTAR PUSTAKA

pe, eremy , Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku 

Panduan Transparency Internasional 2002, akarta  ayasan b r

Perundang-undangan :

ndang ndang   ahun  tentang enyelenggaraan egara yang ersih dan ebas dari 

rupsi, lusi, dan ep tisme

ndang ndang   ahun  tentang emberantasan indak idana rupsi j  ndang

ndang   ahun  tentang erubahan atas  m r  tahun  tentang 

emberantasan indak idana rupsi

ndang ndang   tahun  tentang ers

ndang ndang   ahun  tentang misi emberantasan indak idana rupsi

ndang undang   ahun  tentang enyiaran

ndang ndang   ahun  tentang engesahan nited ati ns nventi n gainst 

rrupti n,  nvensi erserikatan angsa angsa ntik rupsi, 

ndang ndang   tahun , tentang eterbukaan n rmasi ublik

ndang ndang   ahun  tentang mbudsman epublik nd nesia

ndang ndang   tahun  tentang elayanan ublik

ndang ndang   ahun  tentang engadilan indak idana rupsi

ndang ndang   ahun  tentang en egahan dan emberantasan indak idana 

en u ian ang

eraturan emerintah   ahun  tentang ata ara elaksanaan eran erta asyarakat 

dan emberian enghargaan dalam en egahan dan emberantasan indak idana rupsi

nstruksi residen   tahun  tentang erakan asi nal ev lusi ental

eraturan enteri rdinat r idang embangunan anusia dan ebudayaan    ahun 

 tentang eta alan erakan asi nal ev lusi ental 
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Sumber Internet :

https kpk g id

http k misiyudisial g id

https jk g id

http kpi g id

https llinsdi ti nary m di ti nary english

https merriam ebster m di ti nary

https d mpetdhua a rg

spakind nesia rg

https a ind nesia rdpress m

https a h kpk g id

https ranghebatmainjujur rdpress m

https bl g igi r id ikatan guru ind nesia igi siapkan guru hebat dan berintegritas html

https a l kpk g id taliintegritas
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

  ahasis a memahami sejarah pemberantasan indak idana rupsi;

  ahasis a memahami alasan dan latar belakang perubahan peraturan 

perundang undangan indak idana rupsi dan peraturan perundang

undangan lain yang terkait;

  ahasis a mengetahui indak idana rupsi dalam peraturan 

perundang undangan;

4.  Mahasiswa mampu menjelaskan

POKOK BAHASAN

indak idana rupsi dalam eraturan erundang undangan di nd nesia

SUB POKOK BAHASAN

  ejarah emberantasan indak idana rupsi

  atar elakang ahirnya elik rupsi dalam erundang undangan 

rupsi

  elik rupsi menurut ndang undang m r  tahun  jun t  

ndang undang m r  tahun  tentang erubahan atas ndang

undang m r  tahun  tentang emberantasan indak idana 

rupsi

  ratifikasi
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ejarah pemberantasan k rupsi yang ukup panjang di nd nesia menunjukkan bah a 

pemberantasan tindak pidana k rupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras 

dan membutuhkan kemauan p litik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa  

litik pemberantasan k rupsi itu sendiri ter ermin dari peraturan perundang undangan yang 

dilahirkan pada peri de pemerintahan tertentu  ahirnya undang undang yang se ara khusus 

mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana k rupsi sesungguhnya tidaklah ukup untuk 

menunjukkan keseriusan atau k mitmen pemerintah  erlu lebih dari sekedar melahirkan suatu 

peraturan perundang undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang

undang dengan ara mend r ng aparat penegak hukum yang ber enang untuk memberantas 

k rupsi dengan ara ara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu

eberadaan undang undang pemberantasan k rupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya 

memberantas k rupsi dengan sungguh sungguh  i samping peraturan perundang undangan yang 

kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas k rupsi  esadaran masyarakat 

hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat 

tindak pidana k rupsi yang diatur dalam undang undang  ntuk itu s sialisasi undang undang 

pemberantasan tindak pidana k rupsi, khususnya mengenai delik k rupsi yang diatur di dalamnya, 

perlu terus dilakukan se ara simultan dan k nsisten  engetahuan masyarakat akan delik k rupsi 

mutlak diperlukan mengingat ketidaktahuan akan adanya peraturan perundang undangan tidak 

dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari tanggung ja ab hukum

A. SEJARAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

erbagai upaya pemberantasan k rupsi dilakukan leh pemerintah sejak kemerdekaan, baik 

dengan menggunakan peraturan perundang undangan yang ada maupun dengan membentuk 

peraturan perundang undangan baru yang se ara khusus mengatur mengenai pemberantasan 

tindak pidana k rupsi  i antara peraturan perundang undangan yang pernah digunakan 

untuk memberantas tindak pidana k rupsi adalah

  elik k rupsi dalam 

  eraturan emberantasan rupsi enguasa erang usat m r rt  eperpu

  ndang ndang   tahun  tentang indak idana rupsi

  ndang ndang  tahun  tentang emberantasan indak idana rupsi

      tentang enyelenggara egara yang ersih dan ebas rupsi, 

lusi, dan ep tisme

  ndang ndang  ahun  tentang enyelenggara egara yang ersih dan ebas 

rupsi, lusi, dan ep tisme

  ndang ndang  tahun  tentang emberantasan indak idana rupsi

  ndang undang   tahun  tentang erubahan atas ndang undang   tahun 

 tentang emberantasan indak idana rupsi

  ndang undang   tahun  tentang misi emberantasan indak idana rupsi

  ndang undang   tahun  tentang engesahan nited ati n nventi n 

gainst  rrupti n  
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  eraturan emerintah   tahun  tentang eranserta asyarakat dan emberian  

enghargaan dalam en egahan dan emberantasan indak idana rupsi

  nstruksi residen   tahun  tentang er epatan emberantasan rupsi

anyaknya peraturan perundang undangan k rupsi yang pernah dibuat dan berlaku di 

nd nesia menarik untuk disimak tersendiri untuk mengetahui dan memahami lahirnya tiap

tiap peraturan perundang undangan tersebut, termasuk untuk mengetahui dan memahami 

kekurangan dan kelebihannya masing masing

1.  Delik Korupsi dalam KUHP

  yang diberlakukan di nd nesia sejak  anuari  merupakan arisan elanda  

a merupakan k difikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua g l ngan di nd nesia 

berdasarkan asas k nk rdansi, diundangkan dalam taatblad  m r  berdasarkan 

  kt ber 

 ebagai hasil saduran dari etb ek van tra re ht ederland , berarti  tahun 

lamanya baru terjelma unifikasi berdasar asas k nk rdansi ini  engan demikian,  

itu pada aktu dilahirkan bukan barang baru  alam pelaksanaannya, diperlukan banyak 

penyesuaian untuk memberlakukan  di nd nesia mengingat sebagai arisan elanda 

terdapat banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat 

nd nesia

 eski tidak se ara khusus mengatur mengenai tindak pidana k rupsi di dalamnya,  

telah mengatur banyak perbuatan k rupsi, pengaturan mana kemudian diikuti dan ditiru 

leh pembuat undang undang pemberantasan k rupsi hingga saat ini  amun demikian 

terbuka jalan lapang untuk menerapkan hukum pidana yang sesuai dan selaras dengan 

tata hidup masyarakat nd nesia mengingat  yang kita miliki sudah tua dan sering 

diberi merek k l nial

 alam perjalanannya  telah diubah, ditambah, dan diperbaiki leh beberapa undang

undang nasi nal seperti ndang undang m r  tahun , ndang undang m r 

 tahun , dan ndang undang m r  tahun , termasuk berbagai undang

undang mengenai pemberantasan k rupsi yang mengatur se ara lebih khusus beberapa 

ketentuan yang ada di 

 elik k rupsi yang ada di dalam  meliputi delik jabatan dan delik yang ada kaitannya 

dengan delik jabatan  esuai dengan si at dan kedudukan , delik k rupsi yang diatur 

di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa saja

2.  Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ Peperpu/013/1950.

 endapat yang menyatakan bah a k rupsi disebabkan antara lain leh buruknya peraturan 

yang ada telah dikenal sejak dulu  engan demikian pendapat bah a perbaikan peraturan 

antik rupsi akan memba a akibat berkurangnya k rupsi tetap menjadi perdebatan

 eraturan yang se ara khusus mengatur pemberantasan k rupsi adalah eraturan 

emberantasan rupsi enguasa erang usat m r rt eperpu , yang 

kemudian diikuti dengan eraturan enguasa iliter tanggal  pril  m r rt
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, tanggal  mei  m r rt , dan tanggal  uli  m r 

rt

 al yang penting untuk diketahui dari peraturan peraturan di atas adalah adanya usaha 

untuk pertama kali memakai istilah k rupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan 

pengertian k rupsi sebagai perbuatan perbuatan yang merugikan keuangan dan 

perek n mian negara

 ang menarik dari ketentuan eraturan enguasa erang usat adalah adanya pembagian 

k rupsi ke dalam  perbuatan

a  rupsi sebagai perbuatan pidana;

rupsi sebagai perbuatan pidana dijelaskan sebagai,

  erbuatan sese rang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau 

pelanggaran memperkaya diri sendiri atau rang lain atau badan yang se ara 

langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perek n mian negara atau 

daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara 

atau badan hukum lain yang mempergunakan m dal dan kel nggaran kel nggaran 

masyarakat

  erbuatan sese rang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau 

pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan dan yang dilakukan dengan 

menyalahgunakan jabatan atau kedudukan

  ejahatan kejahatan ter antum dalam asal  sampai dengan asal  epperpu ini 

dan dalam asal , , , , dan  

b  rupsi sebagai perbuatan lainnya;

rupsi sebagai perbuatan bkan pidana atau perbuatan lainnya dijelaskan sebagai,

  erbuatan sese rang yang dengan atau karena melakukan perbuatan mela an hukum 

memperkaya diri sendiri atau rang lain atau suatu badan yang se ara langsung atau 

tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan 

suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau 

badan hukum lain yang mempergunakan m dal atau kel nggaran kel nggaran dari 

masyarakat

  erbuatan sese rang yang dengan atau karena melakukan perbuatan mela an 

hukum memperkay diri sendiri atau rang lain atau suatu badan dan yang dilakukan 

dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan

 embedaan k rupsi ke dalam dua bagian tersebut mengundang banyak kritik dan 

reaksi di kalangan para sarjana hukum, meski harus diakui di dalam eraturan 

enguasa perang usat tersebut juga terdapat berbagai kelebihan seperti telah 

diaturnya ketentuan yang dapat mener b s kerahasiaan bank

3.  Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi.

 ari permulaan dapat diketahui bah a eraturan enguasa erang usat tentang 

emberantasan rupsi itu bersi at darurat, temp rer, dan berlandaskan ndang undang 
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eadaan ahaya  alam keadaan n rmal ia memerlukan penyesuaian  tas dasar 

pertimbangan penyesuaian keadaan itulah lahir kemudian ndang undang m r  rp  

tahun  tentang emberantasan indak idana rupsi yang pada mulanya berbentuk 

eraturan emerintah engganti ndang undang

 erubahan utama dari eraturan enguasa erang usat ke dalam ndang undang ini 

adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana  amun demikian undang

undang ini ternyata dianggap terlalu ringan dan menguntungkan tertuduh mengingat 

pembuktiannya lebih sulit

4.  Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 ejarah tidak men atat banyak perkara tindak pidana k rupsi pada peri de  

idak diketahui apakah karena undang undang tahun  tersebut e ekti  ataukah 

karena pada peri de lain sesudahnya memang lebih besar kuantitas maupun kualitasnya

 alam peri de an, residen membentuk apa yang dikenal sebagai misi  dengan 

maksud agar segala usaha memberantas k rupsi dapat berjalan lebih e ekti  dan efisien  

misi  ini terdiri dari beberapa rang yaitu il p , ,  asim , r  r  hannes, dan 

n ar j kr amin t

 dapun tugas misi  adalah

a   engadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil hasil yang telah 

di apai dalam pemberantasan k rupsi

b  emberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih 

diperlukan dalam pemberantasan k rupsi

 alam penyusunannya, ndang undang m r  tahun  ini relati  lan ar tidak 

mengalami masalah ke uali atas beberapa hal seperti adanya pemikiran untuk 

memberlakukan asas pembuktian terbalik dan keinginan untuk memasukkan ketentuan 

berlaku surut

5.  TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme.

 eiring dengan gerakan re rmasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan 

rde baru selama hampir  tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru 

menuju masyarakat madani berkembang di nd nesia  einginan untuk menyusun tatanan 

baru yang lebih mengedepankan civil society itu dimulai dengan disusunnya seperangkat 

peraturan perundang undangan yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan 

rakyat sebagaimana tuntutan re rmasi yang telah melengserkan ehart  dari kursi 

kepresidenan.

 elalui penyelenggaraan idang mum stime a , disusunlah    

tentang enyelenggara egara yang ersih dan ebas rupsi, lusi, dan ep tisme   

 ini di dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk perundang undangan yang 

akan menga al pembangunan rde re rmasi, termasuk amanat untuk menyelesaikan 

masalah hukum atas diri mantan residen ehart  beserta kr ni kr ninya
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ambar  emangat dan ji a re rmasi yang dianggap sebagai r h pembentukan undang undang baru ini 
diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu k misi 

pemberantasan tindak pidana k rupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan k rupsi

t  edi uy n

6.  Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

 ndang undang m r  tahun  mempunyai judul yang sama dengan    

 yaitu tentang enyelenggara negara yang bersih dan bebas rupsi, lusi, 

dan ep tisme  ahirnya undang undang ini memperkenalkan suatu termin l gi tindak 

pidana baru atau kriminalisasi atas pengertian lusi dan ep tisme

 alam undang undang ini diatur pengertian k lusi sebagai tindak pidana, yaitu adalah 

permu akatan atau kerja sama se ara mela an hukum antar penyelenggara negara, atau 

antara penyelenggara negara dan pihak lain, yang merugikan rang lain, masyarakat, 

dan atau egara  edangkan tindak pidana nep tisme didefinisikan sebagai adalah 

setiap perbuatan penyelenggara negara se ara mela an hukum yang menguntungkan 

kepentingan keluarganya dan atau kr ninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan 

egara

 alam perjalanannya, undang undang ini tidak banyak digunakan  eberapa alasan tidak 

p pulernya undang undang ini adalah terlalu luasnya ketentuan tindak pidana yang diatur 

di dalamnya serta adanya kebutuhan untuk menggunakan ketentuan undang undang yang 

lebih spesifik dan tegas, yaitu undang undang yang se ara khusus mengatur mengenai 

pemberantasan k rupsi

7.  Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 ahirnya undang undang pemberantasan k rupsi m r  tahun  dilatar belakangi 

leh  alasan, yaitu pertama bah a sesuai dengan bergulirnya rde re rmasi dianggap 

perlu meletakkan nilai nilai baru atas upaya pemberantasan k rupsi, dan kedua undang
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undang sebelumnya yaitu    tahun  dianggap sudah terlalu lama dan tidak 

e ekti  lagi

 pa yang diatur sebagai tindak pidana k rupsi di dalam ndang undang m r  

tahun  sebetulnya tidak sungguh sungguh suatu yang baru karena pembuat undang

undang masih banyak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam undang undang 

sebelumnya  amun demikian, semangat dan ji a re rmasi yang dianggap sebagai r h 

pembentukan undang undang baru ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru 

terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu k misi pemberantasan tindak 

pidana k rupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan k rupsi

 arapan masyarakat bah a undang undang baru ini akan lebih tegas dan e ekti  sangat 

besar, namun pembuat undang undang membuat beberapa kesalahan mendasar yang 

mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan atas ndang undang m r  tahun  

ini  dapun beberapa kelemahan undang undang ini antara lain 

a   itariknya pasal pasal perbuatan tertentu dari  sebagai tindak pidana k rupsi 

dengan ara menarik n m r pasal  enarikan ini menimbulkan resik  bah a apabila 

 diubah akan mengakibatkan tidak sinkr nnya ketentuan  baru dengan 

ketentuan tindak pidana k rupsi yang berasal dari  tersebut

b   danya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu 

keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat 

penegakan hukum.

  idak terdapatnya aturan peralihan yang se ara tegas menjadi jembatan antara undang

undang lama dengan undang undang baru, hal mana menyebabkan kek s ngan hukum 

untuk suatu peri de atau keadaan tertentu

8.  Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 ndang undang m r  tahun  merupakan undang undang yang lahir semata untuk 

memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang undang terdahulu  ebagaimana telah 

disebutkan di atas, beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam undang

undang baru

 dapun revisi atas kelemahan ndang undang m r  tahun  adalah  

a   enarikan pasal pasal perbuatan tertentu dari  sebagai tindak pidana k rupsi 

dilakukan dengan ara mengad psi isi pasal se ara keseluruhan sehingga perubahan 

 tidak akan mengakibatkan ketidaksinkr nan

b   engaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan k rupsi yang 

dilakukan atas dana dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu 

seperti keadaan bahaya, ben ana nasi nal, dan krisis m neter

  i antumkannya aturan peralihan yang se ara tegas menjadi jembatan antara undang

undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang undang baru, sehingga 

tidak lagi menimbulkan resik  kek singan hukum yang dapat merugikan pemberantasan 

tindak pidana k rupsi
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9.  Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.

 ahirnya ndang undang m r  tahun  merupakan amanat dari ndang undang 

m r  tahun  yang menghendaki dibentuknya suatu k misi pemberantasan tindak 

pidana k rupsi

 ebagai suatu tindak pidana yang bersi at luar biasa (extra ordinary crime), pemberantasan 

k rupsi dianggap perlu dilakukan dengan ara ara yang juga luar biasa  ara ara 

pemberantasan k rupsi yang luar biasa itu sebetulnya telah ter antum di dalam ndang

undang m r  tahun  di antaranya mengenai alat alat bukti yang dapat dijadikan 

sebagai dasar pembuktian di pengadilan termasuk adanya beban pembuktian terbalik 

terbatas atau berimbang di mana pelaku tindak pidana k rupsi juga dibebani ke ajiban 

untuk membuktikan bah a harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana k rupsi  

amun demikian, pembantukan misi emberantasan rupsi tetap dianggap sebagai 

penjelmaan upaya luar biasa dari pemberantasan k rupsi, utamanya dengan mengingat 

bah a  diberikan ke enangan yang lebih besar dibanding insitutsi pemberantasan 

k rupsi yang telah ada sebelumnya yaitu ep lisian dan ejaksaan

 e ara hist ris, tuntutan dibentuknya  adalah sebagai bentuk ketidakper ayaan 

masyarakat atas kinerja ep lisian dan ejaksaan dalam memberantas k rupsi  edua 

institusi itu terlanjur dianggap masyarakat sebagai tempat terjadinya k rupsi baru, baik 

dalam penanganan perkara perkara k rupsi maupun dalam penanganan perkara perkara 

lainnya

  diharapkan menjadi trigger mechanism, yaitu pemi u terutama  bagi ep lisian dan 

ejaksaan dalam melakukan pemberantasan k rupsi  i antara ke enangan luar biasa 

yang tidak dimiliki leh ep lisian dan ejaksaan yang dimiliki  adalah ke enangan 

melakukan penyadapan pembi araan telep n   juga diberi ke enangan untuk menjadi 

supervisi bagi ep lisian dan ejaksaan, selain ia juga dapat mengambil alih perkara 

k rupsi yang ditangani ep lisian dan ejaksaan apabila penanganan suatu perkara leh 

kedua institutsi itu dianggap tidak memiliki perkembangan yang signifikan

 uasnya ke enangan  tidak berarti tanpa batas  embatasan ke enangan  

terutama menyangkut perkara yang dapat ditanganinya, yaitu

a  ang menyangkut kerugian negara sebesar  miliar rupiah atau lebih

b  erkara yang menarik perhatian publik

 erkara yang dilakukan leh penyelenggara negara dan atau khususnya penegak hukum

10.  Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against 

Corruption (UNCAC) 2003.

 erajalelalanya k rupsi ternyata tidak hanya di nd nesia, tetapi juga hampir di seluruh 

belahan dunia  al ini terbukti dengan lahirnya nited ati n nventi n gainst 

rrupti n atau  sebagai hasil dari n erensi erida di eksik  tahun  

ebagai ujud keprihatinan dunia atas abah k rupsi, melalui  disepakati untuk 

mengubah tatanan dunia dan mempererat kerjasama pemberantasan k rupsi  eberapa 
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hal baru yang diatur di dalam  antara lain kerjasama hukum timbal balik (mutual 

legal assistance), pertukaran narapidana (transfer of sentence person), k rupsi di 

lingkungan swasta (corruption in public sector), pengembalian aset hasil kejahatan (asset 

recovery), dan lain lain

 emerintah nd nesia yang sedang menggalakkan pemberantasan k rupsi merasa perlu 

berpartisipasi memperkuat , leh karena melalui ndang undang m r  tahun 

 atifikasi dike ualikan diterapkan se ara bersyarat  terhadap ketentuan asal  

ayat  tentang enyelesaian engketa  iajukannya Reservation pensyaratan  terhadap 

asal  ayat  adalah berdasarkan pada prinsip untuk tidak menerima ke ajiban dalam 

pengajuan perselisihan kepada ahkamah nternasi nal ke uali dengan kesepakatan 

ara ihak

11. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian 

Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 ahirnya eraturan emerintah m r  tahun  merupakan amanat ndang

undang m r  tahun  yang mengatur adanya peran serta ma syarakat dalam 

pemberantasan k rupsi

 dapun latar belakang diaturnya peran serta masyarakat dalam ndang undang m r  

tahun  adalah karena k rupsi menyebabkan krisis keper ayaan  rupsi di berbagai 

bidang pemerintahan menyebabkan keper ayaan dan dukungan terhadap pemerintahan 

menjadi minim, padahal tanpa dukungan rakyat pr gram perbaikan dalam bentuk 

apapun tidak akan berhasil  ebaliknya jika rakyat memiliki keper ayaan dan mendukung 

pemerintah serta berperan serta dalam pemberantasan k rupsi maka k rupsi bisa ditekan 

semaksimal mungkin.

    tahun  dibentuk untuk mengatur lebih jauh tata ara pelaksanaan peran 

serta masyarakat sehingga apa yang diatur di dalam undang undang dan peraturan 

pemerintah tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada masyarakat untuk men ari, 

memper leh, dan memberikan in rmasi tentang dugaan k rupsi serta menyampaikan 

saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum p lisi, jaksa, hakim, 

adv kat, atau kepada  i samping itu  ini juga memberikan sema am penghargaan 

kepada angg ta masyarakat yang telah berperan serta memberantas tindak pidana 

k rupsi yaitu dengan ara memberikan penghargaan dan sema am premi

 eberapa bentuk dukungan masyarakat yang diatur dalam  ini adalah

a  engasingkan dan men lak keberadaan k rupt r

b  emb ik t dan memasukkan nama k rupt r dalam da tar hitam

 elakukan penga asan lingkungan

d  elap rkan adanya gratifikasi

e  elap rkan adanya penyele engan penyelenggaraan negara

 erani memberi kesaksian

g  idak asal lap r atau fitnah
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B.  LATAR BELAKANG LAHIRNYA DELIK KORUPSI DALAM

 PERUNDANG-UNDANGAN KORUPSI

ntuk memahami delik k rupsi yang diatur dalam undang undang tentang pemberantasan 

k rupsi perlu meninjau latar belakang lahirnya ketentuan ketentuan delik tersebut mengingat 

mun ulnya undang undang k rupsi yang lebih baru adalah untuk memperbaiki kekurangan 

yang ada pada undang undang sebelumnya, termasuk adanya kelemahan pengaturan 

mengenai rumusan delik  e ara umum, lahirnya delik delik k rupsi di dalam perundang

undangan k rupsi dapat dibagi ke dalam  dua  bagian utama, yaitu 

1.  Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang.  

 elik k rupsi yang dirumuskan leh pembuat undang undang adalah delik delik yang 

memang dibuat dan dirumuskan se ara khusus sebagai delik k rupsi leh para pembuat 

undang undang  enurut berbagai literatur, delik k rupsi yang dirumuskan leh pembuat 

undang undang hanya meliputi  pasal saja yaitu sebagaimana yang diatur di dalam asal 

12.  Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

 nstruksi residen m r  tahun  lahir dilatarbelakangi leh keinginan untuk 

memper epat pemberantasan k rupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya npres 

pemberantasan k rupsi mengalami hambatan dan sema am upaya perla anan serangan 

balik dari k rupt r

 elalui npres ini residen merasa perlu memberi instruksi khusus untuk membantu  

dalam penyelenggaraan lap ran, penda taran, pengumuman, dan pemeriksaan  

ap ran arta ekayaan enyelenggara egara  residen mengeluarkan  instruksi 

khusus dalam rangka per epatan pemberantasan k rupsi  dapun instruksi itu se ara 

khusus pula ditujukan kepada menteri menteri tertentu, aksa gung, ap lri, termasuk 

para ubernur dan upati alik ta, sesuai peran dan tanggungja ab masing masing

 eiring dengan perkembangan perundang undangan mengenai pemberantasan tindak 

pidana k rupsi yang pernah ada dan berlaku di nd nesia, pernah pula dibentuk beberapa 

lembaga tertentu baik yang se ara khusus menangani pemberantasan tindak pidana 

k rupsi maupun lembaga yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana k rupsi 

seperti misi emeriksa ekayaan enyelenggara egara  yang dibentuk 

berdasarkan eputusan residen m r  tahun 

 alam perkembangan, mengingat pembentukan  ini hanya melalui eputusan 

residen, mengakibatkan kurang kuatnya kedudukan lembaga tersebut  engan lahirnya 

ndang undang m r  tahun  dimana diamanatkannya pembentukan suatu 

k misi pemberantasan tindak pidana k rupsi, munsul gagasan untuk mengintegrasikan 

 ke dalam k misi pemberantasan tersebut

 ada akahirnya dengan telah lahirnya ndang undang m r  tahun  tentang 

misi emberantasan indak idana rupsi dan terbentuknya ,  pun melebur 

dan berintegrasi dengan 



163Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi

, asal , asal , dan asal  ndang undang m r  tahun  jun t  ndang

undang m r  tahun  tentang erubahan atas ndang undang m r  tahun 

 tentang emberantasan indak idana rupsi  amun apabila kita perhatikan se ara 

seksama apa yang diatur dalam asal  undang undang tersebut sesungguhnya bukanlah 

murni rumusan pembuat undang undang akan tetapi mengambil k nsep sebagaimana 

yang diatur di dalam 

2. Delik korupsi yang diambil dari KUHP, delik mana dapat kita bagi menjadi 2 bagian, 

yaitu: 

a   elik k rupsi yang ditarik se ara mutlak dari 

 ang dimaksud dengan delik k rupsi yang ditarik se ara mutlak dari  adalah 

delik delik yang diambil dari  yang diad psi menjadi delik k rupsi sehingga 

delik tersebut di dalam  menjadi tidak berlaku lagi  engan demikian sebagai 

k nsekuensi diambilnya delik tersebut dari  adalah ketentuan delik tersebut di 

dalam  menjadi tidak berlaku lagi  tau dengan kata lain, apabila perbuatan 

sese rang memenuhi rumusan delik itu maka kepadanya akan dian amkan delik k rupsi 

sebagaimana diatur dalam undang undang pemberantasan tindak pidana k rupsi dan 

bukan lagi sebagaimana delik itu di dalam 

 elik k rupsi yang ditarik se ara mutlak dari  adalah asal  sampai dengan asal 

 ndang undang m r  tahun  jun t  ndang undang m r  tahun  

tentang erubahan atas ndang undang m r  tahun  tentang emberantasan 

indak idana rupsi

 e ara lebih terin i penarikan delik k rupsi se ara mutlak dari  adalah sebagai 

berikut 

UU No. 31 tahun 1999 DIADOPSI DARI KUHP

asal  ayat  huru  a asal  ayat  ke

asal  ayat  huru  b asal  ayat  ke

asal  ayat  huru  a asal  ayat  ke

asal  ayat  huru  b asal  ayat  ke

asal  ayat  huru  a asal  ayat 

asal  ayat  huru  b asal  ayat 

asal  ayat  huru  asal  ayat 

asal  ayat  huru  d asal  ayat 

asal asal 

asal asal 

asal asal 

asal asal 

asal  huru  a asal  ke

asal  huru  b asal  ke

abel  elik rupsi yang e ara utlak iambil dari 
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b  elik k rupsi yang ditarik tidak se ara mutlak dari 

 ang dimaksud dengan delik k rupsi yang ditarik tidak se ara mutlak dari  adalah 

delik delik yang diambil dari  yang, dengan syarat keadaan tertentu yaitu berkaitan 

dengan pemeriksaan tindak pidana k rupsi, diad psi menjadi delik k rupsi namun dalam 

keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur di dalam  erbeda dengan 

penarikan se ara mutlak, ketentuan delik ini di dalam  tetap berlaku dan dapat 

dian amkan kepada se rang pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur, akan tetapi 

apabila ada kaitannya dengan pemeriksaan delik k rupsi maka yang akan diberlakukan 

adalah delik sebagaimana diatur dalam undang undang pemberantasan k rupsi

 elik k rupsi yang ditarik tidak se ara mutlak dari  terdapat di dalam asal  

ndang undang m r  tahun  emberantasan indak idana rupsi, yaitu 

diambil dari asal , asal , asal , asal , asal , dan asal  

UU No. 31 tahun 1999 DIADOPSI DARI KUHP

asal  huru  asal  ayat  ke

asal  huru  d asal  ayat  ke

asal  huru  e asal 

asal  huru  asal  ke

asal  huru  g asal  ke

asal  huru  h asal  ke

asal  huru  i asal 

C. DELIK KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 

erdasarkan undang undang, kita dapat membedakan  perbuatan yang masuk kateg ri 

sebagai delik k rupsi   perbuatan k rupsi itu diatur dalam  pasal  ntuk mempermudah 

pemahaman, penjelasan atas delik delik k rupsi dalam undang undang dilakukan berdasarkan 

perumusan delik sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu delik k rupsi yang 

dirumuskan leh pembuat undang undang dan delik k rupsi yang ditarik dari  baik 

se ara langsung maupun tidak se ara langsung  amun tidak semua delik k rupsi di dalam 

undang undang yang akan dijelaskan disini, tetapi beberapa perbuatan k rupsi yang utama 

dan umum saja termasuk mengenai gratifikasi yang belum banyak dipahami leh masyarakat  

dapun delik delik k rupsi yang diatur dalam undang undang adalah 

1.  Pasal 2

a  etiap rang yang se ara mela an hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau rang lain atau suatu k rp rasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perek n rnian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
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penjara paling singkat  empat  tahun dan paling lama  duapuluh  tahun dan 

denda paling sedikit p  ,  dua ratus juta rupiah  dan paling banyak p  

,  satu miliar rupiah

b   alam hal tindak pidana k rupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat  dilakukan dalam 

keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan

asal     tahun  mengatur perbuatan k rupsi yang pertama  erdasarkan 

ketentuan asal  perbuatan k rupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya 

rang lain, atau memperkaya suatu k rp rasi, perbuatan memperkaya mana dilakukan 

dengan ara mela an hukum

ang dimaksud dengan memperkaya  adalah setiap perbuatan yang bertujuan menambah 

aset, harta kekayaan dan atau kepemilikan  edangkan yang dimaksud mela an hukum  

meliputi pengertian mela an hukum dalam arti rmil, yaitu perbuatan mela an undang

undang, dan mela an hukum dalam arti materiil yaitu setiap perbuatan yang bertentangan 

dengan kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat  engan demikian, setiap rang, 

yaitu siapa saja, dilarang memperkaya diri, rang lain, atau k rp rasi, apabila perbuatan 

memperkaya itu dilakukan dengan ara ara yang bertentangan dengan undang undang 

atau kepatutan dalam masyarakat

dapun unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perek n mian negara  

dijelaskan dalam penjelasan umum    tahun  yang menyatakan 

euangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, 

yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan 

negara dan segala hak dan ke ajiban yang timbul karena 

a  erada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungja aban pejabat lembaga 

egara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

b   erada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungja aban adan saha ilik 

egara adan saha ilik aerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang 

menyertakan m dal negara, atau perusahaan yang menyertakan m dal pihak ketiga 

berdasarkan perjanjian dengan egara

edangkan yang dimaksud dengan erek n mian egara adalah kehidupan perek n mian 

yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha 

masyarakat se ara mandiri yang didasarkan pada kebijakan emerintah, baik di tingkat 

pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang 

berlaku yang bertujuan memberikan man aat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada 

seluruh kehidupan rakyat

nsur kerugian keuangan negara atau perek n mian negara tidak bersi at mutlak, yaitu 

bah a kerugian itu tidak harus telah terjadi  ekedar suatu perbuatan memperkaya dapat 

merugikan keuangan negara atau perek n mian negara, perbuatan memperkaya se ara 

melawan hukum telah memenuhi rumusan pasal ini.
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ambar  ndang undang k rupsi pada intinya adalah melarang perbuatan mengambil men ari untung, 
yaitu mengambil men ari keuntungan yang dilakukan dengan ara menyalahgunakan ke enangan, 

kesempatan, atau sarana t  edi uy n

enyalahgunaan e enang, kesempatan, atau sarana adalah setiap perbuatan yang 

dilakukan leh se rang yang mempunyai e enang yang sah, kesempatan, atau sarana, 

untuk kemudian e enang sah, kesempatan, dan sarana mana digunakan leh pelaku untuk 

mendapatkan penambahan materiil dan keuangan  engan kata lain, penyalahgunaan 

e enang hanya dapat dilakukan leh mereka yang mempunyai ke enangan yang sah, 

namun ke enangan itu disalahgunakan  emikian pula kesempatan atau sarana, hanya 

dapat digunakan leh mereka yang memang mempunyai kesempatan atau mempunyai 

sarana, tetapi kemudian kesempatan atau sarana itu disalahgunakan

ama halnya dengan apa yang diatur dalam asal , unsur kerugian keuangan negara 

2.  Pasal 3

etiap rang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau rang lain atau 

suatu k rp rasi, menyalahgunakan ke enangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan k uangan negara atau 

perek n mian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat  satu  tahun dan paling lama  dua puluh  tahun dan atau denda paling 

sedikit p  ,  lima puluh juta rupiah  dan paling banyak p  ,  

satu miliar rupiah

pa yang dilarang dalam asal  undang undang k rupsi pada intinya adalah melarang 

perbuatan mengambil men ari untung, yaitu mengambil men ari keuntungan yang 

dilakukan dengan ara menyalahgunakan ke enangan, kesempatan, atau sarana

en ari untung adalah naluri setiap rang sebagai mahluk s sial dan mahluk ek n mi, 

tetapi undang undang melarang perbuatan men ari untung yang dilakukan dengan 

menyalahgunakan e enang, kesempatan, atau sarana  erbuatan men ari untung dapat 

dijelaskan sebagai setiap perbuatan yang bertujuan memper leh penambahan keuntungan 

dalam arti materiil dan keuangan  euntungan dalam arti nama baik tidak termasuk dalam 

pengertian ini.
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atau perek n mian negara dalam asal  juga tidak mutlak dipersyaratkan telah 

terjadi  ekedar perbuatan men ari untung itu telah dilakukan, dan perbuatan itu dapat 

menimbulkan kerugian keuangan negara atau perek n mian negara maka asal  telah 

dapat dian amkan kepada pelaku

3. Pasal 13

 etiap rang yang memberi hadiah atau janji kepada pega ai negeri dengan mengingat 

kekuasaan atau e enang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau leh 

pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut 

dipidana dengan pidana penjara paling lama  tiga  tahun dan atau denda paling banyak 

p  ,  seratus lima puluh juta rupiah

erbuatan utama yang dilarang di dalam asal  sebagai perbuatan k rupsi yang ketiga 

adalah memberi hadiah atau janji kepada pega ai negeri  emberi adalah perbuatan 

yang baik, akan tetapi memberikan hadiah kepada sese rang dengan mengingat 

kekuasaan atau e enangnya, yang melekat pada jabatan atau kedudukan rang itu, 

adalah perbuatan yang masuk ke dalam pengertian delik k rupsi  emahaman mendasar 

yang perlu dipahami adalah bah a perbuatan memberi yang dilarang leh delik ini adalah 

memberi hadiah atau memberi janji

ebagaimana kita pahami bersama, pada umumnya suatu hadiah diberikan karena 

sese rang sebagai penerima telah melakukan suatu prestasi tertentu  tas prestasi itulah 

hadiah diberikan  emberian yang tidak mensyaratkan adanya prestasi tidak memenuhi 

pengertian hadiah  ang agak membingungkan adalah pengertian memberi janji  ndang

undang tidak menjelaskan pengertian memberi janji yang dimaksud, leh karena itu 

perbuatan memberi janji yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai setiap, semua, dan 

segala perbuatan memberi janji, termasuk yang dalam aktivitas sehari hari kita kenal 

sebagai janjian

alam kehidupan sehari hari seringkali kita memberikan sesuatu kepada see rang 

pega ai negeri, terutama pejabat, dengan memandang jabatan dan atau ke enangan 

yang melekat kepada jabatan atau kedudukannya  ktrin antik rupsi tidak menghendaki 

perbuatan memberi yang seperti itu  ubungan dengan pega ai negeri, pejabat, rang 

yang punya kekuasaan dan atau ke enangan tidak perlu mendapat tempat yang istime a  

elik ini hanya dapat dian am kepada se rang pemberi, adapun penerima akan dian am 

dengan pasal lain.

4. Pasal 15

etiap rang yang melakukan per baan, pembantua,n atau permu akatan jahat untuk 

melakukan tindak pidana k rupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 

dimaksud dalam asal  asal , asal  sampai dengan asal 

elik k rupsi yang diatur dalam asal  sebenarnya tidak dapat dikateg rikan sebagai 

delik yang dirumuskan leh pembuat undang undang mengingat k nsep perumusan delik 

yang digunakannya mengad psi k nsep yang ada di dalam  ntuk menerapkan 

asal  kita perlu memahami terlebih dahulu k nsep hukum pidana mengenai per baan 
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(poging), perbantuan (medeplichtigheid), dan permu akatan jahat yang diatur dalam 

er baan tindak pidana sebagaimana diatur dalam asal   pada hakikatnya 

adalah tindak pidana yang tidak selesai  indak pidana yang tidak selesai dapat dian am 

dengan sanksi pidana sepanjang memenuhi syarat syarat per baan yang dapat dipidana, 

yaitu 

a. Ada niat.

b  danya permulaan pelaksanaan

 idak selesainya delik bukan karena kehendak pelaku

pabila suatu perbuatan pidana yang tidak selesai telah memenuhi ketiga syarat di atas, 

kepada pelakunya dapat dimntai pertanggungja aban pidana  amun demikian terdapat 

perbedaan yang mendasar antara ketentuan p ging dalam  dengan k nsep p ging 

yang diterapkan dalam undang undang k rupsi, yaitu pada pemidanaannya  alam , 

hukuman bagi se rang pelaku per baan delik akan dikurangi sepertiga dari apabila delik 

itu selesai atau sempurna, sedangkan dalam undang undang k rupsi sepanjang telah 

memenuhi syarat per baan yang dapat dipidana se rang pelaku per baan delik k rupsi 

bukan saja dapat dimintai pertanggungja aban pidana tetapi hukuman yang dian amkan 

kepadanya sama dengan bila delik k rupsi itu selesai dilakukan

erbantuan (medeplichtigheid) adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja membantu 

se rang yang akan atau sedang melakukan tindak pidana  aya upaya yang dilakukan leh 

se rang pembantu, yaitu dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan  dapun 

daya upaya se rang pembantu kepada pelaku utama yang sedang melakukan delik tidak 

ditentukan se ara definiti , sehingga setiap perbuatan apapun dapat dikateg rikan sebagai 

suatu bentuk bantuan bagi pelaku utama apabila sese rang tidak menghalangi rang lain 

melakukan delik  alam hal membantu sese rang yang akan melakukan tindak pidana, 

asal   mensyaratkan adanya berdasarkan asal   hukuman bagi se rang 

pembantu dikurangi sepertiga dari hukuman kepada pelaku utamanya, sedangkan dalam 

delik k rupsi an aman pidana bagi se rang pembantu sama dengan an aman pidana bagi 

pelaku utamanya

engenai permu akatan jahat,  mengatur permu akatan jahat atas delik tertentu 

saja yang dapat dipidana, seperti delik makar, delik pembunuhan kepala negara dan 

atau tamu negara  anksi pidana yang dian am kepada pelaku permu akatan jahat lebih 

ringan dibandingkan perbuatan pembunuhan kepala negara dan atau tamu negara  

alam undang undang k rupsi, meski perbuatan sese rang atau beberapa rang sekedar 

memenuhi adanya permu akatan jahat tetapi sanksi pidana yang dapat dian amkan 

kepadanya sama dengan bila mereka telah melakukan delik k rupsi yang baru disepakati 

itu.

5. Pasal 5

a  ipidana dengan pidana penjara paling singkat  satu  tahun dan paling lama  lima  

tahun dan atau pidana denda paling sedikit p  ,  lima puluh juta rupiah  

dan paling banyak p  ,  dua ratus lima puluh juta rupiah  setiap rang 

yang 
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  memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pega ai negeri atau penyelenggara 

negara dengan maksud supaya pega ai negeri atau penyelenggara negara tersebut 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 

ke ajibannya; atau

 memberi sesuatu kepada pega ai negeri atau penyelenggara negara karena atau 

berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan ke ajiban, dilakukan atau 

tidak dilakukan dalam jabatannya

b  agi pega ai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji 

sebagaimana dimaksud dalam ayat  huru  a atau huru  b, dipidana dengan pidana 

yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 

 elik k rupsi yang diatur dalam asal  adalah apa yang kita kenal sebagai k rupsi 

dalam bentuk suap  asal  mengatur  perbuatan utama delik k rupsi dalam bentuk 

suap, yaitu delik k rupsi memberi suap menyuap dan delik k rupsi menerima suap, 

delik mana diberikannya sesuatu kepada pega ai negeri, sehingga meski pega ai 

negeri yang akan diberikan tidak menerima pemberian itu, delik menyuap tetap 

dapat dian amkan kepada pelakunya  engan kata lain, delik menyuap dapat terjadi 

tanpa harus ada penerima suap  amun bila ada penerima suap, dapat dipastikan ada 

penyuapnya

 elik k rupsi berupa memberi suap adalah sebagaimana yang diatur dalam asal 

 ayat  sedangkan delik k rupsi menerima suap adalah sebagaimana yang diatur 

dalam asal  ayat  elik k rupsi berupa memberi suap yang diatur di dalam asal 

 ayat  terdiri atas dua bentuk, yaitu sebagaimana diatur di dalam huru  a dan huru  

b  erbedaan utama keduanya adalah bah a pada delik memberi suap yang diatur 

dalam huru  a pemberian atau janji itu dilakukan dengan tujuan agar pega ai negeri 

atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang 

bertentangan dengan ke ajibannya  edangkan delik k rupsi berupa memberi suap 

sebagaimana diatur dalam huru  b adalah pemberian yang dilakukan karena pega ai 

negeri atau penyelenggara negara telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan 

ke ajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

6. Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

ipidana dengan pidana penjara paling singkat  satu  tahun dan paling lama  lima  

tahun dan atau pidana denda paling sedikit p  ,  lima puluh juta rupiah  dan 

paling banyak p  ,  dua ratus lima puluh juta rupiah  pega ai negeri atau 

penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut 

diduga, bah a hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau ke enangan 

yang berhubungan dengan jabatannya

indak pidana k rupsi yang diatur dalam asal  adalah tindak pidana yang diambil dari 

asal   asal ini se ara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pega ai negeri 

atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana k rupsi yang dapat 

dimintai pertanggungja aban pidana

erbuatan yang dilarang menurut ketentuan asal  ini adalah menerima hadiah atau 
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janji, pemberian atau janji mana diberikan karena kekuasaan atau e enang yang 

berhubung dengan jabatan, atau yang menurut pikiran rang yang memberikan hadiah 

atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

erdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya se rang pega ai negeri atau penyelenggara 

negara dilarang menerima hadiah atau janji  ega ai negeri atau penyelenggara negara 

itu ukup mengetahui atau dapat menduga bah a pemberian dilakukan karena ia memiliki 

kekuasaan atau e enang yang dimiliki karena jabatannya itu

7. Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

ipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat  

empat  tahun dan paling lama  dua puluh  tahun dan pidana denda paling sedikit p 

,  dua ratus juta rupiah  dan paling banyak p ,  satu miliar 

rupiah

a   ega ai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal 

diketahui atau patut diduga bah a hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang 

bertentangan dengan ke ajibannya;

b   ega ai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui 

atau patut diduga bah a hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan 

karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 

bertentangan dengan ke ajibannya;

  akim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bah a 

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang 

diserahkan kepadanya untuk diadili;

d   ese rang yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan ditentukan menjadi 

adv kat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal 

diketahui atau patut diduga bah a hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi 

nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan 

kepada pengadilan untuk diadili;

e  ega ai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan 

diri sendiri atau rang lain se ara mela an hukum, atau dengan menyalahgunakan 

kekuasaannya memaksa sese rang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima 

pembayaran dengan p t ngan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

 ega ai negeri atau penyelenggara negara yang pada aktu menjalankan tugas, 

meminta, menerima, atau mem t ng pembayaran kepada pega ai negeri atau 

penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, se lah lah pega ai negeri 

atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang 

kepadanya, padahal diketahui bah a hal tersebut bukan merupakan utang;

g  ega ai negeri atau penyelenggara negara yang pada aktu menjalankan tugas, 

meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, se lah lah merupakan 

utang kepada dirinya, padahal diketahui bah a hal tersebut bukan merupakan utang;
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h  ega ai negeri atau penyelenggara negara yang pada aktu menjalankan tugas, 

telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, se lah lah 

sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan rang yang berhak, 

padahal diketahuinya bah a perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan 

perundangundangan; atau

i   ega ai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung 

dengan sengaja turut serta dalam pemb r ngan, pengadaan, atau perse aan, yang 

pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus 

atau menga asinya

 indak pidana k rupsi yang diatur dalam asal  adalah tindak pidana k rupsi yang  se ara 

terbatas hanya dapat diterapkan kepada pega ai negeri atau penyelenggara negara 

sebagai subjek hukum tindak pidana k rupsi yang dapat dimintai pertanggungja aban 

pidana  erupa dengan asal , pega ai negeri atau penyelenggara negara pada 

prinsipnya dilarang menerima hadiah atau janji, yang dalam asal  ini se ara khusus 

diatur sebagai perbuatan menerima hadiah atau janji karena berbagai alasan, termasuk 

dengan ara memaksa seperti se rang pega ai negeri yang telah memperlambat 

pengurusan suatu ijin ijin, se rang pejabat yang menerima pemberian dari sese rang 

karena telah mel l skan sese rang yang tidak memenuhi syarat rekrutmen pega ai, 

pemberian hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara 

yang diserahkan kepadanya untuk diadili  eski sang hakim tidak terpengaruh dalam 

memeriksa perkara tersebut, ia tetap tidak b leh menerima pemberian atau janji yang 

ia tahu bertujuan mempengaruhinya  tau se rang adv kat tidak b leh menerima 

pemberian atau janji bila ia mengetahui bah a pemberian atau janji itu diberikan agar 

ia melakukan pembelaan yang bertentangan dengan hukum atau demi kepentingan 

rang yang dibelanya semata, atau pega ai negeri memperlambat urusan administrati  

seperti , maksudnya agar rang yang sedang mengurus memberikan sejumlah uang

8. Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

a  ipidana dengan pidana penjara paling singkat  tiga  tahun dan paling lama  

limabelas  tahun dan pidana denda paling sedikit p  , , ,  seratus limapuluh 

juta rupiah  dan paling banyak p  , , ,  tujuhratus limapuluh juta rupiah  

setiap rang yang

  emberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk 

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

 emberi atau menjanjikan sesuatu kepada sese rang yang menurut ketentuan 

peraturan perundang undangan ditentukan menjadi adv kat untuk menghadiri 

sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat 

yag akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan 

untuk diadili.

b  agi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 

 huru  a atau adv kat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud 

dalam ayat  huru  b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 
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elik k rupsi yang diatur di dalam asal  merupakan pemberatan delik berkualifisir  

dari apa yang diatur di asal  elik k rupsi berupa suap ini juga dibagi dua, yaitu delik 

memberi suap yang diatur dalam asal  ayat  dan delik k rupsi menerima suap yang 

diatur dalam asal  ayat 

engan demikian, tindak pidana suap baik berupa memberi suap maupun menerima suap 

memiliki  tiga  gradasi yaitu pertama, tindak pidana suap yang menjadi ranah ndang

undang m r  tahun  tentang uap, kedua tindak pidana suap yang dilakukan 

kepada dan leh pega ai negeri, dan ketiga, tindak pidana suap yang dilakukan kepada 

dan leh hakim atau adv kat  erdasarkan gradasi itu, setiap rang yang menyuap rang 

lain akan dipidana, menyuap pega ai negeri atau penyelenggara negara akan dihukum 

lebih berat, dan menyuap hakim atau adv kat akan dihukum lebih berat lagi  egitu pula 

sebaliknya bagi setiap rang yang menerima suap, pega ai negeri yang menerima suap, 

dan hakim atau adv kat yang menerima suap

9.  Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

a  ipidana dengan pidana penjara paling singkat  dua  tahun dan paling lama  tujuh  

tahun dan atau pidana denda paling sedikit p  ,  seratus juta rupiah  dan 

paling banyak p  ,  tiga ratus lima puluh juta rupiah

 emb r ng, ahli bangunan yang pada aktu membuat bangunan, atau penjual 

bahan bangunan yang pada aktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan 

perbuatan urang yang dapat membahayakan keamanan rang atau barang, atau 

keselamatan negara dalam keadaan perang;

 etiap rang yang bertugas menga asi pembangunan atau penyerahan bahan 

bangunan, sengaja membiarkan perbuatan urang sebagaimana dimaksud dalam 

huru  a;

 etiap rang yang pada aktu menyerahkan barang keperluan entara asi nal 

nd nesia dan atau ep lisian egara epublik nd nesia melakukan perbuatan 

urang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; 

atau d  setiap rang yang bertugas menga asi penyerahan barang keperluan 

entara asi nal nd nesia dan atau ep lisian egara

  epublik nd nesia dengan sengaja membiarkan perbuatan urang sebagaimana 

dimaksud dalam huru  

b   agi rang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau rang yang menerima 

penyerahan barang keperluan entara asi nal nd nesia dan atau ep lisian egara 

epublik nd nesia dan membiarkan perbuatan urang sebagaimana dimaksud dalam 

ayat  huru  a atau huru  , dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud 

dalam ayat  

ang dimaksud dengan perbuatan urang disini adalah perbuatan yang tidak sesuai 

dengan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan ketentuan umum dan atau 

peraturan serta kesepakatan yang berlaku, seperti mengurangi kualitas dan atau kuantitas 

bangunan, mengurangi kualitas dan atau kuantitas barang
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dapun unsur sengaja atau dengan sengaja yang dimaksud disini adalah bah a pelaku 

mengetahui perbuatannya membiarkan perbuatan urang itu merupakan perbuatan yang 

melawan hukum.

10.  Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

ipidana dengan pidana penjara paling singkat  tiga  tahun dan paling lama  lima 

belas  tahun dan pidana denda paling sedikit p  ,  seratus lima puluh juta 

rupiah  dan paling banyak p  ,  tujuh ratus lima puluh juta rupiah , pega ai 

negeri atau rang selain pega ai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan 

umum se ara terus menerus atau untuk sementara aktu, dengan sengaja menggelapkan 

uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau 

surat berharga tersebut diambilatau digelapkan leh rang lain, atau membantu dalam 

melakukan perbuatan tersebut

indak pidana k rupsi yang diatur dalam asal  adalah apa yang kita kenal sebagai 

penggelapan dalam jabatan  erbuatan yang dilarang sebagai perbuatan k rupsi 

berdasarkan pasal ini adalah

a  enggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya;

b  embiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan leh rang lain

engenai pengertian penggelapan sendiri perlu menga u kepada ketentuan tindak pidana 

penggelapan sebagaimana diatur dalam asal  

11.  Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

ipidana dengan pidana penjara paling singkat  satu  tahun dan paling lama  lima  

tahun dan pidana denda paling sedikit p  ,  lima puluh juta rupiah  dan 

paling banyak p  ,  dua ratus lima puluh juta rupiah  pega ai negeri atau 

rang selain pega ai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum se ara 

terus menerus atau untuk sementara aktu, dengan sengaja memalsu buku buku atau 

da tarda tar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

indak pidana k rupsi yang diatur dalam asal  ditujukan kepada perbuatan yang pega ai 

negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja memalsu buku buku atau da tar

da tar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi seperti pembukuan akuntansi dan 

keuangan, buku da tar inventaris, dan lain lain

12. Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

ipidana dengan pidana penjara paling singkat  dua  tahun dan paling lama  tujuh  

tahun dan pidana denda paling sedikit p  ,  seratus juta rupiah  dan paling 

banyak p  ,  tiga ratus lima puluh juta rupiah  pega ai negeri atau rang 

selain pega ai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum se ara terus 

menerus atau untuk sementara aktu, dengan sengaja 

a   enggelapkan, menghan urkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai 

barang, akta, surat, atau da tar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan 
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di muka pejabat yang ber enang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

b   embiarkan rang lain menghilangkan, menghan urkan, merusakkan, atau membuat 

tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau da tar tersebut; atau

  embantu rang lain menghilangkan, menghan urkan, merusakkan, atau membuat 

tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau da tar tersebut

erbuatan k rupsi yang diatur di dalam asal  terdiri atas  perbuatan 

a   ega ai negeri yang dengan sengaja menghan urkan, merusakkan, atau membuat 

tidak dapat dipakainya suatu barang, akta, atau suatu da tar yang digunakan untuk 

meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang ber enang, yang dikuasai 

karena jabatannya

b   ega ai negeri yang membiarkan rang lain melakukan perbuatan yang diatur dalam 

asal  huru  a

  ega ai negeri yang membantu rang lain melakukan perbuatan yang dilarang leh 

asal  huru  a

D. GRATIFIKASI

ndang undang emberantasan indak idana rupsi m r  tahun  j  ndang

undang m r  tahun  memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai 

gratifikasi, sebagaimana diatur di dalam asal  

i dalam penjelasan asal   ayat  disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian 

dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), k misi, pinjaman 

tanpa bunga, tiket perjalanan, asilitas penginapan, perjalanan isata, peng batan uma

uma, dan asilitas lainnya  ratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun 

di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektr nik atau tanpa sarana 

elektr nik

ratifikasi hanya ditujukan kepada pega ai negeri atau penyelenggara negara sebagai 

penerima suatu pemberian  emberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan 

bah a diberikan berhubung dengan jabatannya yang berla anan dengan ke ajiban atau 

tugasnya  i at pidana gratifikasi akan hapus dengan dilap rkannya penerimaan gratifikasi itu 

leh pega ai negeri atau penyelenggara negara kepada misi emberantasan rupsi

ada prinsipnya gratifikasi adalah pemberian biasa dari sese rang kepada se rang pega ai 

negeri atau penyelenggara negara  alam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan 

m dus untuk membina  hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam hal sese rang 

tersangkut suatu masalah yang menjadi ke enangan pejabat tersebut, kepentingan rang itu 

sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut
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DAFTAR PUSTAKA

eljatn  , Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), Edisi Baru, Cetakan ke-18, akarta  umi 

Aksara

Peraturan perundang-Undangan:

ndang ndang   ahun  tentang emberantasan indak idana rupsi

ndang undang   tahun  tentang erubahan atas ndang undang   tahun  

tentang emberantasan indak idana rupsi

ndang undang m r  tahun  tentang misi emberantasan indak idana rupsi

ndang undang   tahun  tentang engesahan nited ati n nventi n gainst 

rrupti n  
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PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

UNTUK PERGURUAN TINGGI

 

  



177Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi

KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

 ahasis a mampu menjelaskan pengertian k rupsi  

 ahasis a mampu menjelaskan jenis jenis tindak pidana k rupsi 

 ahasis a dapat mengetahui jenis tindakan yang dapat dipidana 

karena menghalangi pr ses penegakan k rupsi

POKOK BAHASAN

indak pidana k rupsi dan perkembangannya

SUB POKOK BAHASAN

 indak idana rupsi

 ratifikasi

 indak idana en u ian ang

 Obstruction of Justice

E. Whistle Blower dan Justice Collaborator

 aber ungli
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indak pidana k rupsi di nd nesia sudah meluas dalam masyarakat  erkembangannya terus 

meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara 

maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya 

yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat  eningkatnya tindak pidana k rupsi 

yang tidak terkendali akan memba a ben ana tidak saja terhadap kehidupan perek n mian 

nasi nal tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya  indak pidana 

k rupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak hak s sial dan 

hak hak ek n mi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana k rupsi tidak dapat 

dig l ngkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa 

enjelasan umum  epublik nd nesia m r  ahun  entang  egitu pun dalam 

upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan se ara biasa, tetapi dituntut ara ara 

yang luar biasa  embahas masalah tindak pidana k rupsi hampir tidak pernah ada habisnya  

emberantasan dan pertumbuhan tindak pidana ini seakan saling berl mba l mba mun ul  

erbagai upaya dilakukan untuk memberantasan namun selalu mun ul k rupsi yang lebih besar 

dengan melibatkan level pejabat yang semakin tinggi kedudukannya

indak pidana k rupsi m dus dan p lanya tidak berhenti pada satu titik namun terus berkembang, 

apabila suatu m dus telah diketemukan maka lambat namun pasti m dus tersebut akan 

ditinggalkan   beberapa kali membeberkan perkembangan m dus tindak pidana k rupsi 

setelah melakukan perasi tangka tangan

ari beberapa penelitian yang ada ibnu ugr h ,  dapat diketahui bah a banyak pihak 

dalam masyarakat sering mendengar kata rupsi  dan beberapa istilah lain yang erat kaitannya 

dengan tindak pidana k rupsi  amun demikian ternyata pemahaman tersebut hanya sebatas 

pemahaman yang masih sangat sederhana  aat ini memahami tindak pidana k rupsi beserta 

beberapa tindak pidana lain yang erat kaitannya dengan k rupsi menjadi salah satu bagian 

penting dalam kerangkan pen egahan terjadinya tindak pidana k rupsi didalam masyarakat  

iharapkan dengan telah memahami se ara seksama maka masyarakat akan semakin mampu 

untuk men egah perilaku k rup bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan hingga bagi negara

A. TINDAK PIDANA KORUPSI 

dus perandi tindak pidana k rupsi dilakukan se ara terselubung, ter rganisir dan 

berdasarkan suatu keahlian yang dimiliki sese rang  leh  sebab itu  sulit untuk menentukan 

siapa yang menjadi k rban,  siapa yang menjadi pelaku kejahatan, dan bagaimana membuktikan 

hubungan kausal se ara langsung antara perbuatan dan timbulnya k rban   amun demikian 

dampak luar biasa pelan namun pasti akan merugikan negara dan masyarakat  nt h k nkrit 

dari dampak luar biasa akibat tindak pidana ini adalah kasus   yang saat ini masih bergulir, 

dampaknya telah dirasakan leh semua rang di nd nesia yaitu berupa ketiadaan rmulir 

untuk   sehingga sejak tahun  tidak dapat dilakukan pembaharuan  sebagaimana 

seharusnya telah diperbaharui

idalam  m r  ahun  j   ahun  tentang emberantasan indak pidana 

k rupsi,  tindak pidana k rupsi dapat dikel mp kan menjadi  jenis yaitu 
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No Profesi Tindakan Keterangan

1. ega ai egeri

enyuap

memberi hadiah ega ai negeri lain karena jabatan
nya

Menerima suap

menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya

menggelapkan uang 
atau membiarkan 
penggelapan

memalsukan buku untuk pemeriksaan adminstrasi

merusak bukti

membiarkan rang 
lain

merusak bukti

membantu rang lain merusak bukti

memeras Kepada pegawai negeri lain

menyer b t tanah 
negara 

erakibat merugikan rang lain,

turut serta dalam 
pengadaan yang 
diurusnya

menerima gratifikasi tidak melap rkan ke ;

2 emb r ng membuat urang

3 enga as pr yek membiarkan perbuatan urang

4 ekanan lri berbuat urang,

enga as rekanan lri berbuat urang,

enerima barang lri; membiarkan perbuatan urang

Siapa saja merintangi; pr ses pemeriksaan perkara k rups

ersangka idak memberikan 
keterangan

mengenai kekayaannya

Siapa saja menyuap hakim

Siapa saja menyuap adv kat

11 akim  adv kat menerima suap e ara bersama sama 

12 akim menerima suap

13 dv kat menerima suap

14 Bank tidak memberikan 
keterangan

rekening tersangka

Saksi atau ahli tidak memberikan  
memberi

keterangan palsu

Saksi membuka identitas pelap r

ese rang yang 
memegang rahasia  
jabatan

tidak memberikan  
memberi

keterangan palsu

umlah  perbuatan
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B. GRATIFIKASI

indak pidana gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana k rupsi, se ara sederhana 

dapat digambarkan sebagaimana dalam bagan diba ah ini 

merupakan bagian dari tindak pidana k rupsi, se ara sederhana dapat digambarkan 

sebagaimana dalam bagan diba ah ini 

ratifikasi bermakna sebagai pemberian yang bersi at netral  amun pada saat pemberian 

tersebut berkait dengan suatu jabatan dan bertentangan dengan ke ajiban atau tugas 

penerima maka akan menjadi gratifikasi yang dianggap suap  enurut ddy mar yari    

ari ketigapuluh katag ri diatas maka dapat dikel mp kan menjadi  kel mp k 
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perbedaan antara gratifikasi dan suap terletak pada meeting of mind k nsensus kesepakatan

transaksi nal   pada saat penerimaan

ratifikasi menjadi kejahatan k rupsi apabila 

etiap ratifikasi kepada pega ai negeri atau enyelenggara negara dianggap pemberian 

suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berla anan dengan ke ajiban atau 

tugasnya 

 asal      ahun 

nsur utama yang membedakan antara definsi gratifikasi se ara umum sebagai pemberian 

dalam arti luas dengan gratifikasi yang dianggap suap adalah unsur 

  danya penerimaan gratifikasi

  enerimaan gratifikasi haruslah pega ai negeri penyelenggara negara

  ratifikasi dianggap suap

pabila ratifikasi yang diterima tersebut tidak dilap rkan kepada  dalam jangka aktu 

paling lambat  hari kerja terhitung dari diterimanya gratifikasi tersebut maka akan masuk 

dalam katag ri suap

iba ah ini akan diberikan gambaran perihal alur kerja pelap ran gratifiikasi 
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etiap gratifikasi kepada pega ai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian 

suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan ke ajiban atau 

tugasnya yang nilainya p  ,  atau lebih pembuktian bah a gratifikasi tersebut 

bukan merupakan suap dilakukan leh penerima gratifikasi  an apabila nilainya kurang dari 

p  ,  maka pembuktian bah a gratifiksi tersebut suap dilakukan leh penuntut 

umum.

erikut ini ada  praktek gratifikasi yang banyak ditemukan didalam kehidupan sehari hari 

  emberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan leh rekanan 

atau ba ahannya ;

  adiah atau sumbangan pada saat perka inan anak dari pejabat leh rekanan kant r 

pejabat tersebut

  emberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi 

se ara uma uma

  emberian p t ngan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan

  emberian biaya atau ngk s naik haji dari rekanan kepada pejabat;

  emberian hadiah ulang tahun atau a ara a ara pribadi lainnya dari rekanan

  emberian hadiah atau s uvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja

  emberian hadiah atau uang sebagai u apan terima kasih karena telah dibantu

C. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

nd nesia mengatur  dalam  ndang undang m r  ahun  tentang emberantasan 

dan en egahan indak idana en u ian ang  eberapa tindak pidana yang menjadi pemi u 

 sebagaimana diatur dalam   adalah k rupsi, penyuapan, nark tika, psik tr pika, 

penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, penyelundupan di bidang perbankan, 

penyelundupan di bidang pasar m dal, penyelundupan di bidang perasuransian, kepabeaan, 

ukai, perdagangan rang, perdagangan senjata gelap, ter risme, pen ulikan, pen urian, 

penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, pr stitusi, bidang perpajakan, bidang 

kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang  kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain 

yang dian am dengan pidana penjara  empat  tahun atau lebih

raktik pen u ian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku kejahatan ek n mi untuk 

dengan leluasa dapat menikmati dan meman aatkan hasil kejahatannya  elain itu uang 

hasil kejahatan  merupakan nadi bagi kejahatan ter rganisasi or ani ed cri es  dalam 

mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka penghalangan agar pelaku dapat 

menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting. 

en u ian uang (Money Loundering) menurut utan emy jahdeni adalah 

rangkaian kegiatan yang dilakukan sese rang atau rganisasi terhadap uang haram yaitu 

uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan 

asal usul uang tersebut dari pemerintah atau t ritas yang ber enang melakukan penindakan 

terhadap tindak pidana dengan ara terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem 
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keuangan financial s s e  sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem 

keuangan itu sebagai uang halal

en u ian uang (Money Loundering) menurut asal  ayat   n   tahun  adalah 

egala perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan 

undang undang ni

alam melakukan pen u ian uang, pada umumnya pelaku melakukan beberapa kegiatan 

yang dapat dikatag rikan sebagai berikut  

 enyembunyian kedalam struktur bisnis (Concealment with in business structure);

 enyalahgunaan bisinis yang sah (Misuse of Legitimate Businesses).

 engguna identitas palsu, d kumen palsu, atau perantara (Use of fatse identities, documents, 

or straw men).

 engekspl itasian masalah masalah yang menyangkut yurisdiksi internasi nal (Exploiting 

International Yurisdictional Issues).

 enggunaan tipe tipe harta kekayaan yang tanpa nama (Use of Anonimouns Aset Type).

ari berbagai teknik pen u ian uang yang telah di kemukakan diatas m dus yang kerap 

dipakai dalam  di ilayah sia adalah berupa  enyelundupan uang melalui perbatasan 

egara (Currency Smuggling a cross national borders); enggunaan perusahaan perusahaan 

gabungan b h ng b h ngan (the use of shell corporations); enggunaan instrumen instrumen 

atau harta kekayaan tanpa nama (the use of bearer instruments); enggunaan wire transfer; 

enggunaan jasa jasa pengiriman uang (the use of mainttaince services); embelian barang
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barang me ah dan real estate (the purchase of luxuary items and real estate); enggunaan 

aktur palsu (false invoicing); en u ian melalui kasin tempat perjudian (laundering through 

casinos), dan en u ian melalui transaksi e ek e ek (laundering through securities transactions). 

enegakan hukum terhadap  di nd nesia telah diatur sejak tahun , perundangan 

mengenai  telah mengalami beberapa kali perbaikan dan penambahan dan  yang 

mengatur  yang hingga saat ini masih berlaku adalah undang undang n m r  tahun 

 alam asal  telah diatur hasil tindak pidana apa saja yang dimasukkan dalam katag ri 

 indak pidana tindak pidana tersebut berjumlah ukup banyak dan luas, dari tindak 

pidana katag ri hite llar hingga tindak pidana biasa seperti pen urian  

etentuan sebagaimana diatur dalam asal  tersebut merupakan tindak pidana asal dalam 

 ebagaimana diketahui bah a  mun ul karena didahului dengan telah terjadinya  

predicate offence indak pidana asal , leh sebab itu  biasa dig l ngkan sebagai follow 

up crimes tindak pidana lanjutan  

alam   daitur pula menganai pengertian transaksi keuangan yang men urigakan , 

pengertian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut 

 ransaksi keuangan yang menyimpang dari pr fil, karakteristik, atau kebiasaan p la 

transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

 ransaksi keuangan leh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan 

tujuan untuk menghindari pelap laran transaksi yang bersangkutan yang ajib dilakukan 

leh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang undang;

 ransaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan 

harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana ; atau

 ransaksi keuangan yang diminta leh  untuk dilap rkan leh pihak pelap r karena 

melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

alam tindak pidana pen u ian uang  ini, ada  dua  katag ri g l ngan tindak pidana  yaitu 

unsur byekti  (actus reus)  dan unsur subjekti  (mens rea)  nsur actus reus dapat dilihat dengan 

adanya suatu kegiatan menempatkan, mentrans er, membayarkan atau membelanjakan, 

menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, memba a keluar negeri, menukarkan atau 

perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan  

edangkan unsur mens rea dilihat dari perbuatan sese rang yang dengan sengaja, mengetahui 

atau patut menduga bah a harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut  

idalam  terdapat katag ri pelaku dengan katag ri pelaku akti  dan pelaku pasi  

imaksudkan sebagai pelaku akti  adalah sebagaimana diatur dalam asal  yat   

, yaitu 

 enempatkan harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana kedalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

 entrans er harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain  baik atas 

nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
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 embayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

 enghibahkan atau menyumbangkan  harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

 enitipkan harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

 emba a keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan 

hasil tindak pidana.

 enukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya yang diketahuinya patut 

diduganya  merupakan hasil tindak pidana; atau

 enyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya patut 

diduganya  merupakan hasil tindak pidana

elain yang masuk dalam katag ri pasal tersebut termasuk dalam katag ri pelaku  kti  

adalah sebagaimana masuk dalam ketentuan asal  yaitu rang yang menikmati apa yang 

dilakukan dalam ketentuan asal  tersebut

elaku pasi  tindak pidana pen u ian uang adalah mereka yang menerima, menguasai 

penempatan, pentrans eran, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan penukaran, atau 

menggunakan yang diketahuinya patut diduganya  merupakan hasil tindak pidana  aik 

pelaku akti , pasi  maupun yang membantu melakukan semua dikenai pidana

eberapa dus perandi yang teradi dalam  dapat dikatag rikan sebagai berikut 

1. Loan Back, yakni dengan ara meminjam uangnya sendiri, dus ini terin i lagi dalam 

bentuk direct loan, dengan ara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, sema am 

perusahaan bayangan (immobilen investment company) yang direksinya dan pemegang 

sahamnya adalah dia sendiri, dalam bentuk back to loan, dimana si pelaku peminjam uang 

dari abang bank asing se ara stand by letter of credit atau cer ifica e o  de osi  bah a 

uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan 

sehingga jaminan bank di airkan

 dus perasi hase, met de ini ukup rumit karena memiliki si at liku liku sebagai 

ara untuk menghapus jejak  nt h dalam kasus , dimana kurir kurir datang ke bank 

l rida untuk menyimpan dana sebesar    supaya l l s dari ke ajiban lap r  

emudian beberapa kali dilakukan trans er, yakni e  rk ke u semburg ke abang 

bank nggris, lalu disana dik n ersi dalam bentuk certiface of deposit untuk menjamin 

l an dalam jumlah yang sama yang diambil leh rang l rida  Loan buat negara aribia 

yang terkenal dengan tax Heaven-nya  isini Loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya 

dengan men airkan sertifikat dep sit  itu saja  ari l rida, uang terebut di trans er 

ke ruguay melalui rekening drug dealer dan disana uang itu didistribusikan menurut 

keperluan dan bisnis yang serba gelap  asil investasi ini dapat ter u i dan aman

 dus transaksi transaksi dagang internasi nal,  dus ini menggunakan sarana d kumen 

 arena menjadi kus urusan bank baik bank k resp nden maupun opening bank 

adalah d kumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat 
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menjadi sasaran money laundrying, berupa membuat inv i e yang besar terhadap barang 

yang ke il atau malahan barang itu tidak ada

 dus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke egara lain  dus 

ini menyelundupkan sejumah fisik uang itu ke luar negeri  erhubung dengan ara ini 

terdapat resik  seperti diramp k, hilang atau tertangkap maka digunakan m dus berupa 

electronic transfer, yakni mentrans er dari satu egara ke negara lain tanpa perpindahan 

fisik uang itu

 dus akuisisi, yang diakui sisi adalah perusahaanya sendiri nt h se rang pemilik 

perusahaan di ind nesia yang memiliki perusahaan se ara gelap pula di ayman sland, 

negara tax haven  asil usaha di ayman didep sit kan atas nama perusahaan yang ada 

di nd nesia  emudian perusahaan yang ada di ayman membeli saham saham dari 

perusahaan yang ada di nd nesia se ara akuisisi  engan ara ini pemilik perusahaan 

di nd nesia memiliki dana yang sah, karena telah ter u i melalui hasil pejualan saham

sahamnya di perusahaan nd nesia

 dus Real estate Carousel, yakni dengan menjual suatu pr perty berkai kali kepada 

perusahaan di dalam kel mp k yang sama  elaku Money Laundrying memiliki sejumlah 

perusahaan pemegang saham may ritas  dalam bentuk real estate  ari satu ke lain 

perusahaan.

 dus nvestasi ertentu, nvestasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang 

atau lukisan atau antik  isalnya pelaku membeli barang lukisa dan kemudian menjualnya 

kepada sese rang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga 

mahal  ukisan dengan harga tak terukur, dapat ditetapkan harga setinggitingginya dan 

bersi at sah  ana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikateg rikan sebagai dana 

yang sudah sah

 dus over invoices atau double invoice  dus ini dilakukan dengan mendirikan 

perusahaan eksp r imp r negara sendiri, lalu diluar negeri yang bersistem tax haven  

mendirikan pula perusahaan bayangan (shell company)  erusahaan di egara tax Haven 

ini mengeksp r barang ke nd nesia dan perusahaan yang ada d diluar negeri itu membuat 

invoice pembelian dengan harga tinggi inilah yang disebut over invoice dan bila dibuat  

invoices, maka disebut double invoices.

 dus erdagangan aham, dus ini pernah terjadi di elanda  alam suatu kasus 

di usa e ek msterdam, dengan melibatkan perusahaan e ek Nusse Brink, dimana 

beberapa nasabah perusahaan e ek ini menjadi pelaku pen u ian uang  rtinya dana dari 

nasabahnya yang diinvestasi ini bersumber dari uang gelap  Nussre brink membuat  dua  

buah rekening bagi nasabah nasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yag rugi dan satu 

yang memiliki keuntungan  ekening di upayakan dibuka di tempat yang sangat terjamin 

pr teksi kerahasaannya, supaya sulit ditelusuri siapa benefecial owner dari rekening 

tersebut

 dus i a innc ion  dus ini dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan 

bat bius diinvestasikan untuk mendapat k nsesi i a, sementara sisi lainnya 

diinvestasikan di aribia dan iss
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 dus la Mina, kasus yang dipandang sebagai m dus dalam money laundrying terjadi di 

merika erikat tahun  dana yang diper leh dari perdagangan bat bius diserahkan 

kepada perdagangan gr siran emas dan permata sebagai suatu sindikat  emudian emas, 

kemudian batangan dieksp r dari ruguay dengan maksud supaya imp rnya bersi at legal  

ang disimpan dalam desain k tak kemasan emas, kemudian dikirim kepada pedagang 

perhiasan yang bersindikat mafia bat bius  enjualan dilakukan di s ngeles, hasil uang 

tunai diba a ke bank dengan maksud supaya seakan akan berasal dari k ta ini dikirim ke 

bank e  rk dan dari k ta ini di kirim ke bank e  rk dan dari k ta ini dikirim ke 

bank r pa melalui egara anama  ang tersebut akhirnya sampai di l mbia guna 

didistribusi dalam berupa membayar ngk s ngk s, untuk investasi perdagangan bat 

bius, tetapi sebagian untuk unvestasi jangka panjang

 dus e osi  a in , endirikan perusahaan keuangan seperti e osi  a in  Ins i ion 

 anada   ini terkenal dengan sarana pen u ian uangnya seperti chartered bank, 

trust company, dan credit union. Kasus Money Laundrying ini melibatkan  antara 

lain trans er melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian bligasi 

pemerintahan dan teasury bills.

 dus dentitas alsu, akni meman aatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih 

uang dengan ara men dep sit kan dengan nama palsu, menggunakan safe deposit box 

untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan asilatas trans er supaya dengan 

mudah ditrans er ke tempat yang dikehendaki atau menggunakan electronic fund transfer 

untuk melunasi ke ajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil 

transaksi gelap itu.

D. OBSTRUCTION OF JUSTICE (OoJ)

j adalah suatu tindakan yang bertujuan menghalang halangi pr ses hukum dan keadilan 

dari a al hingga pr ses tersebut selesai  indakan tersebut berupa intervensi  dengan segala 

bentuknya  eperti tidak mau menjadi saksi, memberi keterangan palsu, menghilangkan atau 

menyembunyian atau merusak bukti, mengintimidasi saksi, penyidik atau penegak hukum 

lainnya  an bahkan yang sangat ekstrim adalah men elakai  

atasan terhadap  ini adalah perbuatan apapun dari yang paling ringan seperti 

mempengaruhi persidangan dengan membangun pini dalam masyarakat hingga yang pailng 

berat yaitu perbuatan perbuatan yang men ederai saksi atau bahkan membunuh saksi  

engan dibatasi leh niat  yaitu niat untuk menghalang halangi pr ses hukum

iat menghalang halangi pr ses hukum tidak mengharuskan perbuatan tersebut telah  

menimbulkan akibat yang dimaksud, ukup disyaratkan adanya niat dari pelaku   masuk 

dalam katag ri delik rmil yaitu perbuatan dianggap telah terjadi dengan dipenuhinya 

unsur unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut tanpa perlu adanya akibat dari 

perbuatan dimaksud

enurut ndrea endall dan u  pasal pasal  diran ang untuk melindungi individu

individu yang terlibat dalam pr ses hukum dan men egah gugurnya  pr ses penegakan 

keadlian melalui tindakan tindakan menyimpang   erbuatan per baan  mempunyai  
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unsur yang harus dipenuhi yaitu 

 indakan tersebut menyebabkan tertundanya pr ses hukum

 elaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya

 elaku melakukan atau men ba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu 

atau mengintervensi pr ses atau adminsitrasi hukum

erumusan  dalam perundangan di nd nesia terdapat dalam  yaitu asal  , asal  

, asal   sampai dengan asal ;, asal  dan asal  isamping dalam  

terdapat pula didalam beberapa perundangan lain yaitu asal  sampai dengan asal   

indakk idana rupsi, asal  sampai dengan asal  erpu n m r  ahun  tentang  

emberantasan er risme, dan asal  sampai dengan   n m r   tahun  tentang 

emberantasan erdagangan rang

nt h k nkrit  terhadap penyidikan ipik r terjadi pada saat  sedang mengumpulkan 

bukti untuk kasus imulat r , penyidik  dilarang leh sese rang untuk tidak memba a 

bukti bukti yang diambil dari kant r alin mabes lri bahkan para penyidik dian am dan 

ditekan  pa yang terjadi diatas merupakan tindakan  

E. WHISTLEBLOWER (WB)  DAN JUSTICE COLLABORATOR (JC)

 se ara harafiah dalam bahasa nd ensia  diterjemahkan sebagai si eniup eluit  pakah 

sebenarnya pengertian   adalah sese rang yang bersedia mengungkapkan akta 

kepada publik penegak hukum  atas sebuah skandal kejahatan  yang terjadi di lingkungan 

dimana dia berada   tidak terlibat dalam tindak pidana yang terjadi, dia hanya berada 

dalam lingkungan tersebut, sehingga  tidak dikenai hukuman

ebagai nt h karya an suatu kant r mengetahui atasannya atau temannya melakukan 

k rupsi, dia melap rkan kejadian tersebut kepada penegak hukum, maka dia merupakan  

engertian Justice collaborator  sebenarnya  sudah dipakai pada praktik hukum nd nesia 

sejak tahun  yaitu didalam urat daran ahkamah gung m r  ahun ,   

adalah sese rang yang menjadi salah satu dari pelaku tindak pidana, mengakui kejahatan 

yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan 

keterangan sebagai saksi di dalam pr ses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat 

mengungkap tindak pidana dimaksud se ara e ekti , mengungkap pelaku pelaku lainnya yang 

memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset aset hasil suatu tindak pidana   

akan mendapatkan keringanan hukuman.

dapun syarat untuk sese rang dapat dikatakan sebagai justice collaborator yaitu 
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 indak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius dan atau ter ganisir, 

seperti k rupsi, pelanggaran  berat, nark ba, ter risme, , raficin , kehutanan  

adi untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini

 eterangan yang diberikan signifikan, relevan dan andal  eterangan yang diberikan benar

benar dapat dijadikan petunjuk leh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu 

tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum.

 rang yang berstatus justice collaborator bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut 

karena kehadirannya sebagai justice collaborator adalah untuk mengungkapkan siapa  

pelaku utama dalam kasus tersebut  ia  hanya  berperan sedikit didalam terjadinya perkara 

itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu

 ia mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang 

diper lehnya dengan ara kejahatan itu se ara tertulis

 aksa enuntut mum di dalam tuntutannya menyatakan bah a yang bersangkutan 

telah memberikan keterangan dan bukti bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik 

dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud se ara 

e ekti , mengungkap pelaku pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau 

mengembalikan aset aset hasil suatu tindak pidana

edudukan sebagi  maupun  didalam kasus kasus k rupsi maupun tindak pidana berat 

lain diakui memiliki peran yang sangat signifikan mengingat tindak pidana berat seperti k rupsi 

merupakan suatu tindak pidana yang si atnya ter rganisir dengan sangat rapi  eran serta 

masyarakat tersebut diatur dalam eraturan emerintah m r  ahun  entang ata 

ara elaksanaan eran erta asyarakat  an emberian enghargaan alam en egahan 

an emberantasan indak idana rupsi

F. SABER PUNGLI

ada  kt ber  enk  lhukam mengumumkan pembentukan atuan ugas ungutan 

liar aber ungli  dengan dasar pembentukannya adalah erpres m r  ahun  

atgas ini bertugas memberantas praktik pungutan liar se ara e ekti  dan efisien  engan 

ara meng ptimalkan peman aatan pers nel satuan kerja dan sarana prasarna baik yang 

berada di kementrian lembaga atau pemerintah daerah  atgas itu memiliki empat ungsi 

yaitu intelejen, pen egahan dan s sialisasi, penindakan dan yustisi  elain itu satgas ini juga 

ber enang melakukan perasi tangkap tangan 

dapun landasan dalam menangani pungutan liar adalah sebagai berikut 
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eberadaan atgas aber ungli diharapkan mampu memper epat paya pemberantasan 

tindak pidana k rupsi di nd nesia sehingga masyarakat akan memper leh hak hak sebagai 

arga negara yaitu memper leh pelayanan yang epat mudah dan murah disemua lini asilitas 

yang diberikan leh negara bagi kesejahteraan hidup masyarakat

No Ketentuan Hukum Jenis Ancaman Pidana

1 asal     ahun 
 entang uap

enerima suap  ahun  denda maksimal p  

2 asal  emerasan  tahun

3 asal  ayat    
 ahun  tentang 

erubahan atas   
 ahun  tentang 

embe rantasan ipik r 

emberi  menjanjian 
pada pegawai negeri 
atau penyelenggara 
negara 

idana penjara minimal 
 tahun, maksimal  

tahun dan  atau denda 
minimal p   
dan maksimal p  

,

4 asal  ayat    
 ahun  tentang 

erubahan atas   
 ahun  tentang 

embe rantasan ipik r

ega ai negeri atau 
penyelenggara negara  
penerima pemberi janji

idana penjara minimal 
 tahun, maksimal  

tahun dan atau denda 
minimal p   
dan maksimal p  

,

asal     
ahun  tentang 
erubahan atas   

 ahun  tentang 
embe rantasan ipik r

ega ai negeri atau 
penyelenggara nega
ra  menerima hadiah  
janji padahal diketahui 
karena kekuasaan ke
wenangan 

idana penjara minimal  ta
hun, maksimal  tahun dan atau 
denda minimal p   
dan maksimal p  ,

asal  b    
ahun  tentang 
erubahan atas   

 ahun  tentang 
embe rantasan ipik r

ega ai negeri atau 
penyelenggara negara  
penerima gratifikasi 

idana penjara seumur hidup  
minimal 4 tahun dan paling 
lama  tahun, denda minimal 

p   paling banyak 
p  ,

asal  e    
ahun  tentang 
erubahan atas   

 ahun  tentang 
embe rantasan ipik r

ega ai negeri atau 
penyelenggara negara  
yang dengan maksud 
menguntungkan diri 
sendiri 

idana penjara minimal  ta
hun, maksimal  tahun dan atau 
denda minimal p   
dan maksimal p  ,

asal     
ahun  tentang 
erubahan atas   

 ahun  tentang 
embe rantasan ipik r

emberi hadiah  janji 
ke ega ai negeri atau 
penyelenggara negara 
karena kekuasaan  
kewenangan 

idana enjara paling lama  
tahun dan denda paling banyak 

p  
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

 ahasis a mampu menjelaskan perilaku k rup di bidang pelayanan 

publik;

 ahasis a mampu ikut serta menga asi sekt r pelayanan publik dalam 

rangka men iptakan good governance;

 ahasis a dapat men egah diri untuk tidak ikut berpartisipasi dalam 

perilaku k rup

POKOK BAHASAN

rupsi dan pelayanan publik

SUB POKOK BAHASAN

 engertian dan nsur  unsur elayanan ublik 

 ateg ri elayanan ublik 

 tika ublik 

 enga asan erhadap elayanan ublik
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elayanan publik merupakan salah satu bidang yang menjadi t l k ukur penilaian keberhasilan 

perilaku antik rupsi  rupsi menjadi satu rangkaian  dengan tindakan k lusi dan nep tisme 

dan k ndisi tersebut sangat mudah dilihat, dirasakan dan dipahami leh masyarakat pada 

saat masyarakat harus bersentuhan dengan pelayanan publik  e ara definisi, k rupsi berarti 

menyalahgunakan keper ayaan publik yang dikuasakan kepada pega ai pemerintah untuk 

mendapatkan keuntungan sepihak, lusi adalah sikap dan perbuatan tidak jujur dengan 

membuat kesepakatan se ara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang 

di arnai dengan pemberian uang atau asilitas tertentu sebagai alat pemudah peli in agar segala 

urusannya menjadi lan ar, sedangkan ep tisme adalah pemilihan berdasarkan hubungan

kedekatan pribadi bukan berdasarkan kemampuannya

alam perjalanan sejarah pelayanan publik di nd nesia masalah  masih kental mema arnai, 

masyarakat khususnya didaerah bahkan sudah menganggapnya sebagai suatu ke ajaran hal 

tersebut terjadi dan merasa tindak dirugikan  al ini tentu saja menjadi sebuah k ndisi yang 

sangat menyedihkan, ketika k rban  sudah tidak lagi merasa menjadi sasaran tembak bagi 

aparat pelayanan publik yang menggunakan ke enangannya untuk mengambil keuntungan 

pribadi

ambar  elayanan publik yang tidak ptimal merugikan masyarakat

asih banyaknya perilaku k rupsi di sekt r pelayanan publik berdampak pada minimnya minat 

invest r pada saat akan menanamkan m dal di suatu egara  ada umumnya negara dengan 

tingkat  diba ah  akan menjadi tujuan utama para invest r untuk menanamkan m dalnya

emberantasan dan pen egahan terhadap perilaku  menjadi tanggungja ab semua lapisan 

masyarakat sekalipun yang menjadi sasaran adalah mereka yang berada di ilayah pelayanan 

publik namun demikian masyarakat juga tetap harus  memper leh in rmasi dan eduksi yang 
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A. PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK DAN UNSUR-UNSURNYA

untutan akan pelayanan publik yang prima menjadi suatu hal yang sangat mendesak 

dilaksanakan disemua sekt r kehidupan mulai dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan 

sebagainya  elayanan publik tidak hanya dituntut supaya mudah tetapi juga epat, ermat, 

transparan dan murah.

elayanan adalah suatu kegiatan atau urusan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung 

antar se rang dengan rang lain atau mesin se ara fisik, dan menyediakan kepuasan 

pelanggan ampara ukman,  edangkan pengertian ublik  adalah sejumlah manusia 

yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, dan tindakan yang benar dan baik 

berdasarkan nilai nilai n rma yang mereka memiliki  leh karena itu pelayanan publik 

diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan leh pemerintah terhadap sejumlah manusia 

yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, 

dan mena arkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu pr duk se ara fisik nu 

en ana dalam  ijian ltak inambela,  

elayanan publik didefiniskan sebagai keper ayaan publik  arga negara berharap pelayanan 

publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengel laan sumber penghasilan se ara tepat, 

dan dapat dipertanggungja abkan kepada publik  elayanan publik yang adil dan dapat 

dipertanggungja abkan menghasilkan keper ayaan publik  ibutuhkan etika pelayanan 

publik sebagai pilar dan keper ayaan publik sebagai dasar untuk me ujudkan pemerintah 

yang baik ar l  e is and tuart  ilman,  

emerintah menyadari membangun keper ayaan masyarakat atas pelayanan publik yang 

dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring 

dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan 

pelayanan publik, hal ini yang menjadi pertimbangan atas kelahiran  m r  ahun  

yaitu ndang undang entang elayanan ublik

nsur unsur pelayanan publik adalah sebagai mana disebutkan pada asal  angka , yaitu 

terdiri dari 

1. Kegiatan atau rangkaian kegiatan 

 ilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang undangan

memadai agar mereka juga paham bah a tertibnya pelayanan publik bisa ter ipta apabila 

ada dukungan dari mereka yang dilayani  embudayakan budaya antri dan budaya tep  salir  

harus kembali dikembangan  ebiasaan minta didahulukan dalam pelayanan, tidak memiliki 

budaya antri, merasa lebih penting dari rang lain menyebabkan pelayanan publik tidak berjalan 

sebagaimana semestinya
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B. KATEGORI PELAYANAN PUBLIK

elayanan publik meliputi segenap hajat hidup masyarakat nd nesia, pelayanan terhadap 

kesehatan, pendidikan dan pekerjaan merupakan hal masyarakat yang ter antum didialan 

asal  ayat  dan    amandemen  asal tersebut menyatakan bah a setiap arga 

negara bersamaan kedudukannya didalam hukum  dan pemerintahan serta ajib menjunjung 

pemerintahan itu dengan tidak ada ke ualinya; tiap tiap arga negara berhak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

leh sebab itu pemerintah telah mengatur perihal ketentuan pelyanan publik lebih lanjut 

dilam ketentuan  m r  ahun  yaitu ndang undang entang elayanan ublik, 

didalam undang undang ini pelayanan publik diberi kateg ri menjadi beberapa bentuk 

sebagaimana tersebut diba ah ini yaitu 

 elayanan barang publik 

a  engadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan leh instansi pemerintah 

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b  engadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan leh suatu badan usaha yang 

m dal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan

atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

 engadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah 

atau badan usaha yang m dal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 

kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya 

menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan

 elayanan asa ublik meliputi 

a  enyediaan jasa publik leh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan 

dan belanja daerah;

 ntuk setiap arga negara dan penduduk

 erupa barang, jasa, dan atau pelayanan administrati  

 isediakan leh penyelenggara pelayanan publik

enyelenggara negara yang dimaksud dalam undang undang ini adalah adalah setiap institusi 

penyelenggara negara, k rp rasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang

undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata 

untuk kegiatan pelayanan publik  
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b  enyediaan jasa publik leh suatu badan usaha yang m dal pendiriannya sebagian atau 

seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan; 

dan

 enyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha 

yang m dal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara 

dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara 

yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan

 elayanan administrati , meliputi 

a  indakan administrati  pemerintah yang di ajibkan leh negara dan diatur dalam 

peraturan perundang undangan dalam rangka me ujudkan perlindungan pribadi, 

keluarga, keh rmatan, martabat, dan harta benda arga negara

b  indakan administrati  leh instansi n npemerintah yang di ajibkan leh negara dan 

diatur dalam peraturan perundang undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian 

dengan penerima pelayanan

uang lingkup pelayanan barang, jasa dan adminsitrasi publik sebagaimana disebutkan 

diatas meliputi bidang bidang pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, 

k munikasi dan in rmasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan s sial, energi, perbankan, 

perhubungan, sumber daya alam, pari isata, dan sekt r strategis lainnya  isamping itu dalam 

melaksanakan pelayanan publik ini harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada 

ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan 

pelayanan publik untuk dikateg rikan sebagai penyelenggara pelayanan publik

idalam hal memberikan pelayanan maka pihak penyelenggara layanan ini memiliki hak 

dan ke ajiban yang harus dipatuhi, hak penyelenggara adalah memberikan pelayanan tanpa 

dihambat pihak lain yang bukan tugasnya; melakukan kerja sama; mempunyai anggaran 

pembiayaan penyelenggaraan pelayananan publik; melakukan pembelaan terhadap 

pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik; dan  men lak permintaan pelayanan yang bertentangan  dengan peraturan 

perundang undangan  

e ajiban penyelenggara adalah menyusun dan menetapkan standar pelayanan; maklumat 

pelayanan dan mempublikasikannya; menempatkan pelaksana yang k mpeten; menyediakan 

sarana, prasarana, dan atau asilitas pelayanan publik yang mendukung ter iptanya iklim 

pelayanan yang memadai; memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pelayanan publik; melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 

pelayanan; berpartisipasi akti  dan mematuhi peraturan perundang undangan yang terkait 

dengan penyelenggaraan pelayanan publik; memberikan pertanggungja aban terhada 

pelayanan yang diselenggarakan; membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung 
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ja abnya; bertanggung ja ab dalam pengel laan rganisasi penyelenggara pelayanan publik; 

memberikan pertanggungja aban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan 

diri atau melepaskan tanggung ja ab atas p sisi atau jabatan; dan memenuhi panggilan atau 

me akili rganisasi  untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas 

permintaan pejabat yang ber enang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang 

berhak, ber enang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang undangan  dapun larangan 

bagi pelaksana adalah 

 erangkap sebagai k misaris atau pengurus rganisasi usaha bagi pelaksana yang berasal 

dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik 

daerah;

 eninggalkan tugas dan ke ajiban, ke uali mempunyai alasan yang jelas, rasi nal, dan sah 

sesuai dengan peraturan perundang undangan;

 enambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;

 embuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara; dan

 elanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik

ebagai pelaksana penyelenggara pelayanan publik, maka harus pula taat pada ped man 

perilaku sebagaimana diatur dalam asal  yaitu adil dan tidak diskriminati ; ermat; santun 

dan ramah; tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut larut; pr esi nal; 

tidak mempersulit; patuh pada perintah atasan yang sah dan ajar; menjunjung tinggi nilai

nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara; tidak memb rkan in rmasi 

atau d kumen yang ajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang undangan; 

terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;  tidak 

menyalahgunakan sarana dan prasarana serta asilitas pelayanan publik; tidak memberikan 

in rmasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan in rmasi serta pr akti  

dalam memenuhi kepentingan masyarakat; tidak menyalahgunakan in rmasi, jabatan, dan

atau ke enangan yang dimiliki; sesuai dengan kepantasan; dan tidak menyimpang dari 

pr sedur

C. ETIKA  PUBLIK

tika publik adalah re eksi tentang ukuran n rma yang menentukan baik buruk, benar 

salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka 

menjalankan tanggungj ab pelayanan publik aryatm h ,  kus utama pada 

pelayanan publik adalah bagaimana pelayanan publik dapat dilakukan dengan berkualitas 

dan relevan; etika publik ber ungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana 
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kebijaksanaan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan k nsekuensi etisnya; kus 

pada m dalitas etika yaitu bagaimana menjembatani antara n rma m ral dan tindakan 

aktual

tika publik mempunyai peranan penting didalam menanamkan nilai nilai antik rupsi, leh 

sebab itu dimasa kini tugas etika publik juga semakin berat  ualitas m ral sangat penting 

namun demikian tidak bisa hanya mengandalkan hal tersebut semata  ntegralisasi antara 

nilai nilai m ralitas  dan etika publik didalam suatu rganisasi merupakan hal yang harus 

ditanamkan se ara berkelanjutan  ada umumnya manusia dibekali dengan kesadaran 

berm ral baik namun demikian bukan berarti ukup hingga ditahap tersebut, peran penguatan 

keperibadian melalui pendalaman pemhaman yang k ntinyu perlu untuk selalu dilakukan 

mengingat setiap manusia dikelilingi leh suasana dan k ndisi yang bergerak epat dan selalu 

berubah

tika publik berupa mengelab rasi agar n rma etika semakin ter ermin dalam regulasi

regulasi pelayanan publik  upaya tidak berhenti hanya membuat rang patuh pada aturan, 

dalam perekrutan al n tenaga pelayanan publik, bahkan syarat tersebut diberlakukan untuk 

setiap kenaikan jenjang jabatan aryatm h , 

tika publik harus diaplikasikan didalam perilaku nyata didalam melaksanakan kegiatan 

sehari hari, leh sebab itu etika tersebut akan menjadi r h bagi aturan aturan yang 

menjadi petunjuk bagi pelaksana tugas pelayanan publik  i bidang pelayanan publik yang 

dilaksanakan pemerintah dikenal beberapa asas penting yang harus menjadi r h bagi para 

pelaksana dilapangan.

erdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan peri inan yang 

harus diperhatikan, yaitu  tmint   tik epti inarsih  

1. Empati dengan customers  ega ai yang melayani urusan peri inan dari instansi 

penyelenggara jasa peri inan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa 

pelayanan

 embatasan pr sedur  r sedur harus diran ang sependek mungkin, dengan demikian 

k nsep one stop shop benar benar diterapkan

 ejelasan tata ara pelayanan  ata ara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin 

dan dik munikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan

 inimalisasi persyaratan pelayanan  ersyaratan dalam mengurus pelayanan harus 

dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar benar diperlukan

 ejelasan ke enangan  e enangan pega ai yang melayani masyarakat pengguna jasa 

pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi 

kewenangan.
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elayanan publik menjadi kriteria utama untuk penilaian keberhasilan pemerintah didalam 

memerangi perilaku k rup, leh sebab itu masyarakat memiliki peran penting didalam ikut 

serta melakukan penga asan hal tersebut  engaduan terhadap pelayanan publik dilakukan 

melalui tempat yang tersedia pada satuan kerja dimana pelayanan publik tersebut dilakukan, 

disamping itu dapat pula dilakukan di e an er akilan akyat pada semua tingkat daerah 

hingga pusat  dan dapat pula kepada embaga mbudsman  rang yang melakukan pengaduan 

mendapat perlidungan hukum terhadap hal hal yang diadukanya

ambar  elayanan esehatan yang mempersulit masyarakat

 ransparansi biaya  iaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan 

mungkin.

 epastian jad al dan durasi pelayanan  ad al dan durasi pelayanan juga harus pasti, 

sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah

 inimalisasi rmulir  rmulir rmulir harus diran ang se ara efisien, sehingga akan 

dihasilkan rmulir k mp sit satu rmulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan

 aksimalisasi masa berlakunya i in  ntuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat 

mengurus i in, maka masa berlakunya i in harus ditetapkan selama mungkin

 ejelasan hak dan ke ajiban providers dan curtomers  ak hak dan ke ajiban ke ajiban 

baik bagi providers maupun bagi customers harus dirumuskan se ara jelas, dan dilengkapi 

dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.

 ektivitas penanganan keluhan  elayanan yang baik sedapat mungkin harus 

menghindarkan terjadinya keluhan  kan tetapi jika mun ul keluhan, maka harus diran ang 

suatu mekanisme yang dapat memastikan bah a keluhan tersebut akan ditangani se ara 

e ekti  sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik
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D. PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

enga asan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan leh penga as internal 

dan penga as eksternal  enga asan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan 

leh atasan langsung dan leh penga as ungsi nal, sedangkan penga asan eksternal 

penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan leh masyarakat dan leh mbudsman serta 

leh e an er akilan akyat, e an er akilan akyat aerah r vinsi abupaten ta

ata ara pengaduan dilakukan se ara tertulis memuat nama dan alamat lengkap; uraian 

pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiel atau 

immateriel yang diderita; permintaan penyelesaian yang diajukan; dan tempat, aktu 

penyampaian, dan tanda  tangan  isamping itu  engadu dapat memasukkan tuntutan ganti 

rugi dalam surat pengaduannya tersebut dan dalam keadaan tertentu, nama dan identitas  

pengadu dapat dirahasiakan  atu hal yang harus diingat pengaduan yang dilakukan dapat 

disertai dengan bukti bukti sebagai pendukung pengaduannya, agar akurasi pengaduan dapat 

dipertanggungja abkan

mbudsman  sebagai lembaga yang menerima pengaduan dari masyarakat terhadap 

pelayanan publik merilis dalam rentang aktu tiga tahun terakhir lembaga pelayanan publik 

yang paling banyak dilap rkan dan menjadi atensi publik leh masyarakat adalah pelayanan 

ep lisian dan pelayanan embaga eradilan  

 dalam keterangan pers pada akhir tahun  menyatakan  bah a pelaku tindak pidana 

k rupsi dari pejabat instansi pemerintah dimulai esel n  hingga  yakni sebanyak  perkara  

ementara,  perkara melibatkan pejabat s asta dan  perkara melibatkan bupati atau 

alik ta  ngg ta  dalam  perkara yang ditangani  pada tahun 

rupsi yang terjadi pada sekt r pelayanan publik sangat beragam nt h yang paling 

sering dijumpai adalah mark up anggaran pengadaan, pungli pada penerimaan sis a baru, 

penunjukkan rekanan pada pr yek pr yek pemerintah,pengurusan perijinan dan lain lain

alam melaksanakan penyelenggaraan pelayananan publik, dibutuhkan suatu penga asan 

yang harus diperhatikan leh subjek penyelenggara pelayanan publik  enga asan terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan ara sebagai berikut  

 enga asan melekat, yaitu penga asan yang dilakukan leh atasan langsung sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang undangan  

 enga asan ungsi nal, yaitu penga asan yang dilakukan leh aparat penga asan 

ungsi nal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan  

 enga asan asyarakat, yaitu penga asan yang dilakukan leh masyarakat, berupa 

lap ran atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam 

peyelenggaraan pelayanan publik
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E. PENUTUP

elayanan publik merupakan salah satu sarana negara untuk memberikan jaminan 

kesejahteraan dan kenyamanan bagi arga negaranya  leh sebab itu membangun, 

memelihara dan menjaga system pelayanan publik dari perilaku k rup merupakan keharusan  

ntuk dapat membersihkan sistem pelayanan publik dari perilaku k rup penting untuk 

menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan k rupsi dengan melihat karakteristik 

dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan dimana mereka bekerja atau ber perasi  

idak ada ja aban, k nsep, atau pr gram tunggal untuk setiap negara atau rganisasi  da 

begitu banyak strategi, ara, atau upaya yang kesemuanya perlu disesuaikan dengan k nteks, 

masyarakat, maupun rganisasi yang dituju  etiap negara, masyarakat, maupun rganisasi 

perlu men ari ara mereka sendiri untuk menemukan s lusinya

en iptakan pelayanan publik yang lebih adil dan berkualitas dibutuhkan perubahan pada 

berbagai aspek termasuk peraturan, struktur, paradigma, serta kultur, dan membutuhkan 

aktu yang tidak sedikit  alam k nteks me ujudkan good governance perubahan yang 

dimaksud dapat dilihat melalui strategis sebagai berikut

ertama, pelayanan publik adalah hubungan nyata  antara negara dengan arganya, di luar 

pemerintah dalam pelayanan publik  leh sebab itu dealnya, interaksi ini dapat menjamin 

pemerintah sebagai penyedia layanan memberikan pelayanan yang terbaik bagi arganya

edua, pelayanan publik adalah pengeja antahan prinsip prinsip good governance. 

etiga, pelayanan publik dapat dilihat sebagai adah interaksi semua kepentingan yang 

berada di dalam negara  emerintah sebagai akil dari negara, masyarakat, dan mekanisme 

pasar memiliki kepentingan terhadap pelayanan publik yang lebih baik

ukungan dari masyarakat untuk ter iptanya sistem pelayanan publik yang bersih dari perilaku 

k rupti  juga penting untuk dikembangkan  asyarakat sebagai pihak yang dilayani juga 

harus mampu mengembangkan sikap dan perilaku anti rupti  udaya antri, budaya saling 

mengh rmati dan berani men lak hal hal yang diluar ketentuan  harus juga dikembangan
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PUSTAKA RUJUKAN

aryatm h , , Etika Publik  akarta   ramedia ustaka tama

e is, ar l  and tuart  ilman   The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-

Solving Guide  arket treet  an ransis  ssey ass

ukman, ampara  , Manajemen Kualitas Pelayanan, akarta    an ress, 

ltak inambela, ijian , Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi. , 

andung   umi ksara

atmint   tik epti inarsih   Manajemen Pelayanan  akarta  ustaka elajar

Sumber Internet :

https rappler m ind nesia berita uang negara diselamatkan kpk

sepanjang
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

 ahasis a mampu memahami perilaku k rupsi dengan memperhatikan 

berbagai peristi a yang terjadi, mulai dari diri sendiri, lingkungan 

keluarga, lingkungan kampus, masyarakat sekitar, dan lingkup yang 

lebih luas;

 ahasis a sadar akan p sisinya yang strategis agar mampu dan berani 

untuk melakukan berbagai bentuk tindakan pen egahan k rupsi;

 ahasis a mampu menginternalisasi perilaku antik rupsi ke dalam 

kehidupan sehari hari

POKOK BAHASAN

eranan dan keterlibatan mahasis a dalam pen egahan k rupsi

SUB POKOK BAHASAN

 erakan ntik rupsi

 sisi trategis ahasis a

 eran ahasis a
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rupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berdampak buruk sangat luar 

biasa  ada dasarnya k rupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia  rupsi 

merupakan salah satu akt r penyebab utama tidak ter apainya keadilan dan kemakmuran suatu 

bangsa  rupsi juga berdampak buruk pada sistem perek n mian, sistem dem krasi, sistem 

p litik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan s sial kemasyarakatan  ang tidak 

kalah penting k rupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan 

internasi nal

rupsi yang terjadi di nd nesia sudah bersi at k l sal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk 

disembuhkan  rupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi 

kehidupan dan dilakukan leh hampir semua g l ngan masyarakat  engan kata lain k rupsi 

sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari hari yang sudah dianggap biasa  leh karena itu 

sebagian masyarakat menganggap k rupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar  ika k ndisi 

ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan epat atau lambat k rupsi akan 

menghan urkan negeri ini  leh karena itu sudah semestinya kita menempatkan k rupsi sebagai 

musuh bersama (common enemy) yang harus diperangi bersama sama dengan sungguh sungguh

arena si atnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas k rupsi 

diperlukan upaya yang luar biasa pula  paya memberantas k rupsi sama sekali bukanlah suatu 

pekerjaan yang mudah, leh sebab itu upaya memberantas k rupsi tentu saja tidak bisa hanya 

menjadi tanggungja ab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan 

tanggungja ab bersama seluruh k mp nen bangsa  leh karena itu upaya memberantas k rupsi 

harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait, yaitu pemerintah, 

s asta dan masyarakat  alam k nteks inilah mahasis a, sebagai salah satu bagian penting dari 

masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan akti

A. GERAKAN ANTIKORUPSI

rupsi di nd nesia sudah berlangsung lama  erbagai upaya pemberantasan k rupsipun sudah 

dilakukan sejak tahun tahun a al setelah kemerdekaan  erbagai peraturan perundangan 

tentang pemberantasan k rupsi juga sudah dibuat  emikian juga berbagai institusi 

pemberantasan k rupsi silih berganti didirikan, dimulai dari im emberantasan rupsi pada 

tahun  sampai dengan pendirian  pada tahun  amun demikian harus diakui 

bah a upaya pemberantasan k rupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil 

maksimal  al ini antara lain terlihat dari masih rendahnya angka ndeks ersepsi rupsi  

nd nesia, alaupun ada peningkatan akhir akhir ini

erdasarkan    tahun , emberantasan indak idana rupsi dirumuskan sebagai 

serangkaian tindakan untuk men egah dan memberantas tindak pidana k rupsi melalui upaya 

k rdinasi, supervisi, m nit r, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang undangan yang 

berlaku  umusan undang undang tersebut menyiratkan bah a upaya pemberantasan k rupsi 

tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat  engan demikian dalam 

strategi pemberantasan k rupsi terdapat  tiga  unsur utama, yaitu  pen egahan, penindakan, 

dan peran serta masyarakat  
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en egahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk men egah terjadinya tindak pidana 

k rupsi  en egahan juga sering disebut sebagai kegiatan antik rupsi yang si atnya preventi   

enindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas 

terjadinya tindak pidana k rupsi   enindakan sering juga disebut sebagai kegiatan ntra 

rupsi yang si atnya represi  eran serta masyarakat adalah peran akti  per rangan, 

rganisasi kemasyarakatan, atau lembaga s adaya masyarakat dalam pen egahan dan 

pemberantasan tindak pidana k rupsi

alah satu upaya pemberantasan k rupsi adalah dengan sadar melakukan suatu erakan 

ntik rupsi di masyarakat  erakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk 

menumbuhkan udaya ntik rupsi di masyarakat  engan tumbuhnya budaya antik rupsi di 

masyarakat diharapkan mun ulnya tindak pidana k rupsi dapat di egah  

erakan ntik rupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, s asta dan masyarakat  alam k nteks 

inilah peran mahasis a sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan

eperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya k rupsi itu terjadi jika ada pertemuan 

antara tiga akt r utama, yaitu  niat, kesempatan dan ke enangan  iat adalah unsur setiap 

tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai nilai 

yang dianut leh sese rang  edangkan kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada  

ementara itu, ke enangan yang dimiliki sese rang akan se ara langsung memperkuat 

kesempatan yang tersedia  eskipun mun ul niat dan terbuka kesempatan tetapi bila tidak 

diikuti leh ke enangan, maka k rupsi tidak akan terjadi  engan demikian, k rupsi tidak 

akan terjadi jika ketiga akt r tersebut, yaitu niat, kesempatan,dan ke enangan tidak ada 

dan tidak bertemu  engan demikian upaya memerangi k rupsi pada dasarnya adalah upaya 

untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga akt r tersebut

erakan antik rupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh k mp nen bangsa untuk 

men egah peluang terjadinya tindak pidana k rupsi  engan kata lain gerakan antik rupsi 

adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu manusia  dan sistem untuk men egah 

terjadinya tindak pidana k rupsi  iyakini bah a upaya perbaikan sistem sistem hukum dan 

kelembagaan serta n rma  dan perbaikan perilaku manusia m ral dan kesejahteraan  dapat 

menghilangkan, atau setidaknya memperke il peluang bagi berkembangnya k rupsi di negeri 

ini.

paya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai

nilai yang mendukung ter iptanya perilaku anti k rupti  ilai nilai yang dimaksud antara 

lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungja ab, kerja keras, 

kesederhanaan, keberanian, dan keadilan jupe mandi tanker kebedil  enanaman nilai nilai 

ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai ara yang disesuaikan dengan kebutuhan   

enanaman nilai nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasis a  endidikan antik rupsi 

bagi mahasis a dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan s sialisasi, 

seminar, kampanye atau bentuk bentuk kegiatan ekstra kurikuler lainnya  endidikan 

antik rupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah 

ajib maupun pilihan
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B. POSISI STRATEGIS MAHASISWA

engertian mahasis a menurut amus esar ahasa nd nesia adalah sese rang yang 

menuntut ilmu di erguruan inggi  alam hal ini artinya bah a dalam dunia pendidikan, 

status mahasis a adalah status tertinggi se rang murid atau sis a  leh sebab itu sebagai 

sis a yang menempati tempat tertinggi maha  maka mahasis a menempati kedudukan yang 

khusus di masyarakat  ahkan mahasis a masuk dalam strata s sial menengah, alaupun 

mereka belum memiliki pendapatan yang disyaratkan untuk masuk menjadi kel mp k 

menengah. 

ilain sisi, mahasis a memiliki keluasan untuk menyuarakan sesuatu yang kepada pemerintah 

atau penguasa, biasanya apabila terjadi ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat  

ehingga banyak atribut yang melekat pada mahasis a, seperti; penga al keadilan, intelektual 

muda, kel mp k penekan (pressure group), agen perubahan (agent of change), kel mp k anti 

status u  dan sebagainya

alam dunia pr esi nal, p sisi mahasis a sudah sangat dekat bahkan terkadang sudah 

dianggap semi pr esi nal, karena mahasis a pengetahuan dan ketrampilan terhadap bidang 

yang dipelajarinya sudah ukup baik dan sudah bisa diaplikasikan  leh sebab itu, setelah 

menyelesaikan kuliah, mahasis a ini hampir bisa dipastikan akan mempunyai p sisi atau 

jabatan yang baik di perusahaan atau rganisasi

alam k nteks pergerakan p litik di nd nesia, sejarah perjuangan mahasis a nd nesia 

sudah eksis sejak sebelum kemerdekaan  ahkan, dapat dikatakan mahasis a adalah pel p r 

pergerakan kemerdekaan se ara m dern melalui rganisasi rganisasi pergerakan mahasis a  

al ini dapat dilihat dari kepel p ran mahasis a t via yang dim t ri ahidin udir hus d  

dalam mempel p ri gerakan kemerdekaan dengan rganisasi m dern  al yang kurang 

lebih sama dilakukan leh pergerakan mahasis a di negeri elanda, el mp k ramat aya, 

egangsaan, , alari, dan yang terakhir jatuhnya re im ehart  leh gerakan e rmasi 

ahasis a  akta akta ini menunjukkan bah a mahasis a adalah kel mp k yang selalu 

berdiri di garda terdepan dalam hampir setiap perubahan yang terjadi

alam perspekti  s sial, mahasis a pun menunjukkan dinamika tersendiri sebagai kel mp k 

yang se ara k nsisten memperjuangkan hak hak kaum tertindas serta memberi k ntribusi 

yang tidak ke il dalam rekayasa perubahan s sial menuju masyarakat yang lebih baik  sisi 

mahasis a yang netral (neutral position) dan tidak mempunyai kepentingan tertentu atau di 

paya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan 

perundangan yang berlaku, memperbaiki tata kel la pemerintahan, re rmasi bir krasi, 

men iptakan lingkungan kerja yang antik rupsi, menerapkan prinsip prinsip clean and good 

governance, peman aatan tekn l gi untuk transparansi, dan lain lain  entu saja upaya 

perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggungja ab pemerintah saja, tetapi juga 

harus didukung leh seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasis a  engetahuan 

tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasis a agar dapat lebih 

memahami upaya memerangi k rupsi  
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ba ah kepentingan p litik tertentu telah menempatkannya pada p sisi yang sangat disegani 

dan dih rmati dalam setiap pr ses perubahan s sial masyarakat

alam sejarah perjalanan bangsa nd nesia ter atat bah a mahasis a mempunyai peranan 

yang sangat penting  eranan tersebut ter atat dalam peristi a peristi a besar yang dimulai 

dari ebangkitan asi nal tahun , umpah emuda tahun , r klamasi emerdekaan 

epublik nd nesia tahun , lahirnya rde aru tahun , dan erakan e rmasi tahun 

 idak dapat dipungkiri bah a dalam peristi a peristi a besar tersebut mahasis a 

tampil di depan sebagai garda depan sekaligus m t r penggerak dengan berbagai gagasan, 

semangat dan idealisme yang mereka miliki  eran penting mahasis a tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu  intelektualitas, ji a muda, dan 

idealisme  engan kemampuan intelektual yang tinggi, ji a muda yang penuh semangat, 

dan idealisme yang murni telah terbukti bah a mahasis a selalu mengambil peran penting 

dalam sejarah perjalanan bangsa ini  alam beberapa peristi a besar perjalanan bangsa ini 

telah terbukti bah a mahasis a berperan sangat penting sebagai agen perubahan (agent of 

change). 

ada saat sekarang ini tantangan mahasis a adalah k rupsi yang merajalela di nd nesia   

leh sebab itu dalam k nteks gerakan antik rupsi mahasis a juga diharapkan dapat tampil di 

depan menjadi m t r penggerak  ahasis a didukung leh    

yang mereka miliki, yaitu  intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk 

menyatakan kebenaran  engan k mpetensi yang mereka miliki tersebut mahasis a 

diharapkan mampu menjadi agen perubahan, yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat, 

yang mampu mengkritisi kebijakan kebijakan yang k rupti , dan mampu menjadi penga as 

(watch-dog) lembaga lembaga negara dan penegak hukum  

erjuangan mela an k rupsi ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan   ntegritas pribadi, 

kel mp k ataupun rganisasi harus kuat agar tidak tergerus leh iming iming kekayaan, urang 

ataupun harta benda hasil k rupsi  rupsi merupakan tantangan nyata mahasis a pada 

saat ini, leh sebab itu ini juga menjadi pertanyaan bagi mahasis a, mampukah mahasis a 

menja ab tantangan ini  ahkan residen pertama nd nesia, r  ekarn  jauh jauh sudah 

pernah mengatakan, erjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu 

akan lebih sulit karena mela an bangsamu sendiri  isini terbersit satu tantangan yang 

sangat besar bagi generasi muda saat ini, yaitu k rupsi, yang pastinya membutuhkan suatu 

upaya yang sangat besar pula untuk memenangkannya   erjuangan mela an diri sendiri

C. PERAN MAHASISWA

alam memerangi k rupsi yang sedang marak terjadi ini, mahasis a dengan segala kekuatan, 

kelebihan dan p sisi yang strategisnya serta hak dan ke ajibannya sebagai bagian dari 

masyarakat, maka mahasis a bisa mempunyai peran penting dalam situasi ini  eran atau 

keterlibatan mahasis a dalam gerakan antik rupsi pada dasarnya bisa dilakukan dari lingkup 

yang paling ke il, yaitu diri sendiri sampai terlibat dalam upaya yang besar seperti keluarga 

dan lingkungan masyarakat bahkan bisa melakukan upaya yang lebih k l sal dalam lingkup 

gl bal   
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1. Lingkup Diri Sendiri

 eterlibatan mahasis a se ara individu dalam gerakan antik rupsi se ara luas merupakan 

titik terke il namun juga menjadi yang paling penting dan utama  iri sendiri merupakan 

kun i untuk melakukan atau tidak melakukan k rupsi, karena g daan k rupsi pada masa 

mendatang sangat kuat sehingga dibutuhkan pribadi yang kuat

 ahasis a masuk dalam ase kehidupan de asa muda, artinya masuk atau transisi dari 

masa remaja ke de asa  asuk ase de asa muda artinya mahasis a sudah harus siap untuk 

bertanggung ja ab atas apa yang diperbuat  ase ini merupakan ase untuk beradaptasi 

dan berlatih untuk sungguh sungguh bertanggung ja ab dan mematuhi segala aturan yang 

ada karena sudah benar benar masuk dalam subjek hukum   

 ehidupan sehari hari bisa dijadikan latihan untuk menguatkan integritas diri, seperti; 

pengel laan uang kuliah atau uang saku yang diberikan leh rang tua untuk dipergunakan 

sesuai dengan al kasi dan dapat dipertanggungja abkan, tugas dan ke ajiban yang 

diberikan leh rang tua kepada mahasis a untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya 

seperti harus lulus tepat aktu, menguatkan disiplin diri untuk kebaikan diri seperti hidup 

sehat, tidur ukup dan bangun se ara disiplin, menjalankan ibadah dengan disiplin, lahraga 

se ara rutin, bers sialisasi se ara sehat, menggunakan intenet dan media s sial se ara 

sehat, mengerjakan tugas tugas kuliah sebaik mungkin dan diselesaikan tepat aktu  isisi 

yang lain dalam bentuk disiplin terhadap aturan adalah dengan mematuhi aturan aturan 

yang ada, seperti; mematuhi aturan yang ditetapkan leh kampus untuk datang kuliah 

dengan tertib, tidak melakukan plagiasi, mengurus adminitrasi perkuliahan dengan baik 

dan sebagainya  edangkan diluar kampus bisa dengan mematuhi aturan lingkungan yang 

berlaku; seperti; mematuhi aturan berlalu lintas serta bentuk keamanan dan ketertiban 

lalu lntas yang lain, mematuhi aturan yang berlaku di lngkungan tinggal seperti lingkungan 

k s, aturan yang diberikan leh   setempat, termasuk juga aturan yang behubungan 

dengan adat setempat.

 embiasakan diri tertib dan tidak melakukan perilaku k rupti  yang merugikan diri 

sendiri dan rang lain dari hal hal yang ke il, seperti; titip absen atau menandatangani 

absen teman yang tidak hadir, meny ntek, menyuap, memberikan upeti, gratifikasi, mark-

up, menyalahgunakan e enang bagi pengurus rganisasi kampus, merupakan latihan 

mengendalikan diri sendiri sebelum masuk ke dunia nyata yang lebih luas  epertinya ini 

adalah hal yang mudah, namun untuk melakukannya tidaklah mudah serta membutuhkan 

k mitmen yang kuat untuk terus berintegritas   al yang perlu diingat adalah ketika perilaku 

k rupti  selalu dilakukan terus menerus, dipupuk dan dipelihara  maka itu sama dengan 

memelihara singa liar di dalam diri, yang kelak akan memangsa kita sendiri

 entunya tidak ada se rangpun yang ber ita ita masuk penjara, namun terkadang kita 

lupa bah a kebiasaan yang kita lakukan akan mengarahkan kita kesana  leh sebab itu 

kebiasaan yang baik harus dipupuk dan dilatih sejak dini, sesuatu yang baik harus dilakukan 

se ara rutin hingga menjadi kebiasaan, kebiasaan yang sudah ada harus terus dilakukan 

dengan k nsisten agar menjadi karakter, sikap antik rupsi harus menjadi karakter generasi 

muda sekarang, agar masa depan lebih baik, bukan hanya buat diri sendiri namun kehidupan 

se ara luas
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2. Lingkup Keluarga

 nternalisasi karakter antik rupsi di dalam diri mahasis a dapat dimulai dari lingkungan 

keluarga sebagai lingkungan terke il diluar individu  ntuk melihat bagaimana bentuk 

internalisasi karakter antik rupsi bisa dilakukan dengan melakukan berbagi pengamatan 

sederhana seperti perilaku keseharian angg ta keluarga, misalnya 

a  turan rumah, apakah aturan yang ditetapkan dikeluarga sudah dilaksanakan dengan 

baik  isalnya aturan untuk menjaga kebersihan diri dan rumah sudah dilaksanakan 

dengan baik atau belum  turan menjaga s pan santun dalam berk munikasi dalam 

keluarga atau dengan tamu dan tetangga? Aturan dalam menerima tamu?  Aturan dalam 

penggunaan energi dirumah  an sebagainya

b  pakah aturan dalam lingkungan terbatas dengan tetangga sudah dilakukan dengan 

baik  isalnya aturan tentang adab bertetangga  enggunaan asilitas umum di 

lingkungan perumahan  an sebagainya

 pakah ada indikasi rang tua atau kerabat yang ada di rumah menyalahgunakan 

asilitas kant r atau negara  yang bukan menjadi haknya  

d  pakah ada indikasi penghasilan rang tua tidak berasal dari sumber sumber yang tidak 

sah bahkan berasal dari k rupsi

e  pakah ada diantara angg ta keluarga yang menggunakan pr duk pr duk bajakan 

lagu, film, software, tas, sepatu, dsb

 etelah itu untuk lingkungan yang lebih luas di luar keluarga dan tetangga, apakah 

aturan yang lebih luas juga dilaksanakan dengan baik atau belum  eperti mematuhi 

peraturan lalu lintas  pakah dalam berkendara sudah mematuhi aturan  eperti 

kelengkapan surat kendara dan surat ijin mengemudi? Sudah mematuhi semua tanda 

berkendara di jalan  erhenti dan memarkirkan kendaraan pada tempatnya  pakah 

tindak mengganggu pejalan kaki  ermasuk juga ketika ada ra ia yang dilakukan leh 

kep lisian, apakah kita masih berusaha untuk menghindar  erusaha untuk menyuap 

ala salam tempel atau salam damai  an sebagainya

elajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan sese rang 

terhadap aturan atau  tata tertib yang berlaku  ubstansi dari dilanggarnya aturan atau tata 

tertib adalah dirugikannya rang lain karena haknya terampas  erampasnya hak rang 

lain merupakan ikal bakal dari tindakan k rupsi

ahapan pr ses internalisasi karakter antik rupsi di dalam diri mahasis a yang dia ali 

dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan  ustru karena angg ta keluarga 

adalah rang rang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan 

terhadap adanya prilaku k rupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias   

pakah se rang anak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar 

peraturan lalu lintas  pakah anak berani untuk bertanya tentang asal usul penghasilan 

rang tuanya  pakah anak memiliki keberanian untuk menegur angg ta keluarga yang 

lain karena menggunakan barang barang bajakan  
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erikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan leh  pada tahun  tentang 

hubungan rang tua anak dalam upaya pen egahan k rupsi berbasis keluarga;

a  anya  rang tua yang mengetahui ungsi s sialisasi sejauh mana rangtua 

memainkan perannya dalam hal berk munikasi dengan anak dalam pembelajaran akan 

nilai nilai karakter

b  anya  rangtua mengetahui akan ungsi a eksi sejauh mana keluarga merasa 

dekat dengan anak dan anak merasa dekat dengan rangtua

 anya  rangtua yang mengetahui ungsi identitas s sial sejauh mana rangtua 

memberikan arti kesuksesan atau labeling pada anak sehingga berdampak pada 

kehidupan kedepannya

d  anya  keluarga se ara bersepakat menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupannya

eperti yang disepakati se ara umum bah a nilai nilai yang ditanamkan rang tua kepada 

anak anaknya bermula dari lingkungan keluarga dan pada kenyataannya nilai nilai 

tersebut akan terba a selama hidupnya, sehingga rang tua diharapkan sebagai tauladan 

bagi anak dan dapat menjadi pen egah utama dalam hal tindak pidana k rupsi   

leh sebab itu peran mahasis a sebagai anak dalam keluarga  adalah dengan keakti an 

anak dalam mengk nstruksi nilai nilai antik rupsi dalam perilaku sehari hari didalam 

keluarga seperti membantu mengingatkan angg ta keluarga jika terjadi adanya p tensi 

perilaku k rupti  atau p tensi adanya tindak pidana k rupsi

3. Lingkup Kampus

 eterlibatan mahasis a dalam gerakan antik rupsi di lingkungan kampus dapat dibagi 

ke dalam dua ilayah, yaitu  untuk individu mahasis anya sendiri sebagai pribadi yang 

antik rupsi, dan untuk k munitas mahasis a sebagai k munitas atau perkumpulan 

mahasis a yang antik rupsi  

 ntuk k nteks individu, se rang mahasis a diharapkan dapat men egah agar dirinya 

sendiri tidak berperilaku k rupti  dan tidak k rupsi, seperti; datang kuliah tepat aktu, 

tidak meminta teman untuk mengabsen atau mengabsenkan teman yang tidak hadir, 

mengerjakan tugas sesuai dengan peraturan yang disepakati dengan d sen, tidak berusaha 

melakukan hal hal ter ela yang berla anan dengan hukum dan m ralitas, tidak berusaha 

untuk menyuap d sen atau sta  untuk mendapatkan sesuatu dan sebagainya   edangkan 

untuk k nteks k munitas, se rang mahasis a diharapkan dapat men egah agar rekan

rekannya sesama mahasis a dan rganisasi kemahasis aan di kampus tidak berperilaku 

k rupti  dan tidak k rupsi, seperti; selalu mengingatkan teman agar berperilaku baik tidak 

k rupti  dan k rupsi, tidak men ba untuk men ari keuntungan pribadi atau kel mp k 

dengan jalan yang tidak ajar seperti dengan melakukan mark up atas biaya untuk 

kegiatan, menyusun pr gram kegiatan dengan baik dan ajar, menjalankan pr gram 

dengan amanah tinggi, menyusun lap ran dengan baik dan transparan dan sebagainya

 gar se rang mahasis a dapat berperan dengan baik dalam gerakan antik rupsi maka 

pertama pertama mahasis a tersebut harus berperilaku antik rupti  dan tidak k rupsi 

dalam berbagai tingkatan  engan demikian mahasis a tersebut harus mempunyai nilai
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nilai antik rupsi dan memahami k rupsi dan prinsip prinsip antik rupsi  edua hal ini dapat 

diper leh dari mengikuti kegiatan s sialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan 

antik rupsi  ilai nilai dan pengetahuan yang diper leh tersebut harus diimplementasikan 

dalam kehidupan sehari hari  engan kata lain se rang mahasis a harus mampu 

mendem nstrasikan bah a dirinya bersih dan jauh dari perbuatan k rupsi

 erbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai nilai antik rupsi 

kepada k munitas mahasis a dan rganisasi kemahasis aan untuk menumbuhkan 

budaya antik rupsi di mahasis a  egiatan kampanye, s sialisasi, seminar, pelatihan, 

kaderisasi, dan lain lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya antik rupsi  i era 

digital ini kita bisa menggunakan banyak media pada saat ini untuk tujuan itu, dengan 

meman aatkan beragam media s sial yang sekarang tengah p puler, seperti; Facebook, 

Instagram, Whatsapp, Youtube, dan sebagainya, mudah, murah dan bere ek besar bahkan 

bisa viral   

 egiatan mengajak untuk melakukan ujian bersih atau anti men ntek misalnya, dapat 

dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai nilai kerja keras, kejujuran, tanggung 

ja ab, dan kemandirian  endirian kantin kejujuran adalah nt h lain yang dapat 

dilakukan untuk menumbuhkan nilai nilai kejujuran dan tanggung ja ab   nda punya ide 

lain?

DISKUSI

pa pendapat audara tentang hal berikut yang sering terjadi dalam kampus

 eberapa saat menjelang ujian se rang mahasis a mendatangi d sennya se ara 

khusus dan memberikan bingkisan kepada d sen tersebut

 audara termasuk salah satu angg ta kel mp k yang mendapatkan tugas dari d sen 

untuk membuat makalah  ua hari menjelang masa tenggat belum ada upaya dari 

kel mp k untuk mulai membuat makalah tersebut  id r ng leh rasa kha atir 

dan tanggung ja ab, audara mengambil alih tanggung ja ab kel mp k dan 

mengerjakan makalah tersebut sendiri

4. Lingkup Masyarakat Sekitar

 emberantasan k rupsi tidak akan berjalan dengan baik dan lan ar jika tidak adanya 

partisipasi masyarakat  artisipasi masyarakat sangat diperlukan karena, pertama dilihat 

dari akar masalah k rupsi, sebagian masyarakat menganggap bah a k rupsi yang terjadi 

merupakan hal yang ajar  edua dampak yang dirasakan masyarakat dari adanya k rupsi 

adalah dari k rupsi baik dalam skala ke il maupun besar yakni adanya hambatan terhadap 

pemenuhan hak hak atas pelayanan yang semestinya diterima leh masyarakat  erta 

ketiga penegakan hukum belum berjalan se ara maksimal dalam pemberantasan k rupsi
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 ahasis a mempunyai peranan strategis dalam hal pemberantasan k rupsi dikarenakan 

mahasis a mempunyai daya intelektual tinggi, muda, idealis, memiliki sense of issue, serta 

ji a nasi nalis yang dapat diman aatkan se ara bersama sama untuk;

a  end r ng adanya partisipasi publik dengan ara k lab rasi antara mahasis a dengan 

pengambil kebijakan pemerintah  serta masyarakat, dengan peng rganisasian dan 

melakukan penguatan rum rum dial g bersama

b  engan kemampuan berpikir serta intelektualitasnya untuk memberikan pandangan dan 

masukan terkait dengan permasalahan permasalahan khususnya yang berhubungan 

dengan k rupsi yang dihadapi leh masyarakat

 elakukan  k lab rasi aksi dalam upaya monitoring dan peren anaan pembangunan 

tidak hanya sebagai pelaku penga asan dan melap rkan situasi kepada pihak kebijakan 

atau kepada lembaga penegak hukum akan tetapi juga ikut turut serta terlibat dalam 

melakukan monitoring, kajian dan peren anaan pembanagunan disuatu daerah, 

misalnya 

 pakah kant r kant r pemerintah menjalankan ungsi pelayanan kepada 

masyarakatnya dengan se ajarnya  pembuatan , , , ap ran ehilangan, 

pelayanan pajak  dakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat surat atau 

d kumen tersebut  ajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi 

diumumkan se ara transparan sehingga masyarakat umum tahu

 pakah in rastruktur k ta bagi pelayanan publik sudah memadai  isalnya  k ndisi 

jalan, penerangan terutama di aktu malam, ketersediaan asilitas umum, rambu

rambu penyeberangan jalan, dsb

 pakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai  isalnya  

pembagian k mp r gas, antuan angsung unai, dsb

 pakah akses publik kepada berbagai in rmasi mudah didapatkan

DISKUSI

atu bentuk gerakan yang sederhana, misalnya gerakan tidak menyuap  untuk setiap 

pengurusan , , , atau pelanggaran lalu lintas, apabila dilakukan serentak 

leh seluruh masyarakat nd nesia pasti akan menghasilkan dampak yang luar biasa  

ayangkan berapa jumlah rupiah yang bias diselamatkan, apabila ada  juta rang 

yang mengurus  dalam  tahun, dan setiap rang mengeluarkan uang s g kan  

sebesar p  , , aka dalam tahun tersebut akan terkumpul uang sebesar p  

, , seratus dua puluh lima milyar rupiah,  engan uang sebesar itu 

berapa anak sek lah yang bisa dibiayai, berapa rang sakit yang bisa ber bat, berapa 

kil meter ruas jalan yang bisa dibangun, berapa jembatan yang bisa dibangun, berapa 

gedung sek lah yang bisa didirikan  umlah tersebut tentunya akan memberikan 

man aat yang lebih baik bagi masyarakat
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ba bayangkan apabila lebih banyak lagi gerakan antik rupsi  yang bisa kita lakukan, 

berapa banyak kekayaan egara yang bisa diselamatkan dan bisa dipergunakan untuk 

sesuatu yang lebih penting  idak ada lagi mark-up anggaran, tidak ada lagi insenti

insenti  untuk meluluskan perundang undangan, tidak ada lagi bentuk keb ran

keb ran dana pr yek, tidak ada lagi perusakan hutan, tidak ada lagi biaya siluman 

untuk pengurusan berbagai i in, tidak ada anggaran untuk jalan jalan angg ta de an 

dan pejabat dengan alasan studi banding dan sebagainya  aka kita pasti yakin bah a 

egara ini memang egara yang kaya  pakah anda siap memberikan k ntribusi anda 

untuk tidak melakukan k rupsi

5. Lingkup Yang Lebih Luas

 alam k nteks lingkup yang lebih luas, keterlibatan mahasis a yang strategis sangat 

dibutuhkan dalam gerakan antik rupsi yang bertujuan agar dapat men egah terjadinya 

perilaku k rupti  dan k rupsi yang masi  dan sistematis di masyarakat  ahasis a dengan 

k mpetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (leader) dalam gerakan massa 

antik rupsi baik yang bersi at l kal, nasi nal atau bahkan gl bal

 era al dari kegiatan kegiatan yang ter rganisir dari dalam kampus, mahasis a dapat 

menyebarkan perilaku antik rupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat 

yang berada di sekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas  

egiatan kegiatan antik rupsi yang diran ang dan dilaksanakan se ara bersama dan 

berkesinambungan leh mahasis a dari berbagai erguruan inggi akan mampu 

membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya k rupsi yang terjadi di suatu 

negara.

 ari jung eh sampai ke apua, egara nd nesia diberikan berkah yang amat besar 

dari uhan ang aha sa  ampir tidak ada satu ilayahpun di egara nd nesia ini yang 

tidak subur atau tidak mempunyai p tensi sumber daya alam yang baik  egala jenis kayu, 

bambu, tumbuhan pangan dapat hidup dengan baik dan subur  edangkan di dalam tanah 

tak urung begitu melimpahnya minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, bijih besi, 

tembaga, emas, aluminium, nikel sampai uranium  elum lagi kekayaan laut yang sangat 

besar dengan luas yang luar biasa besar  elain itu anugerah bah a nd nesia terletak di 

garis khatulisti a yang sangat berlimpah sinar matahari dan hanya mempunyai  dua  

musim yang sangat menghidupi

 engan kekayaan yang sangat melimpah ini, rakyat nd nesia seharusnya dapat hidup lebih 

baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini  udah se ajarnya 

kalau penduduk nd nesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut  

idak ada rang yang kelaparan, tidak ada rang yang menderita karena sakit dan tidak 

mampu untuk ber bat, tidak ada lagi keb d han karena setiap rang mampu bersek lah 

sampai tingkat yang paling tinggi, tidak ada rang yang tinggal di k l ng jembatan lagi 

karena semua rang mempunyai tempat tinggal layak, tidak ada kema etan yang parah 
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karena k ta tertata dengan baik, anak anak tumbuh sehat karena keter ukupan gi i yang 

baik  nak anak jalanan, pengemis, dan penyakit masyarakat lain sudah menjadi erita 

masa lalu yang sudah tidak ada lagi  nak yatim, rang rang usia lanjut hidup sejahtera 

dan diperhatikan leh pemerintah

 ukan sebuah kesengajaan bah a di tengah kata nd nesia ada kata , ind ne sia, 

yang berarti satu, bisa juga diartikan bah a nd nesia bisa menjadi egara n m r satu di 

dunia  entu saja bisa, dengan melihat begitu kayanya negeri ini, subur, gemah ripah l h 

jina i, nd nesia sangat p tensial untuk menjadi egara n m r satu di dunia, hanya saja 

dengan atatan, tidak ada k rupsi, tidak ada yang mengambil hak rang lain, dan tidak ada 

yang menjarah kekayaan egara

 ebab apabila masih ada yang k rupsi dan mengambil hak hak rang lain, egara 

nd nesia tidak lagi  namun akan berubah menjadi n sia, , selesai  

amat , angsa dan egara ini selesai  nd nesia sebagai bangsa dan egara tidak lagi 

eksis  emudian, kalau nd nesia tidak lagi eksis, nd nesia hanya menjadi erita masa 

lalu, bagaimana kelak nasib anak u u kita  nda bisa membayangkan   pakah anda siap 

untuk berkiprah di dunia antik rupsi bagi kebaikan bangsa ini dimasa mendatang  pa ide 

anda untuk itu?

 ntuk bisa berkiprah di ilayah yang lebih luas atau gl bal, pada saat ini sangat mungkin 

untuk dilakukan leh mahasis a  ekn l gi k munikasi dan digital pada saat ini sudah 

sangat maju yang memungkinkan sese rang untuk terhubung dengan dunia gl bal 

se ara langsung  ilayah regi nal seperti alaysia, ietnam, amb ja, yanmar, im r 

este, ilipina, a s masalah k rupsi juga masih marak terjadi  ahasis a dengan 

segala gagasannya dengan menggunakan media k munikasi yang ada, misalnya dengan 

menggunakan media s sial , , Youtube, dsb , bisa melakukan hal hal yang besar, 

seperti mela an k rupsi se ara bersama sama di ilayah regi nal, menggalang kekuatan 

bersama mahasis a  untuk mela an k rupsi  elakukan kampanye antik rupsi 

bersama mahasis a  dalam berbagai balutan, seperti; seni budaya, k nser musik, 

penulisan jurnal, pembuatan film d kumentasi, seminar, rksh p dan sebagainya

 emakin sehat suatu negara di ilayah regi nal maka akan semakin sehat pula ilayah 

regi nal tersebut  pakah anda sudah memiliki ide untuk itu  ayangkan semangat 

umpah emuda  dimana mereka pemuda yang terlibat masihlah sangat belia, namun 

mereka mempunyai visi yang jelas dan kuat   angunlah visi itu dan lakukan sesuatu yang 

besar diusia yang belia sekarang ini, diusia mahasis a

D. PENUTUP

engan ptimisme masa depan yang lebih baik, mahasis a harus  satukan langkah, perangi 

k rupsi dengan menga ali dari diri sendiri, dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini 

serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya  idak ada yang tidak mungkin di muka 

bumi ini, sesuatu yang besar selalu dia ali dengan satu langkah ke il namun pasti dan penuh 

integritas. 

elamat datang generasi anti k rupsi  nd nesia akan lebih baik tanpa k rupsi
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DAFTAR PUSTAKA

ndang ndang epublik nd nesia m r  ahun  tentang emberantasan indak 

idana rupsi

ndang ndang epublik nd nesia m r  ahun  tentang erubahan atas ndang

ndang epublik nd nesia m r  ahun  tentang emberantasan indak idana 

rupsi

ndang ndang epublik nd nesia m r  ahun  tentang misi emberantasan 

rupsi

ndang ndang epublik nd nesia m r  ahun  tentang istem endidikan asi nal

eraturan emerintah epublik nd nesia m r  ahun  tentang ata elaksanaan 

eranserta asyarakat dan emberian enghargaan alam en egahan dan emberantasan 

indak idana rupsi
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PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
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agian ini berisi segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran 

pendidikan antik rupsi di perguruan tinggi  endidikan antik rupsi yang 

dimaksud berupa sebuah matakuliah antik rupsi yang si atnya mandiri utuh , 

yang diselenggarakan  se ara regular dalam    pertemuan selama satu 

semester  edangkan bagi matakuliah dimana materi antik rupsi disisipkan 

dalam satu atau beberapa pertemuan diantaranya insersi , atau sebatas 

pelatihan, tetap dapat menerapkan met de met de pembelajaran dalam 

matakuliah antik rupsi menyesuaikan dengan keterbatasan ruang, aktu 

dan k ndisi

ab ini akan membahas mengenai pendidikan antik rupsi sebagai 

sebuah met de pen egahan dalam pemberantasan k rupsi, m del m del 

pendidikan antik rupsi, tujuan dari matakuliah antik rupsi serta k mpetensi 

peserta didik yang ingin di apai, diakhiri dengan pemaparan beberapa 

met de dan instrumen pembelajaran yang dapat digunakan
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A. MENGAPA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI?

ejauh gerakan mela an k rupsi dijalankan di berbagai belahan dunia, bisa diidentifikasi  

empat  pendekatan yang paling banyak diad psi leh berbagai kalangan ijayant ,  

yaitu 

1. Pendekatan Hukum (Law approach)

 emdekatan ini memberantas k rupsi melalui penegakan hukum, menggunakan aturan

aturan hukum yang berp tensi menutup elah elah tindak k rupti  serta aparat hukum 

yang bertanggungja ab menerapkannya  endekatan ini biasanya berdampak epat (quick 

impact) berupa pemb ngkaran kasus dan penangkapan para k rupt r, namun memerlukan 

biaya besar (high costly)  etapi di nd nesia akta menunjukkan tantangan terbesar justru 

berasal dari para aparat hukum kep lisian dan pengadilan  itu sendiri

2. Pendekatan Bisnis (Business approach) 

 endekatan ini men egah terjadinya k rupsi dengan memberikan insenti  kepada pega ai 

melalui k mpetisi dalam kinerja  engan k mpetisi yang sehat dan insenti  yang ptimal 

maka diharapkan pega ai tidak perlu melakukan k rupsi untuk mendapatkan keuntungan

3. Pendekatan Pasar atau Ekonomi (Market or Economist approach) 

 endekatan ini men iptakan k mpetisi antar pemberi jasa atau penjual barang sehingga 

semua berl mba menunjukkan kinerja yang baik tidak k rup  supaya dipilih pelayanannya   

elama ini tiga pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis dan 

pendekatan pasar banyak diterapkan dan dianggap paling tepat untuk menangani kasus

kasus k rupsi yang sudah terjadi serta men egah k rupsi selanjutnya  kan tetapi di nd nesia 

misalnya, meskipun misi emberantasan rupsi  dan aparat hukum telah berhasil 

menuntaskan berbagai kasus k rupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum 

dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya setiap saat kasus kasus tindak 

pidana k rupsi terus bergulir, terus terkuak  idak hanya kasus k rupsi besar (grand corruption), 

bahkan k rupsi skala ke il (petty corruption) masih saja biasa dilakukan dalam kehidupan 

keseharian masyarakat  ndisi ini yang kemudian memun ulkan a ana pentingnya  

pendekatan budaya  (cultural approach).

4. Pendekatan Budaya (Cultural approach)

 endekatan ini membangun dan memperkuat sikap antik rupsi individual melalui 

pendidikan  engembangkan pendidikan antik rupsi biayanya tidak sebesar tiga 

pendekatan yang lain (low costly) dan enderung membutuhkan aktu yang lama untuk 

melihat e ektivitasnya, namun hasilnya akan berdampak jangka panjang (long lasting). 

e ara umum, pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar 

dari masyarakat mengenai k rupsi, meningkatkan kesadaran (awareness) terhadap segala 

p tensi tindak k rupti , tidak melakukan k rupsi seke il apapun, dan berani menentang 

k rupsi yang terjadi  endekatan ini bila dilakukan bersama sama semua pihak, akan 

menjadi gerakan masal yang akan mampu men iptakan bangsa yang bersih dari an aman 

dan dampak k rupsi
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B. KORUPSI DAN ANTIKORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF KEILMUAN

i perguruan tinggi, lahirnya sebuah matakuliah baru akan memerlukan penempatan ranah 

keilmuan yang tepat  emikian pula halnya dengan matakuliah ntik rupsi  ari pengalaman 

beberapa universitas yang telah menyelenggarakan matakuliah ini, mun ul pertanyaan, 

diskusi hingga perdebatan mengenai berada di ranah keilmuan manakah matakuliah 

ntik rupsi  erdebatan biasanya berlangsung diantara beberapa bidang keilmuan, dan 

berujung pada kesulitan untuk memper leh titik temu, leh karena setiap keilmuan enderung 

mempertahankan perspekti nya masing masing  

ebuah matakuliah tidak selalu berasal dari keilmuan itu sendiri, namun sangat mungkin 

lahir sebagai resp n atas perkembangan en mena yang terjadi  egitu pula matakuliah 

ntik rupsi yang lahir dari adanya en mena besar permasalahan k rupsi dalam kehidupan 

berbangsa dan negara sehingga memerlukan upaya upaya sistematis dalam membasminya  

ampak k rupsi yang telah terbukti melemahkan sumber daya, meresahkan kehidupan s sial, 

mengger g ti p tensi negara bangsa dan bahkan sudah menjadi masalah internasi nal, harus 

didiseminasikan kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan; sehingga diharapkan akan 

menumbuhkan tekad bersama untuk menghentikan k rupsi dimasa mendatang   

rupsi dan antik rupsi itu sendiri merupakan sebuah en mena yang k mpleks, bisa dilihat 

dari berbagai perspekti  yang pada hakikatnya saling melengkapi seperti sebuah le. 

epingan kepingan perspekti  tersebut kemudian diekspl rasi dalam berma am matakuliah  

erikut adalah beberapa pengalaman praktik yang sudah terjadi di nd nesia  

 erspekti  hukum memandang bah a k rupsi merupakan kejahatan (crime), k rupt r 

adalah penjahat dan leh karenanya yang harus dilakukan leh pemerintah adalah 

menindak para k rupt r dengan jerat jerat hukum serta memberantas k rupsi dengan 

memperkuat perangkat hukum seperti undang undang dan aparat hukum  erspekti  ini 

kemudian melahirkan matakuliah seperti ukum idana rupsi pada akultas ukum  

 erspekti  p litik memandang bah a k rupsi enderung terjadi di ranah p litik, khususnya 

k rupsi besar (grand corruption) dilakukan leh para p litisi yang menyalahgunakan 

kekuasaan mereka dalam bir krasi  erspekti  ini kemudian melahirkan matakuliah 

sema am rupsi ir krasi atau rupsi litik pada sejumlah pr gram studi lmu litik  

 erspekti  s si l gi memandang bah a k rupsi adalah sebuah masalah s sial, masalah 

institusi nal dan masalah struktural  ah a k rupsi terjadi di semua sekt r dan dilakukan 

leh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap sebagai penyakit s sial  ari 

perspekti  lahir antara lain matakuliah si l gi rupsi di sejumlah pr gram studi si l gi 

atau akultas lmu sial

 erspekti  agama memandang bah a k rupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai

nilai agama dalam diri individu, dan leh karenanya upaya yang harus dilakukan adalah 

eempat pendekatan dalam pemberantasan k rupsi diatas sey gyanya dilakukan bersamaan, 

saling melengkapi dan saling menguatkan  etiap pendekatan merupakan ranah k ntribusi 

dan peran  sekt r pemerintah, sekt r s asta, serta masyarakat sipil dalam pemberantasan 

k rupsi
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memperk k h internalisasi nilai nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat 

untuk men egah k rupsi ke il (petty corruption), apalagi k rupsi besar (grand corruption). 

erspekti  ini kemudian melahirkan antara lain matakuliah rupsi dan gama pada 

sejumlah akultas alsa ah dan gama

 eberapa perspekti  lain yang melihat en mena k rupsi dari sudut pandang tertentu dapat 

menjadi kus dari sebuah matakuliah

C. TUJUAN MATAKULIAH ANTIKORUPSI

atakuliah ntik rupsi yang dibahas dalam buku ini bukan berlandaskan pada salah satu 

perspekti  keilmuan se ara khusus  tas dasar en mena permasalahan serta pendekatan  

budaya yang telah diuraikan diatas, matakuliah ini lebih menekankan pada pembangunan 

karakter antik rupsi (anti-corruption character building) pada diri individu mahasis a

engan demikian tujuan dari matakuliah ntik rupsi adalah membentuk kepribadian 

antik rupsi pada diri pribadi mahasis a serta membangun semangat dan k mpetensinya 

sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas 

dari an aman k rupsi

D. STANDAR KOMPETENSI PESERTA DIDIK

engan menyesuaikan tingkat peserta didik yaitu mahasis a tingkat sarjana , maka 

k mpetensi yang ingin di apai adalah 

 ahasis a mampu men egah dirinya sendiri agar tidak melakukan k rupsi (individual 

competence)

 ahasis a mampu men egah rang lain agar tidak melakukan k rupsi  dengan ara 

menjelaskan atau memberikan peringatan rang tersebut

 ahasis a mampu mendeteksi adanya k rupsi dan melap rkannya kepada penegak 

hukum ,

dapun penjelasan adalah sebagai berikut 

 mpetensi individual dimulai dari mahasis a memiliki persepsi negati  mengenai k rupsi 

dan persepsi p siti  mengenai antik rupsi, menguatnya kesadaran (awareness) terhadap 

adanya p tensi k rupsi  ahasis a akhirnya memiliki sikap antik rupsi dalam arti berusaha 

untuk tidak melakukan k rupsi seke il apapun

 ikap antik rupsi ini kemudian memberikan e ek tular ke lingkungan sekitar dimana 

mahasis a berani mengingatkan atau men egah rang lain agar tidak melakukan k rupsi 

dalam bentuk apapun, termasuk mampu memberikan in rmasi kepada rang lain mengenai 

hal hal terkait k rupsi dan antik rupsi

 mpetensi selanjutnya adalah mahasis a mampu mendeteksi adanya suatu k rupsi 

se ara k mprehensi  mulai dari bentuk, pr ses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian

dampak yang ditimbulkan; selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah 

(problem solving)  elap rkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun 

harus memiliki bukti bukti yang valid  
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endidikan ntik rupsi yang dilaksanakan leh setiap perguruan tinggi sey gyanya memiliki 

kesamaan tujuan dan k mpetensi peserta didik yang ingin di apai  engan demikian 

k mpetensi antik rupsi mahasis a di seluruh perguruan tinggi  akan berada pada tingkatan 

yang diharapkan  

amun terdapat hal hal yang dapat menjadi pembeda karakter matakuliah ntik rupsi antar 

perguruan tinggi, yaitu 

 kalitas daerah

 rupsi dan gerakan antik rupsi yang terjadi di daerah dimana sebuah perguruan tinggi 

berada

 eari an l kal (local wisdom)

 ame , sl gan klasik maupun m dern yang terdapat dalam budaya suatu daerah dimana 

sebuah perguruan tinggi berada

3. Ciri khas perguruan tinggi

 esuatu yang menjadi visi, misi, k mpetensi utama dari sebuah perguruan tinggi yang 

membedakannya dari perguruan tinggi lain

 iri khas pr gram studi atau keilmuan

 nteks keilmuan dari pr gram studi dimana matakuliah ini diajarkan

imasukkannya ke empat hal diatas dalam matakuliah ntik rupsi di sebuah perguruan tinggi 

akan menjadi iri khas karena substansi matakuliah menjadi lebih k ntekstual dan dapat 

melahirkan problem solving yang k nkrit bagi masyarakat setempat

E. KONSEP-KONSEP PEMBELAJARAN

erikut adalah beberapa k nsep pembelajaran yang dapat dijadikan a ana bagi para 

pengajar matakuliah ntik rupsi

1. Internalisasi pembelajaran integritas  

 nternalisasi nilai nilai integritas dalam sistem pembelajaran harus memperhatikan  hal 

udiningsih   

a  pengertian atau pemahaman terhadap karakter integritas;

b  perasaan integritas;

 tindakan integritas;

d  internalisasi nilai nilai nilai nilai keimanan, nilai etika, nilai m ral

 e empat k mp nen tersebut telah men akup d main k gniti , a ekti  dan psik m t rik  

yang di apai melalui materi dan met de pembelajaran yang tepat     

2. Intensi perilaku antikorupsi 

 e ara psik l gis mun ulnya sebuah perilaku ditentukan leh p tensi perilaku perilaku 

yang belum ter ujud se ara nyata, niatan , yang diistilahkan sebagai intensi ade dan 

avris   ntensi dibentuk leh sikap, yang terdiri dari akt r akt r k gnisi, a eksi 

dan psik m t r  ar   emikian halnya, perilaku k rupsi antik rupsi sese rang  
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didasari leh intensi perilaku k rupsi antik rupsi  leh karenanya, met de dalam 

matakuliah ntik rupsi hendaknya memberikan keseimbangan antara tiga k mp nen 

k gnisi, a eksi dan psik m t rik penguat p tensi perilaku antik rupsi  mahasis a  ada 

dasarnya p tensi antik rupsi ada pada manusia, tugas kita memperkuatnya

3.  Teori planned behavior (Fishbein dan Ajzen: 1975)

 e ri ini juga mengenai intensi perilaku antik rupsi, dengan  k mp nen utama pembentuk 

intensi perilaku adalah  

a. Attitude toward behavior  yang dipengaruhi leh behavioral belief, yaitu evaluasi 

p siti  ataupun negati  terhadap suatu perilaku tertentu  ter ermin dalam kata

kata seperti, benar salah, setuju tidak setuju, baik buruk, dan sema amnya  valuasi 

negati  terhadap perilaku k rupsi dan evaluasi p siti  terhadap antik rupsi akan akan 

meningkatkan intensi p tensi  untuk berperilaku antik rupsi

b  Subjective norms   yang dipengaruhi leh subjective norms di sekeliling individu yang 

mengharapkan si individu sebaiknya berperilaku tertentu atau tidak  isal n rma agama bagi 

individu beragama , n rma s sial, n rma keluarga, atau ketika rang rang yang penting bagi 

individu atau enderung dipatuhi leh individu menganggap perilaku antik rupsi sebagai hal 

p siti , maka akan meningkatkan intensi p tensi  berperilaku antik rupsi

 Control belief   yang dipengaruhi leh perceived behavior control, yaitu  a uan kesulitan 

dan kemudahan untuk memun ulkan suatu perilaku  ni berkaitan dengan sumber dan 

kesempatan untuk me ujudkan perilaku tersebut  isalnya lingkungan disekeliling individu 

yang k rup atau kesempatan k rupsi yang besar mudah akan meningkatkan intensi individu 

untuk melakukan perilaku k rupsi, dan sebaliknya          

 atakuliah ntik rupsi ber ungsi untuk mempengaruhi ketiga k mp nen (behavioral beliefs, 

normative beliefs, control beliefs) tersebut se ara kuat sehingga dapat menyumbang pada 

pembentukan attitude toward behavior, subjective norm, perceived behavioral control 

mahasis a  yang selanjutnya dinamika ketiganya akan menentukan tingkat  kekuatan intensi 

perilaku antik rupsi mahasis a  

ambar  engaruh  terhadap intensi perilaku antik rupsi

ambar  engaruh  terhadap intensi perilaku antik rupsi

ambar  engaruh  terhadap intensi perilaku antik rupsi
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 dealnya perilaku antik rupsi mahasis a yang disasar adalah k nsistensi antik rupsi ditengah 

realitas lingkungan eksternal yang masih sangat k rup  nsistensi ini diharapkan selanjutnya 

meningkat menjadi keberanian mahasis a menjadi garda depan dalam mengajak masyarakat 

untuk melakukan ero olerance terhadap k rupsi

4.  Student-centered Learning (Utomo Dananjaya: 2010)

a  embelajaran merupakan pr ses akti  mahasis a yang mengembangkan p tensi dirinya

b  engalaman akti  mahasis a harus bersumber pada relevan dengan realitas s sial, masalah

masalah terkait pr esi, masalah masalah s sial seperti pelayanan publik, dan lainnya

 alam pr ses pengalaman ini mahasis a memper leh inspirasi dan term tivasi utk bebas 

berprakarsa, kreati  dan mandiri

d  engalaman pr ses pembelajaran merupakan aktivitas mengingat, menyimpan dan 

mempr duksi in rmasi serta gagasan gagasan yang memperkaya kemampuan dan karakter 

mahasiswa.

 erikut perubahan paradigma dalam pembelajaran sehingga mahasis a dapat menangkap 

pembelajaran endidikan ntik rupsi dengan baik

No Pengajaran (teaching) Pembelajaran (learning)

1. Berpusat pada guru Berpusat pada mahasiswa

2. sen d minan dalam akt r kelas sen sebagai asilitat r 

3. uasana tertib , tenang, kaku, 
memb sankan

uasana hidup , menyenangkan  dan interakti

4. ahasis a terlibat dlm k mpetisi 
dengan mahasis a lain, dengan 
m tivasi mengalahkan teman

ahasis a did r ng bekerjasama dalam men a
pai tujuan  l ng men l ng dalam meme ah
kan masalah dan bertukar pikiran

ahasis a adalah tempat d sen 
men urahkan pengetahuan (bank-
ing system)  restasinya adalah 
sejumlah hapalan repr duksi pen
getahuan

ahasis a adalah pelaku pr ses pengalaman 
mengambil keputusan, meme ahkan masalah, 
menganalisis dan dan mengevaluasi kegiatan 
intelektual mempr duksi pengetahuan

valuasi leh d sen bersi at 
menyeleksi dan meranking kuanti
tas hapalan

valuasi leh mahasis a berupa re eksi dan 
berperan memperbaiki pr ses untuk meningkat
kan prestasi

umber belajar d sen dan teks 
buku

umber belajar adalah pengalaman ekspl rasi 
mandiri dan pengalaman keberhasilan temannya 
meme ahkan masalah

empat belajar sebatas ruang kelas empat belajar tidak terbatas ruang kelas tetap 
seluas jagad raya

ambar  Theory of Planned Behavior
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5. Metodologi Pembelajaran 

 iramida diatas menggambarkan tingkat rerata ingatan (retention rate) peserta didik 

berdasarkan jenis met d l gi pengajaran yang diterapkan  etiap jenis met d l gi pengajaran 

adalah penting dan memiliki ungsinya masing masing, namun demikian perlu dik mbinasikan 

satu sama lain guna menghasilkan pr ses pembelajaran yang e ekti  dan berdampak p siti  bagi 

peserta didik  emikian pula halnya, met de pembelajaran pendidikan antik rupsi sey gyanya 

diran ang se ara k mprehensi  dan pr p rsi nal sesuai persentase e ektivitas yang akan 

di apai  sen akhirnya lebih banyak berperan sebagai asilitat r, bukan sekedar pen eramah  

6.  Participatory Learning Method

 engan penekanan pada pembentukan kepribadian antik rupsi pada diri mahasis a, 

matakuliah ini jangan sampai terjebak pada sekedar pembelajaran di kelas dengan ara 

k nservati  yang berpusat pada d sen serta penyampaian nilai nilai dan k nsep k nsep te ritis 

yang memb sankan  et de pembelajaran partisipat ris bisa menjadi salah satu met de yang 

ukup tepat untuk mengatasi p tensi masalah tersebut

 iba ah ini akan diuraikan aspek aspek penting terkait bagaimana mengajar (teaching) dan 

belajar (learning) dapat berlangsung se ara e ekti  dengan partisipasi akti  para mahasis a, 

yang disesuaikan dengan keperluan matakuliah ntik rupsi

 erikut adalah beberapa hal teknis yang perlu menjadi perhatian se rang pengajar, yang sudah 

disesuaikan dengan k nteks matakuliah ntik rupsi  

a  et de instruksi dan k ntr l penuh leh d sen tidak selalu tepat untuk karakter mahasis a  

ahasis a lebih merasa senang dan dapat menyerap lebih baik dalam sebuah pr ses yang 

akti  dimana mereka belajar melalui pengalaman (experience)  da beberapa ara untuk 

melibatkan mahasis a dalam pr ses belajar

b  idalam perkuliahan, tidak bisa dihindari bah a ada bagian bagian materi yang harus 

disampaikan d sen dengan ara memberikan instruksi, saran, nasehat, merangkum, 

menjelaskan dan mendem nstrasikan sesuatu  eskipun demikian dalam tindakan

tindakan tersebut sebaiknya tetap dengan menggunakan participatory approach  eb sanan 

mahasis a bisa di egah dengan beberapa tips berikut ;

ambar  et de embelajaran ang epat 
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• sen mengemukakan ren ana materi pada pertemuan tersebut

• sen tidak perlu berbi ara terlalu panjang lebar, karena sebagian besar rang bisa 

mendengar e ekti  sekitar  menit saja  ika  harus atau ingin berbi ara lebih panjang, 

sisipkan pertanyaan atau minta k mentar mahasis a

• Menuliskan the key points di papan atau membuat chart akan membuat  mahasis a dapat 

mengikuti alur pembi araan

• emikirkan ara menarik untuk menyampaikan apa yang ingin d sen katakan, misalkan 

dengan erita atau hum r, agar lebih mudah diingat leh mahasis a

• enyesuaikan bahasa yang dipergunakan dengan tingkat semester mahasis a, 

disampaikan se ara sederhana dengan suara keras

 Bagaimana menggunakan pengalaman dan memenuhi harapan mahasiswa dalam 

matakuliah ntik rupsi  

• etelah mendapatkan pemahaman k nsep k nsep dari d sen, mahasis a akan mulai bisa 

mengidentifikasi berbagai pengalamannya terkait tindak k rupti  yang dilakukannya atau 

dihadapinya, termasuk  ara menghadapi tindakan k rupsi  sen dapat menggunakan 

pengalaman mahasis a yang berbeda beda itu sebagai pembelajaran bagi mahasis a 

lain  elama pr ses perkuliahan, d sen harus bisa menemukan pengetahuan bagus 

yang ada dalam diri mahasis a untuk dibagi kepada kelas, mengajak mahasis a untuk 

berpendapat dan meminta yang lain untuk memberikan k mentar  ahasis a enderung 

belajar lebih epat bila ada relevansinya dengan apa yang dialami sehari hari

• sen dapat men iptakan keterkaitan materi yang dibahas dengan isu isu  l kal

• eringkali mahasis a ingin mempelajari hal hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup 

mereka  sen sebaiknya mengetahui apa yang mereka inginkan sehingga aktivitas 

pembelajaran apapun akan berjalan lan ar dan e ekti

CARA MENARIK MEMBUKA DAN MENUTUP PERKULIAHAN ANTIKORUPSI 

arakter yang unik dari matakuliah antik rupsi membuat penting ara d sen dalam membuka 

dan menutup setiap sesi perkuliahan agar berkedan dan berdampak bagi mahasis a  erikut 

beberapa tips yang sering dipakai dalam pelatihan ntik rupsi dan karenanya disarankan 

dul embelajaran  ,   

a  embukaan yang kuat adalah yang mampu men iptakan m tivasi dan rasa ingin tahu 

mahasis a   eberapa ara membuka sesi perkuliahan  yang menarik antara lain  

a  embuka sesi dengan menyampaikan maksud dan tujuan

b  embuka sesi dengan sebuah pertanyaan

 embuka sesi dengan erita

d  embuka sesi dengan data atau akta

e  embuka sesi dengan kutipan atau pernyataan

    asing masing tentu disesuaikan dengan t pik materi yang akan disampaikan  
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b  enutup yang berkesan adalah yang meninggalkan ingatan pada mahasis a tentang 

sesuatu yang sudah disampaikan akan memberikan kesan bagi mahasis a  eberapa ara 

menutup sesi perkuliahan yang disarankan antara lain   

a  erangkum pesan utama  kan memudahkan mahasis a  untuk melihat kembali esensi 

dari apa yang sudah sampaikan dengan merangkumnya ke dalam p in p in sederhana

b  enggunakan kutipan dari t k h t k h terkenal, yang relevan dengan t pik presentasi 

yang disampaikan

 enyampaikan ajakan untuk bertindak

d  enyampaikan pernyataan inspirati

TAKSONOMI BLOOM 

aks n mi l m adalah met de dari enyamin l m  untuk mengklasifikasikan 

tujuan tujuan pendidikan ke dalam ranah k gniti , a ekti  dan psik m t rik  anah k gniti  

berhubungan dengan pengetahuan (knowing), ranah a ekti  berhubungan dengan sikap 

(attitutude, feeling) dan ranah psik m t rik berhubungan dengan perilaku (doing)  et de ini 

paling banyak digunakan untuk men iptakan tujuan tujuan pembelajaran, mengukur hasil dan 

membandingkan setiap tujuan  aks n mi l m dapat membantu d sen dalam menentukan 

tujuan setiap aktivitas pembelajaran sesuai dengan k mpetensi berjenjang yang ingin di apai 

pada diri mahasiswa. 

ujuan akhir dari matakuliah ntik rupsi adalah memperkuat kepribadian antik rupsi pada 

mahasis a ranah a ekti  arapan selanjutnya setelah mengalami perkuliahan ini, mahasis a 

akan merubah perilakunya menjadi lebih berintegritas ranah psik m t rik  erikut ini 

penjelasan singkat dari setiap ranah dalam aks n mi l m antr k, , sekaligus 

dikaitkan dengan pendidikan ntik rupsi

Ranah Kognitif 

erhubungan dengan k nten dan pengetahuan intelektual, yang diran ang berdasarkan “what 

do I wan  learners o now  ntuk men apainya ada  tujuan pembelajaran yang berjenjang, 

yaitu

 engetahuan (knowledge)

 ampu mengingat in rmasi yang diterima  isalkan mahasis a dapat mengingat dan 

menyebutkan pengertian k rupsi, atau nilai nilai integritas  

 emahaman (comprehensive)

 ampu memahami in rmasi dan menjelaskan kembali dengan kata katanya sendiri  

isalkan mahasis a dapat menjelaskan atau mendiskusikan mengenai akt r akt r 

penyebab k rupsi  

 enerapan (applicative)

 ampu menggunakan pengetahuan yang telah diper leh untuk menyelesaikan masalah 

dalam kehidupan nyata  isalkan bagaimana mahasis a menerapkan sembilan nilai 

integritas dapat diterapkan dalam kehidupan mahasiswa.
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4. Analisa (analysis)

 Mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap pendekatan untuk memahami 

en mena spesifik  isalkan mahasis a dapat  menganalisa  jenis dampak dampak yang 

d minan akibat k rupsi dalam kasus tertentu

 engk mbinasikan (synthesis)

 ampu mengk mbinasikan pendekatan pendekatan te ri untuk menjelaskan en mena 

yang k mpleks  isalkan mahasis a dapat menjelaskan sebuah kasus tindak pidana k rupsi 

mulai dari bentuk k rupsi, akt r akt r penyebab dan dampak dampak yang terjadi

 enilai (evaluation)

 ampu memilih pendekatan te ritis yang paling tepat diterapkan pada sebuah kasus k rupsi 

dan menjelaskan alasan pilihannya  isalkan mahasis a menilai prinsip antik rupsi yang 

paling dilanggar dalam sebuah kasus k rupsi tertentu, dan bisa menjelaskan alasannya

 

Ranah Afektif 

erhubungan dengan pengetahuan em si nal, yang diran ang berdasarkan pada “what 

do I wan  learners o hin  or care a o  ntuk men apainya terdapat  tujuan dalam 

membangun tingkat k mitmen dan intensitas em si pembelajar  santr k

 enerimaan (receiving) 

 enerima stimulus nilai, situasi  yang berasal dari luar dirinya dan bersedia 

mengidentifikasikan diri dengannya  ahasis a  bersedia menyimak penjelasan d sen, dan 

menerima nilai nilai integritas yang diajarkan

2. Menanggapi (responding)

 erm tivasi untuk mempelajari dan menunjukkan perilaku baru sebagai hasil 

pengalamannya  ahasis a mendukung nilai nilai integritas dan term tivasi untuk tidak 

lagi melakukan ke urangan  

3. Menilai (valuing)

 idak hanya menerima tapi juga bisa menilai baik buruknya dan  berk mitmen terhadap 

nilai nilai yang diyakini  ahasis a meyakini bah a integritas adalah hal penting yang 

harus dipegang teguh leh dirinya  

 engel la or ani in

 engintegrasikan nilai baru ke dalam set nilai yang sudah ada dan mempri ritaskannya  

ahasis a menjadikan integritas sebagai nilai baru diantara nilai nilai yang sudah 

dimilikinya

 arakterisasi charac eri in

 erperilaku berdasarkan nilai barunya dan berk mitmen untuk terus melakukannya  

ahasis a menjadikan integritas sebagai prinsip dan berusaha k mitmen menerapkannya 

dalam setiap perbuatannya
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E. METODE PEMBELAJARAN MATAKULIAH ANTIKORUPSI

erikut adalah beberapa met de pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam 

pembelajaran ntik rupsi  etiap met de pada dasarnya harus memberikan aspek problem-

based learning bagi mahasis a, bahkan menghasilkan problem solving terhadap masalah 

tersebut

1. In-class discussion

• ujuan  untuk menumbuhkan kesadaran (awareness) dan membangun kerangka berpikir 

(framework of thinking)  

• egiatan  penyampaian leh d sen dan mendiskusikan k nsep k nsep terkait k rupsi 

dan antik rupsi

• anah yang diperkuat  k gniti

Ranah Psikomotorik 

erhubungan dengan pengetahuan fisik mekanik, yang diran ang atas dasar “what action(s) do 

I wan  learners o e a le  o er or  ntuk men apainya terdapat  tujuan pembelajaran, 

yaitu 

1. e e  o e en

 eresp n se ara sp ntan terhadap suatu stimulus  isalkan se ara sp ntan menunjukkan 

em si tertentu terhadap sebuah adegan sese rang berbuat urang dalam vide  yang 

dit nt n  

2. Basic fundamental movement

 elakukan pergerakan dasar se ara sukarela yang sengaja diarahkan untuk tujuan tertentu  

isalkan mahasis a diminta men nt n film dan mengidentifikasi perilaku perilaku k rupsi 

yang ada di dalamnya

3. Perceptual abilities

 enggunakan indera seperti melihat atau mendengar untuk meningkatkan ketrampilannya  

isalnya mahasis a mempelajari berbagai ma am p ster dan teknik pembuatannya untuk 

bisa membuat sendiri p ster kampanye antik rupsi  

4. Physical abilities

   engembangkan ketrampilan daya tahan kesabaran, kekuatan, eksibilitas, dan 

ketangkasan. Misalkan mahasiswa memainkan boardgame antik rupsi

 Skilled movements

 empertunjukkan ketrampilan fisik yang k mpleks dengan sejumlah tingkatan ke akapan

keahlian  isalkan mahasis a membuat p ster yang melibatkan keahlian menggambar, 

men iptakan kata kata dan estetika tataletak

 Nondiscussive behaviors

 engk munikasikan perasaan dan em si melalui gerakan tubuh, seperti pant mim atau 

bermain peran untuk mengk munikasikan k rupsi dan antik rupsi



231Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi

2. Case study

• ujuan  untuk meningkatkan kepekaan mahasis a terhadap kasus k rupsi serta mampu 

menganalisa atas dasar k nsep k nsep yang diberikan  

• egiatan  mendiskusikan kasus kasus terkait dengan t pik yang sedang dibahas, seperti 

kasus k rupsi, kasus akt r penyebab k rupsi, kasus dampak k rupsi, kasus gerakan 

pemberantasan k rupsi di negara lain, dan sebagainya

• i at studi kasus disarankan tidak hanya berupa kasus grand corruption yang dikenai 

hukum, namun juga kasus kasus petty corruption dan dilema k rupsi yang sering dihadapi 

mahasis a; tidak hanya kasus k rupsi namun juga best practice dalam memberantas 

k rupsi atau menerapkan good governance.

• umber kasus bisa berasal dari d sen maupun mahasis a  

• anah yang diperkuat  k gniti  dan a ekti

3. Skenario perbaikan sistem (improvement system scenario) 

• ujuan  emberikan rangsangan kepada mahasis a agar memikirkan penyelesaian 

masalah se ara nyata (problem solving)

• egiatan  d sen memberikan satu bahan diskusi untuk didiskusikan leh kel mp k 

mahasis a  ahasis a diharapkan membuat skema perbaikan sistem yang bisa 

menyelesaikan masalah k rupsi yang selalu terjadi pada kasus tersebut

• anah yang diperkuat  k gniti

Contoh Diskusi untuk materi Dampak Masif Korupsi 

nda sebagai mahasis a dan al n pemimpin masa depan nd nesia, anda diharapkan 

mempunyai k nsep atau skenari  perbaikan untuk berbagai k ndisi yang sekarang ini 

dinilai buruk, untuk itu dalam k nsep skenari  tersebut perhatikan 

 kema erja rganisasi, unit, departemen dan sebagainya yang bekerja untuk itu

 kema embiayaan

 kema turan dan ukum yang melindungi

 kema enga asan

 kema elap ran keterbukaan

astikan bah a skenari  perbaikan ini bisa dijalankan
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Diskusi 1 :  Masyarakat Sejahtera Merupakan Cita-cita Bangsa

ebuah negara kesejahteraan adalah k nsep pemerintahan di mana negara 

memainkan peran kun i dalam perlindungan dan pr m si ek n mi dan kesejahteraan 

s sial arganya  al ini didasarkan pada prinsip prinsip persamaan kesempatan, 

pemerataan kekayaan, dan tanggung ja ab publik untuk mereka yang tidak mampu 

untuk meman aatkan diri dari ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik  istilah 

umum dapat men akup berbagai bentuk rganisasi ek n mi dan s sial

egara kesejahteraan m dern termasuk negara negara seperti r egia dan enmark 

yang mempekerjakan suatu sistem yang dikenal sebagai m del rdik  egara 

kesejahteraan melibatkan trans er langsung dana dari negara, dengan layanan yang 

diberikan yaitu kesehatan, pendidikan  maupun se ara langsung kepada individu 

man aat  egara kesejahteraan ini didanai melalui pajak redistribusi nis dan telah 

disebut sebagai jenis ek n mi ampuran  

agaimana dengan nd nesia  agaimanakah bentuk yang sebaiknya untuk egara 

sejahtera nd nesia

Diskusi Kelompok :

engapa sampai saat ini egara nd nesia masih belum bisa dikatakan sejahtera   

pakah kriteria sejahtera versi nd nesia  agaimanakah seharusnya egara 

sejahtera dijalankan  nda sebagai mahasis a, al n pemimpin masa depan negeri 

ini, bagaimanakah skenari  terbaik menurut anda tentang ara membentuk egara 

sejahtera?

Diskusi 2 :  Biaya Pendidikan (dasar sampai Perguruan Tinggi)

endidikan merupakan dasar dari kemajuan sebuah bangsa   angsa yang unggul 

selalu mempunyai k relasi dengan kualitas dan kuantitas pendidikan yang dimiliki 

dan dilakukan   arena itu juga, nd nesia sebagai bangsa juga besar mengupayakan 

pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat nd nesia

i sisi lain ternyata pendidikan belum dinikmati leh sebagian besar masyarakat dan 

menjadi kendala besar bagi sebagian besar rang tua untuk memberikan pendidikan 

yang baik bagi anak anaknya  ari berbagai penelitian dan kenyataan lapangan 

yang ditemukan, ternyata semua itu sebagian besar disebabkan leh mahalnya biaya 

pendidikan di nd nesia mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, bahkan 

sesudah  untuk pendidikan dasar diterapkan
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Diskusi Kelompok :

engapa biaya pendidikan di nd nesia tinggi mahal  pakah sebab biaya 

pendidikan di nd nesia tinggi  erapakah seharusnya biaya pendidikan yang layak  

nda sebagai mahasis a, al n pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah 

skenari  terbaik menurut anda tentang pendidikan dan pembiayaan pendidikan di 

nd nesia

Diskusi 3 :  Biaya Kesehatan (jaminan kesehatan masyarakat dan akses kesehatan)

esehatan adalah asset terbesar dalam hidup, tanpa kesehatan semua yang dimiliki 

kekayaan  akan menjadi per uma  leh sebab itu sehatnya masyarakat akan menjadi 

asset egara yang besar untuk bisa berk ntribusi membangun egara ini

i lain sisi sebagian besar masyarakat nd nesia masih belum bisa mengakses umah 

akit, bat batan, kter, etugas edis, lat alat kesehatan, dsb  masalah kesehatan 

ini, khususnya masyarakat kurang mampu  i sisi lain juga biaya kesehatan juga 

dirasakan masih sangat tinggi bahkan bagi g l ngan menengah sekalipun

Diskusi Kelompok :

engapa biaya kesehatan di nd nesia tinggi mahal  pakah sebab biaya kesehatan 

di nd nesia tinggi  erapakah seharusnya biaya kesehatan yang layak  agaimana 

dengan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat  pakah ada k relasi dengan 

biaya pendidikan d kter yang sangat tinggi pada saat ini  nda sebagai mahasis a, 

al n pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenari  terbaik menurut 

anda tentang kesehatan dan pembiayaan kesehatan masyarakat di nd nesia

Diskusi 4 : Biaya Infrastruktur (Jalan, Listrik, Air Bersih, Fasilitas Sosial, dll) 

n rastruktur yang ada sekarang ini tetap dinilai kurang memadai untuk menunjang 

kehidupan yang baik dan sustainable  ak urung listrik yang tersedia ternyata sangat 

kurang dibanding dengan kebutuhan sesungguhnya, kualitas jalan raya yang masih 

buruk, jembatan yang kurang dalam kualitas dan kuantitas, jalur kereta api, angkutan 

masal, pelabuhan, andar udara, g r ng g r ng air, pengel laan sampah dan limbah, 

layanan air bersih yang masih sangat kurang, asilitas umum dan asilitas s sial yang 

masih sangat minim
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Diskusi kelompok :

pakah anda mengetahui harga sebenarnya sebuah jembatan dengan rentang  

m  pakah anda mengetahui harga sebenarnya jembatan uramadu  pakah anda 

tahu biaya pembuatan jalur rel kereta api per kil meter  pakah anda mengetahui 

harga pembuatan jalan dengan kualitas terbaik per kil meter nya  pakah anda 

mengetahui harga sebenarnya pembuatan aduk untuk irigasi

Diskusi 5 :  Biaya Hankam

egara tanpa jaminan pertahanan dan keamanan hankam  hanya akan menjadi sia

sia belaka, leh sebab itu hankam menjadi sangat vital  egara nd nesia sangat luas 

membentang dari abang sampai erauke, terdiri atas  pulau dan berbatasan 

dengan banyak egara seperti; alaysia, ingapura, ilipina, im r este, apua ugini, 

dan ustralia   elain itu ilayah nd nesia juga merupakan l kasi strategis untuk transit 

dan perdagangan antar egara   elain itu egara nd nesia sangat kaya dengan sumber 

daya alam yang tidak dimikili leh egara lain dan jumlah penduduk yang sangat besar

ndisi ini tentunya mengakibatkan berbagai bentuk kera anan dan membutuhkan 

sistem hankam yang baik dan mampu menjamin keselamatan egara   

Diskusi  Kelompok :

nda sebagai mahasis a, al n pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah 

skenari  terbaik menurut anda tentang pengel laan pertahanan dan keamanan 

egara ini sebaiknya  agaimana dengan pendanaan untuk sistem pertahanan 

egara ini  agaimana sebaiknya pengel laan ilayah perbatasan  agaimana 

sebaiknya dengan industri strategis yang ada di egara ini

Diskusi 6 :  Biaya akibat kerusakan lingkungan

ingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan aset pendukung yang sangat penting 

bagi kelangsungan sebuah bangsa  ebaliknya kerusakan lingkungan akan memba a 

malapetaka bagi bangsa tersebut  ingkungan yang rusak akan mengakibatkan ben ana 

bagi masyarakat sekitarnya yang tentunya akan mengakibatkan kerugian material dan 

n n material yang sangat besar, apalagi kejadian ben ana setiap tahun selalu terulang  

ualitas hidup bangsa juga semakin menurun yang mengakibatkan membengkaknya 

biaya kesehatan masyarakat dan di lain sisi anggaran yang ada bukannya digunakan 

untuk perbaikan kesejahteraan namun lebih banyak digunakan untuk perbaikan 

in rastruktur
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Diskusi kelompok :

engapa lingkungan di ilayah nd nesia begitu teran am keberadaanya  pakah 

sebab biaya pendidikan di nd nesia tinggi  erapakah seharusnya biaya pendidikan 

yang layak  nda sebagai mahasis a, al n pemimpin masa depan negeri ini, 

bagaimanakah skenari  terbaik menurut anda tentang pengel laan lingkungan yang 

ada di nd nesia dengan segala keragamannya  utan, sungai dan danau, pemukiman, 

laut dan bi ta, udara, air, pengel laan limbah industri, pengel laan sampah

4. General lecture

• ujuan  untuk belajar dari praktisi atau rang rang di lapangan yang mampu 

menginspirasi dan dapat menjadi r le m del bagi mahasis a 

• egiatan  menghadirkan se rang pembi ara tamu untuk berbagi pengalaman dan kita 

dalam memberantas dan men egah k rupsi di dunia kerjanya  embi ara tamu adalah 

t k h t k h yang dikenal sebagai corr or fi h er di bidangnya masing masing seperti 

t k h t k h , pengusaha,  p litisi, pemuka agama, pejabat pemerintah, dan lain lain

• spek yang diperkuat  k gniti  dan a ekti

5. Film analysis

 ujuan  menggunakan film sebagai media dengan ara melakukan analisis terhadap 

film tersebut, yaitu mengidentifikasi k nten dengan melakukan interpretasi  ahasis a 

mampu mengidentifikasi perilaku k rupti  dalam film, dan terinspirasi untuk tidak 

melakukan tindakan k rupti

 egiatan  memutar film bertema k rupsi, kemudian mendiskusikan dengan  mahasis a

 spek yang diperkuat  k gniti  dan a ekti

6. Investigative report

• ujuan  mahasis a memiliki k mpetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

perilaku k rupti  yang  terjadi di lingkungan sekitar atau daerah setempat, serta membuat 

lap ran k rupsi yang e ekti  dan impactful. 

• egiatan  merupakan investigasi lapangan yang dilakukan dalam kurun beberapa 

minggu  el mp k mahasis a menentukan k rupsi dan l kasinya, melakukan investigasi 

dengan teknik yang benar, menyusun lap ran berisi kasus, data dan analisis k nseptual, 

dan mempresentasikannya di kelas  ahasis a dapat menggunakan kamera, vide  dan 

recorder untuk mengumpulkan data dan in rmasi sebagai bukti valid  
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• indak lanjut dari hasil investigasi  bisa dis sialisasikan kepada masyarakat melalui 

media l kal atau ara lain, sehingga menyebarkan kesadaran antik rupsi ke lingkungan 

yang lebih luas  

el mp k mahasis a melakukan investigasi terhadap kasus k rupsi dalam bentuk 

pemalsuan ijasah, transkrip nilai, dan keuangan yang berl kasi di sebuah ka asan di 

akarta imur yang dikenal sebagai pusat transaksi kegiatan ini  ksi pemalsuan berupa 

penggelembungan n minal dalam slip pembayaran uang kuliah leh mahasis a dan 

dalam k itansi belanja k rp rat leh  maupun karya an s asta, pembuatan ijasah 

palsu, peningkatan nilai transkrip, pemalsuan  leh pelamar kerja, peningkatan slip 

gaji leh pem h n kredit, dan lain lain  el mp k investigat r berpura pura menjadi 

pelanggan yang akan memesan pemalsuan slip dari sebuah bank tertentu untuk 

pembayaran uang kuliah  ementara se rang mahasis a menunggu hasil pemalsuan 

sembari melakukan a an ara dengan pelaku, yang lain menggunakan kamera  

se ara diam diam untuk merekam a an ara dan mengambil gambar  ang lain 

memperhatikan detail bagaimana pr ses pemalsuan dilakukan dengan k mputer  

asil rekaman, t  dan slip palsu dijadikan bukti investigasi  el mp k investigat r 

kemudian melakukan analisis terhadap kasus ini meliputi k mp nen k mp nen  bentuk 

dan pr ses k rupsi yang dilakukan, si at k rupsi, pelaku k rupsi baik inisiat r maupun 

penyedia jasa, tujuan k rupsi, dampak  kerugian, serta landasan hukum dan te rinya  

Mahasiswa kemudian mempresentasikan di depan kelas dan didiskusikan.

asus kasus petty corruption yang pernah diinvestigasi leh mahasis a antara lain 

• rupsi leh upir nstansi  

• rupsi dalam embuat  di elurahan 

• rupsi aktu yang ilakukan leh 

• arkir iar eliarkan rupsi

• ar is , adang ubur rupsi ta atinegara  ta ireb n

• en urian istrik

• etribusi legal asar ampang

• elihat ermainan edagang di alik imbangannya

• ibalik iruk ikuk rea arkir el ra ung arn

• anipulasi ahan aku r duksi dalam ebuah erusahaan t m ti  

• enyele engan etribusi useum

• ungutan iar leh 
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• en mena  la k arket

• embuatan kta elahiran nak

• al  idang  ilang

• rupsi di emakaman enteng

del ini dilaksanakan di niversitas aramadina, 

 ahasis a mengamati dan mengikuti berbagai kasus k rupsi dan pr ses penyidikan, 

serta dinamika kerja pemerintah dan peran masyarakat dalam gerakan memberantas 

k rupsi

 egiatan  mahasis a mengetahui terjadinya berbagai kasus k rupsi, mengamati 

perjalanan pr ses penyidikan sebuah kasus, atau mengamati perkembangan kinerja 

pemerintah dalam upaya memberantas k rupsi, dan lain lain, melalui media massa 

seperti surat kabar, majalah berita, televisi

 spek yang diperkuat  psik m t rik

7. Thematic exploration 

 ujuan  membangun ara berpikir (way of thinking) yang k mprehensi  dalam menggali 

sebuah kasus  

 egiatan  mahasis a melakukan bservasi terhadap sebuah kasus k rupsi atau perilaku 

k rupti , kemudian menganalisis dari berbagai perspekti  s sial, budaya, hukum, ek n mi, 

p litik dan sebagainya  ahasis a juga bisa melakukan bservasi perbandingan 

perspekti  atau ara penyelesaian terhadap satu jenis kasus yang serupa dari masyarakat 

atau negara yang berbeda  

 spek yang diperkuat  k gniti

8. Prototype   

 ujuan  menghasilkan gagasan risinil yang k nkrit dalam mela an k rupsi  apat 

merupakan penerapan bidang keilmuan atau iri khas perguruan tinggi terkait atau iri 

khas l kal   

 egiatan  mahasis a membuat prototype dalam berbagai bentuk seperti tekn l gi 

antik rupsi, skema penanggulangan k rupsi, dan sebagainya  

 spek yang diperkuat  k gniti
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enugasan dalam matakuliah ntik rupsi dapat men erminkan iri khas r gram tudi 

atau niversitas  

• ada  berbasiskan tekn l gi misalnya, penugasan dapat berupa pembuatan 

pr t type  el mp k kel mp k mahasis a melihat suatu permasalahan dan 

mengembangkan desain pr t type yang dapat membantu mengatasi masalah 

tersebut  alah satu pr t type yang dihasilkan adalah peran angan lat endeteksi 

eb h ngan erbasis ens r ulit yang menggunakan karakteristik kulit sebagai 

bagian tubuh yang tidak bisa berb h ng  resentasi hasil ran angan meliputi 

latar belakang te ri, ungsi tujuan, k mp nen k mp nen alat yang dipergunakan, 

mekanisme kerja alat dan biaya  at yang sangat berman aat ini hanya memerlukan 

biaya tidak lebih dari p  ,  

• r t type lain adalah angunan ntik rupsi leh kel mp k mahasis a jurusan 

rsitek  eluruh bangunan didesain transparan dimana setiap dinding adalah ka a, 

sehingga setiap rang akan terlihat perilakuknya, demikian juga dapat melihat 

perilaku rang lain  engan demikian diharapkan transparansi akan ter ipta dan 

k rupsi dapat di egah

• del ertumbuhan ingkat rupsi e ara istematis

• sulan r gram epada  ntuk emberantas embajakan 

• Program Online & Mobile Reporting System For Corruption 

del ini dilaksanakan di nstitut ekn l gi andung

9. Proving the government policy

 ujuan  memantau realisasi janji pemerintah sebagai bentuk integritas

 egiatan  kel mp k mahasis a melakukan pengamatan, penelitian ke lapangan untuk 

melihat kesesuaian janji pemerintah yang dis sialisasikan melalui kampanye spanduk  

iklan pengumuman pr sedur di berbagai instansi dengan realisasi di lapangan  

 spek yang diperkuat  psik m t rik

10. Education tools

 ujuan  men iptakan media pembelajaran yang kreati  untuk segmen pendidikan rmal 

maupun publik dalam rangka gerakan antik rupsi

 egiatan  kel mp k mahasis a me ujudkan kreativitasnya dalam mendesain berbagai 

ma am pr duk yang bisa menjadi media pembelajaran antik rupsi

  spek yang diperkuat  k gniti  dan psik m t rik
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reativitas mahasis a ntik rupsi  antara lain 

 erita pendek, mik, ame lar aga, artu artet untuk anak segmen ek lah 

asar

 ster p ster rupsi dan ntik rupsi

 ilm film pendek ampanye ntik rupsi

11.  Board Game   

 ujuan  engasah kemampuan berpikir dan kreativitas, mengasah kemampuan dalam 

menyusun strategi, mengasah ketelitian dalam menyelesaikan sesuatu, menjadi lebih 

akti , bers sialisasi dan k munikati , menanamkan rasa saling mengh rmati, keakraban 

dan kejujuran  dul embelajaran  , 

 egiatan  el mp k mahasis a memainkan board game bertema antik rupsi, biasanya 

terkait sekt r publik  erdapat sejumlah peran yang harus dimainkan setiap peserta 

se ara strategis agar mendapatkan  keuntungan dengan ara yang benar  

  spek yang diperkuat  a ekti  dan psik m t rik

12. Role playing

 ujuan  strategi pembelajaran melalui permainan gerak yang didalamnya terdapat 

sistem, tujuan dan juga melibatkan unsur ke eriaan  

 egiatan ; kel mp k mahasis a berimajinasi dalam situasi dan k ndisi tertentu yang 

dituangkan dalam skenari  dan kemudian dimainkan dengan pendalaman masing masing 

peran t k h  et de ini biasanya di arnai semangat, kebersamaan, menyenangkan dan 

sangat berkesan bagi mahasis a

 spek yang diperkuat  psik m t rik

13. Poster

 ujuan  memaksimalkan kekuatan visualisasi dari p ster untuk mens sialisasikan ide  

ster mengandung pr ses n n verbal yang dapat memperkuat pr ses verbal dalam 

pembelajaran  egunaannya menjadi media kampanye

 egiatan  kel mp k mahasis a men iptakan ide atik rupsi yang bersi at persuasi  dan 

pengingat , merangkaikan kata dan gambar yang e ekti  dan menarik, kemudian dengan 

teknik tertentu menuangkannya ke dalam bentuk p ster

 spek yang diperkuat  a ekti  dan psik m t tik
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MEDIA PEMBELAJARAN

edia pembelajaran yang dimaksud adalah apapun yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

memper leh atau melakukan pembelajaran antik rupsi  edia ini dapat digunakan di dalam 

kelas maupun di luar kelas misalnya untuk penugasan  edia pembelajaran antik rupsi 

penting karena selain mendukung met de pengajaran leh d sen, mbantu d sen eberapa 

nt h

1. Website milik lembaga lembaga antik rupsi seperti , Indonesia Corruption Watch 

, ransperan y nternati nal nd nesia , dan sebagainya  Website-website tersebut 

merupakan sumber data yang berisi berbagai in rmasi yang diperlukan dan perkembangan 

terbaru yang terkait k rupsi dan antik rupsi

 uku, majalah dan jurnal yang diterbitkan leh lembaga lembaga antik rupsi

3. Boardgame antik rupsi yang dibuat khusus untuk pembelajaran antik rupsi

 an media media lainnya

G. UJIAN

ada dasarnya ujian ber ungsi untuk mengukur tingkat pemahaman dan ketrampilan 

mahasis a yang berarti mengukur e ektivitas perkuliahan  amun bagi sebuah matakuliah 

mengenai tata nilai sema am antik rupsi, sulit untuk mengukur k mpetensi mahasis a hanya 

berdasarkan ujian  enilaian keseluruhan memang bisa meliputi beberapa aktivitas, namun 

ketika ujian harus diadakan dalam ruang lingkup akademis, ada beberapa hal yang sebaiknya 

menjadi perhatian 

 al menghindari ha alan k nsep atau te ri semata, ke uali menggunakannya sebagai alat 

untuk menganalisis kasus.

 al lebih bersi at menggali pini atau sikap atau perspekti  antik rupsi mahasis a 

misalnya dengan memberikan kasus atau mahasis a men ari kasus

 entuk ujian beragam  take home test, debat, dan lain lain

nt h m del s al jian khir emester 

a  ratifikasi pada dasarnya sama dengan hadiah  andingkan kapan sebuah hadiah 

dapat disebut gratifikasi sehingga tersangkut dengan k rupsi

b  ika pendidikan agama selama ini dianggap belum mampu mengatasi k rupsi, 

menurut anda adakah hal hal lain yang dapat dijadikan alternati  ebut dan berikan 

penjelasan

 emberantasan k rupsi telah dilakukan di beberapa negara seperti ngk ng, ina 

dan ndia  ari pengalaman negara negara tersebut, jelaskan dua hal yang menurut 

anda bisa dijadikan pelajaran untuk memberantas k rupsi di nd nesia
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d  nda sebagai pega ai baru di suatu perusahaan  i departemen tempat anda 

bekerja terjadi praktek k rupsi  idak ada tindakan apapun karena semua pega ai di 

departemen tersebut menganggap k rupsi adalah hal yang biasa  ebnenarnya anda 

sangat risau dengan k ndisi tersebut  amun anda ragu ragu, bila melap rkannya, 

p sisi dan pekerjaan anda akan teran am  ementara itu men ari pekerjaan baru 

sungguh sulit  pa yang akan anda lakukan bila berada dalam p sisi seperti itu  

erikan argumentasi anda

e  aparkan dengan singkat namun jelas dugaan k rupsi yang dibahas leh kel mp k 

anda  ari paparan kasus tersebut, apa saja akt r internal dan eksternal yang bisa 

menyebabkan sese rang melakukan perilaku k rupsi  ebutkan masing masing satu 

akt r internal dan eksternal yang mend r ng terjadinya perilaku k rupsi pada kasus 

yang anda ambil dan jelaskan dinamikanya
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Prof. Nanang T. Puspito adalah perintis dan pengampu mata kuliah 

endidikan ntik rupsi di nstitut ekn l gi andung  sejak tahun 

 serta narasumber endidikan ntik rupsi untuk erguruan inggi, 

emenristekdikti sejak tahun  uru besar eism l gi di akultas 

eknik ertambangan dan erminyakan  ini menyelesaikan pendidikan 

 dari  ,  dari ir saki niversity epang , dan  dari the 

niversity  ky  epang  r es r yang menekuni riset tentang 

gempa dan tsunami ini di  mendapat tugas sebagai etua misi 

enegakan rma kademik dan emahasis aan sejak tahun , etua 

el mp k eahlian e fisika l bal sejak tahun  dan etua misi 

egurubesaran, rum uru esar sejak tahun  

 Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum, uru esar ak ukum niversitas 

enderal edirman ur kert , eni r nti rrupti n nstru t r adan 

asi nal  ertifikasi   ejak , endidikan  di  ns ed 

ur kert  ;   niversitas nd nesia ;  ndip 

emarang  kti  menulis di edia asa antara lain uara 

erdeka dan edaulatan rakyat dan  enulis buku berjudul  unga ampai 

enegakan ukum di nd nesia , ntegralisasi enyidikan ipik r i 

nd nesia , ptimalisasi en egahan ipik r di nd nesia   

empr leh ak ekayaan ntelektual  untuk del en egahan 

indak idana rupsi alam paya enuju nd nesia ebas rupsi 

 , ; del enyidikan indak iana en u ian ang 

ari asil indak idana rupsi  ,  ei  dan del 

en egahan eredaran ark tika di kalangan arapidana  , 

  vember 

 
 

Yusuf Kurniadi, S.Sn. MM. lahir di alang,  kt ber , adalah penggiat 

integritas dan antik rupsi, mengajar mata kuliah pendidikan antik rupsi di 

niversitas aramadina sejak tahun  elajar integritas di iri ntegrity 

h l, entral ur pean niversity  udapest, ungaria, serta sebagai 

ard  ati nal un il pada nd nesia ntegrity du ati n et rk 

  ehari hari lulusan eni upa  dan aramadina raduate h l 

 usiness ini merupakan sen etap pada r gram tudi esain r duk 

ndustri niversitas aramadina   empunyai pr gram  am engenal 

ntik rupsi bagi sis a  dan ahasis a aru, selain itu juga banyak 

berke impung di sekt r industri dan ek n mi kreat , selain sebagai 

m tivat r dan master trainer untuk kegiatan leadership bagi anak anak 

muda.
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Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum adalah sta  engajar 

akultas ukum dan munikasi nika egijapranata  sen ini lahir 

di akarta pada bulan kt ber  dan menyelesaikan r gram kt r 

nya di niversitas ip neg r   eberapa beasis a untuk pelatihan 

akademik yang diikuti adalah training antik rupsi di , the ague, the 

etherlands , training eadership and ntegrity di entral ur pean 

niversity, udapest, ungary  dan training tentang i egal

tudies dan erlindungan terhadap asyarakat dat di eiden niversity, 

the etherlands  i tahun , ia menjadi nited ard 

ell  dan mengikuti training igher du ati n eadership di st n 

llege, assa hussets,  dan unghai niversity, ai an  ebelum 

menjadi ekan, r  ar ella l ina imandjuntak, , , um pernah 

menjadi akil ekt r  idang engembangan dan erjasama di nika 

egijapranata  ejak sekarang, yang bersangkutan akti  menjadi 

rainer endidikan antik rupsi

DR. Indah S Utari, SH MHUM, lahir  anuari  di  abupaten uban a a 

imur  engampu mata kuliah tika r esi ukum dan ilsa at ukum 

pada akultas ukum niversitas egeri emarang, disamping mata kuliah  

rimin l gi, sebagai  habitat keilmuan penulis ketika  masih trata  dan 

 enamatkan r gram kt r lmu ukum  niversitas ip neg r   di 

tahun  elain menjadi d sen tetap akultas ukum  tahun 

 sampai sekarang yang juga  mengampu beberapa  mata kuliah untuk 

r gram as asarjana nnes dan  di beberapa  akultas ukum   niversitas  

asta  di emarang, urakarta dan urabaya     ngg ta  im  enulis uku  

endidikan nti rupsi  bagi erguruan inggi, sejak tahun  dan  sejak 

tahun   sampai sekarang  telah menjadi  narasumber  dalam  bagi 

pengampu mata kuliah endidikan nti rupsi bagi erguruan inggi  se 

nd nesia

Asriana Issa Sofia, MA adalah d sen pada pr gram studi ubungan 

nternasi nal niversitas aramadina yang menamatkan pendidikan  

di  dan  di i hi akuin niversity, ag ya, epang  enga ali 

kiprahnya dalam bidang pendidikan ntik rupsi pada tahun  

saat menjadi k rdinat r matakuliah ajib ntik rupsi di niversitas 

aramadina  ejak itu akti  menjadi penggiat ntik rupsi, terlibat dalam 

berbagai aktifitas pengembangan pendidikan, karya karya akademis 

maupun pelatihan pelatihan ntik rupsi  emper leh ertifikasi enyuluh 

ntik rupsi dari  pada 
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Dr. H. Agus Mulya Karsona, SH., MH. ahir di andung,  gustus , 

adalah sen di akultas ukum niversitas adjadjaran sejak tahun 

  dapun ri ayat pendidikan menamatkan pr gram studi   lmu 

ukum pada   akultas ukum niversitas adjadjaran, dan menyelesaikan 

pr gram studi  dan  pada r gram as asarjana niversitas 

adjadjaran  engan kepakaran bidang ukum etenagakerjaan, dan 

merupakan partisipan dan nara sumber asilitat r dalam endidikan 

ntik rupsi bagi perguruan tinggi sejak ahun    

Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H., lahir di alang  kt ber  adalah 

sen akultas ukum niversitas ember sejak ahun  enempuh 

pendidikan  lmu ukumdi akultas ukum nversitas ember dan  di 

r gram as a arjana niversitas ip neg r  ada saat ini mengajar di 

pr gram studi  lmu ukum dan sebagai etua ab rat rium eradilan   

ata kuliah yang diampu adalah engantar ukum nd nesia, ukum 

idana, raktik eradilan idana, ediasi enal dan indak idana rupsi 

dan ajak   

Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H., adalah d sen di akultas ukum 

niversitas nd nesia, sehari hari mengasuh mata kuliah ukum idana, 

indak idana rupsi, dan indak idana k n mi  e inta lah raga sepak 

b la dan bersepeda ini kerap diminta pendapatnya leh berbagai lembaga 

penegak hukum serta media massa maupun elektr nik  engetahuannya 

yang luas dan mendalam dibalut dengan gaya k munikasinya yang sangat 

enerjik seringkali membuat masyarakat tersentak, namun pria kelahiran 

ekal ngan ini adalah rang yang berintegritas tinggi dan menjunjung 

tinggi nilai nilai akademis  aat ini andjar menjadi ketua berbagai 

lembaga studi di dalam maupun di luar kampus

Dr. Romie Oktovianus Bura, BEng.(Hons.), MRAeS, adalah d sen tetap 

akultas eknik esin dan irgantara , nstitut ekn l gi andung 

 ejak tahun , telah menjadi pengampu k rdinat r  mata 

kuliah endidikan nti rupsi   serta narasumber pendidikan 

anti k rupsi di berbagai instansi dan misi emberantasan rupsi  

ria berdarah raja dan kt r lulusan niversity  uthampt n dan 

ng  ulusan niversity  an hester ini adalah ahli aer dinamika dan 

tekn l gi pertahanan, dengan pengalaman industri dalam luar negeri dan 

terlibat dalam pr gram pengembangan pesa at tempur  ria 

dengan nasi nalisme tinggi, saat ini menjabat sebagai ekan akultas 

ekn l gi ertahanan, niversitas ertahanan, ementerian ertahanan 

epublik nd nesia
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